
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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P U T U S AN

No.  157 PK/Pid .Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memer iksa  perkara  pidana  khusus  dalam  pen in jauan  kembal i  

te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  Terp idana  :

N a m a : ENDRO ARINTOKO,  SH. ,  MM.  bin  

SOEKARDJONO ;

Tempat  lah i r             :  Sleman ;

Umur/ tangga l  lah i r :  49  tahun /15  November  1957 

;

Jen is  ke lamin  : Lak i - lak i  ;

Kebangsaan  :  Indones ia  ;

tempat  t i ngga l  :  J l .  Soekarno  Hat ta  No.  364- A 

Kendal  ;

Agama : Is l am  ;

Peker j aan  : PNS  Kabupaten  Kendal /  Mantan  

Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  

Kendal  ;

Mahkamah  Agung te rsebu t  ;

Membaca  sura t  dakwaan  Jaksa /  Penuntu t  Umum pada  

Kejaksaan  Neger i  Kendal  sebaga i  ber i ku t  :

Primai r  :

Bahwa  ia  Terdakwa  ENDRO  ARINTOKO,  SH. ,MM.Bin  

SOEKARDJONO berdasarkan  :

- SK.Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  Jawa Tengah  Nomor  :  

821.1 /34607 /1986  tangga l  18  Desember  1986  te lah  

diangka t  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;

- SK.  Bupat i  Nomor  :  821.1 /4396 /2001  tangga l  14  Desember  

2001  te lah  diangka t  menjad i  Pj .  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Kendal  ;

- SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  903/111 /2003  tangga l  25  

Pebruar i  2003  ten tang  Penun jukan  Tim  Penyusun  dan  

Pembantu  Tekn is  Tim Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  

Perh i t ungan  APBD  Kabupaten  Kendal ,  te l ah  diangka t  
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menjad i  Ketua  Tim  penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal ,  bersama- sama  dengan  SUTRIMO  BIN 

SUBKHI  se laku  Ketua  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

(DPRD)  dan  atau  Ketua  Pani t i a  Anggaran  dan  atau  se laku  

anggota  DPRD ser ta  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN 

se laku  Waki l  Ketua  DPRD dan  atau  se laku  Waki l  Ketua  

Pani t i a  Anggaran  DPRD dan  atau  se laku  anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  (Kedua  Terdakwa  te rsebu t  d i  berkas  

te rsend i r i ) ,  pada  waktu  anta ra  awal  bu lan  Oktober  tahun  

2002 sampai  dengan  bulan  Maret  tahun  2003 atau  set i dak -

t i daknya  pada  tahun  2002  sampai  dengan  tahun  2003  

ber tempat  di  Kantor  Sekre ta r i a t  Daerah  Kabupaten  Kendal  

JI .  Raya  Soekarno  Hat ta  No.  193  Kendal  atau  di  Kanto r  

DPRD Kabupaten  Kendal  JI .  Raya  Sukarno  Hat ta  No.  218  

Kendal  atau  set i dak - t i daknya  pada  suatu  tempat  yang  

masih  te rmasuk  dalam  daerah  hukum  Pengad i l an  Neger i  

Kendal ,  te l ah  melakukan  atau  tu ru t  ser ta  melakukan  

beberapa  perbua tan  yang  ada hubungannya  sedemik ian  rupa  

seh ingga  harus  dipandang  sebaga i  satu  perbua tan  

ber l an j u t ,  secara  melawan  hukum  melakukan  perbua tan  

memperkaya  d i r i  send i r i  atau  orang  la i n  atau  suatu  

korporas i ,  yang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  atau  

perekonomian  negara ,  perbua tan  te rsebu t  d i l akukan  

dengan cara  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH. ,  MM. bin  SOEKARDJONO 

yang  diangka t  sebaga i  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

903/111 /2003  tangga l  25  Pebruar i  2003  ten tang  

Penunjukan  Tim  Penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal ,  mempunya i  tugas  menyusun,  mengka j i ,  

mengkoord inas i kan ,  mempers iapkan  dan  menggandakan  bahan  

rancangan  APBD,  perubahan  ser ta  perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  yang  akan  dibahas  bersama dengan  DPRD 

Kabupaten  Kendal  dengan  berpedoman  pada  perundang-
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undangan  yang  ber laku  dan  ber tanggung  jawab  kepada  

Bupat i ,  karena  i t u  da lam  tugasnya  menyusun  Rancangan  

Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah  (RAPBD)  

Kabupaten  Kendal  khususnya  Anggaran  Belan ja  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seharusnya  berpedoman  atau  

memperhat i kan  beberapa  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  anta ra  la i n  :

1. Pera tu ran  Pemer in tah  (PP)  Nomor  

37 Tahun 2001 tangga l  18 Mei  2001  

ten tang  Penghent i an  Pember ian  

Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  

bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim  dan  

Pejaba t  Negara .

2. Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

(Kepmendagr i )  Nomor  29 tahun  2002  

tangga l  10  Jun i  2002  ten tang  

Pedoman  Pengurusan ,  Per tanggung  

jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  

Daerah  ser ta  Tata  Cara  Penyusunan  

Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah  (APBD),  Pelaksanaan  Tata  

Usaha  Keuangan  Daerah  dan 

Penyusunan  pengh i t ungan  APBD,  

khususnya  :

Pasal  19 (3)  :  Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  

dan  anggaran  berdasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum  dalam 

lampi ran  VI I I  keputusan  in i .

Pasal  20 (1)  :  Usulan  Program,  Kegia tan  dan 

Anggaran  Daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam  pasa l  19  aya  t (1 )  d i tuangkan  

dalam Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja .

Pasal  20 (5)  : Format  Rencana  Anggaran  Satuan  

Ker ja  dan  cara  peng is i annya  te rcan tum  

dalam Lampi ran  IX  Keputusan  in i .

Pasal  55 (2)  : Pengguna  Anggaran  di l a r ang  
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melakukan  penge luaran - penge luaran  atas  

beban  belan ja  Daerah  untuk  tu juan  la i n  

dar i pada  yang  d i t e t apkan .

3. Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  

Nomor  7  tahun  2001  ten tang  

Kedudukan  Keuangan  Ketua ,  Waki l  

Ketua  dan  Anggota  DPRD khususnya  

Pasal  2 :

(1 )  Dalam rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  DPRD, 

atas  beban  anggaran  pendapatan  dan belan ja  daerah  

Kabupaten  Kendal  d ised iakan  Penghas i l an  te tap  

Pimpinan  dan Anggota  DPRD sebaga i  ber i ku t  :

a) Uang Represen tas i .

b) Uang Paket .

c) Tunjangan  Jabatan .

d) Tunjangan  Komis i .

e) Tunjangan  Khusus .

f ) Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an .

(2 )  Sela in  penghas i l an  dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  

in i  sesua i  dengan  kemampuan  keuangan  Daerah  dan  

keten tuan  yang  ber laku  dised iakan  biaya  untuk  :

a) Tunjangan  Kese jah te raan  ;

b) Biaya  kesehatan  ;

c) Uang duka  ;

d) Dana Penun jang  Kegia tan  ;

Pasal  9 (1 )  :  Anggota  DPRD  da lam  kedudukannya  

sebaga i  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i s  

dan  Anggota  Pani t i a  dibe r i k an  tun jangan  

pan i t i a .

Pasal10  (1 )  :  Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  Pimpinan  dan  Anggota  

DPRD diber i kan  tun jangan  kesehatan .

Pasal10  (2 )  : Tunjangan  Kesehatan  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  in i  d ibe r i kan  

dalam bentuk  jaminan  Asurans i .

4. Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  
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Nomor  40  tahun  2002  tangga l  24 

November  2002  ten tang  Standar i sas i  

Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan 

Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal  Tahun  Anggaran  2003,  

lampi ran  VI I I  bahwa  biaya  uang  

har i an / l umpsum  yang  melakukan  

per j a l anan  dinas  bagi  Ketua ,  Waki l  

Ketua  dan Anggota  DPRD Kab.  Kendal  

d ise ta rakan  dengan  PNS  Golongan  

IV .

5. Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  

Nomor  14  Tahun  2003  tangga l  5  Mei  

2003  ten tang  Pedoman Penatausahaan  

Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  

Dan  Belan ja  Daerah  Kabupaten  

Kendal .

6. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  

903/111 /2003  tangga l  25  Pebruar i  

2003  ten tang  Penunjukan  Tim 

Penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD, Perubahan  APBD dan 

Perh i t ungan  APBD Kabupaten  Kendal  

mempunyai  tugas  menyusun,  

mengka j i ,  mengkoord inas i kan ,  

mempers iapkan  dan  menggandakan  

bahan  rancangan  APBD,  perubahan  

ser ta  perh i t ungan  APBD Kabupaten  

Kendal  yang  akan  d ibahas  bersama 

dengan  DPRD  Kabupaten  Kendal  

dengan  berpedoman  pada  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan 

ber tanggung  jawab  kepada  Bupat i .

- Bahwa  da lam  kedudukannya  yang  demik ian  i t u  Terdakwa  

sete lah  mener ima  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  
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DPRD  Kabupaten  Kendal  TA.  2003  yang  te l ah  

di tanda tangan i  o leh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  

Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  langsung  meneruskan  RASK 

DPRD  dalam  RAPBD  tanpa  melakukan  perubahan  atau  

menolak ,  tanpa  melakukan  eva luas i  dan  ana l i s i s  untuk  

di l akukan  rev i s i ,  perubahan ,  penyempurnaan  atau  

menolak ,  meskipun  dalam rapa t  Tim te l ah  di i nga t kan  oleh  

saks i  Drs .  WARSA SUSILO,  MPd.  dan  saks i  PUJI  RAHARJO 

S.Sos  (mas ing - masing  se laku  Waki l  Ketua  dan  Sekre ta r i s  

Tim  Penyusun  Anggaran) ,  j i ka  RASK/RAB  DPRD te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ada  te ru tama  Pera tu ran  Daerah  Nomor  7 Tahun  2001,  akan  

te tap i  RAB DPRD te rsebu t  te tap  d imasukkan  dalam  RAPBD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003  dengan  alasan  hanya  ing in  

menjaga  hubungan  ba ik  anta ra  pihak  Eksekut i f  dengan  

Leg is l a t i f  dan  khawat i r  akan  ada  penolakan  LPJ  Bupat i  

o leh  DPRD Kabupaten  Kendal .

Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  DPRD Kab.  Kendal  

TA.  2003 yang  d i t anda  tangan i  saks i  SUTRIMO BIN SUKHI  

ya i t u  :

No. U R A I  A N RINCIAN JUMLAH
1. Belanja  Tetap  dan Tunjangan 

Pimpinan dan Anggota  DPRD :

Uang Representas i  :

- Ketua  :  1 x 1.260 .000  x 12 =

- Wk.Ketua  :  3 x 1.134 .000  x  

12 =

- Anggota  :  41 x 1.008 .000  x  

12 =

    15.120 .

000, -

 40.824 .000

, -

495.036 .000

,

Rp.  

551.880 .000 , -

Uang Paket  :

- Ketua  :  25 % x 1.260 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  25 % x 1.134 .000  

x 12 =

- Anggota  :  25 % x 1.008 .000  x  

12 =

      3.380

.000 , -

 10.206 .000

, -

123.984 .000

,

Rp.  

137.970 .000 , -
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Tunjangan Jabatan

- Ketua  :  50 % x 1.260 .000  x  

12 x 1 =

- Wk.Ketua  :  50 % x 1.134 .000  

x 12 x 3 =

   7.560 .00

0, -

    20.412 .

000, -

Rp.  

27.972 .000 , -

Tunjangan Komisi  :

- Ketua  :  20 % x 630.000  x 5 x  

12 =

- Wk.Ketua  :  15 % x 630.000  x  

5 x 12 =

- Sekre t  :  15 % x 630.000  x 5 

x 12 =

- Angg :  10 % x 630.000  x 26 x  

12 =

   7.560 .00

0, -

   5.670 .00

0, -

   5.670 .00

0, -

 19.656 .000

, -

Rp.  

38.556 .000 , -

Tunjangan Khusus :

- Tunj .  Kel /Be ras  :  10.981 .800  

x 12 =

- TPP :  20.709 .675  x 12 =

Tunj .  Pajak  :  6.211 .510  x 12 

=

131.781 .600

,248 .510 .10

0,75 .538 .12

0, -

Rp.  

454.835 .820 , -

Tunjangan Pani t i a  :

a.  Pani t i a  Musyawarah

- Ketua  :  15 % x 630.000  x 1 x  

12 =

- Wk.Ket .  :  10 % x 630.000  x 3 

x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  x 1 

x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x 15 x  

12 =

- Angg Peng :  5 % x 630.000  x  

11 x 12 =

b.  Pani t i a  Anggaran

- Ketua  :  15 % x 630.000  x 1 x  

12 =

- Wk Ket  :  10 % x 630.000  x 3 

x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  x 1 

x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x 15 x  

12 =

- Angg Peng :  5 % x 630.000  x  

11 x 12 =

c.  Pani t i a  Rumah Tangga

- Ketua  :  15% x 630.000  x 1 x  

 13.986 .000

, -

   1.134 .00

0, -

   2.268 .00

0, -

      756.0

00, -  

5.670 .000 , -

   4.158 .00

0, -

 13.986 .000

, -

   1.134 .00

0, -

   2.268 .00

0, -

      756.0

00, -

   5.670 .00

0, -

   4.158 .00

0, -

   7.182 .00

Rp.  

40.509 .000 , -
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12 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  x 1 

x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  x 1 

x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x 7 x  

12 =

- Angg Peng :  5 % x 630.000  x  

5 x 12 =

d.Pani t i a  Khusus

- Ketua  :  15 % x 630.000  x 1 x  

10 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  x 1 

x 10 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  x 1 

x 10 =

- Angg :  5 % 630.000  x 1 x 10 

=

0, -

   1.134 .00

0, -

      756.0

00, -

      756.0

00, -

   2.646 .00

0, -

   1.890 .00

0, -

   5.355 .00

0, -

      945.0

00, -

      630.0

00, -

      630.0

00, -

   3.150 .00

0, -
Tunjangan Kesejahteraan

a.Bantuan Penghargaan Pemda

- Ketua  :  1 x 3.000 .000  x 12 =

- Wk.Ketua  :  3 x 2.750 .000  x  

12 =

- Angg :  41 x 2.500 .000  x 12 =

b.Bantuan Pemda untuk  RT 

Pimpinan,  Angg & Sekret

- Ketua  :  1 x 6.000 .000  =

- Wk.Ketua  :  3 x 5.000 .000  =

- Angg :  41 x 2.500 .000  =

- Sekre t  :  1 x 2.500 .000  =

c.Ban.Keg Dewan :  45 x 

2.000 .000  =

d.Ban.Penye .Asp i  :  45 x  

1.500 .000 , -

e.T im  Angg

f .S ta f f  Ahl i

g.Pembahasan  Reperda

h.Bantuan  Operas iona l  Khusus  

Pimpinan

i .Ban tuan  Paguyuban  Purna  

Bhakt i

1.365 .000 .0

00, -

 36.000 .000

, -

 99.000 .000

, -

1.230 .000 .0

00, -

   126.000 .

000, -

       6.00

0.000 , -

    15.000 .

000, -

  102.000 .0

00, -

      2.500

.000 , -

Rp.2 .727 .100 .0

00, -

Rp.90.000 .000 ,

-

Rp.  

67.500 .000 , -

Rp.20 .000 .000 ,

-

Rp.50 .000 .000 ,

-

Rp.100 .000 .000

, -

Rp.210 .000 .000
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j .Ban tuan  Pel i pu tan  13 x  

100.000  x 12 =

k.Tun jangan  Asurans i  45 x  

2.400 .000  =

l . La i n - la i n  bantuan

m.Dana Penunjang  Kegia tan

n.Adkas i

, -

Rp.5 .000 .000 , -

Rp.15 .000 .000 ,

-

Rp.108 .000 .000

, -

Rp.  

100.000 .000 , -

Rp.  

450.000 .000 , -

Rp.30 .000 .000 ,
-

Uang Duka :

- Uang Duka

- Pengangkutan  Jenazah

      8.000

.000 , -

      2.000

.000 , -

Rp.10.000 .000 ,

-

 

Bantuan Perawatan  & 

Pengobatan

Biaya  Perawatan  & Pengobatan  

Loka l

- Bantuan  Kesehatan  :  45 x  

500.000  x 12

  270.000 .0

00, -

Rp.360.000 .000

, -

Biaya  General  Check Up

- Check  Up :  45 x 500.000

- Rawat  Inap  :  45 x 300.000

    22.500 .

000, -

    13.500 .

000, -  
Pengembangan SDM Pelat ihan  

Anggota  DPRD

- Pela t i han

- Seminar

- Lemhanas

   250.000 .

000, -

     50.000

.000 , -

   170.000 .

000, -

Rp.  

470.000 .000
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2. Belanja  Barang & Jasa Biaya  

Bahan Pakai  Habis  Kantor  

Biaya  Bahan Bakar

- Ketua  :  1 x 4.000 .000  x 12 =

- Wk.Ket  :  3 x 2.250 .000  x 12 

- Kom,PRT &Sekwan 7 x  

1.500 .000  x 12

 

  255.000 .0

00, -

    48.000 .

000, -  

    81.000 .

000, -

  126.000 .0

00, -

Rp.692.000 .000

, -

Jasa Kantor  :

Biaya  Lis t r i k

- Pimpinan  :  2.500 .000  x 12 =

- Anggota  :  500.000  x 42 x 12 

=

   282.000 .

000, -

     30.000

.000 , -

   252.000 .

000, -

Rp.437.000 .000

, -

Biaya  Telepon

- Pimpinan  :  2.500 .000  x 12 =

- Subs id i  Fraks i  :  50.000  x 7 

x 12 =

     34.200

.000 , -

     30.000

.000 , -

       4.20

0.000 , -
Biaya  Air

Pimpinan  :  1.250 .000  x 12 =

     15.000

.000 , -

     15.000

.000 , -
Langganan Surat  Kabar

Biaya  Pakaian  Dinas

PSH :  2 x 45 x 400.000  =

PSR :  1 x 45 x 600.000  =

     10.800

.000 , -

     63.000

.000 , -

     36.000

.000 , -

     27.000

.000 , -
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3. Belanja  Perja lanan  Dinas

Biaya  Per ja lanan  Dinas Dalam 

Daerah

Kunj .Ke r .Komis i

- Kom ABCE :  4 x 5 x 25 x 12 x  

15.000  =

- Kom D :  1 x 825 x 12 x  

15.000  =

Kunj .Ke r .Pansus  :  

2x2x20x10x15.000

Kunjungan  Ker ja  Dalam Daerah  

   188.000 .

000, -

     90.000

.000 , -

     36.000

.000 , -

     12.000

.000 , -

     50.000

.000 , -

Rp.1 .289 .028 .4

00, -

Biaya  Per ja lanan  Dinas Keluar  

Daerah

- Kunjungan  Ker ja  Keluar  

Daerah

- Per j .D i nas  Pimpinan  dan 

Anggota

Bantuan  Traspor tas i  :  45 x  

557.460x12

   800.000 .

000, -

   650.000 .

000, -

   150.000 .

000, -

   301.028 .

400, -
 

- Bahwa  pada  tangga l  30  Januar i  2003  diadakan  rapa t  

Par ipu rna  tahap  I  ya i t u  Bupat i  menyampaikan  Nota  

Keuangan  RAPBD,  rapa t  par ipu rna  te rsebu t  meminta  

perse tu j uan  DPRD atas  RAPBD Kabupaten  Kendal  tahun  

2003.

- Bahwa sete lah  Bupat i  menyampaikan  Nota  Keuangan  RAPBD 

TA.2003  kemudian  Anggota  Dewan  menyampaikan  pandangan  

umum  atas  RAPBD  te rsebu t  dan  se lan ju t nya  Bupat i  

menjawab pandangan  umum dar i  Anggota  Dewan te rsebu t .

- Bahwa  pada  tangga l  26  Pebruar i  2003  diadakan  rapa t  

Pani t i a  Anggaran  per tama  d i i ku t i  o leh  Pimpinan  dan  

Anggota  Pani t i a  Anggaran  ser ta  Tim  Penyusun  Anggaran  

bersama  se lu ruh  Kepala  Dinas ,  Kepala  Kantor /Badan  dan  

Kepala  Bagian  d i  l i ngkungan  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal ,  untuk  menyusun  pedoman  yang  akan  dipaka i  

sebaga i  acuan  pembahasan  di  Rapat  Komis i .  Rapat  

d ip imp in  oleh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  dan Bupat i  Kenda l .
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- Bahwa mula i  tangga l  26,  27,  28,  Pebruar i  2003  dan  5,  6  

dan  7  Maret  2003  Komis i - Komis i  mengadakan  pembahasan  

RAPBD te rsebu t ,  sesua i  dengan  b idang  tugas  masing-

masing  Komis i  d i i ku t i  o leh  dan  atau  bersama  Dinas /  

Kanto r /Badan  dan  Kabag  te rka i t .  Komis i  A yang  ber tugas  

mengka j i  anggaran  secara  kese lu ruhan  baik  Anggaran  

Eksekut i f  maupun  Anggaran  Legis l a t i f  (anggaran  DPRD),  

khusus  untuk  Anggaran  Legis l a t i f  sama  seka l i  t i dak  

dika j i /  t i dak  d ipe rmasa lahkan  o leh  Komis i  A  dengan  

alasan  kehab isan  waktu  karena  meni t i k be ra t kan  eva luas i  

te rhadap  Anggaran  Belan ja  Eksekut i f .

- Bahwa  te l ah  ada  tawaran  Asurans i  Purna  Bhakt i  dar i  

saks i  YUSMANI  dan  WARSIMIN  (mas ing- masing  se laku  

pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama Bumi  Putera  1912) ,  lan tas  

saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  memanggi l  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  BIN  H.  ADNAN untuk  berembug  bersama  guna  

membicarakan  dar i  mana  k i ra - k i ra  dana  i t u  d iambi l kan  

untuk  membiaya i  asurans i  te rsebu t ,  kemudian  atas  

kesepaka tan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  dan  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN untuk  menaruh  dana  te rsebu t  

dengan  is t i l a h  di t i t i p k an  pada  Kanto r  Kesbang l i nmas  

dalam  mata  anggaran  bantuan  f raks i - f raks i ,  h ingga  

akh i rnya  saks i  SUTRIMO BIN SUBKHI  menandatangan i  Sura t  

Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  

tangga l  01  Maret  2002.  Pada  waktu  saks i  MURKADI 

(pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama  Bumi  Putera  1912)  

menagih  premi  asurans i  kepada  saks i  SUTRIMO BIN SUBKHI,  

kemudian  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  menyuruh  saks i  

MURKADI untuk  meminta  pembayaran  premi  asurans i  Anggota  

DPRD,  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Kendal  pada  

Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  Kendal  dengan  mengambi l  

uang  dar i  pos  bantuan  Fraks i - f raks i  sebesar  Rp.  

243.000 .000 , -  (dua  ra tus  empat  pu luh  t i ga  ju t a  rup iah )  

untuk  45  Anggota  DPRD yang  sebe lumnya  te lah  didahu lu i  

dengan  adanya  per jan j i a n  ker j a  sama  asurans i  anta ra  

Asurans i  J iwa  Bersama  Bumipute ra  1912  dengan  saks i  
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SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  

sebaga imana  Sura t  Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  

016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  Tangga l  01  Maret  2002,  walaupun  

nyata - nyata  per tanggung jawaban  dar i  kanto r  

Kesbang l i nmas  te tap  disebu t  sebaga i  bantuan  f raks i -

f raks i .

- Bahwa  se lan ju t nya ,  da lam  rapa t  Pani t i a  Anggaran  pada  

sek i t a r  tangga l  11,  12,  13  14  dan  17  Maret  2003  saat  

saks i  SUTRIMO  Bin  SUBKHI  (Se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN 

(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  meminta  kepada  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  untuk  

dianggarkan  dana  Purna  Bhakt i  da lam  bentuk  Asurans i  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  dua ra tus  l ima  

belas  ju ta  rup iah ) ,  walaupun  pada  awalnya  Tim Penyusun  

Anggaran  kebera tan  dan  menolak  permin taan  te rsebu t  

dengan  alasan  t i dak  ada  dasar  hukumnya/a tu rannya ,  

seh ingga  rapa t  te rsebu t  te r j ad i  dead lock ,  namun sete lah  

diadakan  per temuan  te rba tas  anta ra  saks i  SUTRIMO Bin  

SUBKHI,  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN dan  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  ber tempat  

di  ruang  Rapat  Gabungan  DPRD Kabupaten  Kendal ,  da lam 

per temuan  te rsebu t  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  mengatakan  

"bahwa  ia  te lah  melakukan  per jan j i a n  ker j asama  dengan  

Pimpinan  Asurans i  Bumi  Putera  Cabang  Purwoker to  dengan  

Sura t  No.  0161  QPW/Ask/ lV /2003  tangga l  09 Januar i  2003,  

seh ingga  harus  di rea l i s a s i k an  dalam  TA.  2003  dan  

anggarannya  agar  d i t i t i p k an / d i s embuny i kan  pada  anggaran  

Bagian  Kesejah te raan  sos ia l  Pemkab  Kendal  ya i t u  da lam 

pos  Peningka tan  Pres tas i  Olah  Raga  sebesar  Rp.  

500.000 .000 ,00  dika renakan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

menjaba t  sebaga i  Ketua  KONI,  sedangkan  s isanya  te rse rah  

Tim  Penyusun  Anggaran  yang  menempatkan  di  un i t  ker j a  

mana te rse rah  Tim Penyusun  Anggaran  " .  Atas  permin taan  

dar i  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  (se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN 
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(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  te rsebu t  d i  atas  

akh i rnya  Terdakwa  menyetu ju i  anggaran  purna  bhakt i  

da lam bentuk  Asurans i  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  dua  ra tus  l ima  be las  ju t a  rup iah )  dan  

di t i n dak l an j u t i  dengan  memer in tahkan  kepada  saks i  PUJI  

RAHARJO,  S.  Sos. ,  se laku  Sekre ta r i s  Tim  Penyusun  

Anggaran  dan  atau  se laku  Kasubd in  Perencanaan  DPKD 

untuk  menganggarkan  dengan  cara  menuru t  i s t i l a h  mereka  

di t i t i p k an  pada  Anggaran  Peningka tan  Pres tas i  Olah  Raga 

di  Bagian  Kese jah te raan  Sos ia l  Setda  Kabupaten  Kendal  

sebesar  Rp.  500.000 .000 , - "  sedangkan  s isanya  Rp.  

700.000 .000 , -  d i t i t i p k an  pada  Anggaran  Pembangunan  

ya i t u  Dinas  Peker j aan  Umum sebesar  Rp.  400.000 .000 , -  

dan  Dinas  Pengai ran  Rp.  300.000 .000 , - ,  karena  apab i l a  

permin taan  te rsebu t  be lum  dise tu j u i  maka  RAPBD t i dak  

akan  dise tu j u i / d i t e t a p kan  oleh  Dewan menjad i  APBD.

- Bahwa se lan ju t nya  pada  tangga l  17  Maret  2003  diadakan  

Rapat  Par ipu rna  kedua  yang  dihad i r i  o leh  se lu ruh  unsur  

Pimpinan  ya i t u  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI se laku  Pimpinan  

DPRD dan  seka l i gus  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN se laku  Waki l  Ketua  DPRD 

seka l i gus  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  para  Waki l  

Ketua  DPRD dan  Anggota  DPRD ser ta  dar i  p ihak  Eksekut i f  

ya i t u  Bupat i  Kendal  beser ta  ja j a r annya  yang  merupakan  

pembicaraan  tahap  keempat  dimana  dalam  rapa t  te rsebu t  

agendanya  adalah  pembacaan  has i l  pembahasan  di  Komis i -

komis i ,  Laporan  Pani t i a  Anggaran ,  Pendapat  Akhi r  Fraks i  

dan  kemudian  sete lah  RAPBD te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  

se lu ruh  Anggota  DPRD yang  had i r  da lam rapa t  Par ipu rna ,  

maka  di te t apkan  RAPBD menjad i  APBD Kabupaten  Kendal  

dengan  Penetapan  SK.  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  

188.4 /903 /OS/2003 ,  per iha l  Perse tu j uan  Rancangan  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  ten tang  Penetapan  

APBD TA.  2003  menjad i  Pera tu ran  Daerah  Nomor  4  Tahun  

2003 tangga l  19 Maret  2003.

- Bahwa  t i ndak  lan ju t  atas  ke lua rnya  Pera tu ran  Daerah  
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Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  19  Maret  2003  ten tang  APBD 

te rsebu t ,  se lan ju t nya  masing- masing  Uni t  Ker ja  te rmasuk  

DPRD maupun  Sekre ta r i a t  DPRD membuat  Dokumen Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  beberapa  SK Bupat i  Kendal  

sebaga i  dasar  bagi  Pemegang  Kas  Sekre ta r i a t  DPRD saks i  

ABDUL ROCHMAN untuk  menyerahkan  uang  pener imaan  bag i  

anggota  DPRD  Kabupaten  Kendal  atas  Tunjangan  

Kesejah te raan  dan Bantuan  la i nnya  yang  di t uangkan  dalam 

SK Bupat i  Kendal  ya i t u  :

1. SK  Bupat i  Nomor  

170/281 /2003  

tangga l  29  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Uang 

Penghargaan  

Pemda ;

2. SK  Bupat i  Nomor  

170/2193 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  

untuk  Rumah Tangga  

Dewan ;

3. SK  Bupat i  Nomor  

170/190 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  

Dana Kegia tan  DPRD 

;

4. SK  Bupat i  Nomor  

170/188 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Bantuan  Dana Untuk  

Penyerapan  
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Aspi ras i  

Masyaraka t  ;

5. SK  Bupat i  Nomor  

170/186 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Bantuan  

Operas iona l  Khusus  

Ketua  dan  Waki l  

Ketua  ;

6. SK  Bupat i  Nomor  

170/305 /2003  

tangga l  20  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Dana 

Pel i pu tan  ;

7. SK  Bupat i  Nomor  

170/189 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Biaya  

Perawatan  dan 

Kesehatan  ;

8. SK  Bupat i  Nomor  

170/185 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  

Bahan Bakar  Minyak  

(BBM) ;

9. SK  Bupat i  Nomor  

170/306 /2003  

tangga l  20  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  

Biaya  Telepon ,  
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Bantuan  Ai r  Minum 

dan  Bantuan  

Lis t r i k  ;

10. SK  Bupat i  Nomor  

170/191 /2003  

tangga l  23  Apr i l  

2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  

Transpor tas i .

- Bahwa  berdasarkan  SK.  Bupat i  Kendal  te rsebu t  d i  atas  

dan  di l amp i r i  dengan  SK  Penun jukan  dan  Pengelo laan  

Keuangan  Belan ja  DPRD,  Pengesahan  Daf ta r  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  Sura t  Keputusan  Otor i sas i  

(SKO),  Sekre ta r i s  DPRD se laku  pengguna  anggaran  DPRD 

maupun  Sekre ta r i a t  DPRD mengajukan  Sura t  Permin taan  

Pembayaran  (SPP)  kepada  Kepala  DPKD Kab.  Kendal ,  untuk  

dibua tkan  Sura t  Per in t ah  Membayar  (SPM)  dan  dibua tkan  

cek  se jumlah  uang  untuk  penca i ran  kepada  BPD Cabang  

Kendal ,  se lan ju t n ya  Pemegang  Kas  saks i  ABDUL ROCHMAN 

mencai r kan  uang  te rsebu t  dan  digunakan /d i baya rkan  

kepada  45 orang  Anggota  DPRD Kab.  Kendal .

- Bahwa  penggunaan  anggaran  te rsebu t  seharusnya  

mendasarkan  pada beberapa  pera tu ran  anta ra  la i n  :

1. Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1999  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah,  khususnya  :

Pasal  70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  

ber ten tangan  dengan  kepent i ngan

umum,  Pera tu ran  Daerah  la i n  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  

Daerah  dan  atas  Kuasa  Pera tu ran  

Perundangan- undangan  yang  la i n  yang  

ber l aku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) :  Keputusan  sebaga imana  d imaksud  
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pada  ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  

Daerah  dan Pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  leb ih  t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan   Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah,  khususnya  :

Pasal  4 :  Pengelo laan  Keuangan  Daerah  di l akukan  

secara  te r t i b ,  taa t  pada  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendeka tan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa 

anggaran  dengan  pendekatan  k ine r j a  

ada lah  suatu  s is tem  anggaran  yang  

mengutamakan  upaya  pencapa ian  has i l  

ker j a  atau  out - put  dar i  perencanaan  

alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  

t i ndakan  yang  berak iba t  penge lua ran  

atas  beban  APBD apab i l a  t i dak  bersed ia  

atau  t i dak  cukup  te rsed ia  anggaran  

untuk  membiaya i  penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD  yang  disusun  dengan  pendeka tan  

k ine r j a    sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  8  memuat   anta ra  la i n  anggaran  

disusun  berdasarkan  sasaran  yang  

diha rapkan   menuru t   fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD  di l akukan  sehubungan  

dengan ;

a. K

e

b
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a

k

.

3.  Pasal  1  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37  Tahun  2001  

ten tang  Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim  dan  Pejaba t  

Negara .

- Adapun rea l i s as i  dar i  penggunaan  anggaran  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Tunjangan  Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  sebesar  Rp.  

234.501 .000 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 05

- Tunjangan Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  dianggarkan  

dalam  APBD Kab.  Kendal  TA  2003  sebesar  Rp.  

20.709 .675  x  12  =  Rp.  248.516 .100 , -  d i rea -

l i s as i k an  sebesar  Rp.  234.501 .000 , -  kepada  Ketua ,  

Waki l  Ketua  dan  Anggota  set i ap  bulan ,  seharusnya  

t i dak  d ianggarkan  dan  t i dak  dibayar  seh ingga  

pembayaran  te rsebu t  merug ikan  keuangan  

Negara /Daerah  karena  ber dasarkan  pasa l  1  PP.  

Nomor  37 Tahun 2001 tangga l  18 Mei  2001 pember ian  

tun jangan  perba i kan  penghas i l an  te rsebu t  harus  

dihen t i k an .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama  45  Anggota  DPRD kepada  DPKD set i ap  

bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  2003,  kemudian  

DPKD menerb i t kan  SPMU (Sura t  Per in tah  Membayar  

Uang)  atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU te rsebu t  dan  membayarkan  kepada  

45 Anggota  DPRD Kab.  Kenda l .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.
Bulan Nomor  dan tg l  SPP. No.  tg l  SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1 Januar i
911/355 /2002  ;  23-

12- 2002

03  ;    02- 01-

2003
02- 01- 03

19.287 .30
0
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2 Peb.
911/  17/2203  ;  24-

01- 2003

080  ;  03- 02-

2003
03- 02- 03

19.287 .30

0

3 Maret
911/26 /2003  ;  18- 02-

2003

165  ;  03- 03-

2003
03- 03- 03

19.287 .30
0

4 Apr i l
911/40 /2003  ;  26- 03-

2003

269  ;  01- 04-

2003
01- 04- 03

19.287 .30

0

5 Mei
911/ - 92/2003  ;  21-

04- 2003

527  ;  01- 05-

2003
01- 05- 03

19.287 .30

0

6 Jun i
911/127 /2003 ;  21- 05-

2003

880  ;  02- 06-

2003
02- 06- 03

19.723 .50
0

7 Ju l i
911/171 /2003 ;  19- 06-

2003

1246  ;  01-

072003
01- 07- 03

19.723 .50

0

8 Agustus
911/198 /2003 ;  21- 07-

2003

1552  ;  01- 08-

2003
01- 08- 03

19.723 .50

0

9 Sept .
911/235 /2003 ;  20- 08-

2003

1816  ;  01- 09-

2003
01- 09- 03

19.723 .50

0

10 Okt .
911/261 /2003 ;  29- 09-

2003

2199  ;  01- 10-

2003
01- 10- 03

  19.723 .

500

11 Nov.
911/292 /2003 ;  23- 10-

2003

2628  ;  03- 11-

2003
03- 11- 03

  19.723 .

500
12

.
Des

911/307 /2003 ;  06- 11-

2003

3069  ;  01- 12-

2003
01- 12- 03

  19.723 .
500

234.501 .0

00

2. Tunjangan  Pani t i a  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  kode  

reken ing  2 01 01 2 1 1 01 06.

- Tunjangan  Pani t i a  dianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  T  A  2003  sebesar  Rp.  

13.608 .000 , -  dan  te lah  dibe r i k an  kepada  Anggota  

Penggant i  Pani t i a  yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  

secara  te tap ,  sedangkan  penggant i an  di l akukan  

secara  ins i den t i l  j i ka  Pani t i a  Tetap  berha langan  

had i r  da lam  pelaksanaan  rapa t  dan  Tunjangan  

Pani t i anya  te tap  d ibayarkan  meskipun  Pani t i a  

Tetap  te rsebu t  d igan t i k an  oleh  Pani t i a  Penggant i  

dan te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  

ya i t u  .

1. Anggota  Penggant i  Pani t i a  Musyawarah  ……...Rp.  

6.048 .000 , -

2. Anggota  Penggant i  Pani t i a  Anggaran  ………...  Rp.  

5.670 .000 , -

3. Anggota  Penggant i  Pani t i a  Rumah  Tangga  ……Rp 

1.890 .000 , -
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- Bahwa  set i ap  Anggota  Pani t i a  sebaga i  a la t  

ke lengkapan  DPRD  te lah  mempero leh  Tunjangan  

Pani t i a  sesua i  dengan  Kedudukan  Anggota  DPRD 

dalam  set i ap  kepan i t i a an .  Dengan  demik ian  te lah  

te r j ad i  dupl i kas i  pembayaran  kepada  Anggota  

Pani t i a  DPRD Kabupaten  Kendal  yang  merupakan  

kerug ian  keuangan  Negara /  Daerah .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama Anggota  Penggant i  Pani t i a  DPRD kepada  

DPKD set i ap  bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  

2003,  kemudian  DPKD  menerb i t kan  SPMU (Sura t  

Per in t ah  Membayar  Uang)  atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU  te rsebu t  dan  

membayarkan  kepada  Anggota  Penggant i  Pani t i a  .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor  dan tg l  SPP. No.  tg l  SPMU
Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Januar i
911/349 /2002  ;  23-

12- 2002

05;  02- 01-

2003
02- 01- 03 1.134 .000

2.
Pebruar

i

911/14 /2003 ;  24- 01-

2003

079;  03- 02-

2003
03- 02- 03 1.134 .000

3. Maret
911/28 /2003 ;  18- 02-

2003

167;  03- 03-

2003
03- 03- 03 1.134 .000

4. Apr i l
911/42 /2003 ;  26- 03-

2003

268;  01- 04-

2003
01- 04- 03 1.134 .000

5. Mei
911/89 /2003 ;  21- 04-

2003

528;  01- 05-

2003
01- 05- 03 1.134 .000

6. Jun i
911/128 /2003 ;  21- 05-

2003

885;  02- 06-

2003
02- 06- 03 1.134 .000

7. Ju l i
911/177 /2003 ;  19- 06-

2003

1243;01- 07-

2003
01- 07- 03 1.134 .000

8. Agustus
911/199 /2003 ;  21- 07-

2003

1556;  01- 08-

2003
01- 08- 03 1.134 .000

9. Sept .
911/243 /2003 ;  20- 08-

2003

1814;  01- 09-

2003
01- 09- 03 1.134 .000

10. Oktober
911/267 /2003 ;  25- 09-

2003

2201;  01- 10-

2003
01- 10- 03 1.134 .000

11. Nov.
911/293 /2003 ;  23- 10-

2003

2633;  03- 11-

2003
03- 11- 03 1.134 .000

12. Des.
911/313 /2003 ;  06- 11-

2003

3073;  01- 12-

2003
01- 12- 03 1.134 .000

13.608 .000
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3. Tunjangan  Kese jah te raan  sebesar  Rp.  2.513 .823 .569 , -  

dengan kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 07 te rd i r i  

dar i  :

a.  Bantuan  Uang Penghargaan  Pemda sebesar  Rp.  

1.284 .875 .000 , -

- Bantuan  Uang  Penghargaan  Pemda  Kabupaten  

Kendal  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD Kenda l  

te l ah  dianggarkan  da lam APBD TA.  2003  sebesar  

Rp.  1.352 .500 .000 , -  dan  te lah  di rea l i s as i k an  

sebesar  Rp.  1.284 .875 .00 , -  (se te l ah  diku rang i  

PPh sebesar  Rp.  67.625 .000 , -  atau  5 % dar i  Rp.  

1.352 .500 .000 , - )  dan  te l ah  d ibe r i k an  set i ap  

bulan  dalam  bentuk  tuna i  untuk  menambah 

penghas i l an  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  Kenda l ,  

bantuan  penghargaan  Pemda  te rsebu t  bukan  

merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  

DPRD.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/281 /2003  tangga l  29  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  3.000 .000 , - /  

Bulan .

2.  Waki l  Ketua :  Rp.  2.750 .000 , - /  

Bulan .   

3.  Anggota :  Rp.  2.000 .000 , - /Bu lan

- Penca i ran  bantuan  uang  penghargaan  Pemda 

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam SK Bupat i .

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  uang  penghargaan  

Pemda  yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  
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Kendal  TA  2003  te rsebu t ,  yang  di te r ima  oleh  

saks i  SUTRIMO  Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.34 .200 .000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

BIN  H.  ADNAN  mener ima  sebesar  Rp.  

31.350 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :  

No Bulan Nomor  dan Tgl  SPP No.  tg l  SPMU
Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Januar i
911/350 /2002 ;  23- 12-

2002
04;  02- 01- 2003

02-

01- 03
111.250 .000

2. Peb
911/15 /2003 ;  24- 01-

2003
83;  03- 02- 2003

03- 02-

03
111.250 .000

3. Maret
911/29 /2003 ;  18- 02-

2003

168;  03- 03-

2003

03- 03-

03
111.250 .000

4. Apr i l
911/41 /2003 ;  26- 03-

2003

270;  01- 04-

2003

01- 04-

03
111.250 .000

5. Mei
911/88 /2003 ;  21- 04-

2003

523;  01- 05-

2003

01- 05-

03
111.250 .000

6. Jun i
911/129 /2003 ;  21- 05-

2003

946;  02- 06-

2003

02- 06-

03
113.750 .000

7. Ju l i
911/173 /2003 ;  19- 06-

2003

1245;  01- 07-

2003

01- 07-

03
113.750 .000

8. Agustus
911/200 /2003 ;  21- 07-

2003

1551;  01- 08-

2003

01- 08-

03
113.750 .000

9. Sept .
911/230 /2003 ;  20- 08-

2003

1811;  01- 09-

2003

01- 09-

03
113.750 .000

10. Oktober
911/264 /2003 ;  25- 09-

2003

2200;  01- 10-

2003

01- 10-

03
113.750 .000

11. Nop
911/297 /2003 ;  23- 10-

2003

2632;  03- 11-

2003

03- 11-

03

.

113.750 .000

12. Des
911/310 /2003 ;  06- 11-

2003

3072;  01- 12-

2003

01- 12-

03
113.750 .000

1.352 .500 .0

00

b. Bantuan  Pemda untuk  Rumah Tangga  DPRD/  Sekwan 

sebesar   Rp.126.000 .000 , -

- Pembayaran  Bantuan  Pemda  Kendal  untuk  Rumah 

tangga  Pimpinan /Anggo ta  DPRD dan  Sekwan  te lah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  126.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  Mei  2003)  sebaga i  tambahan  

Hal .  28 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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penghas i l an  bag i  Pimpinan /Anggo ta  dan  

Sekre ta r i s  DPRD Kendal ,  bantuan  Pemda  untuk  

Rumah  Tangga  te rsebu t  bukan  merupakan  hak  

keuangan  Pimpinan  dan Anggota  DPRD/Sekwan.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/193 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  6.000 .000 , - /  

tahun .

2. Waki l  Ketua :  Rp.  

5.000 .000 , - / t ahun

3. Anggota :  Rp.  

2.500 .000 , - /  tahun .

4. Sekre ta r i s :  Rp.  

2.500 .000 , -  /  tahun

- Penca i ran  bantuan  Pemda  untuk  Rumah  Tangga  

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i   Kas :

No. Bulan No.SPP No. tg l . SPMU Bukt i  

Kas

Jumlah

1 Mei 911/90 /2003 ;21 -

04- 2003

526;01- 05-

2003

01- 05-

03

126.000 .00
0

c.  Bantuan  Kegiatan  Dewan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  90.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  November  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

Hal .  29 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  170/190 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp.  

2.000 .000 , -  bantuan  Kegia tan  Dewan  te rsebu t  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Kegi tan  Dewan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No.
Bula

n
Nomor  dan tg l .  SPP

No.dan  tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1. Nop
911/303 /2003 ;29 -

10- 2003

2699;05- 11-

2003
05- 11- 03

90.000 .0

00

d.  Bantuan  Penyerapan  Aspiras i  sebesar  Rp.  

67.500 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  kepada  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD te lah  di rea l i s a s i k an  

dan  te lah  dibe r i kan  da lam bentuk  tuna i  sebesar  

Rp.  67.500 .000 , -  setahun  seka l i  (bu lan  

November  2003)  sebaga i  tambahan  penghas i l an  

Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  170/188 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp 

1.500 .000 , - ,  seh ingga  penge lua ran  biaya  

Penyerapan  Aspi ras i  t i dak  sesua i  

perun tukannya .  Pember ian  bantuan  penyerapan  

asp i ras i  sebaga i  tambahan  penghas i l an  DPRD 

Hal .  30 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

   Bulan
Nomor  dan Tgl  SPP

No dan tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1.  Nop
911/304 /2003 ;  29- 10-

2003

2701 ;05- 11-

2003
05- 11- 03

67.500 .0

00

e.  Tim Anggaran sebesar  Rp.  19.000 .000 , -

- Bantuan  untuk  Tim  Anggaran  te l ah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  Bahwa  penyusunan  

anggaran  belan ja  DPRD sampai  dengan  penetapan  

menjad i  APBD merupakan  tugas  pokok  dan  fungs i  

dar i  PRT,  Komis i  A dan  Pani t i a  Anggaran  DPRD 

ser ta  Sekwan.  Pani t i a  Anggaran  se la i n  

mempero leh  tun jangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Perda  Nomor  7  Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  

Keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  juga  te lah  mempero leh  

tun jangan  berupa  bantuan  Tim Anggaran .

- Pembayaran  te rsebu t  te l ah  di rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  19.000 .000 , -  ya i t u  masing- masing  

untuk  Tim  Anggaran  sebesar  Rp.  17.337 .500 , -  

dan  Sekre ta r i s  DPRD sebesar  Rp.  1.662 .500 , -  

sete lah  dipo tong  PPh sebesar  Rp.  1.000 .000 , -  

(5%  dar i  Rp.  20.000 .000 , - )  seh ingga  te r j ad i  

dup l i kas i  pembiayaan ,  yang  seharusnya  t i dak  

ada.  Tambahan  penghas i l an  bag i  Tim  Anggaran  

Hal .  31 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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te rsebu t  bukan  merupakan  hak  Pimpinan /Anggo ta  

DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Tim  Anggaran  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  Tim 

Anggaran .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Tim  Anggaran  yang  

dianggarkan  da lam APBD TA 2003  te rsebu t ,  yang  

di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.950.000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN 

H.  ADNAN sebesar  Rp.712.000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No
Bula

n
Nomor  dan Tgl  SPP

No.  dan tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1. Okt
911/277 /2003 ;  06-

10- 2003

2367;  13- 10-

2003
13- 1 0- 03 20.000 .000

f .  Bantuan  Operasiona l  Khusus Pimpinan  sebesar  

Rp.  310.000 .000 , -

- Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  dalam APBD 

TA  2003  te lah  dianggarkan  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  Perubahan  APBD 

di tambah  sebesar  Rp.  100.000 .000 , -  d iber i kan  

kepada  Pimpinan  DPRD dan  te l ah  d i rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  310.000 .000 , -  dan  dibe r i kan  dalam 

dua  tahap  ya i t u  bu lan  Maret  2003  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  perubahan  Anggaran  

ya i t u  bu lan  Oktober  2003  sebesar  Rp.  

100.000 .000 , -

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/186 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an   sbb:
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1.   Ketua :  Rp.  60.000 .000 , - /  

tahun .

2.   Waki l  Ketua  masing2 :  Rp.  50.000 .000 , - /  

tahun .

- Penambahan  anggaran  te rsebu t  sebesar  

Rp.100.000 .000 , -  pada  APBD Perubahan  TA 2003  

t i dak  dise r t a i  a lasan  yang  je l as  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

te tap i  hanya  sebaga i  penyed iaan  anggaran  dan  

biaya  operas iona l  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

ada  karena  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

sebaga imana  te rmaksud  da lam  SK Bupat i  kepada  

Pimpinan  DPRD Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  operas iona l  

khusus  pimpinan  yang,  d ianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  

di te r ima  saks i  SUTRIMO  Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.310.000 ,000 , -

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

 No. Bulan Nomor  dan Tgl .SPP No.dan  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Maret 911/50 /2003 ;27 -

03- 2003

264;31- 03-

2003

31- 03- 03 210.000 .000

2. Okt 911/270 /2003 ;03 -

10- 2003

2316;06- 10-

2003

06- 10- 03 100.000 .000

310.000 .000
 

g. Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -
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- Pember ian  Bantuan  Puma  Bhakt i  dan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  kepada  

organ isas i  /  Paguyuban  para  mantan  Anggota  

DPRD seharusnya  t i dak  ada  dan  t i dak  dibayarkan  

karena  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya  dar i  

pos  Tunjangan  Kese jah te raan .

- Penca i ran  Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No. Bulan Nomor  dan Tgl  SPP No.  dan 

Tgl .SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mei 911/113 /2003 ;07 - 05-

2003

750;12- 05-

2003

12- 05-

03

5.000 .000 ,
00

h.  Bantuan  Pel iputan  Kepada  Wartawan  sebesar  

Rp.  14.400 .000 ,

- Bantuan  pel i pu tan  kepada  war tawan  d ianggarkan  

sebesar  Rp.  15.600 .000 , -  jumlah  te rsebu t  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  13  orang  

Wartawan  atas  dasar  SK  Bupat i  Kenda l  Nomor  

170/305 /2003  tangga l  20  Mei  2003  dengan  

per i nc i an  masing- masing  Rp.100.000 , - /bu lan .  

Pengelua ran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Bukan merupakan  kese jah te raan  Anggota  DPRD.

• Pada  laz imnya  Wartawan  te rsebu t  

d i l a r ang  mener ima  pembayaran  

demik ian  untuk  menjaga  

independens inya  sebaga i  

Wartawan.
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- Penca i ran  Bantuan  Pel i pu tan  kepada  Wartawan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas.  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor  dan Tgl  

SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Janua

r i

911/117 /200 ;12 -

05- 2003

833;23-

05- 2003

23- 05-

03

1.100 .00
0

2.
Pebruar

i

911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23-

05- 2003
23- 05- 03 1.100 .000

3. Maret
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23-

05- 2003
23- 05- 03 1.100 .000

4. Apr i l
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23-

05- 2003
23- 05- 03 1.100 .000

5. Mei
911/246 /2003 ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003
12- 09- 03 1.300 .000

6. Jun i
911/246 /2003 ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003
12- 09- 03 1.300 .000

7. Ju l i
911/246 /2003 ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003
12- 09- 03 1.300 .000

8. Agustus
911/246 /2003 ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003
12- 09- 03 1.300 .000

9. Sept .
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003
03- 12- 03 1.200 .000

10 Oktober
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003
03- 12- 03 1.200 .000

11. Nov.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003
03- 12- 03 1.200 .000

12. Des.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003
03- 12- 03 1.200 .000

14.400 .00

0

i . Tunjangan Asuransi  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -

- Tunjangan  Asurans i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

108.000 .000 , -  Jumlah  te rsebu t  ada lah  
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pembayaran  untuk  premi  asurans i  pero rangan  

atas  Pol i s  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912  untuk  

atas  nama  se lu ruh  Pimpinan  /  Anggota  DPRD 

berdasarkan  Sura t  Per jan j i a n  Ker jasama  Nomor  

328/KC/SMG/I I I / 2 000  tangga l  1  Januar i  2000.  

Pembayaran  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -  te r sebu t  

untuk  premi  tahun  2003  dan  merupakan  bagian  

dar i  rangka ian  pembayaran  premi  l ima  tahun  

atas  po l i s  te rsebu t .

- Bahwa  premi  Asurans i  d ianggarkan  dan  

di rea l i s a s i k an  untuk  Bantuan  Purna  Bhakt i  bag i  

Pimpinan /Anggota  DPRD.  Pengeluaran  te rsebu t  

seharusnya  t i dak  ada,  karena  bukan  merupakan  

hak  dar i  Pimpinan /  Anggota  DPRD.

- Penca i ran  Tunjangan  Asurans i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  pihak  

AJB Bumipute ra  1912.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  asurans i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO Bin  

SUBKHI  sebesar  Rp.2 .400 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN   sebesar  

Rp.2 .400 .000 , -  

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No. Bulan
Nomor  dan tg l .  

SPP

No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Apr i l
911/64 /2003 ;  09-

04- 2003

374;  21- 04-

2003
21- 04- 03

108.000 .00

0

j .  Lain- la in  Bantuan sebesar  Rp.  56.287 .569 , -

- Lain - la i n  Bantuan  dianggarkan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 , -  (sembi l an  puluh  ju ta  rup iah )  
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penge lua rannya  d ipe rgunakan  kepada  p ihak  

ket i ga  sebaga i  bantuan  sos ia l  sebesar  Rp.  

40.903 .500 , -  dan  dipe rgunakan  juga  untuk  

pembayaran  tag ihan  Telkomsel  atas  nama Ketua  

DPRD  se lama  11  bu lan  (se jak  Januar i  s/d  

November  2003)  sebesar  Rp.  15.384 .069 , -

- Seharusnya  la i n - la i n  bantuan  t i dak  

di rea l i s a s i k an  karena  penge lua ran  te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  tugas  pokok  dan  fungs i  

DPRD yang  t i dak  mengatu r  mengenai  pember ian  

bantuan  sos ia l / k emasyaraka tan  dan  bantuan  

tag ihan  b iaya  te l komse l  bagi  Pimpinan  DPRD,  

karena  Pimpinan  DPRD te lah  dised iakan  rumah 

jaba tan  beser ta  per l engkapannya  te rmasuk  

te l epon .  Handphone  (HP)  pr ibad i  bukan  ala t  

per l engkapan  rumah  jaba tan  (bukan  barang  

inven ta r i s  Pemda Kab.  Kendal ) .

- Penca i ran  La in - la i n  bantuan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD  menerb i t kan  SPMU  atas  nama 

Pemegang Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan 

membayarkan  kepada  pihak  ket i ga /masyaraka t  dan  

PT.  Telkom.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  la i n - la i n  bantuan  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO 

Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.56.287 .569 , -  sedangkan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN t i dak  

mener ima  .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

Nomor dan Tgl .  

SPP

No.  dan tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1.
Apr i

l

911/62 /20 .93 ;  09-

04- 2003

350;  15- 04-

2003
15- 04- 03 30.000 .000
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2.
Apr i

l

911/86 /2003 ;  21-

04- 2003

511;  29- 04-

2003
29- 04- 03 15.000 .000

3. Ju l i
911/206 /2003 ;  28-

07- 2003

1504;  29- 07-

2003
29- 07- 03 30.000 .000

75.000 .000

k.  Dana  Penunjang  Kegiatan  sebesar  Rp.  

425.424 .000 , -  

- Dana  Penunjang  Kegia tan  dianggarkan  sebesar  

Rp.  450.000 .000 , -  te l ah  d i rea l i s a s i k an  dan  

dibayarkan  secara  tuna i  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  sebesar  Rp.  425.424 .000 , -  (se te l ah  

dipo tong- PPh sebesar  5  % =  Rp.  20.136 .000 , - )  

kepada  Pimpinan /  Anggota  DPRD, Pimpinan  Fraks i  

dan  Sta f  /  Sekre ta r i a t  atas  dasar  SK Pimpinan  

DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  188.4 /900101 /2003  

tangga l  19  Maret  2003  ten tang  Pengelo laan  

Penjabaran  Dana  Penun jang  Kegia tan ,  te rd i r i  

dar i  :

•   Operas iona l  Ketua  /  Waki l  Ketua  /  Anggota  

DPRD…… 

Rp.  

339.150 .00

0, -

• Kegia tan  Fraks i  dan Pimpinan  Fraks i…….Rp.  

43.434 .000 , -

• Operas iona l  Sekre ta r i a t  DPRD  ……………Rp. 

27.840 .000 , -

• Lain - la i n………………………………………. Rp.15.000 .000 , -  

J  u  m  l  a  h    ………………………...Rp.  

425.424 .000 , -

- Seharusnya  Dana  penun jang  Kegia tan  te rsebu t  

t i dak  di rea l i s a s i k an  karena  menyimpang  dar i  

Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

pen je lasan  pasa l  14  (1)  huru f  e  Perda  No.7  

tahun  2001  dan  d inya takan  bahwa  Biaya  
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Penunjang  Kegia tan  ada lah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD  yang  t i dak  te rduga  dan  

penyed iaan  tenaga  ah l i  ser ta  peningka tan  

kapas i t as  leg i s l a t i f  (pengembangan  SDM).  

Berdasarkan  Keputusan  DPRD Kabupaten  Kendal  

Nomor  188.4 /170 /26 /2001  tangga l  13  November  

2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD Kab.  

Kendal ,  da lam pasa l  33  c  :  da lam melaksanakan  

tugas ,  Fraks i - f raks i  mendapat  bantuan  sarana  

dan  dukungan  tekn i s  admin is t r a s i  dar i  

Sekre ta r i a t  DPRD.

- Penca i ran  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan   membayarkan   kepada  

Pimpinan /  Anggota   DPRD 

dan Sta f  Sekre ta r i a t  DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  dana  penun jang  keg ia tan  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA  2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.32 .100 .000 , -  dan 

saks i  ABDUL.  WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN 

sebesar  Rp.14 .820 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No. Bulan Nomor  dan Tgl  SPP No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Januar i 911/353 /2003 ;23 - 12-

2003

07;02- 01-

2003

02- 01-

03

33.150 .000

2. Pebruar

i

911/13 /2003 ;24 - 01-

2003

084;03- 02-

2003

03- 02-

03

33.150 .000

3. Maret 911/31 /2003 ;18 - 02-

2003

170;03- 03-

2003

03- 03-

03

33.150 .000

4. Apr i l 911/41 /2003 ;26 - 03- 270;01- 04- 01- 04- 33.390 .000
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2003 2003 03
Apr i l 911/66 /2003 ;09 - 04-

2003

349;15- 04-

2003

15- 04-

03

27.840 .000

5. Mei 911/88 /2003 ;21 - 04-

2003

523;01- 05-

2003

01- 05-

03

33.210 .000

Mei 911/142 /2003 ;28 - 05-

2003

976;04- 06-

2003

04- 06-

03

15.000 .000

6. Jun i 911/129 /2003 ;21 - 05-

2003

946;02- 06-

2003

02- 06-

03

33.810 .000

7. Ju l i 911/173 /2003 ;15 - 06-

2003

1245;01- 07-

2003

01- 07-

03

33.810 .000

8. Agustus 911/200 /2003 ;21 - 07-

2003

1551;01- 08-

2003

01- 08-

03

33.810 .000

9. Sept 911/230 /2003 ;20 - 08-

2003

1811;01- 09-

2003

01- 09-

03

33.810 .000

10. Oktober 911/264 /2003 ;25 - 09-

2003

2200;01- 10-

2003

01- 10-

03

33.810 .000

11. Nov 911/264 /2003 ;25 - 09-

2003

2200;01- 10-

2003

01- 10-

03

33.810 .000

12. Des 911/310 /2003 ;06 - 11-

2003

3072;01- 12-

2003

01- 12-

03

33.810 .000

445.560 .00

0

 l .  Adkasi  sebesar  Rp.  7.337 .000 ,

- Pengelua ran  untuk  Asos ias i  Dewan  Kabupaten  

Selu ruh  Indones ia  (ADKASI)  te lah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  d ipergunakan  untuk  

per j a l anan  dinas  Pimpinan  DPRD dalam  rangka  

mengiku t i  keg ia tan  Adkas i  sebesar  Rp.  

24.224 .774 , -  dan  dar i  penge luaran  te rsebu t  

te rdapa t  ke leb ihan  biaya  per ja l anan  dinas  

sebesar  Rp.  7.337 .000 , -  meleb ih i  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam  SK  Bupat i  Kendal  Nomor  40  

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan  Honorar i um  

Pemer in tah  Kabupaten  Kenda l  Tahun  Anggaran  

2003.

- Penca i ran  Adkas i  te r sebu t  d i l akukan  mela lu i  

penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang 

Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  

pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  Kepala  
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DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  sesua i  Sura t  

per i n t ah  Ketua  DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Adkas i  yang  dianggarkan  

dalam  APBD Kabupaten  Kendal  TA 2003  te rsebu t  

yang  di t e r ima  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.1 .807 .000 , -  sedangkan  saks i  ABDUL  WACHID 

HASYIM BIN H.  ADNAN t i dak  mener ima.

 Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengelua ran /Buk t i  

Kas :

No Bulan
Nomor dan 

Tgl .  SPP

No.  dan tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1. Apr i l
911/63 /2003 ;  

09- 04- 2003

348 ;  15- 04-

2003
15- 04- 03

    30.000

.000

4.  Bantuan  Perawatan  dan  Pengobatan  dengan  kode  

reken ing  2 01 01 2 1 1 04,  anta ra  la i n  te rd i r i  

dar i  :

- Bantuan  Kesehatan  sebesar  Rp.  267.500 .000 , -

Bantuan  Kesehatan  dalam APBD Kabupaten  Kendal  TA.  

2003  dianggarkan  sebesar  Rp.  270.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD 

sebesar  Rp.  267.500 .000 , -  d i te r imakan  secara  

tuna i  set i ap  bulan  masing- masing  Rp.  500.000 , -  

atas  dasar  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  170/  

189/2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  r inc i an  44  

orang  Pimpinan /Anggo ta  DPRD mener ima  se lama  12 

bulan  dan  1  orang  Anggota  Penggant i  anta r  waktu  

mener ima  se lama 7 bulan .

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada  karena  

tumpang  t i nd i h  dengan  Pol i s  Asurans i  AJB 

Bumipute ra  1912  berupa  Asurans i  Rawat  Inap  

Kesehatan  dan  Pembedahan  Anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  dan  Tunjangan  Kesehatan  dibe r i k an  dalam 

bentuk  Jaminan  Asurans i .

- Penca i ran  Bantuan  Kesehatan  te rsebu t  d i l akukan  
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mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggota  DPRD sesua i  d imaksud  SK 

Bupat i  Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  kesehatan  yang  

anggarkan  dalam  APB  Kabupaten  Kenda l  TA  2003  

te rsebu t  yang  d i t e r ima  oleh  saks i  SUTRIMO BIN 

SUBKHI  sebesar  Rp.6 .000 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  

Rp.6 .000 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No. Bulan Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Janua

r i

911/45 /2003 ;

26- 03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

22.000 .0
00

2. Peb 911/45 /2003 ;

26- 03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

22.000 .0

00
3. Maret 911/45 /2003 ;

26- 03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

22.000 .0

00
4. Apr i l 911/45 /2003 ;

26- 03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

22.000 .0

00
5. Mei 911/93 /2003 ;

21- 04- 2003

525;01- 05-

2003

01- 05-

03

22.000 .0

00
6. Jun i 911/130 /2003

;21- 05- 2003

882;02- 06-

2003

02- 06-

03

22.500 .0

00
7. Ju l i 911/174 /2003

;19- 06- 2003

1247;01-

07- 2003

01- 07-

03

22.500 .0

00
8. Agust 911/201 /2003

;21- 07- 2003

1553;01-

08- 2003

01- 08-

03

22.500 .0

00
9. Sept 911/229 /2003

;20- 08- 2003

1812;01-

09- 2003

01- 09-

03

22.500 .0

00
10. Okt 911/262 /2003

;15- 09- 2003

2204- 01-

10- 2003

01- 10-

03

22.500 .0

00
11. Nov 911/291 /2003

;23- 10- 2003

2631;03-

11- 2003

03- 11-

03

22.500 .0

00
12. Des 911/308 /2003

;06- 11- 2003

3075;01-

12- 2003

01- 12-

03

22.500 .0

00
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267.500 .

000

5.  Pengembangan SDM dengan  kode  reken ing  2 01 01 2 1 

1 05 11

- Pelat ihan  Anggota  DPRD sebesar  Rp.  92.553 .250 , -

Pengelua ran  Pengembangan SDM (Pe la t i h an  Anggota  

DPRD) d ianggarkan  sebesar  Rp.  250.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  49.981 .250 , -

te rd i r i  dar i  :

* Biaya  Per ja l anan  Dinas  

Rp.  11.540 .000 , -

* Pengadaan  Jasa  Konsu l t an /Mark  Up  Rp.  

28.747 .000 , -

* Keleb ihan  Uang  Saku 

Rp.36 .310 .000 , -

* PPh  Penyed ia  Jasa  

Rp.15 .956 .250 , -

J  u  m l  a  h  . . . .…………       Rp.  

92.553 .250 , -

- Pembayaran  Biaya  Per ja l anan  Dinas  untuk  mengiku t i  

Seminar  leb ih  t i ngg i  dar i  pada  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 Tahun  

2002  ten tang  Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan Honorar i um  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seh ingga  te rdapa t  

ke leb ihan  pembayaran  sebesar  Rp.  11.540 .000 , -

- Pembayaran  Pengadaan  Jasa  Konsu l t an  untuk  

Pengembangan  SDM berupa  Study  In te rak t i f  d i  

Kal i u r ang  Yogyakar ta  te rdapa t  ke leb ihan  sebesar

 Rp.  86.305 .000 , -  yang te rd i r i  dar i  :

* Mark  Up  Volume  Kamar  

Rp.  34.038 .750 , -

* Keleb ihan  pembayaran  uang saku  peser ta  Rp.  

36.310 .000 , -

* PPh  Penyed ia  Jasa  

Rp.15 .956 .250 , -
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- Pelaksanaan  pengadaan  jasa  konsu l t an  se lama 

3( t i ga )  har i  o leh  Mi t ra  Buana Consu l t an t  Semarang  

te l ah  menyimpang  dar i  KEPPRES Nomor  18 Tahun 2000  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Pengadaan  Barang  dan Jasa  

Pemer in tah  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  14  Tahun  

2003 ten tang  Pedoman Penatausahaan  APBD Kabupaten  

Kendal  karena  pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  

penun jukan  langsung  dan  penandatanganan  kont rak  

di l aksanakan  oleh  Ketua  DPRD dengan  Sura t  Nomor  

170A41/439 IDPRD tangga l  30  September  2003,  te l ah  

member ikan  per l akuan  khusus  kepada  rekanan  

te rsebu t  ya i t u  PPh  yang  seharusnya  menjad i  

kewaj i ban  rekanan  te rnya ta  te lah  dibebankan  pada  

APBD,  seh ingga  PPh  sebesar  Rp.  17.044 .176 , -  

d i tambahkan  pada  ni l a i  kont rak  dan  jumlah  

kamar /vo l ume  t i dak  sesua i  yang  te rcan tum  dalam 

kont rak ,  da lam ni l a i  kont rak  pember ian  uang  saku  

sebesar  Rp.  43.305 .000 , -  kepada  60  peser ta  t i dak  

sesua i  pu la  dengan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 

Tahun 2002 tangga l  24 November  2002.

- Penca i ran  Pengembangan  SDM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  p ihak  ket i ga / r ekanan  Mit ra  Buana 

Consu l t an t .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  pengembangan  SDM  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  mener ima  

sebesar  Rp.592 .923 .250 . -  dan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  BIN  H.  ADNAN  mener ima  sebesar  Rp.  

4.060 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor dan Tgl .  No.  dan tg l  Bukt i  Jumlah
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SPP SPMU Kas

 1 Sept .
911/250 /2003  ;  

18- 09- 2003

2179;  25- 09-

2003

25- 09-

03

250.000 .0

00

6. Biaya  Bahan Pakai  Habis  Kantor  dengan  kode  reken ing  

2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan  Biaya  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  kode  reken ing  2  01  01  2  1  201  

07

- Pengelua ran  Biaya  Bahan  Bakar  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  ada lah  pember ian  bantuan  

bahan  bakar  minyak  (BBM)  kepada  Ketua /Wak i l  

Ketua  DPRD,  Ketua  Komis i ,  Ketua  Pani t i a  Rumah 

Tangga  dan  Sekre ta r i s  DPRD dalam  bentuk  uang  

tuna i  dan  di t e r ima  set i ap  bu lan  berdasarkan  SK 

Bupat i  Kendal  Nomor  170/185 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003 dengan per inc i an  .

* Ketua :  1  X  Rp.3 .000 .000  /  

bu lan  ;

* Waki l  Ketua :  3  X  Rp.1 .500 .000  /  

bu lan  ;

* Komis i ,  PRT,Sekwan :  7  X  Rp.1 .000 .000  /  

bu lan  ;

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Dalam set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  

di  lua r  daerah  masing- masing  pener ima  te lah  

mempero leh  uang  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  

atau  dian ta r  kendaraan  d inas  dengan  SPJ 

bukt i  pembel i an  BBM te rsend i r i .

• Masing- masing  pener ima  (  Pimpinan  /  Anggota  

DPRD )  te l ah  mempero leh  penghas i l an  te tap  

berupa  uang  paket  yang  dibayarkan  set i ap  

bulan  sebaga i  penggant i  uang t ranspor t  loka l  

Anggaran  yang  te rsed ia  te rsebu t  seharusnya  

digunakan  untuk  pengadaan  BBM dan  bukan  
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dibayarkan  tuna i  kepada  Anggota  DPRD.

• Penca i ran  Bantuan  BBM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP  kepada  Kepala  DPKD 

oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  

DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  

SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  

nama Pemegang  Kas.  pemegang  Kas  mencai r kan  

SPMU dan  membayarkan  kepada  dimaksud  dalam 

SK Bupat i .

• Bahwa dar i  rea l i s as i  b iaya  bahan bakar  (BBM)  

yang  dianggarkan  da lam APSD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003 te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

BIN SUBKHI sebesar  Rp.36 .000 .000 , -  dan saks i  

ABDUL WACHID HASYIM SIN  H.  ADNAN sebesar  

Rp.18 .000 . - 000, - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /  Bukt i  Kas :

No. Bula

n

Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Janu

ar i

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22-

04- 2003

22- 04-

03

14.500 .00
0

2. Peb 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22-

04- 2003

22- 04-

03

14.500 .00

0
3. Mare

t

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22-

04- 2003

22- 04-

03

14.500 .00

0
4. Apr i

l

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22-

04- 2003

22- 04-

03

14.500 .00

0
5. Mei 911/112 /2003 ;07

- 05- 2003

749;12-

05- 2003

12- 05-

03

14.500 .00

0
6. Jun i 911/162 /2003 ;12

- 06- 2003

1134;17-

06- 2003

17- 06-

03

14.500 .00

0
7. Ju l i 911/187 /2003 ;09

- 07- 2003

1380;15-

07- 2003

15- 07-

03

14.500 .00

0
8. Agus

t

911/219 /2003 ;07

- 08- 2003

1709;13-

08- 2003

13- 08-

03

14.500 .00

0
9. Sept 911/244 /2003 ;10

- 09- 2003

1997;12-

09- 2003

12- 09-

03

14.500 .00

0
10. Okt 911/283 /2003 ;08

- 10- 2003

2443;17-

10- 2003

17- 10-

03

14.500 .00

0
11. Nov 911/314 /2003 ;06 2867;13- 13- 11- 14.500 .00
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- 11- 2003 11- 2003 03 0
12. Des 911/349 /2003 ;05

- 12- 2003

3227;05-

12- 2003

05- 12-

03

14.500 .00

0
174.000 .0

00

b. Bantuan  Jasa  Kantor  sebesar  Rp.  341.117 .988 , -  kode  

reken ing  201 01 2 1 2 0 2

- Jasa  Kantor  d ianggarkan  sebesar  Rp.  468.000 .000 , -  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  Pimpinan  1 

Anggota  DPRD dan SekWan te rd i r i  dar i  :

• Bantuan  Biaya  L is t r i k  kode  

reken ing  201012120201  sebesar  Rp.  

254.554 .870 , - ;

• Bantuan  Biaya  Telepon  kode  

reken ing  201012120202  sebesar  Rp.  

11.509 .958 , - ;

• Bantuan  Biaya  Ai r  kode  reken ing  

201012120203  sebesar  Rp.  

75.053 .160 , - .

d i te r imakan  set i ap  bulan  berdasarkan  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  173/306 /2003  tangga l  20  Mei  2003  

dengan per inc i an  .

* Bantuan  Biaya  L is t r i k  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41xRp.500 .000 , - /  

bu lan

* Bantuan  Telepon  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua  :  Sesuai  tag ihan .

- Ketua  Fraks i  :  7  x  Rp.  

50.000 , - /bu lan

* Bantuan  Ai r  Minum :  

- Ketua /Wak i l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41 X 

Rp.150.000 . - /bu lan
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- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  karena  

Biaya  Jasa  Kanto r  berupa  l i s t r i k ,  te l epon  dan ai r  

te l ah  dibayar  sesua i  tag ihan  jasa  o leh  

Sekre ta r i a t  DPRD dan  menyimpang  Tata  Ter t i b  DPRD 

pasa l  33  huru f  c ,  dana  jasa  kanto r  t i dak  boleh  

dibayar  sebaga i  penghas i l an  bag i  para  Anggota  

DPRD sebaga i  jasa  kanto r .

- Penca i ran  Bantuan  L is t r i k ,  Bantuan  Telepon  dan  

Bantuan  Ai r  te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  

SPP  kepada  Kepala  DPKD  oleh  Pemegang  Kas 

dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang Kas.  Pemegang 

Kas  mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

dimaksud  dalam SK Bupat i .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

Bantuan  Biaya  L is t r i k  Rp.  254.554 .870 , -

No. Bula

n

Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  

Tgl  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00
0

2. Peb 911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
3. Mare

t

911/44 /2003 ;16 -

03- 2003

266; ;01 -

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
4. Apr i

l

911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;02-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
5. Mei 911/91 /2003 ;21 -

04- 2003

521;12-

05- 2003

12- 05-

03

20.500 .00

0
6. Jun i 911/132 /2003 ;21

- 05- 2003

884;02-

06- 2003

02- 06-

03

21.000 .00

0
7. Ju l i 911/176 /2003 ;19

- 06- 2003

1244;01-

07- 2003

01- 07-

03

21.000 .00

0
8. Agus

t

911/202 /2003 ;21

- 07- 2003

1554;01-

08- 2003

01- 08-

03

21.000 .00

0
9. Sept 911/231 /2003 ;20

- 08- 2003

1815;01-

09- 2003

01- 09-

03

21.000 .00

0
10. Okt 911/263 /2003 ;25

- 09- 2003

2205;01-

10- 2003

01- 10-

03

21.000 .00

0
11. Nov 911/296 /2003 ;23 2634;03- 03- 11- 21.000 .00
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- 10- 2003 11- 2003 03 0
12. Des 911/309 /2003 ;06

- 11- 2003

3071;01-

12- 2003

01- 12-

03

21.000 .00

0
249.500 .0

00
 

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  l i s t r i k  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

BIN  H.  ADNAN mempero leh  bag ian  sebesar  Rp.  

3.600 .925 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

Bantuan  Biaya  Telepon  Fraks i - f raks i  Rp.  11.509 .958 , -  :

No

.

Bulan Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Januar i 911/48 /2003 ;26 -

03- 2003

310;04-

04- 2003

04- 04-

03

   350.0
00

2. Pebruar

i

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04-

04- 2003

04- 04-

03

   350.0

00
3. Maret 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04-

04- 2003

04- 04-

03

   350.0

00
4. Apr i l 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04-

04- 2003

04- 04-

03

   350.0

00
5. Mei 911/114 /2003 ;07

- 05- 2003

751;12-

05- 2003

12- 05-

03

   350.0

00
6. Jun i 911/164 /2003 ;12

- 06- 2003

1131;17-

06- 2003

17- 06-

03

   350.0

00
7. Ju l i 911/217 /2003 ;07

- 08- 2003

1708;13-

08- 2003

13- 08-

03

   350.0

00
8. Agust 911/217 /2003 ;07

- 08- 2003

1708;13-

08- 2003

13- 08-

03

   350.0

00
9. Sept 911/245 /2003 ;10

- 09- 2003

1998;12-

09- 2003

12- 09-

03

   350.0

00
10

.

Okt 911/339 /2003 ;10

- 10- 2003

3174;03-

12- 2003

03- 12-

03

   350.0

00
11

.

Nov 911/339 /2003 ; . .

- 11- 2003

3174;03-

12- 2003

03- 12-

03

   350.0

00
12

.

Des 911/339 /2003 ; . .

- 11- 2003

3174;03-

12- 2003

03- 12-

03

   350.0

00
4.200 .00

0
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- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  te l epon  

f raks i - f raks i  yang  dianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  TA 2003  te rsebu t  saks i  SUTRIMO 

BIN  SUBKHI  mempero leh  Rp.1 .231 .436 , -  dan  saks i  

ABDUL  WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN mempero leh  

bag ian  sebesar  Rp.1 .277 .224 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas

Bantuan  Biaya  Ai r  Minum Rp.  73.800 .000 , -  :

No. Bula

n

Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/46 /2003 ;26 -

03- 03

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00
0

2. Peb 911/46 /2003 ;26 -

03- 03

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
3. Mare

t

911/46 /2003 ;26 -

03- 03

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
4. Apr i

l

911/46 /2003 ;26 -

03- 03

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
5. Mei 911/95 /2003 ;21 -

04- 03

524;02-

06- 2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
6. Jun i 911/131 /2003 ;21

- 05- 03

883;02-

06- 2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
7. Ju l i 911/175 /2003 ;19

- 06- 03

1241;01-

07- 2003

01- 07-

03

6.150 .00

0
8. Agus

t

911/203 /2003 ;21

- 07- 03

1555;01-

08- 2003

01- 08-

03

6.150 .00

0
9. Sept 911/232 /2003 ;20

- 08- 03

1813;01-

09- 2003

01- 09-

03

6.150 .00

0
10. Okt 911/265 /2003 ;25

- 09- 03

2203;01-

10- 2003

01- 10-

03

6.150 .00

0
11. Nov 911/294 /2003 ;23

- 10- 03

2630;03-

11- 2003

03- 11-

03

6.150 .00

0
12. Des 911/311 /2003 ;06

- 11- 03

3070;01-

12- 2003

01- 12-

03

6.150 .00

0
73.800 .0

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  ai r  minum yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  t i dak  
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mempero leh  bagian  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM BIN H.  ADNAN mempero leh  bagian  sebesar  Rp.  

2.003 .160 , - .

7.  Biaya  Per ja l anan  Dinas  sebesar  Rp.  

979.641 .500 , -  (sembi l an  ra tus  tu juh  puluh  sembi l an  

ju ta  enam ra tus  empat  pu luh  satu  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) ,  yang te rd i r i  dar i

a. Biaya  Per ja l anan  Dinas  sebesar  Rp.  686.975 .000 , -  

(enam  ra tus  delapan  puluh  enam  ju ta  sembi Ian  

ra tus  tu j uh  puluh  l ima  r ibu  rup iah )  kode  reken ing  

2  01  01  2  1  3  01.  Biaya  per j a l anan  dinas  dalam 

daerah  kode  reken ing  2  01  01  2  1  3  01  01  

dianggarkan  sebesar  Rp.  188.000 .000 , -  (se ra tus  

delapan  puluh  de lapan  ju ta  rup iah )  dan  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah  (kode  reken ing  2 

01  01  2  1  3  01  02)  sebesar  Rp.  1.400 .000 .000 , -  

(APBD  Rp.  800.000 .000 , -  +  APBD Perubahan  Rp.  

600.000 .000 , - )  sedangkan  rea l i s a s i n ya  sebesar  Rp.  

901.025 .000 . - -  seh ingga  te rdapa t  ke leb ihan  ta r i f  

sebesar  Rp.  686.975 .000 ,  yang  te rd i r i  dar i  b iaya  

per j a l anan  dinas  dalam  daerah  sebesar  Rp.  

52.145 .000 ,  dan  b iaya  per ja l anan  dinas  ke lua r  

daerah  sebesar  Rp.  634.830 .000 , - .  Pembayaran  

di l akukan  dengan  ta r i f  Rp.  75.000 , -  s /d  Rp,  

1.000 .000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

090/280 /2003  ten tang  Standar i sas i  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  Tahun  2003.  Pembayaran  

seharusnya  adalah  dengan  ta r i f  Rp.  50.000 , -  s/d  

Rp.  380.000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  ( t i dak  

te rmasuk  uang  Transpor t  PP) ,  sesua i  dengan  pasa l  

14  ayat  (1 )  Perda  Nomor  7  Tahun  2001  dan  

pen je lasannya  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  
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Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal  TA.  2003.

Sura t  Keputusan  Bupat i  Nomor  090/280 /2003  ten tang  

Standar i sas i  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  

dan Anggota  DPRD Kab.  Kendal  TA.  2003,  seharusnya  

t i dak  digunakan  sebaga i  dasar  menetapkan  ta r i f  

b iaya  per ja l anan  d inas  karena  melanggar  

pen je lasan  pasa l  14 ayat  (1 )  huru f  c  Perda  Nomor  

7  Tahun  2001  ya i t u  pasa l  yang  mengatu r  bahwa 

ta r i f  b iaya  per j a l anan  dinas  Pimpinan /Anggo ta  

DPRD disesua i kan  dengan  keten tuan  yang  ber laku  

bag i  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  golongan  IV .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  b iaya  per ja l anan  dinas  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

BIN  SUBKHI  Rp.67 .215 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  

Rp.32 .940 .000 ,

b.  Bantuan  Transportas i  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 3 01 03.

 Bantuan  Transpor t as i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

301.028 .400 , -  dan  d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  d ibe r i kan  kepada  Pimpinan /Anggota  

DPRD yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  masing- masing  

Rp.  557.460 , - .  Pember ian  Bantuan  Transpor t as i  

d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  Kendal  

Nomor.170 /191 /2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  

r i nc i an  42  orang  mener ima  se lama  12  bulan  dan  3 

orang  mener ima  se lama  7  bulan .  Bantuan  

t ranspor t as i  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

dianggarkan  dan  t i dak  dibayarkan ,  karena  dalam 

set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  ke lua r  

daerah  masing- masing  pener ima  te l ah  mempero leh  

uang  t ranspor t  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  atau  

dian ta r  kendaraan  dinas  dengan  SPJ  Bukt i  

Pembel ian  BBM te rsend i r i .  
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 Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No. Bula

n

Nomor  dan  Tgl  

SPP

No.  dan 

Tgl  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/351 /2002 ;

23- 12- 02

02;02-

01- 2003

02- 01-

03

23.413 .320

2. Peb 911/351 /2002 ;

23- 12- 03

082;03-

02- 2003

03- 02-

03

23.413 .320

3. Mare

t

911/80 /2003 ;1

8- 02- 03

169;03-

03- 2003

03- 03-

03

23.413 .320

4. Apr i

l

911/43 /2003 ;2

6- 03- 03

267;01-

04- 2003

01- 04-

03

23.413 .320

5. Mei 911/87 /2003 ;2

1- 04- 03

522;01-

05- 2003

01- 05-

03

23.413 .320

6. Jun i 911/148 /2003 ;

04- 06- 03

1002;09-

06- 2003

09- 06-

03

557.460

7. Jun i 911/133 /2003 ;

21- 05- 03

881;02-

06- 2003

02- 06-

03

24.528 .240

8. Ju l i 911/172 /2003 ;

19- 06- 03

1241;01-

07- 2003

01- 07-

03

15.085 .700

9. Agus

t

911/204 /2003 ;

21- 07- 03

1557;01-

08- 2003

01- 08-

03

25.085 .700

10. Sept 911/266 /2003 ;

25- 09- 03

2202;01-

10- 2003

01- 10-

03

25.085 .700

11. Okt 911/233 /2003 ;

20- 08- 03

1810;01-

09- 2003

01- 09-

03

25.085 .700

12. Nov 911/295 /2003 ;

23- 10- 03

2629;03-

11- 2003

03- 11-

03

25.085 .700

13. Des 911/312 /2003 ;

06- 11- 03

3074;01-

12- 2003

01- 02-

03

25.085 .700

292.666 .50

0

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  t ranspor t as i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO BIN 

SUBKHI  sebesar  Rp.6 .689 .520 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  

Rp.6 .689 .520 , - .

8. Bantuan  Dana  Asurans i  Purna  Bhakt i  pada  Anggaran  

Belan ja  Uni t  Ker ja  La innya .

Terdapat  Bantuan  Dana  Purna  Bhakt i  yang  dibe r i k an  
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dalam  bentuk  Premi  Asurans i  untuk  Bupat i ,  Waki l  

Bupat i  dan  Pimpinan /Anggo ta  DPRD yang  dibayarkan  

kepada  PT.  AJB  Bumipute ra  1912  sebesar  Rp.  

1.944 .000 .000 , -  dengan r i nc i an  sbb :

a.  Premi  Asurans i  AJB  Bumipute ra  1912  Pol i s  No.  

37692  sebesar  Rp.  729.000 .000 , - .  masa  pol i s  

asurans i  te r sebu t  adalah  Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  premi  per tahun  sebesar  

Rp.  243.000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  kepada  

PT.  AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

729.000 .000 , -  dar i  sumber  dana  Anggaran  Belan ja  

Bantuan  Keuangan  (Bantuan  Fraks i - f raks i )  tahun  

2002 s/d  2004 yang  per tanggung  jawabannya  d ibawah  

penge lo l aan  Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  

Kendal .

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

713.927 .333 , -  (Rp.  713.933 .333 , -  -  Rp.  6.000 , -  

te l ah  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  

Waki l  Bupat i  dan  45  orang  ya i t u  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  daf ta r  pembayaran  

Kla im  Asurans i  se jumlah  Rp.  713.933 .333 , -

- Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  

37692  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  

SUTRIMO BIN  SUBKHI  sebesar  Rp.7 .000 .000 , -  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN sebesar  

Rp.6 .000 .000 , - .

b. Premi  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912  Pol i s  

No.  '41708  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  

masa  po l i s  asurans i  te rsebu t  adalah  Ju l i  

2002  s/d  Ju l i  2004  ( t i ga  tahun)  dengan  

ni l a i  premi  seka l i gus  sebesar  Rp.  

1.215 .000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  

kepada  PT.  AJB  Bumipute ra  1912  dar i  
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sumber  dana  Anggaran  Belan ja  Tahun  2003  

yang  te rdapa t /  d i t i t i p k an  dengan  cara  

disembuny ikan  pada  beberapa  Uni t  ker j a  

yang  berada  dibawah  Pem.  Kab  Kendal  

dengan jumlah  yang  berbeda.

- Per tanggung jawaban  pembayaran  premi  asurans i  o leh  

masing- masing  Uni t  ker ja  kepada  PT.  AJB 

Bumipute ra  1912  di l akukan  t i dak  sesua i  dengan  

penggunaannya  ,  dengan r i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :  

Uni t  Ker ja Jumlah  (Rp) Mata  Anggaran
Nomor Jen is

- DPKD        15.000 .00

0,00

- Biaya  

Operas iona l
- Dinas  Peker jaan  

Umum

     400.000 .000

,00

- -

- Dinas  Pengai ran      300.000 .000

,00

- -

- Dinas  Kesehatan  

Sosia l

     500.000 .000

,00

2.01 .03 .242 .04

.13

Pemb.Pres tas i  

OR KONI
Jumlah   1.215 .000 .000 ,

00

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

1.179 .894 .000 , -  (Rp.  1.179 .900 .000 , -  Rp.  6.000 , - )  

yang  te l ah  di t e r ima  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  

Waki l  Bupat i  dan  45  Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  

daf ta r  pembayaran  Kla im  Asurans i  se jumlah  Rp.  

1.179 .900 .000 , - .  Ni la i  tuna i  te rsebu t  leb ih  

rendah  sebesar  Rp.  35.106 .000 , -  dar i  n i l a i  premi  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .060 , .  karena  k la im  ni l a i  

tuna inya  d i l akukan  tangga l  10  Maret  2004  

sedangkan  ja t uh  tempo  menuru t  Pol i s  Asurans i  

ada lah  tangga l  31 Ju l i  2004.

Pembebanan anggaran  untuk  premi  asurans i  te r sebu t  

te r j ad i     pada  saat  pembahasan  RAPBD ( te rmasuk  

anggaran  belan ja  DPRD)  anta ra  Pani t i a  Anggaran  

dengan Tim Penyusun  Anggaran .

Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  
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41708  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO BIN  SUBKHI  sebesar  Rp,35 .000 .000 , -  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN sebesar  

Rp.30 .000 .000 , - .

Seharusnya  bantuan  dana Purna  Bhakt i  da lam bentuk  

Tunjangan  Asurans i  te rsebu t  t i dak  dianggarkan  dan  

dibayarkan  karena  menyimpang  dar i  Pera tu ran  

Pemer in tah  (PP)  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung  jawaban  Keuangan  

Daerah  ,  khususnya  pasa l  4,  10 ayat  (3 )  dan pasa l  

20 .

Dengan  demik ian  r i nc i an  pener imaan  masing- masing  

anggota  DPRD Kabupaten  Kenda l  Tahun Anggaran  2003 yang  

dipe ro l eh  secara  melawan  hukum  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1. SUTRIMO Rp.

669.991 .775 , -

2. H.  ABDUL WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN Rp.

173.814 .529 , -

3. H.  SUBCHAN NOER Rp.

152.568 .125 , -

4. Hj .  TATIK HERAWATI,SH Rp.

151.082 .258 , -

5. HADI PURNOMO Rp.

116.743 .920 , -

6. MUH. NASIR Rp.

117.594 .420 , -

7. Drs .  SUPARDI KASIH Rp.  

83.512 .120 , -

8. H.  HASANUDDIN SM.Ars ,  SE,  Msi Rp.

115.719 .420 , -

9. H.  BISRI  SAHID Rp.

113.846 .920 , -

10. H.  ABDUL AZIZ Rp.

117.191 .420 , -
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11. Drs .  H.  SYUKRON, S.Sos Rp.

114.844 .420 , -

12. INDAR TRIADI Rp.

111.544 .420 , -

13. SUYADI Rp.

109.889 .420 , -

14. H.  TASMU'I . Rp.

132.039 .420 , -

15.  ABDUL QUDUS 

NUH,S.Sos Rp.

111.782 .920 , -

16.  H.  ASFURI 

MUGHNI,S.Sos Rp.

138.252 .920 , -

17.  H.M YUDARTO

Rp. 110.274 .420 , -

18.  SUGIYONO Rp.

110.267 .420 , -

19.  H.  SUBUR 

WIDADI Rp. 111.291 .920 , -

20. H.  ARIFIN  KURSIN Rp.

109.341 .920 , -

21.  H.  SOFWAN HADI

Rp. 134.899 .420 , -

22.  H.M ABDULLAH

Rp. 110.946 .420 , -

23.  Dr .  H.  BAMBANG 

EKO LlSTANTO,S.Sos Rp.

112.704 .420 , -

24. H.  MASTUR K,  Bsc.  SH.  Msi Rp.

109.901 .920 , -

25.  Drs .DANIEL  

TOTO INDIYONO Rp.

111.049 .420 , -

26.  KASINO Rp.

118.650 .420 , -
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27.  H.  TOTOK S 

PRAWOTO Rp. 118.245 .420 , -

28. S.  ACHMAD SOCHARI Rp.

112.160 .920 , -

29.  H.M SUBAGYO 

MUJIANTO Rp. 124.746 .420 , -

30.  H.M SALIMUN Rp.

111.721 .420 , -

31. Drs .  H.  AKHMAD NUR, S.Sos Rp.

111.355 .420 , -

32.  AGUS SAMIAJI

Rp. 106.998 .920 , -

33.  H.  PRAPTO 

UTOMO Rp. 112.074 .420 , -

34. H.  MUH YUSUF Rp.

107.030 .420 , -

35.  MASTUR UMAR 

SAID Rp. 115.731 .920 , -

36.  RAHMAT DA'WAH

Rp. 132.646 .420 , -

37. Drs .  H.  YAN SURYANA ILHAM Apt .MM Rp.

107.376 .920 , -

38.  H.  MUH DANIAL,  

BA Rp. 131.099 .420 , -

39. H.  MUNDJIJAT Rp.

113.754 .420 , -

40. H.  BAKRI MALIKA Rp.

119.910 .420 , -

41. Dra.  Hj .  MU'SHODAH AZIZI Rp.

111.804 .420 , -

42. H.  ACHMAD MUQODAM Rp.

110.231 .920 , -

43. H SUPARNO Rp.

116.114 .920 , -

44.  H.  ISMAIL Rp.

114.682 .420 , -
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45. HF MAFUD SAEFUDIN,  NA Rp.

109.395 .120 , -

J  u  m  l  a  h 

Rp.5 .856 .827 .807 , -

Sela in  d i t e r ima  oleh  masing- masing  anggota  DPRD Kab.  Kendal  

te rsebu t ,  Anggaran  Belan ja  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  Anggaran  

2003  yang  dibua t  dengan  cara  melawan  hukum juga  di te r ima  

oleh  Eksekut i f  dan  pihak  ket i ga  se jumlah  Rp.  217.917 .500 ,  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Eksekut i f  :

Bupat i  (Asurans i  Purna  Bhakt i ) Rp.    42.000 .000 , -

Waki l  Bupat i  (Asurans i  Purna  Bhakt i ) Rp.    36.000 .000 , -

Sekwan dan Sekre ta r i a t  Dewan (ke leb i han  

biaya  per ja l anan  d inas  dan dana 

penun jang  keg ia tan ) Rp.  125.517 .500 , -

2. Pihak  ket i ga  (war tawan) Rp.  

14.400 .000 , -

 

J u m l  a h Rp.  

217.917 .500 , -

Dar i  rangka ian  perbua tan  te rsebu t ,  te l ah  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  dengan per inc i an  sbb :

A.  Anggaran Belanja  DPRD

1. Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  (TPP)   Rp.  

234.501 .000 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 05)

2. Tunjangan  Anggota  Penggant i  Pani t i a Rp.  

13.608 .500 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 06)   

3. Tunjangan  Kese jah te raan  

Rp.     2.513 .823 .569 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 07)

4. Bantuan  Perawatan  dan Pengobatan  /Keseha tan  

Rp.   267.500 .000 , -
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(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 04 01)

 5. Pengembangan 

SDM                                             Rp.  

92.553 .250 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 05 05)

6. Bantuan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM 

Rp.  174.000 .000 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 201 07)

7. Jasa  Kantor  Bantuan  Lis t r i k ,  Telepon ,  Ai r Rp.  

341.117 .988 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 2 02)

8. Biaya  Per ja l anan  Dinas

(kode  reken ing  2010121301)

a.  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Dalam Daerah Rp.  

52.145 .000 , - b. Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah Rp.  

634.830 .000 , -

c.  Bantuan  

Transpor tas i Rp.  

292.666 .500 , -

B.  Anggaran Belanja  Unit  Kerja  Lainnya

Bantuan  Dana Purna  Bhakt i

a. Kanto r  Kesbang l i nmas Rp.

243.000 .000 , -

b. DPU, Dinas  Pengai ran ,  Bagian  KesSos,  DPKD          Rp.  

1.215 .000 .000 , -

                           

Jumlah  A  s/d  B 

Rp.  6.074 .745 .307 , -

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  d i  atas  melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam :  

1. Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1999  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  khususnya

Pasal   70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  ber ten tangan  
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dengan  kepent i ngan  Umum,  Pera tu ran  Daerah  

la i n  dan Pera tu ran  Perundangan- undangan  yang  

leb ih  t i ngg i

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  Daerah  dan  

atas  Kuasa  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

la i n  yang  ber laku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) : Keputusan  sebaga imana  d imaksud  pada  

ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  

kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  Daerah  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  Daerah,  

khususnya  :

Pasal  4 : Pengelo laan  Keuangan Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang ber laku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan ber tanggung  jawab  dengan  

memperhat i kan  azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa anggaran  

dengan pendekatan  k ine r j a  ada lah  suatu  

s is t em anggaran  yang  mengutamakan upaya  

pencapa ian  has i l  ker j a  atau  outpu t  dar i  

perencanaan  alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  t i ndakan  

yang  berak iba t  penge lua ran  atas  beban APBD 

apab i l a  t i dak  te rsed ia  atau  t i dak  cukup  

te rsed ia  anggaran  untuk  membiaya i  

penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

memuat  anta ra  la i n  anggaran  disusun  

berdasarkan  sasaran  yang  diha rapkan  menuru t  
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fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD di l akukan  sehubungan  dengan :

a. Kebi j akan  

Pemer in tah  Pusat  

dan  atau  

Pemer in tah  

Daerah  yang  

bers i f a t  

st ra t eg i s  ;

b. Penyesua ian  

ak iba t  t i dak  

te rcapa inya  

pener imaan  

Daerah  yang  

di te t apkan  ;

c. Ter jad i nya  

kebutuhan  yang  

mendesak .

3.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor 37 Tahun 2001 Pasa l  1 

ten tang  Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim dan Pejaba t  

Negara .

4. Keputusan  Pres iden  No.  18 Tahun  2000  ten tang  Pelaksanaan  

Pengadaan Barang /Jasa  Ins tans i  Pemer in tah ,  khususnya  :

Pasal  7 (3 ) : Tugas  pokok  Kepala  kanto r / sa t uan  

ker j a / pemimp in  proyek /bag ian  proyek /pe jaba t  

yang  disamakan  dalam pengadaan  barang / j a sa  

ada lah  :

f . menyiapkan  dan  melaksanakan  

per j an j i a n / k on t r a k  dengan  pihak  penyed ia  

barang / j a sa .

Pasal  17 (4) : Penunjukan  langsung  ada lah  pengadaan  jasa  

konsu l t an  yang  penyed ia  jasanya  di ten tukan  

oleh  Kepala  kanto r  /  satuan  ker j a  /  pemimpin  

proyek  /  bagian  proyek /pe jaba t  yang  
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disamakan/d i t u n j u k  dan di te rapkan  untuk  

pengadaan  jasa  dengan n i l a i  sampai  dengan  

Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah )  ;

5. Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  29  Tahun  2002  

tangga l  10  Jun i  2002  ten tang  Pedoman  Pengatu ran ,  

Per tanggung jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  ser ta  

Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah  (APBD)  Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan  Daerah  dan  

Penyusunan  pengh i t ungan  APBD, khususnya  :

Pasal  19 (3) : Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  dan  

anggaran  berdasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum dalam lampi ran  

VI I I ,  ya i t u  set i ap  alokas i  b iaya  yang  

di rencanakan  harus  dika i t k an  dengan  t i ngka t  

pe layanan  atau  has i l  yang  diha rapkan  dapat  

d icapa i .

Pasal  20 (1) : Usulan  program,  keg ia tan  dan anggaran  

set i ap  perangka t  daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam pasa l  19 di t uangkan  dalam rencana  

anggaran  satuan  ker j a  (RASK) .

Pasal  55 (2) : Pengguna anggaran  d i l a rang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban Belan ja  

Daerah  untuk  tu juan  la i n  dar i  pada yang  

di te t apkan .

6. Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  7  Tahun  2001  

ten tang  kedudukan  keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  

Anggota  Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  2 (1 ) : Dalam  rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  DPRD 

atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah  Kab.  Kendal  d ised iakan  penghas i l an  

te tap  pimpinan  dan anggota  DPRD.

Pasal  2 (2 ) : Sela in  penghas i l an  te tap  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 ) ,  sesua i  dengan  kemampuan 

keuangan  daerah  dan  keten tuan  yang  ber laku  

dised iakan  biaya  untuk  tun jangan  

Hal .  63 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kese jah te raan ,  b iaya  kesehatan ,  uang  duka  

dan dana penun jang  keg ia tan .

Pasal  9 (1 ) : Anggota  DPRD  da lam  kedudukannya  sebaga i  

Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i a t  dan  anggota  

Pani t i a  dibe r i k an  tun jangan  pan i t i a .

Pasal  10 (1) : Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  pimpinan  dan anggota  DPRD 

diber i k an  tun jangan  kesehatan  dan da lam ayat  

(2 )  d ibe r i k an  da lam bentuk  jaminan  asurans i .

Pasal  14 (1)  e : Untuk  ke lancaran  pe laksanaan  tugas  DPRD 

pada  belan ja  sekre ta r i a t  DPRD dised iakan  

biaya  penun jang  keg ia tan  dan  besarnya  

di te t apkan  dalam ayat  (2 ) .

7. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Kendal  Nomor  :  

188.4 /170 /26 /2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  28 a : Menyusun  Rencana  Rencana  Ker ja  dan 

mengadakan  pembagian  ker j a  anta ra  Ketua  DPRD 

dengan  waki l - waki l  Ketua  DPRD  dan  

mengumumkannya dalam rapa t  par ipu rna .

Pasal  67 (1)  a : Pani t i a  Rumah  Tangga  mempunya i  tugas  

membantu  pimpinan  DPRD  da lam  menentukan  

keb i j a ksanaan  ke  rumah  tanggaan  DPRD,  

te rmasuk  kese jah te raan  anggota  DPRD  dan  

pegawai  sekre ta r i a t .

b. : Membantu  pimpinan  DPRD dalam menentukan  

keb i j a ksanaan  anggaran  belan ja  DPRD.

8. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  40  Tahun  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  lampi ran  VI I I  bahwa  biaya  uang  

har i an / l umpsum yang  melakukan  per ja l anan .

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  14  Tahun  2003  ten tang  

Pedoman Penatausahaan  APBD Kabupaten  Kendal ,  pada  poin t  
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8  (g )  :  Pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  penun jukan  

langsung ,  yang  seharusnya  dengan  pele l angan ,  Penun jukan  

langsung  dan  penandatanganan  kont rak  d i l aksanakan  bukan  

oleh  pengguna  anggaran .

• Akiba t  perbua tan  Terdakwa  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  yang  seharusnya  ber jumlah  

Rp.  6.074 .745 .307 , -  (enam  mi lya r  tu juh  

puluh  empat  ju ta  tu j uh  ra tus  empat  pu luh  

l ima  r ibu  t i ga  ra tus  tu juh  rup iah )  atau  

sek i t a r  i t u  sesua i  dengan  has i l  audi t  

BPKP Perwak i l an  Jawa Tengah  Nomor  :  LHA-

993/PWI I /5 / 2006  tangga l  3  Maret  2006  

per i ha l  Laporan  Hasi l  Audi t  Inves t i ga t i f  

atas  Anggaran  Belan ja  DPRD  dan  

Sekre ta r i a t  DPRD Kabupaten  Kenda l  Tahun  

Anggaran  2003  ser ta  Asurans i  Dana  Purna  

Bhakt i .

Perbuatan  Terdakwa sebaga imana  dia tu r  dan d iancam 

pidana  menuru t  Pasa l  2 ayat  (1 )  jo  Pasa l  18 UU.  Nomor 31  

Tahun 1999 ten tang  Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i  

sebaga imana  te l ah  di rubah  dan d i t ambah  dengan UU Nomor.  20  

Tahun 2001 ten tang  Perubahan  atas  UU Nomor.  31 Tahun 1999  

ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  Pasal  55  

ayat  (1 )  ke- 1 KUHP jo  Pasa l  64 ayat  (1 )  KUHP.

Subsidai r  :

Bahwa  ia  Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  SH,  MM.  Bin  

SOEKARDJONO berdasarkan  :

- SK.Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  Jawa Tengah  Nomor  :  

821.1 /34607 /1986  tangga l  18  Desember  1986  te lah  

diangka t  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;

- SK.  Bupat i  Nomor  :  821.1 /4396 /2001  tangga l  14  Desember  

2001  te lah  diangka t  menjad i  Pj .  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Kendal  ;

- SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  903/111 /2003  tangga l  25  Pebruar i  

2003  ten tang  Penunjukan  Tim Penyusun  dan Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD  dan  Perh i t ungan  APBD 
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Kabupaten  Kendal ,  te l ah  d iangka t  menjad i  Ketua  Tim penyusun  

dan  Pembantu  Tekn is  Tim Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  

Perh i t ungan  APBD  Kabupaten  Kendal ,  bersama- sama  dengan  

SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  (DPRD)  dan  atau  Ketua  Pani t i a  Anggaran  dan  atau  

se laku  anggota  DPRD ser ta  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  

ADNAN se laku  Waki l  Ketua  DPRD dan  atau  se laku  Waki l  

Ketua  Pani t i a  Anggaran  DPRD dan  atau  se laku  anggota  

DPRD Kabupaten  Kendal  (Kedua  Terdakwa  te rsebu t  d i  

berkas  te rsend i r i ) ,  pada  waktu  anta ra  awal  bu lan  

Oktober  tahun  2002 sampai  dengan  bulan  Maret  tahun  2003  

atau  set i dak - t i daknya  pada  tahun  2002  sampai  dengan  

tahun  2003  ber tempat  d i  Kanto r  Sekre ta r i a t  Daerah  

Kabupaten  Kendal  J I .  Raya Soekarno  Hat ta  No.  193 Kendal  

atau  di  Kanto r  DPRD Kabupaten  Kenda l  J I .  Raya  Sukarno  

Hat ta  No.  218  Kendal  atau  set i dak - t i daknya  pada  suatu  

tempat  yang  masih  te rmasuk  dalam  daerah  hukum 

Pengad i l an  Neger i  Kendal ,  te lah  melakukan  atau  tu ru t  

ser ta  melakukan  beberapa  perbua tan  yang  ada hubungannya  

sedemik ian  rupa  seh ingga  harus  dipandang  sebaga i  satu  

perbua tan  ber lan ju t ,  dengan  tu j uan  mengutungkan  di r i  

send i r i  atau  orang  la i n  atau  suatu  korporas i  

menyalahgunakan  yang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  

atau  perekonomian  negara ,  perbua tan  te rsebu t  d i l akukan  

dengan cara  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  SH,  MM. bin  SOEKARDJONO 

yang  diangka t  sebaga i  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

903/111 /2003  tangga l  25  Pebruar i  2003  ten tang  

Penunjukan  Tim  Penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal ,  mempunya i  tugas  menyusun,  mengka j i ,  

mengkoord inas i kan ,  mempers iapkan ,  dan  menggandakan  

bahan  rancangan  APBD,  perubahan  ser ta  perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  yang  akan  dibahas  bersama dengan  DPRD 

Kabupaten  Kendal  dengan  berpedoman  pada  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  ber tanggung  jawab  kepada  

Hal .  66 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupat i ,  karena  i t u  da lam  tugasnya  menyusun  Rancangan  

Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah  (RAPBD)  

Kabupaten  Kendal  khususnya  Anggaran  Belan ja  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seharusnya  berpedoman  atau  

memperhat i kan  beberapa  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  anta ra  la i n  :

1. Pera tu ran  

Pemer in tah  (PP)  

Nomor  37  tahun  

2001  tangga l  18 

Mei  2001  ten tang  

Penghent i an  

Pember ian  

Tunjangan  

Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  

Pegawai  Neger i ,  

Hakim  dan  Pejaba t  

Negara .

2. Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  

(Kepmendagr i )  

Nomor  29  tahun  

2002  tangga l10  

Jun i  2002  ten tang  

Pedoman 

Pengurusan ,  

Per tanggung jawaban  

dan  Pengawasan 

Keuangan  Daerah  

ser ta  Tata  Cara  

Penyusunan  

Anggaran  

Pendapatan  dan 

Belan ja  Daerah  

(APBD),  
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Pelaksanaan  Tata  

usaha  Keuangan  

Daerah  dan 

Penyusunan  

pengh i t ungan  APBD,  

khususnya  :

Pasal  19 (3)  :  Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  

dan  anggaran  ber dasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum  dalam lampi ran  

VI I I  keputusan  in i .

Pasal  20 (1)  :  Usulan  Program,  Kegia tan  dan 

Anggaran  Daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam  pasa l  19  ayat  (1 )  d i tuangkan  dalam 

Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja .

Pasal  20 (5)  : Format  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

dan cara  peng is i annya

te rcan tum dalam Lampi ran  IX  Keputusan  

in i .

Pasal  55 (2)  : Pengguna Anggaran  di l a r ang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban  

belan ja  Daerah  untuk  tu j uan  la i n  dar ipada  

yang  di te t apkan .

3. Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Kendal  

Nomor  7 tahun  2001 

ten tang  Kedudukan  

Keuangan  Ketua ,  

Waki l  Ketua  dan 

Anggota  DPRD 

khususnya  :  Pasa l  

2 :

(1 )  Dalam rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  DPRD, 

atas  beban  anggaran  pendapatan  dan belan ja  daerah  

Kabupaten  Kendal  d ised iakan  Penghas i l an  te tap  

Pimpinan  dan Anggota  DPRD sebaga i  ber i ku t  :

a) Uang Represen tas i .
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b) Uang Paket .

c) Tunjangan  Jabatan .

d) Tunjangan  Komis i .

e) Tunjangan  Khusus .

f ) Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an .

(2 )  Sela in  penghas i l an  dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  

in i  sesua i  dengan  kemampuan  keuangan  Daerah  dan  

keten tuan  yang  ber laku  dised iakan  biaya  untuk  :

a) Tunjangan  Kese jah te raan  ;

b) Biaya  kesehatan  ;

c) Uang duka  ;

d) Dana Penun jang  Kegia tan  ;

Pasal  9 (1 )  :  Anggota  DPRD da lam  kedudukannya  

sebaga i  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i s  

dan Anggota  Pani t i a  dibe r i kan  tun jangan  

pan i t i a .

Pasal10  (1 )  :  Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  Pimpinan  dan Anggota  

DPRD diber i kan  tun jangan  kesehatan .

Pasal10  (2 )  : Tunjangan  Kesehatan  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  in i  d ibe r i kan  

dalam bentuk  jaminan  Asurans i .

4. Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kendal  

Nomor  40  tahun  

2002  tangga l  24 

November  2002 

ten tang  

Standar i sas i  

Indeks  Biaya  

Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan 

Honorar i um  

Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  
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Tahun  Anggaran  

2003,  lampi ran  

VI I I  bahwa  biaya  

uang 

har i an / l umpsum 

yang  melakukan  

per j a l anan  dinas  

bag i  Ketua ,  Waki l  

Ketua  dan  Anggota  

DPRD Kab.  Kendal  

d ise ta rakan  dengan  

PNS Golongan  IV .

5. Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kendal  

Nomor  14  Tahun 

2003 tangga l  5 Mei  

2003  ten tang  

Pedoman 

Penatausahaan  

Pelaksanaan  

Anggaran  

Pendapatan  Dan 

Belan ja  Daerah  

Kabupaten  Kendal .

6. Keputusan  Bupat i  

Kendal  Nomor  

903/111 /2003  

tangga l  25 

Pebruar i  2003 

ten tang  Penunjukan  

Tim  Penyusun  dan 

Pembantu  Tekn is  

Tim  Penyusun  

RAPBD,  Perubahan  

APBD  dan 

Perh i t ungan  APBD 
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Kabupaten  Kendal  

mempunyai  tugas  

menyusun,  

mengka j i ,  

mengkoord inas i kan ,  

mempers iapkan ,  

dan   menggandakan  

bahan 

rancangan  APBD,  perubahan  ser ta  perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  yang  akan  dibahas  bersama dengan  DPRD 

Kabupaten  Kendal  dengan  berpedoman  pada  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  ber tanggung  jawab  kepada  

Bupat i .

- Bahwa  da lam  kedudukannya  yang  demik ian  i t u  Terdakwa  

sete lah  mener ima  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  

DPRD  Kabupaten  Kendal  TA.  2003  yang  te l ah  

di tanda tangan i  o leh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  

Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  langsung  meneruskan  RASK 

DPRD  dalam  RAPBD  tanpa  melakukan  perubahan  atau  

menolak ,  tanpa  melakukan  eva luas i  dan  ana l i s i s  untuk  

di l akukan  rev i s i ,  perubahan ,  penyempurnaan  atau  

menolak ,  meskipun  dalam rapa t  Tim te l ah  di i nga t kan  oleh  

saks i  Drs .  WARSA SUSILO,  MPd.  dan  saks i  PUJI  RAHARJO 

S.Sos  (mas ing - masing  se laku  Waki l  Ketua  dan  Sekre ta r i s  

Tim  Penyusun  Anggaran) ,  j i ka  RASK/RAB  DPRD te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ada  te ru tama  Pera tu ran  Daerah  Nomor  7 Tahun  2001,  akan  

te tap i  RAB DPRD te rsebu t  te tap  d imasukkan  dalam  RAPBD 

Kabupaten  Kendal  T  A.  2003  dengan  alasan  hanya  ing in  

menjaga  hubungan  ba ik  anta ra  pihak  Eksekut i f  dengan  

Leg is l a t i f  dan  khawat i r  akan  ada  penolakan  LPJ  Bupat i  

o leh  DPRD Kabupaten  Kendal .

Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  DPRD Kab.  Kendal  

TA.  2003 yang  d i t anda  tangan i  saks i  SUTRIMO BIN SUKHI  

ya i t u  :
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No. U R A I  A N RINCIAN JUMLAH
1. Belanja  Tetap  dan 

Tunjangan pimpinan dan 

Anggota  DPRD :

Uang Representas i  :

- Ketua  :  1 x 1.260 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  3 x  

1.134 .000  x 12 =

- Anggota  :  41 x  

1.008 .000  x 12 =

    

15.120 .000

, -

   40.824 .

000, -

 495.036 .0

00, -

Rp.  

551.880 .000 , -

Uang Paket  :

- Ketua  :  25 % x  

1.260 .000  x 12 =

- Wk.Ketua  :  25 % x  

1.134 .000  x 12 =

- Anggota  :  25 % x  

1.008 .000  x 12 =

     3.380

.000 , -

    10.206

.000 , -

  123.984 .

000, -

Rp.  

137.970 .000 , -

Tunjangan Jabatan

- Ketua  :  50 % x  

1.260 .000  x 12 x 1 =

- Wk.Ketua  :  50 % x  

1.134 .000  x 12 x 3 =

        7.

560.000 , -

     20.41

2.000 , -

Rp.  

27.972 .000 , -

Tunjangan Komisi  :

- Ketua  :  20 % x 630.000  

x 5 x 12 =

- Wk.Ketua  :  15 % x  

630.000  x 5 x 12 =

- Sekre t  :  15 % x 630.000  

x 5 x 12 =

- Angg :  10 % x 630.000  x  

26 x 12 =

      7.56

0.000 , -

      5.67

0.000 , -

      5.67

0.000 , -

    19.656

.000 , -

Rp.  

38.556 .000 , -

Hal .  72 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Khusus :

- Tunj .  Kel /Be ras  :  

10.981 .800  x 12 =

- TPP :  20.709 .675  x 12 =

Tunj .  Pajak  :  6.211 .510  

x 12 =

  131.781 .

600, -

  48.510 .1

00, -

   75.538 .

120, -

Rp.  

454.835 .820 , -

Tunjangan Pani t i a  :

a.  Pani t i a  Musyawarah

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Wk.Ket .  :  10 % x  

630.000  x 3 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

15 x 12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 11 x 12 =

b.  Pani t i a  Anggaran

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Wk Ket  :  10 % x 630.000  

x 3 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

15 x 12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 11 x 12 =

c.  Pani t i a  Rumah Tangga

- Ketua  :  15% x 630.000  x  

1 x  12 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  

  13.986 .0

00, -

      1.13

4.000 , -

      2.26

8.000 , -  

756.000 , -

      

5.670 .000 ,

-

      

4.158 .000 ,

-

   13.986 .

000, -

      1.13

4.000 , -

      2.26

8.000 , -

756.000 , -

5.670 .000 ,

-

Rp.  

40.509 .000 , -
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x 1 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

7 x  12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 5 x 12 =

d.Pani t i a  Khusus

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Angg :  5 % 630.000  x 1 

x 10 = 

4.158 .000 ,

-

7.182 .000 ,

-

1.134 .000 ,

-

756.000 , -

756.000 , -

2.646 .000 ,

-

      1.89

0.000 , -

 5.355 .000

, -  

   

945.000 , -

630.000 , -

630.000 , -

     3.150

.000 , -
Tunjangan Kesejahteraan

a.Bantuan  Penghargaan 

Pemda

- Ketua  :  1 x 3.000 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  3 x  

2.750 .000  x 12 =

- Angg :  41 x 2.500 .000  x  

12 =

b.Bantuan Pemda untuk  RT 

Pimpinan,  Angg & Sekret

- Ketua  :  1 x 6.000 .000  =

1.365 .000 .

000

    36.000

.000 , -

   99.000 .

000, -

1.230 .000 .

000

   126.000

.000 , -

     6.000

Rp.7 .927 .100 .

000
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- Wk.Ketua  :  3 x  

5.000 .000  =

- Angg :  41 x 2.500 .000  =

- Sekre t  :  1 x 2.500 .000  

=

c.Ban.Keg Dewan :  45 x 

2.000 .000  =

d.Ban.Penye .Asp i  :  45 x  

1.500 .000 , -

e.T im  Angg

f .S ta f f  Ahl i

g.Pembahasan  Reperda

h.Bantuan  Operas iona l  

Khusus  Pimpinan

i .Ban tuan  Paguyuban  

Purna  Bhakt i

j .Ban tuan  Pel i pu tan  13 x  

100.000  x 12 =

k.Tun jangan  Asurans i  45 

x 2.400 .000  =

l . La i n - la i n  bantuan

m.Dana Penunjang  

Kegia tan

n.Adkas i

.000 , -

   15.000 .

000, -

 102.000 .0

00, -

     2.500

.000 , -

Rp.90.000 .000

, -

Rp.  

67.500 .000 , -

Rp.20 .000 .000

, -

Rp.50 .000 .000

, -

Rp.100.000 .00

0, -

Rp.210.000 .00

0, -

Rp.  

5.000 .000 , -

Rp.  

15.000 .000 , -

Rp.108.000 .00

0, -

Rp.100.000 .00

0, -

Rp.  

450.000 .000 , -

Rp.  

30.000 .000 , -
Uang Duka :

- Uang Duka

- Pengangkutan  Jenazah

      8.00

0.000 , -

     2.000

.000 , -

   Rp.10.000 .

000, -
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Bantuan Perawatan  & 

Pengobatan

Biaya  Perawatan  & 

Pengobatan  Loka l

- Bantuan  Kesehatan  :  45 

x 500.000  x 12

  

270.000 .00

0, -

  Rp.  

360.000 .000 , -

Biaya  General  Check Up

- Check  Up :  45 x 500.000

- Rawat  Inap  :  45 x  

300.000

   22.500 .

000, -

   13.500 .

000, -

Pengembangan SDM 

Pelat ihan  Anggota  DPRD

- Pela t i han

- Seminar

- Lemhanas

 250.000 .0

00, -

   50.000 .

000, -

   70.000 .

000, -

 

Rp.  

470.000 .000 ,

2. Belanja  Barang & Jasa 

Biaya  Bahan Pakai  Habis  

Kantor  

Biaya  Bahan Bakar

- Ketua  :  1 x 4.000 .000  x  

12 =

- Wk.Ket  :  3 x 2.250 .000  

x 12 

- Kom,PRT &Sekwan 7 x  

1.500 .000  x 12

   255.000

.000 , -

   48.000 .

000, -

   81.000 .

000, -

 126.000 .0

00, -

Rp.  

692.000 .000 , -

Jasa Kantor  :

Biaya  List r i k

- Pimpinan  :  2.500 .000  x  

12 =

- Anggota  :  500.000  x 42 

x 12 =

 282.000 .0

00, -

   30.000 .

000, -

 252.000 .0

00, -

Rp.437.000 .00

0, -
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Biaya  Telepon

- Pimpinan  :  2.500 .000  x  

12 =

- Subs id i  Fraks i  :  50.000  

x 7 x 12 =

   34.200 .

000, -

   30.000 .

000, -

       4.2

00.000 , -
Biaya  Air

Pimpinan  :  1.250 .000  x  

12 =

   15.000 .

000, -

   15.000 .

000, -
Langganan Surat  Kabar

Biaya  Pakaian  Dinas

PSH :  2 x 45 x 400.000  =

PSR :  1 x 45 x 600.000  =

   10.800 .

000, -

   63.000 .

000, -

   36.000 .

000, -

   27.000 .

000, -
3. Belanja  Per ja lanan  Dinas

Biaya  Per ja lanan  Dinas  

Dalam Daerah

Kunj .Ke r .Komis i

- Kom ABCE :  4 x  5 x  25 x  

12 x 15.000  =

- Kom D :  1 x 825 x 12 x  

15.000  =

Kunj .Ke r .Pansus  :  

2x2x20x10x15.000

Kunjungan  Ker ja  Dalam 

Daerah   

   188.000

.000 , -

     90.00

0.000 , -

   36.000 .

000, -

   12.000 .

000, -

     50.00

0.000 , -

Rp.1 .289 .028 .

400
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Biaya  Per ja lanan  Dinas  

Keluar  Daerah

- Kunjungan  Ker ja  Keluar  

Daerah

- Per j .D i nas  Pimpinan  dan 

Anggota

Bantuan  Traspor t as i  :  45 

x 557.460x12

   800.000

.000 , -

650.000 .00

0, -

 

150.000 .00

0, -

   301.028

.400 , -
 

- Bahwa  pada  tangga l  30  Januar i  2003  diadakan  rapa t  

Par ipu rna  tahap  I  ya i t u  Bupat i  menyampaikan  Nota  

Keuangan  RAPBD,  rapa t  par ipu rna  te rsebu t  meminta  

perse tu j uan  DPRD atas  RAPBD Kabupaten  Kendal  Tahun  

2003.

- Bahwa sete lah  Bupat i  menyampaikan  Nota  Keuangan  RAPBD 

TA.2003  kemudian  Anggota  Dewan  menyampaikan  pandangan  

umum  atas  RAPBD  te rsebu t  dan  se lan ju t nya  Bupat i  

menjawab pandangan  umum dar i  Anggota  Dewan te rsebu t .

- Bahwa  pada  tangga l  26  Pebruar i  2003  diadakan  rapa t  

Pani t i a  Anggaran  per tama  d i i ku t i  o leh  Pimpinan  dan  

Anggota  Pani t i a  Anggaran  ser ta  Tim  Penyusun  Anggaran  

bersama  se lu ruh  Kepala  Dinas ,  Kepala  Kantor /Badan  dan  

Kepala  Bagian  d i  l i ngkungan  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal ,  untuk  menyusun  pedoman  yang  akan  dipaka i  

sebaga i  acuan  pembahasan  di  Rapat  Komis i .   Rapat  

d ip imp in   o leh   saks i   SUTRIMO BIN SUBKHI  se laku  

Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  dan Bupat i  Kendal .

- Bahwa mula i  tangga l  26,  27,  28,  Pebruar i  2003  dan  5,  6  

dan  7  Maret  2003  Komis i - Komis i  mengadakan  pembahasan  

RAPBD te rsebu t ,  sesua i  dengan  b idang  tugas  masing-
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masing  Komis i  d i i ku t i  o leh  dan  atau  bersama  Dinas /  

Kanto r /  Badan dan Kabag te rka i t .  Komis i  A yang  ber tugas  

mengka j i  anggaran  secara  kese lu ruhan  baik  Anggaran  

Eksekut i f  maupun  Anggaran  Legis l a t i f  (anggaran  DPRD),  

khusus  untuk  Anggaran  Legis l a t i f  sama  seka l i  t i dak  

dika j i / t i d a k  dipe rmasa lahkan  oleh  Komis i  A  dengan  

alasan  kehab isan  waktu  karena  meni t i k be ra t kan  eva luas i  

te rhadap  Anggaran  Belan ja  Eksekut i f .

- Bahwa  te l ah  ada  tawaran  Asurans i  Purna  Bhakt i  dar i  

saks i  YUSMANI  dan  WARSIMIN  (mas ing- masing  se laku  

pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama    Bumi  Pute ra  1912) ,  

lan tas  saks i   SUTRIMO BIN SUBKHI  memanggi l  saks i  

ABDUL WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN untuk  berembug bersama 

guna  membicarakan  dar i  mana  k i ra - k i ra  dana  i t u  

diambi l kan  untuk  membiaya i  asurans i  te rsebu t ,  kemudian  

atas  kesepakatan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  dan  saks i  

ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN untuk  menaruh  dana  

te rsebu t  dengan  is t i l a h  di t i t i p k an  pada  Kantor  

Kesbang l i nmas  da lam  mata  anggaran  bantuan  f raks i -

f raks i ,  h ingga  akh i rnya  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  

menanda  tang  ani  Sura t  Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  

016/QPW/ASK/ I I 1 I 2002  tangga l  01  Maret  2002.  Pada  waktu  

saks i  MURKADI  (pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama  Bumi  

Putera  1912)  menagih  premi  asurans i  kepada  saks i  

SUTRIMO BIN  SUBKHI,  kemudian  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

menyuruh  saks i  MURKADI  untuk  meminta  pembayaran  premi  

asurans i  Anggota  DPRD,  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Kendal  pada  Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  

Kendal  dengan  mengambi l  uang  dar i  pos  bantuan  Fraks i -

f raks i  sebesar  Rp.  243.000 .000 , -  (dua  ra tus  empat  pu luh  

t i ga  ju ta  rup iah )  untuk  45 Anggota  DPRD yang  sebe lumnya  

te l ah  didahu lu i  dengan  adanya  per jan j i a n  ker j a  sama 

asurans i  anta ra  Asurans i  J iwa  Bersama  Bumipute ra  1912  

dengan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  DPRD 

Kabupaten  Kendal  sebaga imana  Sura t  Per jan j i a n  Asurans i  

Nomor  :  016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  Tangga l  01  Maret  2002,  
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walaupun   nyata - nyata   per tanggung jawaban   dar i  

kanto r  Kesbang l i nmas  te tap  disebu t  sebaga i  bantuan  

f raks i - f raks i .

- Bahwa  se lan ju t nya ,  da lam  rapa t  Pani t i a  Anggaran  pada  

sek i t a r  tangga l  11,  12,  13  14  dan  17  Maret  2003  saat  

saks i  SUTRIMO  Bin  SUBKHI  (Se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN 

(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  meminta  kepada  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  untuk  

dianggarkan  dana  Purna  Bhakt i  da lam  bentuk  Asurans i  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  dua ra tus  l ima  

belas  ju ta  rup iah ) ,  walaupun  pada  awalnya  Tim Penyusun  

Anggaran  kebera tan  dan  menolak  permin taan  te rsebu t  

dengan  alasan  t i dak  ada  dasar  hukumnya/a tu rannya ,  

seh ingga  rapa t  te rsebu t  te r j ad i  dead lock ,  namun sete lah  

diadakan  per temuan  te rba tas  anta ra  saks i  SUTRIMO Bin  

SUBKHI,  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN dan  

Terdakwa se laku  Ketua  Tim Penyusun   Anggaran   ber tempat  

di  ruang  

Rapat  Gabungan  DPRD Kabupaten  Kendal ,  da lam  per temuan  

te rsebu t  saks i   SUTRIMO  Bin   SUBKHI   mengatakan  

"bahwa  ia   te lah   melakukan  

per j an j i a n  ker j asama  dengan  Pimpinan  Asurans i  Bumi  

Putera  Cabang  Purwoker to  dengan  Sura t  No.  0161QPWI 

Ask/ lV /2003  tangga l  09  Januar i  2003,  seh ingga  harus  

di rea l i s a s i k an  dalam  TA.  2003  dan  anggarannya  agar  

di t i t i p k an /  d isembuny ikan  pada  anggaran  Bagian  

Kesejah te raan  sos ia l  Pemkab  Kenda l  ya i t u  dalam  pos  

Peningka tan  Pres tas i  o lah  raga  sebesar  Rp.  

500.000 .000 ,00  dika renakan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

menjaba t  sebaga i  Ketua  KONI,  sedangkan  s isanya  te rse rah  

Tim  Penyusun  Anggaran  yang  menempatkan  di  un i t  ker j a  

mana te rse rah  Tim Penyusun  Anggaran  " .  Atas  permin taan  
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dar i  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  (se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN 

(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  te rsebu t  d i  atas  

akh i rnya  Terdakwa  menyetu ju i  anggaran  purna  bhakt i  

da lam bentuk  Asurans i  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  dua  ra tus  l ima  be las  ju t a  rup iah )  dan  

di t i n dak l an j u t i  dengan  memer in tahkan  kepada  saks i  PUJI  

RAHARJO,  S.  Sos. ,  se laku  Sekre ta r i s  Tim  Penyusun  

Anggaran  dan  atau  se laku  Kasubd in  Perencanaan  DPKD 

untuk  menganggarkan  dengan  cara  menuru t  i s t i l a h  mereka  

di t i t i p k an  pada  Anggaran  Peningka tan  Pres tas i  Olah  

raga    d i    Bagian    Kese jah te raan   Sos ia l   Setda  

Kabupaten   Kendal  

sebesar  Rp.500.000 .000 , - "  sedangkan  s isanya  Rp.  

700.000 .000 , -  d i t i t i p k an  pada  Anggaran  Pembangunan  

ya i t u  Dinas  Peker j aan  Umum sebesar  Rp.  400.000 .000 , -  

dan  Dinas  Pengai ran  Rp.  300.000 .000 , -  ,  karena  apab i l a  

permin taan  te rsebu t  be lum  dise tu j u i  maka  RAPBD t i dak  

akan  dise tu j u i  I  d i t e t apkan  oleh  Dewan menjad i  APBD.

- Bahwa se lan ju t nya  pada  tangga l  17  Maret  2003  diadakan  

Rapat  Par ipu rna  kedua  yang  dihad i r i  o leh  se lu ruh  unsur  

Pimpinan  ya i t u  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI se laku  Pimpinan  

DPRD dan  seka l i gus  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN se laku  Waki l  Ketua  DPRD 

seka l i gus  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  para  Waki l  

Ketua  DPRD dan  Anggota  DPRD ser ta  dar i  p ihak  Eksekut i f  

ya i t u  Bupat i  Kendal  beser ta  ja j a r annya  yang  merupakan  

pembicaraan  tahap  keempat  dimana  dalam  rapa t  te rsebu t  

agendanya  adalah  pembacaan has i l  pembahasan  di  Komis i -

komis i ,  Laporan  Pani t i a  Anggaran ,  Pendapat  Akhi r  Fraks i  

dan  kemudian  sete lah  RAPBD te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  
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se lu ruh   Anggota  DPRD yang   had i r  

da lam  rapa t  Par ipu rna ,  maka  di te t apkan  RAPBD menjad i  

APBD Kabupaten  Kendal  dengan   Penetapan   SK.  Ketua  

DPRD  Kabupaten   Kendal   Nomor

188.4 /903 /05 /2003 ,  per i ha l  Perse tu j uan  Rancangan  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  ten tang  Penetapan  

APBD TA.  2003  menjad i  Pera tu ran  Daerah  Nomor.  4  Tahun  

2003 tangga l  19 Maret  2003.

- Bahwa  t i ndak  lan ju t  atas  ke lua rnya  Pera tu ran  Daerah  

Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  19  Maret  2003  ten tang  APBD 

te rsebu t ,  se lan ju t nya  masing- masing  Uni t  Ker ja  te rmasuk  

DPRD maupun  Sekre ta r i a t  DPRD membuat  Dokumen Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  beberapa  SK Bupat i  Kendal  

sebaga i  dasar  bagi  Pemegang  Kas  Sekre ta r i a t  DPRD saks i  

ABDUL ROCHMAN untuk  menyerahkan  uang  pener imaan  bag i  

anggota  DPRD  Kabupaten  Kendal  atas  Tunjangan  

Kesejah te raan  dan Bantuan  la i nnya  yang  di t uangkan  dalam 

SK Bupat i  Kendal  ya i t u  :

1. SK Bupat i  Nomor  170/281 /2003  tangga l  29  Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Uang Penghargaan  Pemda ;

2. SK  Bupat i  Nomor  170/2193 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  untuk  Rumah 

Tangga Dewan ;

3. SK  Bupat i  Nomor  170/190 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Dana  Kegia tan  

DPRD ;

4. SK  Bupat i  Nomor  170/188 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Bantuan  Dana  Untuk  Penyerapan  

Aspi ras i  Masyaraka t  ;

5. SK  Bupat i  Nomor  170/186 /2003  
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tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Bantuan  Operas iona l  Khusus  Ketua  

dan Waki l  Ketua  ;

6. SK  Bupat i  Nomor  170/305 /2003  

tangga l  20  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Dana Pel ipu tan  ;

7. SK  Bupat i  Nomor  170/189 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Biaya  Perawatan  dan 

Kesehatan  ;

8. SK  Bupat i  Nomor  170/185 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Bahan  Bakar  

Minyak  (BBM) ;

9. SK  Bupat i   Nomor  :  170/306 /2003  

tangga l   20  Apr i l   2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Biaya  Telepon ,  Bantuan  Ai r  Minum 

dan Bantuan  Lis t r i k  ;

10. SK  Bupat i  Nomor  170/191 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Transpor tas i .

- Bahwa  berdasarkan  SK.  Bupat i  Kendal  te rsebu t  d i  atas  

dan  di l amp i r i  dengan  SK  Penun jukan  dan  Pengelo laan  

Keuangan  Belan ja  DPRD,  Pengesahan  Daf ta r  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  Sura t  Keputusan  Otor i sas i  

(SKO),  Sekre ta r i s  DPRD se laku  pengguna  anggaran  DPRD 

maupun  Sekre ta r i a t  DPRD mengajukan  Sura t  Permin taan  

Pembayaran  (SPP)  kepada  Kepala  DPKD Kab.  Kendal ,  untuk  

dibua tkan  Sura t  Per in t ah  Membayar  (SPM)  dan  dibua tkan  

cek  se jumlah  uang  untuk  penca i ran  kepada  BPD Cabang  

Kendal ,  se lan ju t n ya  Pemegang  Kas  saks i  ABDUL ROCHMAN 

mencai r kan  uang  te rsebu t  dan  digunakan /d i baya rkan  

kepada  45 orang  Anggota  DPRD Kab.  Kendal .

- Bahwa  penggunaan  anggaran  te rsebu t  seharusnya  

mendasarkan  pada beberapa  pera tu ran  anta ra  la i n  :

1. Undang- Undang 
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Nomor  22  tahun  

1999  ten tang  

Pemer in tahan  

Daerah,  

khususnya  :

Pasal  70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  

ber ten tangan  dengan  kepent i ngan

umum,  Pera tu ran  Daerah  la i n  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  

Daerah  dan  atas  Kuasa  Pera tu ran  

Perundangan- undangan  yang  la i n  yang  

ber l aku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) :  Keputusan  sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  

Daerah  dan Pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  leb ih  t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan   Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah,  khususnya  :

Pasal  4 :  Pengelo laan  Keuangan  Daerah  di l akukan  

secara  te r t i b ,  taa t  pada  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD   d isusun    dengan    pendekatan  

k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa 
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anggaran  dengan  pendekatan  k ine r j a  

ada lah  suatu  s is tem  anggaran  yang  

mengutamakan  upaya  pencapa ian  has i l  

ker j a  atau  out - put  dar i  perencanaan  

alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  

t i ndakan  yang  berak iba t  penge lua ran  

atas  beban  APBD apab i l a  t i dak  bersed ia  

atau  t i dak  cukup  te rsed ia  anggaran  

untuk  membiaya i  penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD  yang  disusun  dengan  pendeka tan  

k ine r j a    sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  8  memuat   anta ra  la i n  anggaran  

disusun  berdasarkan  sasaran  yang  

diha rapkan   menuru t   fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD  di l akukan  sehubungan  

dengan ;
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3.  Pasal  1  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37  Tahun  2001  

ten tang  Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim  dan  Pejaba t  

Negara .

- Adapun rea l i s as i  dar i  penggunaan  anggaran  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003 ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1.  Tunjangan  Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  sebesar  Rp.  

234.501 .000 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 05
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- Tunjangan Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  dianggarkan  

dalam  APBD Kab.  Kendal  T  A  2003  sebesar  Rp.  

20.709 .675  x  12  =  Rp.  248.516 .100 , -  

d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  234.501 .000 , -  kepada  

Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  set i ap  bu lan ,  

seharusnya  t i dak  d ianggarkan    dan   t i dak  

dibayar   seh ingga   pembayaran   te rsebu t  

merug ikan  keuangan  Negara /Daerah  karena  ber -

dasarkan  pasa l  1 PP.  Nomor  37 Tahun  2001  tangga l  

18  Mei  2001  Pember ian  tun jangan  perba i kan  

penghas i l an  te rsebu t  harus  dihen t i k an .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama  45  Anggota  DPRD kepada  DPKD set i ap  

bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  2003,  kemudian  

DPKD menerb i t kan  SPMU (Sura t  Per in tah  Membayar  

Uang)  atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU te rsebu t  dan  membayarkan  kepada  

45 Anggota  DPRD Kab.  Kenda l .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No. Bulan
Nomor dan tg l  

SPP.
No.  tg l  SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1
Janua

r i

911/355 /2002 ;  

23- 12- 2002

03;  02- 01-

2003
02- 01- 03

19.287 .30
0

2 Peb.
911/  17/2203 ;  

24- 01- 2003

080;  03- 02-

2003
03- 02- 03

19.287 .30

0

3 Maret
911/26 /2003  ;  

18- 02- 2003

165;  03- 03-

2003
03- 03- 03

19.287 .30
0

4 Apr i l
911/40 /2003  ;  

26- 03- 2003

269;  01- 04-

2003
01- 04- 03

19.287 .30

0

5 Mei
911/ - 92/2003  ;  

21- 04- 2003

527;  01- 05-

2003
01- 05- 03

19.287 .30

0

6 Jun i
911/127 /2003 ;  

21- 05- 2003

880;  02- 06-

2003
02- 06- 03

19.723 .50
0

7 Ju l i
911/171 /2003 ;  

19- 06- 2003

1246;  01-

072003
01- 07- 03

19.723 .50

0
8 Agust 911/198 /2003 ;  1552;  01- 08- 01- 08- 03 19.723 .50
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us 21- 07- 2003 2003 0

9 Sept .
911/235 /2003 ;  

20- 08- 2003

1816;  01- 09-

2003
01- 09- 03

19.723 .50

0

10 Okt .
911/261 /2003 ;  

29- 09- 2003

2199;  01- 10-

2003
01- 10- 03

19.723 .50

0

11 Nov.
911/292 /2003 ;  

23- 10- 2003

2628;  03- 11-

2003
03- 11- 03

19.723 .50

0

12. Des
911/307 /2003 ;  

06- 11- 2003

3069;01- 12-

2003
01- 12- 03

19.723 .50
0

234.501 .0

00

2. Tunjangan  Pani t i a  sebesar  Rp.13 .608 .000 , -  kode  

reken ing  2 01 01 2 1 1 01 06.

- Tunjangan  Pani t i a  dianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  T  A  2003  sebesar  Rp.  

13.608 .000 , -  dan  te lah  dibe r i k an  kepada  Anggota  

Penggant i  Pani t i a  yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  

secara  te tap ,  sedangkan  penggant i an  di l akukan  

secara  ins i den t i l  j i ka  Pani t i a  Tetap  berha langan  

had i r  da lam  pelaksanaan  rapa t  dan  Tunjangan  

Pani t i anya  te tap  d ibayarkan  meskipun  Pani t i a  

Tetap  te rsebu t  d igan t i k an  oleh  Pani t i a  Penggant i  

dan te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  

ya i t u  .

1. Anggota  Penggant i  Pani t i a  Musyawarah  

Rp.  6.048 .000 , -

2. Anggota  Penggant i  Pani t i a  Anggaran  ………. Rp.  

5.670 .000 ,

3. Anggota  Penggant i  Pani t i a  Rumah Tangga …Rp 

1.890 .000 , -

- Bahwa  set i ap  Anggota  Pani t i a  sebaga i  a la t  

ke lengkapan  DPRD  te lah  mempero leh  Tunjangan  

Pani t i a  sesua i  dengan  Kedudukan  Anggota  DPRD 

dalam set i ap  kepan i t i a an .  Dengan demik ian    te l ah  
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te r j ad i  dupl i kas i  pembayaran  kepada  Anggota  

Pani t i a  DPRD Kabupaten  Kendal  yang  merupakan  

kerug ian  keuangan  Negara /  Daerah .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama Anggota  Penggant i  Pani t i a  DPRD kepada  

DPKD set i ap  bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  

2003,  kemudian  DPKD  menerb i t kan  SPMU (Sura t  

Per in t ah  Membayar  Uang)  atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU  te rsebu t  dan  

membayarkan  kepada  Anggota  Penggant i  Pani t i a  .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan
Nomor  dan tg l  

SPP.

No.  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Janua

r i

911/349 /2002  ;  

23- 12- 2002

05;  02- 01-

2003
02- 01- 03 1.134 .000

2. Peb
911/14 /2003 ;  24-

01- 2003

079;  03-

02- 2003
03- 02- 03 1.134 .000

3. Maret
911/28 /2003 ;  18-

02- 2003

167;  03-

03- 2003
03- 03- 03 1.134 .000

4. Apr i l
911/42 /2003 ;  26-

03- 2003

268;  01-

04- 2003
01- 04- 03 1.134 .000

5. Mei
911/89 /2003 ;  21-

04- 2003

528;  01-

05- 2003
01- 05- 03 1.134 .000

6. Jun i
911/128 /2003 ;  21-

05- 2003

885;  02-

06- 2003
02- 06- 03 1.134 .000

7. Ju l i
911/177 /2003 ;  19-

06- 2003

1243;  01-

07- 2003
01- 07- 03 1.134 .000

8.
Agust

us

911/199 /2003 ;  21-

07- 2003

1556;  01-

08- 2003
01- 08- 03 1.134 .000

9. Sept .
911/243 /2003 ;  20-

08- 2003

1814;  01-

09- 2003
01- 09- 03 1.134 .000

10.
Oktob

er

911/267 /2003 ;  25-

09- 2003

2201;  01-

10- 2003
01- 10- 03 1.134 .000

11. Nov.
911/293 /2003 ;  23-

10- 2003

2633;  03-

11- 2003
03- 11- 03 1.134 .000
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12. Des.
911/313 /2003 ;  06-

11- 2003

3073;  01-

12- 2003
01- 12- 03 1.134 .000

13.608 .00

0

3. Tunjangan Kesejahteraan  sebesar  Rp.  2.513 .823 .569 , -  

dengan kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 07 te rd i r i  

dar i  :

a.  Bantuan Uang Penghargaan Pemda sebesar  Rp.  

1.284 .875 .000 , -

- Bantuan  Uang  Penghargaan  Pemda  Kabupaten  

Kendal  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD Kenda l  

te l ah  dianggarkan  da lam APBD TA.  2003  sebesar  

Rp.  1.352 .500 .000 , -  dan  te lah  di rea l i s as i k an  

sebesar  Rp.  1.284 .875 .00 , -  (se te l ah  diku rang i  

PPh sebesar  Rp.  67.625 .000 , -  atau  5 % dar i  Rp.  

1.352 .500 .000 , - )  dan  te l ah  d ibe r i k an  set i ap  

bulan  dalam  bentuk  tuna i  untuk  menambah 

penghas i l an  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  Kenda l ,  

bantuan  penghargaan  Pemda  te rsebu t  bukan  

merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  

DPRD.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/281 /2003  tangga l  29  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  3.000 .000 , - /  

Bulan .

2.  Waki l  Ketua :  Rp.  2.750 .000 , - /  

Bulan .   

3.  Anggota :  Rp.  2.000 .000 , - /Bu lan

- Penca i ran  bantuan  uang  penghargaan  Pemda 

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 
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mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam SK Bupat i .

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  uang  penghargaan  

Pemda  yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  

Kendal  TA 2003  te rsebu t ,     yang   d i te r ima  

oleh   saks i   SUTRIMO  Bin   SUBKHI 

sebesar  Rp.34.200 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN mener ima  sebesar  

Rp.  31.350 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Penge lua ran  /  

Bukt i  Kas :

No

.

Bulan Nomor  dan  Tgl  

SPP

No. tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/350 /2002 ;2

3- 12- 2002

04;02-

01- 2003

02- 01-

03

   111.250 .
000

2. Peb 911/15 /2003 ;24

- 01- 2003

83;03-

02- 2003

03-

02- 03

    111.250

.000
3. Maret 911/29 /2003 ;18

- 02- 2003

168;03-

03- 2003

03- 03-

03

    111.250

.000
4. Apr i l 911/41 /2003 ;26

- 03- 2003

270;01-

04- 2003

01- 04-

03

    111.250

.000
5. Mei 911/88 /2003 ;21

- 04- 2003

523;01-

05- 2003

01- 05-

03

    111.250

.000
6. Jun i 911/129 /2003 ;2

1- 05- 2003

946;02-

062003

02- 06-

03

    113.750

.000
7. Ju l i 911/173 /2003 ;1

9- 06- 2003

1245;01-

07- 03

01- 07-

03

     113.75

0.000
8. Agust 911/200 /2003 ;2

1- 07- 2003

1551;01-

08- 03

01- 08-

03

     113.75

0.000
9. Sept 911/230 /2003 ;2

0- 08- 2003

1811;01-

09- 03

01- 09-

03

     113.75

0.000
10

.

Okto 911/264 /2003 ;2

5- 09- 2003

2200;  

01- 10- 03

01- 10-

03

     113.75

0.000
11 Nov 911/297 /2003 ;2 2632;03- 03- 11-      113.75
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. 3- 11- 2003 11- 03 03 0.000
12

.

Des 911/310 /2003 ;0

6- 11- 2003

3072;01-

12- 03

01- 12-

03

     113.75

0.000
1.352 .500 .0

00

b. Bantuan  Pemda untuk  Rumah Tangga  DPRD/  Sekwan 

sebesar   Rp.126.000 .000 , -

- Pembayaran  Bantuan  Pemda  Kendal  untuk  Rumah 

tangga  Pimpinan /  Anggota  DPRD dan  Sekwan te lah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  126.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  Mei  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  bag i  Pimpinan /Anggo ta  dan  

Sekre ta r i s  DPRD Kendal ,  bantuan  Pemda  untuk  

Rumah  Tangga  te rsebu t  bukan  merupakan  hak  

keuangan  Pimpinan  dan Anggota  DPRD/Sekwan.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/193 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  6.000 .000 , - /  

Tahun.

2. Waki l  Ketua :  Rp.  5.000 .000 , - /Tahun.

3. Anggota :  Rp.  2.500 .000 , - /  Tahun.

4. Sekre ta r i s :  Rp.  2.500 .000 , -  /  Tahun

- Penca i ran  bantuan  Pemda  untuk  Rumah  Tangga  

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /  Bukt i  Kas:
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No

.

Bula

n

No.SPP No. tg l  SPMU Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mei 911/90 /2003 ;2

1- 04- 2003

526;01- 05-

2003

01- 05-

03

126.000 .0
00

c.  Bantuan  Kegiatan  Dewan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  90.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  November  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  :   170/190 /2003   tangga l  23 Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  

masing- masing  mendapat  Hp 2.000 .000 , - ,  bantuan  

Kegia tan  Dewan  te rsebu t  bukan  merupakan  hak  

keuangan  Pimpinan  dan Anggota  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No

.

Bulan Nomor  dan 

tg l .SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. November 911/303 /2003 ;2

9- 10- 03

2699;05-

11- 03

05- 11-

03

90.000 .0
00

d.  Bantuan  Penyerapan  Aspiras i  sebesar  Rp.  

67.500 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  kepada  
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Pimpinan  dan  Anggota  DPRD te lah  di rea l i s a s i k an  

dan  te lah  dibe r i kan  da lam bentuk  tuna i  sebesar  

Rp.  67.500 .000 , -  setahun  seka l i  (bu lan  

November  2003)  sebaga i  tambahan  penghas i l an  

Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  170/188 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp 

1.500 .000 , - ,  seh ingga  penge lua ran  biaya  

Penyerapan  Aspi ras i  t i dak  sesua i  

perun tukannya .  Pember ian  bantuan  penyerapan  

asp i ras i  sebaga i  tambahan  penghas i l an  DPRD 

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor dan Tgl  SPP
No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Nop
911/304 /2003 ;  29-

10- 2003

2701 ;05 -

11- 2003
05- 11- 03

67.500 .0

00

e.  Tim Anggaran sebesar  Rp.  19.000 .000 , -

- Bantuan  untuk  Tim  Anggaran  te l ah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  Bahwa  penyusunan  

anggaran  belan ja  DPRD sampai  dengan  penetapan  

menjad i  APBD merupakan  tugas  pokok  dan  fungs i  

dar i  PRT,  Komis i  A dan  Pani t i a  Anggaran  DPRD 

ser ta  Sekwan.  Pani t i a  Anggaran  se la i n  
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mempero leh  tun jangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Perda  Nomor  7  Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  

Keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  juga  te lah  mempero leh  

tun jangan  berupa  bantuan  Tim Anggaran .

- Pembayaran  te rsebu t  te l ah  di rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  19.000 .000 , -  ya i t u  masing- masing  

untuk  Tim  Anggaran  sebesar  Rp.  17.337 .500 , -  

dan  Sekre ta r i s  DPRD sebesar  Rp.  1.662 .500 , -  

sete lah  dipo tong  PPh sebesar  Rp.  1.000 .000 , -  

(5%  dar i  Rp.  20.000 .000 , - )  seh ingga  te r j ad i  

dup l i kas i  pembiayaan ,  yang  seharusnya  t i dak  

ada.  Tambahan  penghas i l an  bag i  Tim  Anggaran  

te rsebu t  bukan  merupakan  hak  Pimpinan  1 

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Tim  Anggaran  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  Tim 

Anggaran .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Tim  Anggaran  yang  

dianggarkan  da lam APBD TA 2003  te rsebu t ,  yang  

di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.950.000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN 

H.  ADNAN sebesar  Rp.712.000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

Nomor dan Tgl  

SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Okt 911/277 /2003 ;0

6- 10- 2003

2367;13-

10- 2003

13- 10-

03

20.000 .00
0

f .  Bantuan  Operasiona l  Khusus Pimpinan  sebesar  

Rp.  310.000 .000 , -

Hal .  99 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  dalam APBD 

TA  2003  te lah  dianggarkan  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  Perubahan  APBD 

di tambah  sebesar  Rp.  100.000 .000 , -  d iber i kan  

kepada  Pimpinan  DPRD dan  te l ah  d i rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  310.000 .000 , -  dan  dibe r i kan  dalam 

dua  tahap  ya i t u  bu lan  Maret  2003  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  perubahan  Anggaran  

ya i t u  bu lan  Oktober  2003  sebesar  Rp.  

100.000 .000 , -

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/186 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an   sbb:

1.   Ketua :  Rp.  60.000 .000 , - /  

tahun .

2.   Waki l  Ketua  masing2 :  Rp.  50.000 .000 , - /  

tahun .

- Penambahan  anggaran  te rsebu t  sebesar  

Rp.100.000 .000 , -  pada  APBD Perubahan  TA 2003  

t i dak  dise r t a i  a lasan  yang  je l as  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

te tap i  hanya  sebaga i  penyed iaan  anggaran  dan  

biaya  operas iona l  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

ada  karena  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

sebaga imana  te rmaksud  da lam  SK Bupat i  kepada  

Pimpinan  DPRD Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  operas iona l  

khusus  pimpinan  yang,  d ianggarkan  dalam  APBD 
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Kabupaten  Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  

di te r ima  saks i  SUTRIMO  Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.310.000 ,000 , - ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bulan Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  Tgl  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Maret 911/50 /2003 ;27

- 03- 2003

264;31- 03-

2003

31- 03-

03

210.000 .
000

2. Oktob

er

911/270 /2003 ;0

3- 10- 2003

2316;06-

10- 2003

06- 10-

03

100.000 .

000
310.000 .

000

g. Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -

- Pember ian  Bantuan  Puma  Bhakt i  dan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  kepada  

organ isas i  /  Paguyuban  para  mantan  Anggota  

DPRD seharusnya  t i dak  ada  dan  t i dak  dibayarkan  

karena  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya  dar i  

pos  Tunjangan  Kese jah te raan .

- Penca i ran  Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

penga juan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

Nomor  dan  Tgl  

SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mei 911/113 /2003 ;0

7- 05- 2003

750;12- 05-

2003

12- 05-

03

5.000 .000
,00
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h.  Bantuan  Pel iputan  Kepada  Wartawan  sebesar  

Rp.  14.400 .000 ,

- Bantuan  pel i pu tan  kepada  war tawan  d ianggarkan  

sebesar  Rp.  15.600 .000 , -  jumlah  te rsebu t  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  13  orang  

Wartawan  atas  dasar  SK  Bupat i  Kenda l  Nomor  

170/305 /2003  tangga l  20  Mei  2003  dengan  

per i nc i an  masing- masing  Rp.100.000 , - /bu lan .  

Pengelua ran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Bukan merupakan  kese jah te raan  Anggota  DPRD.

• Pada  laz imnya  Wartawan  te rsebu t  

d i l a r ang  mener ima  pembayaran  

demik ian  untuk  menjaga  

independens inya  sebaga i  

Wartawan.

- Penca i ran  Bantuan  Pel i pu tan  kepada  Wartawan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas.  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor  dan Tgl  

SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Janua

r i

911/117 /200 ;12 -

05- 2003

833;23- 05-

2003

23- 05-

03

1.100 .0
00

2. Pebr i
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23- 05-

2003
23- 05- 03

1.100 .00

0

3. Maret
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23- 05-

2003
23- 05- 03

1.100 .00

0

4. Apr i l
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23- 05-

2003
23- 05- 03

1.100 .00

0

5. Mei
911/246 /2003  ;  

10- 09- 2003

1999;  12- 09-

2003
12- 09- 03

1.300 .00
0
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6. Jun i
911/246 /2003  ;  

10- 09- 2003

1999;  12- 09-

2003
12- 09- 03

1.300 .00

0

7. Ju l i
911/246 /2003  ;  

10- 09- 2003

1999;  12- 09-

2003
12- 09- 03

1.300 .00

0

8. Agustus
911/246 /2003  ;  

10- 09- 2003

1999;  12- 09-

2003
12- 09- 03

1.300 .00

0

9. Sept .
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003
03- 12- 03

1.200 .00

0

10 Oktober
911/336 /2003  ;  

13- 11- 2003

3173;  03- 12-

2003
03- 12- 03

1.200 .00

0

11. Nov.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003
03- 12- 03

1.200 .00

0

12. Des.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003
03- 12- 03

1.200 .00

0
14.400 .0

00

i . Tunjangan Asuransi  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -

- Tunjangan  Asurans i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

108.000 .000 , -  Jumlah  te rsebu t  ada lah  

pembayaran  untuk  premi  asurans i  pero rangan  

atas  Pol i s  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912  untuk  

atas  nama  se lu ruh  Pimpinan  /  Anggota  DPRD 

berdasarkan  Sura t  Per jan j i a n  Ker jasama  Nomor  

328/KC/SMG/I I I / 2 000  tangga l  1  Januar i  2000.  

Pembayaran  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -  te r sebu t  

untuk  premi  tahun  2003  dan  merupakan  bagian  

dar i  rangka ian  pembayaran  premi  l ima  tahun  

atas  po l i s  te rsebu t .

- Bahwa  premi  Asurans i  d ianggarkan  dan  

di rea l i s a s i k an  untuk  Bantuan  Purna  Bhakt i  bag i  

Pimpinan /Anggota  DPRD.  Pengeluaran  te rsebu t  

seharusnya  t i dak  ada,  karena  bukan  merupakan  

hak  dar i  Pimpinan /Anggo ta  DPRD.

- Penca i ran  Tunjangan  Asurans i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  
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SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  pihak  

AJB Bumipute ra  1912.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  asurans i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO Bin  

SUBKHI  sebesar  Rp.2 .400 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN   sebesar  

Rp.2 .400 .000 , -  

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No.
Bula

n
Nomor dan tg l .  SPP

No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Apr i

l

911/64 /2003 ;  09-

04- 2003

374;  21- 04-

2003

21- 04-

03

108.000 .0

00

j .  Lain- la in  Bantuan sebesar  Rp.  56.287 .569 , -

- Lain - la i n  Bantuan  dianggarkan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 , -  (sembi l an  puluh  ju ta  rup iah )  

penge lua rannya  d ipe rgunakan  kepada  p ihak  

ket i ga  sebaga i  bantuan  sos ia l  sebesar  Rp.  

40.903 .500 , -  dan  dipe rgunakan  juga  untuk  

pembayaran  tag ihan  Telkomsel  atas  nama Ketua  

DPRD  se lama  11  bu lan  (se jak  Januar i  s/d  

November  2003)  sebesar  Rp.  15.384 .069 , -

- Seharusnya  la i n - la i n  bantuan  t i dak  

di rea l i s a s i k an  karena  penge lua ran  te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  tugas  pokok  dan  fungs i  

DPRD yang  t i dak  mengatu r  mengenai  pember ian  

bantuan  sos ia l  I  kemasyaraka tan  dan  bantuan  

tag ihan  b iaya  Telkomsel  bagi  Pimpinan  DPRD,  

karena  Pimpinan  DPRD te lah  dised iakan  rumah 

jaba tan  beser ta  per l engkapannya  te rmasuk  

te l epon .  Handphone  (HP)  pr ibad i  bukan  ala t  

per l engkapan  rumah  jaba tan  (bukan  barang  

inven ta r i s  Pemda Kab.  Kendal ) .

- Penca i ran  La in - la i n  bantuan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  
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Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD  menerb i t kan  SPMU  atas  nama 

Pemegang Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan 

membayarkan  kepada  pihak  ket i ga /masyaraka t  dan  

PT.  Telkom.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  la i n - la i n  bantuan  yang  

dianggarkan  dalam  APED Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO 

Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.56.287 .569 , -  sedangkan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN t i dak  

mener ima.

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.
Bulan

Nomor  dan Tgl .  

SPP

No.  dan tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1. Apr i l
911/62 /20 .93 ;  09-

04- 2003

350;  15- 04-

2003
15- 04- 03

30.000 .0

00

2. Apr i l
911/86 /2003 ;  21-

04- 2003

511;  29- 04-

2003
29- 04- 03

15.000 .0

00

3. Ju l i
91.1 /20612003;  

28- 07- 2003

1504;  29- 07-

2003
29- 07- 03

30.000 .0

00
75.000 .0

00

k.  Dana  Penunjang  Kegiatan  sebesar  Rp.  

425.424 .000 , -  

- Dana  Penunjang  Kegia tan  dianggarkan  sebesar  

Rp.  450.000 .000 , -  te l ah  d i rea l i s a s i k an  dan  

dibayarkan  secara  tuna i  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  sebesar  Rp.  425.424 .000 , -  (se te l ah  

dipo tong- PPh sebesar  5  % =  Rp.  20.136 .000 , - )  

kepada  Pimpinan /Anggota  DPRD,  Pimpinan  Fraks i  

dan  Sta f /Sek re ta r i a t  atas  dasar  SK Pimpinan  

DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  188.4 /900101 /2003  

tangga l  19  Maret  2003  ten tang  Pengelo laan  

Penjabaran  Dana  Penun jang  Kegia tan ,  te rd i r i  

dar i  :

Hal .  105 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Operas iona l  Ketua /Wak i i  Ketua /Anggota  DPRD  

  

Rp.  339.150 .000 , -

• Kegia tan  Fraks i  dan Pimpinan  Fraks i    Rp.  

43.434 .000 , -

• Operas iona l  Sekre ta r i a t  DPRD             Rp.  

27.840 .000 , -

• Lain - la i n  

Rp.   15.000 .000 , -

J  u  m  l  a  h 

Rp.  425.424 .000 , -

- Seharusnya  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  

t i dak  di rea l i s a s i k an  karena  menyimpang  dar i  

perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

pen je lasan  Pasa l  14  (1 )  huru f  e  Perda  No.7  

Tahun  2001  dan  d inya takan  bahwa  Biaya  

Penunjang  Kegia tan  ada lah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD  yang  t i dak  te rduga  dan  

penyed iaan  tenaga  ah l i  ser ta  peningka tan  

kapas i t as  leg i s l a t i f  (pengembangan  SDM).  

Berdasarkan  Keputusan  DPRD Kabupaten  Kendal  

Nomor  188.4 /170 /26 /2001  tangga l  13  November  

2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD Kab.  

Kendal ,  da lam Pasa l  33 c  :  “da lam  melaksanakan  

tugas ,  f raks i - f raks i  mendapat  bantuan  sarana  

dan  dukungan  tekn i s  admin is t r a s i  dar i  

Sekre ta r i a t  DPRD”.

- Penca i ran  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  Pengguna  Anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan   membayarkan   kepada  
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Pimpinan /  Anggota   DPRD 

dan sta f  Sekre ta r i a t  DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  dana  penun jang  keg ia tan  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA  2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO bin  SUBKHI  sebesar  Rp.  32.100 .000 , -  

dan  saks i  ABDUL.  WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN 

sebesar  Rp.  14.820 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No Bula

n

Nomor  dan  tg l  

SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/353 /2003 ;23

- 12- 2003

07;02- 01-

2003

02- 01-

03

33.150 .0
00

2. Peb 911/13 /2003 ;24 -

01- 2003

084;03- 02-

2003

03- 02-

03

33.150 .0

00
3. Mare

t

911/31 /2003 ;18 -

02- 2003

170;03- 03-

2003

03- 03-

03

33.150 .0

00
4. Apr i

l

911/41 /2003 ;28 -

03- 2003

270;01- 04-

2003

01- 04-

03

33.390 .0

00
Apr i

l

911/66 /2003 ;09 -

04- 2003

349;15- 04-

2003

15- 04-

03

27.840 .0

00
5. Mei 911/88 /2003 ;21 -

04- 2003

523;01- 05-

2003

01- 05-

03

33.210 .0

00
Mei 911/142 /2003 ;28

- 05- 2003

976;04- 06-

2003

04- 06-

03

15.000 .0

00
6. Jun i 911/129 /2003 ;21

- 05- 2003

946;02- 06-

2003

02- 06-

03

33.810 .0

00
7. Ju l i 911/173 /2003 ;15

- 06- 2003

1245;01-

07- 2003

01- 07-

03

33.810 .0

00
8. Agus

t

911/200 /2003 ;21

- 07- 2003

1551;01-

08- 2003

01- 08-

03

33.810 .0

00
9. Sept 911/230 /2003 ;20

- 08- 2003

1811;01-

09- 2003

01- 09-

03

33.810 .0

00
10

.

Okt 911/264 /2003 ;25

- 09- 2003

2200;01-

10- 2003

01- 10-

03

33.810 .0

00
11

.

Nov 911/297 /2003 ;23

- 10- 2003

2632;03-

11- 2003

03- 11-

03

33.810 .0

00
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12

.

Des 911/310 /2003 ;06

- 11- 2003

3072;01-

12- 2003

01- 12-

2003

33.810 .0

00
445.560 .

000

l .  Adkasi  sebesar  Rp.  7.337 .000 ,

- Pengelua ran  untuk  Asos ias i  Dewan  Kabupaten  

Selu ruh  Indones ia  (ADKASI)  te lah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  d ipergunakan  untuk  

per j a l anan  dinas  Pimpinan  DPRD dalam  rangka  

mengiku t i  keg ia tan  Adkas i  sebesar  Rp.  

24.224 .774 , -  dan  dar i  penge luaran  te rsebu t  

te rdapa t  ke leb ihan  biaya  per ja l anan  dinas  

sebesar  Rp.  7.337 .000 , -  meleb ih i  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam  SK  Bupat i  Kendal  Nomor  40  

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan  Honorar i um  

Pemer in tah  Kabupaten  Kenda l  Tahun  Anggaran  

2003.

- Penca i ran  Adkas i  te r sebu t  d i l akukan  mela lu i  

penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang 

Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  

pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  Kepala  

DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  sesua i  Sura t  

per i n t ah  Ketua  DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Adkas i  yang  dianggarkan  

dalam  APBD Kabupaten  Kendal  TA 2003  te rsebu t  

yang  di t e r ima  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.1 .807 .000 , -  sedangkan  saks i  ABDUL  WACHID 

HASYIM BIN H.  ADNAN t i dak  mener ima.

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran /Buk t i  

Kas :

No Bulan Nomor dan Tgl .  SPP
No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah
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1. Apr i l
911/63 /2003 ;  09-

04- 2003

348 ;  15- 04-

2003

15- 04-

03

30.000 .0

00

4.  Bantuan  Perawatan  dan  Pengobatan  dengan  kode  

reken ing  2 01 01 2 1 1 04,  anta ra  la i n  te rd i r i  

dar i  :

- Bantuan  Kesehatan  sebesar  Rp.  267.500 .000 , -

Bantuan  Kesehatan  dalam APBD Kabupaten  Kendal  TA.  

2003  dianggarkan  sebesar  Rp.  270.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD 

sebesar  Rp.  267.500 .000 , -  d i te r imakan  secara  

tuna i  set i ap  bulan  masing- masing  Rp.  500.000 , -  

atas  dasar  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  170/  

189/2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  r inc i an  44  

orang  Pimpinan /Anggo ta  DPRD mener ima  se lama  12 

bulan  dan  1  orang  Anggota  Penggant i  Anta r  Waktu  

mener ima  se lama 7 bulan .

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada  karena  

tumpang  t i nd i h  dengan  Pol i s  Asurans i  AJB 

Bumipute ra  1912  berupa  Asurans i  Rawat  Inap  

Kesehatan  dan  Pembedahan  Anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  dan  Tunjangan  Kesehatan  dibe r i k an  dalam 

bentuk  Jaminan  Asurans i .

- Penca i ran  Bantuan  Kesehatan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  Pengguna  Anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggota  DPRD sesua i  d imaksud  SK 

Bupat i  Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  kesehatan  yang  

anggarkan  dalam  APB  Kabupaten  Kenda l  TA  2003  

te rsebu t  yang  d i t e r ima  oleh  saks i  SUTRIMO BIN 

SUBKHI  sebesar  Rp.  6.000 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN sebesar  Rp.6 .000 .000 , -

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :
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No

.

Bula

n

Nomor  dan 

tg l .SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

 22.000 .
000

2. Peb 911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

 22.000 .

000
3. Mare

t

911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

 22.000 .

000
4. Apr i

l

911- 45/2003 ;26 -

03- 2003

265;01- 04-

2003

01- 03-

03

 22.000 .

000
5. Mei 911/93 /2003 ;21 -

04- 2003

525;01- 05-

2003

01- 05-

03

 22.000 .

000
6. Jun i 911/130 /2003 ;21

- 05- 2003

882;02- 06-

2003

02- 06-

03

 22.500 .

000
7. Ju l i 911/174 /2003 ;19

- 06- 2003

1247;01-

07- 2003

01- 07-

03

 22.500 .

000
8. Agus

t

911/201 /2003 ;21

- 07- 2003

1553;01-

08- 2003

01- 08-

03

 22.500 .

000
9. Sept 911/229 /2003 ;20

- 08- 2003

1812;01-

09- 2003

01- 09-

03

 22.500 .

000
10

.

Okt 911/262 /2003 ;25

- 09- 2003

2204;01-

10- 2003

01- 10-

03

 22.500 .

000
11

.

Nov 911/291 /2003 ;23

- 10- 2003

2631;03-

11- 2003

03- 11-

03

 22.500 .

000
12

.

Des 911/308 /2003 ;06

- 11- 2003

3075;01-

12- 2003

01- 12-

03

 22.500 .

000
267.500 .

000

5.  Pengembangan SDM dengan  kode  reken ing  2 01 01 2 1 

1 05 11

- Pelat ihan  Anggota  DPRD sebesar  Rp.  92.553 .250 , -

Pengelua ran  Pengembangan  SDM (Pe la t i h an  Anggota  

OPRO)  dianggarkan  sebesar  Rp.  250.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  49.981 .250 ,

te rd i r i  dar i  :

* Biaya  Per ja l anan  Dinas  

Rp.  11.540 .000 , -

* Pengadaan  Jasa  Konsu l t an /Mark  Up  Rp.  

28.747 .000 , -

* Keleb ihan  Uang  Saku 
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Rp.   36.310 .000 , -

* PPh  Penyed ia  Jasa  

Rp.   15.956 .250 , -

J u m l  a h . . . .… …………………….Rp.   92.553 .250 ,

- Pembayaran  Biaya  Per ja l anan  Dinas  untuk  mengiku t i  

Seminar  leb ih  t i ngg i  dar i  pada  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 Tahun  

2002  ten tang  Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan Honorar i um  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seh ingga  te rdapa t  

ke leb ihan  pembayaran  sebesar  Rp.  11.540 .000 , -

- Pembayaran  Pengadaan  Jasa  Konsu l t an  untuk  

Pengembangan  SOM berupa  Study  In te rak t i f  d i  

Kal i u r ang  Yogyakar ta  te rdapa t  ke leb ihan  sebesar

 Rp.  86.305 .000 , -  yang te rd i r i  dar i  :

* Mark  Up  Volume  Kamar  

Rp.  34.038 .750 , -

* Keleb ihan  pembayaran  uang  saku  peser ta   Rp.  

36.310 .000 , -

* PPh  Penyed ia  Jasa  

Rp.   15.956 .250 , -

- Pelaksanaan  pengadaan  jasa  konsu l t an  se lama 

3( t i ga )  har i  o leh  Mi t ra  Buana Consu l t an t  Semarang  

te l ah  menyimpang  dar i  KEPPRES Nomor  18 Tahun 2000  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Pengadaan  Barang  dan Jasa  

Pemer in tah  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  14  Tahun  

2003  ten tang  Pedoman  Penata - usahaan  APBO 

Kabupaten  Kendal  karena  pemi l i han  rekanan  

di l akukan  dengan  penun jukan  langsung  dan penanda-

tanganan  kont rak  di l aksanakan  oleh  Ketua  DPRD 

dengan  Sura t  Nomor  170A41/439 /DPRD  tangga l  30  

September  2003,  te l ah  member ikan  per lakuan  khusus  

kepada  rekanan  te rsebu t  ya i t u  PPh yang  seharusnya  

menjad i  kewaj i ban  rekanan  te rnya ta  te l ah  

dibebankan  pada  APBD,  seh ingga  PPh sebesar  Rp.  

17.044 .176 , -  d i tambahkan  pada  ni l a i  kont rak  dan  
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jumlah  kamar /vo lume  t i dak  sesua i  yang  te rcan tum  

dalam kont rak ,  da lam n i l a i  kont rak  pember ian  uang  

saku  sebesar  Rp.  43.305 .000 , -  kepada  60  peser ta  

t i dak  sesua i  pula  dengan  SK.  Bupat i  Kenda l  Nomor  

40 Tahun 2002 tangga l  24 November  2002.

- Penca i ran  Pengembangan  SDM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  Pengguna  Anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  p ihak  ket i ga  /  rekanan  Mi t ra  Buana  

Consu l t an t .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  pengembangan  SDM  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  mener ima  

sebesar  Rp.  592.923 .250 . -  dan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  BIN  H.  ADNAN  mener ima  sebesar  Rp.  

4.060 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.
Bulan Nomor dan Tgl .  SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

 1 Sept .
911/250 /2003  ;  18-

09- 2003

2179;  25- 09-

2003
25- 09- 03

250.000 .0

00

6. Biaya  Bahan Pakai  Habis  Kantor  dengan  kode  reken ing  

2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan  Biaya  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  kode  reken ing  2  01  01  2  1  201  

07

- Pengelua ran  Biaya  Bahan  Bakar  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  ada lah  pember ian  bantuan  

bahan  bakar  minyak  (BBM)  kepada  Ketua /Wak i l  

Ketua  DPRD,  Ketua  Komis i ,  Ketua  Pani t i a  Rumah 

Tangga  dan  Sekre ta r i s  DPRD dalam  bentuk  uang  

tuna i  dan  di t e r ima  set i ap  bu lan  berdasarkan  SK 

Bupat i  Kendal  Nomor  170/185 /2003  tangga l  23  
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Apr i l  2003 dengan per inc i an  .

* Ketua :  1  X  Rp.3 .000 .000  /  

bu lan  ;

* Waki l  Ketua :  3  X  Rp.1 .500 .000  /  

bu lan  ;

* Komis i ,  PRT,Sekwan :  7  X  Rp.1 .000 .000  /  

bu lan  ;

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Dalam set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  

di  lua r  daerah  masing - masing  pener ima  te l ah  

mempero leh  uang  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  

atau  dian ta r  kendaraan  d inas  dengan  SPJ 

Bukt i  pembel ian  BBM te rsend i r i .

• Masing- masing  pener ima  (  Pimpinan  /  Anggota  

DPRD )  te l ah  mempero leh  penghas i l an  te tap  

berupa  uang  paket  yang  dibayarkan  set i ap  

bulan  sebaga i  penggant i  uang t ranspor t  loka l  

Anggaran  yang  te rsed ia  te rsebu t  seharusnya  

digunakan  untuk  pengadaan  BBM dan  bukan  

dibayarkan  tuna i  kepada  Anggota  DPRD.

• Penca i ran  Bantuan  BBM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP  kepada  Kepala  DPKD 

oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  

DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  

SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  

nama Pemegang  Kas.  pemegang  Kas  mencai r kan  

SPMU dan  membayarkan  kepada  dimaksud  dalam 

SK Bupat i .

• Bahwa dar i  rea l i s as i  b iaya  bahan bakar  (BBM)  

yang  dianggarkan  da lam APSD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003 te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

BIN SUBKHI sebesar  Rp.36 .000 .000 , -  dan saks i  

ABDUL WACHID HASYIM SIN  H.  ADNAN sebesar  

Rp.18 .000 . - 000, - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :
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No. Bulan
Nomor dan Tgl .  SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Jan 911/84 /2003 ;  14- 04-

2003

382;  22-

04- 2003
22- 04- 03

14.500 .00

0
2. Peb 911/84 /2003 ;  14- 04-

2003

382;  22-

04- 2003
22- 04- 03

14.500 .00

0
3. Maret 911/84 /2003 ;  14- 04-

2003

382;  22-

04- 2003
22- 04- 03

14.500 .00

0
4. Apr i l 911/84 /2003 ;  14- 04-

2003

382;  22-

04- 2003
22- 04- 03

14.500 .00

0
5. Mei 911/112 /2003 ;  07-

05- 2003

749;  12-

05- 2003
12- 05- 03

14.500 .00

0
6. Jun i 911/162 /2003 ;  12-

06- 2003

1134;  17-

06- 2003

17 –06-

03

14.500 .00

0
7. Ju l i 911/187 /2003  ;  09-

07- 2003

1380;  15-

07- 2003
15- 07- 03

14.500 .00

0
8. Agust 911/219 /2003 ;  07-

08- 2003

1709;  13-

08- 2003
13- 08- 03

14.500 .00

0
9. Sept 911/244 /2003 ;  10-

09- 2003

1997;  12-

09- 2003
12- 09- 03

14.500 .00

0
10. Okt 911/283 /2003 ;  08-

10- 2003

2443;  17-

10- 2003
17- 10- 03

14.500 .00

0
11. Nov 911/314 /2003 ;  06-

11- 003

2867;  13-

11- 2003
13- 11- 03

14.500 .00

0
12. Des 911/349 /2003 ;  05-

12- 2003

3227;  05-

12- 2003
05- 12- 03

14.500 .00

0
174.000 .0

00

 b. Bantuan  Jasa  Kantor  sebesar  Rp.  341.117 .988 , -  kode  

reken ing  201 01 2 1 202

- Jasa  Kantor  d ianggarkan  sebesar  Rp.  468.000 .000 , -  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  Pimpinan  1 

Anggota  DPRD dan SekWan te rd i r i  dar i  :

• Bantuan  Biaya  L is t r i k  kode  

reken ing  201012120201  sebesar  Rp.  

254.554 .870 , - ;

• Bantuan  Biaya  Telepon  kode  

reken ing  201012120202  sebesar  Rp.  

11.509 .958 , - ;

• Bantuan  Biaya  Ai r  kode  reken ing  
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201012120203  sebesar  Rp.  

75.053 .160 , - .

d i te r imakan  set i ap  bulan  berdasarkan  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  173/306 /2003  tangga l  20  Mei  2003  

dengan per inc i an  .

* Bantuan  Biaya  L is t r i k  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41  X 

Rp.500.000 , - /  bu lan

* Bantuan  Telepon  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua  :  Sesuai  tag ihan .

- Ketua  Fraks i  :  7  x  Rp.  

50.000 , - /bu lan

* Bantuan  Ai r  Minum :  

- Ketua /Wak i l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41 X 

Rp.150.000 . - /bu lan

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  karena  

Biaya  Jasa  Kanto r  berupa  l i s t r i k ,  te l epon  dan ai r  

te l ah  dibayar  sesua i  tag ihan  jasa  o leh  

Sekre ta r i a t  DPRD dan  menyimpang  Tata  Ter t i b  DPRD 

pasa l  33  huru f  c ,  dana  jasa  kanto r  t i dak  boleh  

dibayar  sebaga i  penghas i l an  bag i  para  Anggota  

DPRD sebaga i  jasa  kanto r .

- Penca i ran  Bantuan  L is t r i k ,  Bantuan  Telepon  dan  

Bantuan  Ai r  te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  

SPP  kepada  Kepala  DPKD  oleh  Pemegang  Kas 

dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  Pengguna  

Anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang Kas.  Pemegang 

Kas  mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

dimaksud  dalam SK Bupat i .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

Bantuan  Biaya  L is t r i k  Rp.  254.554 .870 , -  :

Hal .  115 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No

.

Bula

n

Nomor  dan 

tg l .SPP

No.dan  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1 Jan 911/44 /2003 ;26

- 03- 2003

266;01- 04-

2003

01- 04-

03

20.500 .00
0

2. Peb 911/44 /2003 ;26

- 03- 2003

266;01- 04-

2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
3. Mare

t

911/44 /2003 ;26

- 03- 2003

266;01- 04-

2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
4. Apr i

l

911/44 /2003 ;26

- 03- 2003

266;01- 04-

2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
5. Mei 911/91 /2003 ;21

- 04- 2003

521;12- 05-

2003

12- 05-

03

20.500 .00

0
6. Jun i 911/132 /2003 ;2

1- 05- 2003

884;01- 06-

2003

01- 06-

03

21.000 .00

0
7. Ju l i 911/176 /2003 ;1

9- 06- 2003

1244;01-

07- 2003

01- 07-

03

21.000 .00

0
8. Agus

t

911/202 /2003 ;2

1- 07- 2003

1554;01-

08- 2003

01- 08-

03

21.000 .00

0
9. Sept 911/231 /2003 ;2

0- 08- 2003

1815;01-

09- 2003

01- 09-

03

21.000 .00

0
10

.

Okt 911/263 /2003 ;2

5- 09- 2003

2205;01-

10- 2003

01- 10-

03

21.000 .00

0
11

.

Nov 911/309 /2003 ;0

6- 11- 2003

3071;01-

12- 2003

01- 12-

03

21.000 .00

0
249.500 .0

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  l i s t r i k  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

BIN  H.  ADNAN mempero leh  bag ian  sebesar  Rp.  

3.600 .925 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

Bantuan  Biaya  Telepon  Fraks i - f raks i  Rp.  

11.509 .958 ,  :

No. Bulan
Nomor dan Tgl .  

SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Jan
911/48 /2003 ;  26-

03- 2003

310;  04- 04-

2003
04- 04- 03 350.000
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2. Peb.
911/  84/2003  14-

04- 2003

310;  04-

04- 2003
04- 04- 03 350.000

3. Maret
911/  84/2003 ;  14-

04- 2003

310;  04- 04-

2003
04- 04- 03 350.000

4. Apr i l
911/84 /2003 ;  14-

04- 2003

310;  04- 04-

2003
04- 04- 03 350.000

5. Mei
911/114 /2003 ;07 -

05- 2003

751;12- 05-

2003
12- 05- 03 350.000

6. Jun i
911/164 /2003 ;12 -

06- 2003

1131;17- 06-

2003
17- 06- 03 350.000

7. Ju l i
911/217 /2003 ;07 -

08- 2003

1708;13- 08-

2003
13- 08- 03 350.000

8. Agust
911/217 /2003 ;07 -

08- 2003

1708;13- 08-

2003
13- 08- 03 350.000

9. Sept
911/245 /2003 ;10 -

09- 2003

1998;12- 09-

2003
12- 09- 03 350.000

10. Okt
911/339 /2003 ;10 -

10- 2003

3174;03- 12-

2003
03- 12- 03 350.000

11. Nov
911/339 /2003 ; . . -

11- 2003

3174;03- 12-

2003
03- 12- 03 350.000

12. Des
911/339 /2003 ; . . -

11- 2003

3174;03- 12-

2003
03- 12- 03 350.000

4.200 .0

00
 

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  te l epon  f raks i -

f raks i  yang  dianggarkan  dalam APBD Kabupaten  Kendal  TA 

2003  te rsebu t  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  mempero leh  Rp.  

1.231 .436 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN 

mempero leh  bag ian  sebesar  Rp.  1.277 .224 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran /Buk t i  Kas 

Bantuan  Biaya  Ai r  Minum Rp.  73.800 .000 , -  :

No

.

Bula

n

Nomor  dan 

Tgl .SPP

No.dan  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas 

Jumlah

1. Jan 911/46 /2003 ;26

- 03- 2003

312;04- 04-

2003

04- 04-

03

6.150 .00
0

2. Pebr

.

911/46 /2003 ;26

- 03- 2003

312;04- 04-

2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
3. Mare

t

911/46 /2003 ;26

- 03- 2003

312;04- 04-

2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
4. Apr i

l

911/46 /2003 ;26

- 03- 2003

312;04- 04-

2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
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5. Mei 911/95 /2003 ;21

- 04- 2003

524;02- 06-

2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
6. Jun i 911/131 /2003 ;2

1- 05- 2003

883;02- 06-

2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
7. Ju l i 911/175 /2003 ;1

9- 06- 2003

1241;01- 07-

2003

01- 07-

03

6.150 .00

0
8. Agus

t

911/203 /2003 ;2

1- 07- 2003

1555;01- 08-

2003

01- 08-

03

6.150 .00

0
9. Sept 911/232 /2003 ;2

0- 08- 2003

1813;01- 09-

2003

01- 09-

03

6.150 .00

0
10

.

Okt 911/265 /2003 ;2

5- 09- 2003

2203;01- 10-

2003

01- 10-

03

6.150 .00

0
11

.

Nov 911/294 /2003 ;2

3- 10- 2003

2630;03- 11-

2003

03- 11-

03

6.150 .00

0
12

.

Des 911/311 /2003 ;0

6- 11- 2003

3070;01- 12-

2003

01- 12-

03

6.150 .00

0
73.800 .0

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  ai r  minum yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  bagian  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM BIN  H.  ADNAN mempero leh  bagian  sebesar  

Rp.2 .003 .160 , - .

7.  Biaya  Per ja lanan  Dinas  sebesar  Rp.  

979.641 .500 , -  (sembi l an  ra tus  tu juh  puluh  sembi l an  

ju ta  enam ra tus  empat  pu luh  satu  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) ,  yang te rd i r i  dar i  :

a. Biaya  Per ja l anan  Dinas  sebesar  Rp.  686.975 .000 , -  

(enam  ra tus  delapan  puluh  enam  ju ta  sembi lan  

ra tus  tu j uh  puluh  l ima  r ibu  rup iah )  kode  reken ing  

2  01  01  2  1  3  01.  Biaya  per j a l anan  dinas  dalam 

daerah  kode  reken ing  2  01  01  2  1  3  01  01  

dianggarkan  sebesar  Rp.  188.000 .000 , -  (se ra tus  

delapan  puluh  de lapan  ju ta  rup iah )  dan  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah  (kode  reken ing  2 

01  01  2  1  3  01  02)  sebesar  Rp.  1.  400.000 .000 , -  

(APBD  Rp.  800.000 .000 , -  +  APBD Perubahan  Rp.  
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600.000 .000 , - )  sedangkan  rea l i s a s i n ya  sebesar  Rp.  

901.025 .000 . -  seh ingga  te rdapa t  ke leb ihan  ta r i f  

sebesar  Rp.  686.975 .000 ,  yang  te rd i r i  dar i  b iaya  

per j a l anan  dinas  dalam  daerah  sebesar  Rp.  

52.145 .000 , dan  biaya  per ja l anan  d inas  ke luar  

daerah  sebesar  Rp.  634.830 .000 , - .  Pembayaran  

di l akukan  dengan  ta r i f  Rp.  75.000 , -  s /d  Rp,  

1.000 .000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

090/280 /2003  ten tang  Standar i sas i  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  Tahun  2003.  Pembayaran  

seharusnya  adalah  dengan  ta r i f  Rp.  50.000 , -  s/d  

Rp.  380.000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  ( t i dak  

te rmasuk  uang  Transpor t  PP) ,  sesua i  dengan  Pasal  

14  ayat  (1 )  Perda  Nomor  7  Tahun  2001  dan  

pen je lasannya  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal  TA.  2003.

Sura t  Keputusan  Bupat i  Nomor  090/280 /2003  ten tang  

Standar i sas i  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  

dan Anggota  DPRD Kab.  Kendal  TA.  2003,  seharusnya  

t i dak  digunakan  sebaga i  dasar  menetapkan  ta r i f  

b iaya  per ja l anan  d inas  karena  melanggar  

pen je lasan  Pasa l  14  ayat  (1 )  huru f  c  Perda  Nomor  

7  Tahun  2001  ya i t u  pasa l  yang  mengatu r  bahwa 

ta r i f  b iaya  per j a l anan  dinas  Pimpinan /Anggo ta  

DPRD disesua i kan  dengan  keten tuan  yang  ber laku  

bag i  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  golongan  IV .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  b iaya  per ja l anan  dinas  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

BIN  SUBKHI  Rp.67 .215 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  
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Rp.32 .940 .000 ,

b.  Bantuan  Transportas i  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 3 01 03.

 Bantuan  Transpor t as i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

301.028 .400 , -  dan  d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  d ibe r i kan  kepada  Pimpinan /Anggota  

DPRD yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  masing- masing  

Rp.  557.460 , - .  Pember ian  Bantuan  Transpor t as i  

d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  Kendal  

Nomor.170 /191 /2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  

r i nc i an  42  orang  mener ima  se lama  12  bulan  dan  3 

orang  mener ima  se lama  7  bulan .  Bantuan  

t ranspor t as i  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

dianggarkan  dan  t i dak  dibayarkan ,  karena  dalam 

set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  ke lua r  

daerah  masing- masing  pener ima  te l ah  mempero leh  

uang  t ranspor t  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  atau  

dian ta r  kendaraan  dinas  dengan  SPJ  Bukt i  

Pembel ian  BBM te rsend i r i .  

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No. Bulan
Nomor dan Tgl .  

SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Jan
911/351 /2002 ;23

- 12- 2002
02;02- 01- 2003 02- 01- 03

23.413 .32

0

2. Pebr
911/12 /2003 ;24 -

01- 2003

082;03- 02-

2003
03- 02- 03

23.413 .32

0

3. Maret
911/80 /2003 ;18 -

02- 2003

169;03- 03-

2003
03- 03- 03

23.413 .32

0

4. Apr i l
911/43 /2003 ;26 -

03- 2003

267;01- 04-

2003
01- 04- 03

23.413 .32

0

5. Mei
911/87 /2003 ;21 -

04- 2003

522;01- 05-

2003
01- 05- 03

23.413 .32

0

6. Jun i
911/148 /2003 ;04

- 06- 2003

1002;09- 06-

2003
09- 06- 03 557.460

7. Jun i
911/133 /2003 ;21

- 05- 2003

881;02- 06-

2003
02- 06- 03

24.528 .24

0

8. Ju l i
911/172 /2003 ;19

- 06- 2003

1242;01- 07-

2003
01- 07- 03

25.085 .70

0
9. Agust 911/204 /2003 ;21 1557;01- 08- 01- 08- 03 25.085 .70
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- 07- 2003 2003 0

10. Sept
911/266 /2003 ;25

- 09- 2003

2202;01- 10-

2003
01- 10- 03

25.085 .70

0

11. Okt
911/233 /2003 ;20

- 08- 2003

1810;01- 09-

2003
01- 09- 03

25.085 .70

0

12. Nov
911/295 /2003 ;23

- 10- 2003

2629;03- 11-

2003
03- 11- 03

25.085 .70

0

13. Des
911/312 /2003 ;06

- 11- 2003

3074;01- 12-

2003
01- 02- 03

25.085 .70

0
292.666 .5

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  t ranspor t as i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO BIN 

SUBKHI  sebesar  Rp.6 .689 .520 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  

Rp.6 .689 .520 , - .

8. Bantuan  Dana  Asuransi  Purna  Bhakt i  pada  Anggaran  

Belanja  Unit  Kerja  Lainnya.

Terdapat  Bantuan  Dana  Purna  Bhakt i  yang  dibe r i k an  

dalam  bentuk  Premi  Asurans i  untuk  Bupat i ,  Waki l  

Bupat i  dan  Pimpinan /Anggo ta  DPRD yang  dibayarkan  

kepada  PT.  AJB  Bumipute ra  1912  sebesar  Rp.  

1.944 .000 .000 , -  dengan r i nc i an  sbb :

a.  Premi  Asurans i  AJB  Bumipute ra  1912  Pol i s  No.  

37692  sebesar  Rp.  729.000 .000 , - .  masa  pol i s  

asurans i  te r sebu t  adalah  Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  premi  per tahun  sebesar  

Rp.  243.000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  kepada  

PI .  AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

729.000 .000 , -  dar i  sumber  dana  Anggaran  Belan ja  

Bantuan  Keuangan  (Bantuan  Fraks i - f raks i )  tahun  

2002 s/d  2004 yang  per tanggung  jawabannya  d ibawah  

penge lo l aan  Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  

Kendal .

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  
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713.927 .333 , -  (Rp.  713.933 .333 , -  -  Rp.  6.000 , -  

te l ah  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  

Waki l  Bupat i  dan  45  orang  ya i t u  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  daf ta r  pembayaran  

Kla im  Asurans i  se jumlah  Rp.  713.933 .333 , -

- Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  

37692  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  

SUTRIMO BIN  SUBKHI  sebesar  Rp.7 .000 .000 , -  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN sebesar  

Rp.6 .000 .000 , - .

b. Premi  Asurans i  AJB  Bumipute ra  1912  Pol i s  No.  

41708  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  masa  pol i s  

asurans i  te r sebu t  adalah  Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  premi  seka l i gus  sebesar  

Rp.  1.215 .000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  kepada  

PT.  AJB Bumipute ra  1912 dar i  sumber  dana Anggaran  

Belan ja  Tahun  2003  yang  te rdapa t / d i t i t i p k an  

dengan  cara  disembuny ikan  pada  beberapa  Uni t  

ker j a  yang  berada  dibawah  Pem.Kab  Kendal  dengan  

jumlah  yang  berbeda .

Per tanggung jawaban  pembayaran  premi  asurans i  o leh  

masing- masing  Uni t  ker ja  kepada  PT.  AJB 

Bumipute ra  1912  di l akukan  t i dak  sesua i  dengan  

penggunaannya  ,  dengan r i nc i an  sebaga i  ber i ku t :  
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Uni t  Ker ja Jumlah  

(Rp)

Mata  Anggaran

Nomor Jen is
- DPKD 15.000 .000

,00

- Biaya  

Operas iona l
- Dinas  Peker j aan  

Umum

400.000 .00

0,00

- -

- Dinas  Pengai ran 300.000 .00

0,00

- -

- Dinas  

Kesejah te raan  

Sos ia l

500.000 .00

0,00

2.01 .03 .2

42.04 .13

Pemb.Pres tas i  

OR KONI

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

1.179 .894 .000 , -  (Rp.  1.179 .900 .000 , -  Rp.  6.000 , - )  

yang  te l ah  di t e r ima  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  

Waki l  Bupat i  dan  45  Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  

daf ta r  pembayaran  Kla im  Asurans i  se jumlah  Rp.  

1.179 .900 .000 , - .  n i l a i  tuna i  te rsebu t  leb ih  

rendah  sebesar  Rp.  35.106 .000 , -  dar i  n i l a i  premi  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .060 , .  karena  k la im  ni l a i  

tuna inya  d i l akukan  tangga l  10  Maret  2004  

sedangkan  ja t uh  tempo  menuru t  Pol i s  Asurans i  

ada lah  tangga l  31 Ju l i  2004.

Pembebanan anggaran  untuk  premi  asurans i  te r sebu t  

te r j ad i     pada  saat  pembahasan  RAPBD ( te rmasuk  

anggaran  belan ja  DPRD)  anta ra  Pani t i a  Anggaran  

dengan Tim Penyusun  Anggaran .

Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  

41708  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO BIN  SUBKHI  sebesar  Rp,35 .000 .000 , -  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN sebesar  

Rp.30 .000 .000 , - .

Seharusnya  bantuan  dana Purna  Bhakt i  da lam bentuk  

Tunjangan  Asurans i  te rsebu t  t i dak  dianggarkan  dan  
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dibayarkan  karena  menyimpang  dar i  Pera tu ran  

Pemer in tah  (PP)  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah  ,  khususnya  pasa l  4,  10 ayat  (3 )  dan pasa l  

20 .

Dengan  demik ian  r i nc i an  pener imaan  masing- masing  

anggota  DPRD Kabupaten  Kenda l  Tahun Anggaran  2003 yang  

dipe ro l eh  secara  melawan  hukum  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1. SUTRIMO Rp.

669.991 .775 , -

2. H.  ABDUL WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN Rp.

173.814 .529 , -

3. H.  SUBCHAN NOER Rp.

152.568 .125 , -

4. Hj .  TATIK HERAWATI,SH Rp.

151.082 .258 , -

5. HADI PURNOMO Rp.

116.743 .920 , -

6. MUH. NASIR Rp.

117.594 .420 , -

7. Drs .  SUPARDI KASIH Rp.  

83.512 .120 , -

8. H.  HASANUDDIN SM.Ars ,  SE,  Msi Rp.

115.719 .420 , -

9. H.  BISRI  SAHID Rp.

113.846 .920 , -

10. H.  ABDUL AZIZ Rp.

117.191 .420 , -

11. Drs .  H.  SYUKRON, S.Sos Rp.

114.844 .420 , -

12. INDAR TRIADI Rp.

111.544 .420 , -

13. SUYADI Rp.

109.889 .420 , -

14. H.  TASMU'I . Rp.
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132.039 .420 , -

15.  ABDUL QUDUS 

NUH,S.Sos Rp.

111.782 .920 , -

16.  H.  ASFURI 

MUGHNI,S.Sos Rp.

138.252 .920 , -

17.  H.M YUDARTO

Rp. 110.274 .420 , -

18.  SUGIYONO Rp.

110.267 .420 , -

19.  H.  SUBUR 

WIDADI Rp. 111.291 .920 , -

20. H.  ARIFIN  KURSIN Rp.

109.341 .920 , -

21.  H.  SOFWAN HADI

Rp. 134.899 .420 , -

22.  H.M ABDULLAH

Rp. 110.946 .420 , -

23.  Dr .  H.  BAMBANG 

EKO LlSTANTO,S.Sos Rp.

112.704 .420 , -

24. H.  MASTUR K,  Bsc.  SH.  Msi Rp.

109.901 .920 , -

25.  Drs .DANIEL  

TOTO INDIYONO Rp.

111.049 .420 , -

26.  KASINO Rp.

118.650 .420 , -

27.  H.TOTOK S 

PRAWOTO Rp. 118.245 .420 , -

28. S.  ACHMAD SOCHARI Rp.

112.160 .920 , -

29.  H.M SUBAGYO 

MUJIANTO Rp. 124.746 .420 , -

30.  H,M SALIMUN Rp.
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111.721 .420 , -

31. Drs .  H.  AKHMAD NUR, S.Sos Rp.

111.355 .420 , -

32.  AGUS SAMIAJI

Rp. 106.998 .920 , -

33.  H.  PRAPTO 

UTOMO Rp. 112.074 .420 , -

34. H.  MUH YUSUF Rp.

107.030 .420 , -

35.  MASTUR UMAR 

SAID Rp. 115.731 .920 , -

36.  RAHMAT DA'WAH

Rp. 132.646 .420 , -

37. Drs .  H.  YAN SURYANA ILHAM Apt .MM Rp.

107.376 .920 , -

38.  H.  MUH DANIAL,  

BA Rp. 131.099 .420 , -

39. H.  MUNDJIJAT Rp.

113.754 .420 , -

40. H.  BAKRI MALIKA Rp.

119.910 .420 , -

41. Dra.  Hj .  MU'SHODAH AZIZI Rp.

111.804 .420 , -

42. H.  ACHMAD MUQODAM Rp.

110.231 .920 , -

43. H SUPARNO Rp.

116.114 .920 , -

44.  H.  ISMAIL Rp.

114.682 .420 , -

45. HF MAFUD SAEFUDIN,  NA Rp.

109.395 .120 , -

J  u  m  l  a  h 

Rp.  5.856 .827 .807 , -

Sela in  d i t e r ima  oleh  masing- masing  anggota  DPRD Kab.  Kendal  

te rsebu t ,  Anggaran  Belan ja  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  Anggaran  
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2003  yang  dibua t  dengan  cara  melawan  hukum juga  di te r ima  

oleh  Eksekut i f  dan  pihak  ket i ga  se jumlah  Rp.  217.917 .500 ,  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Eksekut i f  :

Bupat i  (Asurans i  Purna  Bhakt i ) Rp. 42.000 .000 , -

Waki l  Bupat i  (Asurans i  Purna  Shakt i ) Rp. 36.000 .000 , -

Sekwan dan Sekre ta r i a t  Dewan (ke leb i han  

biaya  per ja l anan  d inas  dan dana 

penun jang  keg ia tan ) Rp. 125.517 .500 , -

2. Pihak  ket i ga  (war tawan) Rp.  

14.400 .000 , -

 

J u m l  a h Rp.  217.917 .500 , -

Dar i  rangka ian  perbua tan  te rsebu t ,  te l ah  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  dengan per inc i an  sbb :

A.  Anggaran Belanja  DPRD

1. Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  (TPP)  Rp.

234.501 .000 ,

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 05)

2. Tunjangan  Anggota  Penggant i  Pani t i a Rp.

13.608 .500 ,

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 06)

3. Tunjangan  Kese jah te raan Rp. 2.513 .823 .569 ,

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 07)

5. Bantuan  Perawatan  dan Pengobatan  /Keseha tan  

Rp.   267.500 .000 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 04 01)

 6. Pengembangan 

SDM                                            Rp.  

92.553 .250 ,

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 05 05)

7. Bantuan  Bahan Bakar  Minyak  (BBM) Rp.  

174.000 .000 ,

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 201 07)
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8. Jasa  Kantor  Bantuan  Lis t r i k ,  Telepon ,  Ai r Rp.  

341.117 .988 ,

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 2 02)

9. Biaya  Per ja l anan  Dinas

(kode  reken ing  2010121301)

a.  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Dalam Daerah Rp.  

52.145 .000 , - b. Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah                  Rp.  

634.830 .000 , -

c.  Bantuan  

Transpor tas i  

Rp.   292.666 .500 , -

B.  Anggaran Belanja  Unit  Kerja  Lainnya

Bantuan  Dana  Purna  Bhakt i  

Rp.  6.074 .745 .307 , -

- Bahwa perbua tan  Terdakwa te rsebu t  d i  atas  melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  d i  atu r  da lam :  

1. Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1999  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  khususnya

Pasal   70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  Umum,  Pera tu ran  Daerah  

la i n  dan Pera tu ran  Perundangan- undangan  yang  

leb ih  t i ngg i

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  Daerah  dan  

atas  Kuasa  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

la i n  yang  ber laku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) : Keputusan  sebaga imana  d imaksud  pada  

ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  

kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  Daerah  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  Daerah,  

khususnya  :
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Pasal  4 : Pengelo laan  Keuangan Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang ber laku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan ber tanggung  jawab  dengan  

memperhat i kan  azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa anggaran  

dengan pendekatan  k ine r j a  ada lah  suatu  

s is t em anggaran  yang  mengutamakan upaya  

pencapa ian  has i l  ker j a  atau  outpu t  dar i  

perencanaan  alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  t i ndakan  

yang  berak iba t  penge lua ran  atas  beban APBD 

apab i l a  t i dak  te rsed ia  atau  t i dak  cukup  

te rsed ia  anggaran  untuk  membiaya i  

penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

memuat  anta ra  la i n  anggaran  disusun  

berdasarkan  sasaran  yang  diha rapkan  menuru t  

fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD di l akukan  sehubungan  dengan :

a. Kebi j akan  

Pemer in tah  Pusat  

dan  atau  

Pemer in tah  

Daerah  yang  

bers i f a t  

st ra t eg i s  ;

b. Penyesua ian  

ak iba t  t i dak  

te rcapa inya  

pener imaan  

Daerah  yang  
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di te t apkan  ;

c. Ter jad i nya  

kebutuhan  yang  

mendesak .

3. Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37 Tahun  2001 Pasa l  1 ten tang  

Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  

bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim dan Pejaba t  Negara .

4. Keputusan  Pres iden  No.  18 Tahun  2000  ten tang  Pelaksanaan  

Pengadaan Barang /Jasa  Ins tans i  Pemer in tah ,  khususnya  :

Pasal  7 (3 ) : Tugas  pokok  Kepala  kanto r /  satuan  ker ja /  

pemimpin  proyek /bag ian  proyek /  pe jaba t  yang  

disamakan  dalam  pengadaan  barang /  jasa  

ada lah  :

g. menyiapkan  dan  melaksanakan  

per j an j i a n / k on t r a k  dengan  pihak  penyed ia  

barang / j a sa .

Pasal  17 (4) : Penunjukan  langsung  ada lah  pengadaan  jasa  

konsu l t an  yang  penyed ia  jasanya  di ten tukan  

oleh  Kepala  kanto r / sa t uan  ker j a / pemimp in  

proyek /bag ian  proyek /  pe jaba t  yang  

disamakan/d i t u n j u k  dan  di te rapkan  untuk  

pengadaan  jasa  dengan  ni l a i  sampai  dengan  

Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah )  ;

5. Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  29  Tahun  2002  

tangga l  10  Jun i  2002  ten tang  Pedoman  Pengatu ran ,  

Per tanggung jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  ser ta  

Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah  (APBD)  Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan  Daerah  dan  

Penyusunan  pengh i t ungan  APBD, khususnya  :

Pasal  19 (3) : Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  dan  

anggaran  berdasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum dalam lampi ran  

VI I I ,  ya i t u  set i ap  alokas i  b iaya  yang  

di rencanakan  harus  dika i t k an  dengan  t i ngka t  

pe layanan  atau  has i l  yang  diha rapkan  dapat  

d icapa i .
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Pasal  20 (1) : Usulan  program,  keg ia tan  dan anggaran  

set i ap  perangka t  daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam pasa l  19 di t uangkan  dalam rencana  

anggaran  satuan  ker j a  (RASK) .

Pasal  55 (2) : Pengguna anggaran  d i l a rang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban Belan ja  

Daerah  untuk  tu juan  la i n  dar i  pada yang  

di te t apkan .

6. Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  7  tahun  2001  

ten tang  kedudukan  keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  

Anggota  Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  2 (1 ) : Dalam rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  DPRD 

atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan Belan ja  

Daerah  Kab.  Kendal  d ised iakan  penghas i l an  

te tap  pimpinan  dan anggota  DPRD.

Pasal  2 (2 ) : Sela in  penghas i l an  te tap  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 ) ,  sesua i  dengan kemampuan 

keuangan  daerah  dan keten tuan  yang ber laku  

dised iakan  biaya  untuk  tun jangan  

kese jah te raan ,  b iaya  kesehatan ,  uang duka  

dan dana penun jang  keg ia tan .

Pasal  9 (1 ) : Anggota  DPRD da lam kedudukannya  sebaga i  

Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i a t  dan anggota  

Pani t i a  dibe r i k an  tun jangan  pan i t i a .

Pasal  10 (1) : Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  pimpinan  dan anggota  DPRD 

diber i k an  tun jangan  kesehatan  dan da lam ayat  

(2 )  d ibe r i k an  da lam bentuk  jaminan  asurans i .

Pasal  14 (1)  e : Untuk  ke lancaran  pe laksanaan  tugas  DPRD 

pada  belan ja  sekre ta r i a t  DPRD dised iakan  

biaya  penun jang  keg ia tan  dan  besarnya  

di te t apkan  dalam ayat  (2 ) .

7. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Kendal  Nomor  :  

188.4 /170 /26 /2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD 
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Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasa l  28 a : Menyusun  Rencana Rencana Ker ja  dan 

mengadakan  pembagian  ker j a  anta ra  Ketua  DPRD 

dengan waki l - waki l  Ketua  DPRD dan 

mengumumkannya dalam rapa t  par ipu rna .

Pasal  67 (1)  a : Pani t i a  Rumah Tangga mempunya i  tugas  

membantu  pimpinan  DPRD dalam menentukan  

keb i j a ksanaan  ke  rumah tanggaan  DPRD, 

te rmasuk  kese jah te raan  anggota  DPRD dan  

pegawai  sekre ta r i a t .

b. : Membantu  pimpinan  DPRD dalam menentukan  

keb i j a ksanaan  anggaran  belan ja  DPRD.

8. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  40  Tahun  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  lampi ran  VI I I  bahwa  biaya  uang  

har i an / l umpsum yang  melakukan  per ja l anan .

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  14  Tahun  2003  ten tang  

Pedoman Penatausahaan  APBD Kabupaten  Kendal ,  pada  poin t  

8  (g )  :  Pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  penun jukan  

langsung ,  yang  seharusnya  dengan  pele l angan ,  Penun jukan  

langsung  dan  penandatanganan  kont rak  d i l aksanakan  bukan  

oleh  pengguna  anggaran .

• Akiba t  perbua tan  Terdakwa  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  yang  seharusnya  ber jumlah  

Rp.  6.074 .745 .307 , -  (enam mi lya r  tu juh  puluh  

empat  ju t a  tu j uh  ra tus  empat  pu luh  l ima  r i bu  

t i ga  ra tus  tu juh  rup iah )  atau  sek i t a r  i t u  

sesua i  dengan  has i l  aud i t  BPKP Perwak i l an  

Jawa  Tengah  Nomor  :  LHA- 993/PWI I / 5 / 2006  

tangga l  3  Maret  2006  per iha l  Laporan  Hasi l  

Audi t  Inves t i ga t i f  atas  Anggaran  Belan ja  

DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  ser ta  Asurans i  Dana 

Purna  Bhakt i .
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Perbuatan  Terdakwa  sebaga imana  dia tu r  dan  d iancam 

pidana  menuru t  Pasa l  3 jo .  Pasa l  18 UU.  Nomor  31 Tahun 1999  

ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  sebaga imana  

te l ah  di rubah  dan  di tambah  dengan  UU       Nomor  20 Tahun  

2001  ten tang  Perubahan  atas  UU Nomor  31  Tahun  1999  

ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  Pasal  55  

ayat  (1 )  ke- 1 KUHP jo  Pasa l  64 ayat  (1 )  KUHP.

Lebih  Subsidai r  :

Bahwa  ia  Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  SH,  MM.  Bin  

SOEKARDJONO berdasarkan  :

- SK.Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  Jawa Tengah  Nomor  :  

821.1 /34607 /1986  tangga l  18  Desember  1986  te lah  

diangka t  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;

- SK.  Bupat i  Nomor  :  821.1 /4396 /2001  tangga l  14  Desember  

2001  te lah  diangka t  menjad i  Pj .  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Kendal  ;

- SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  903/111 /2003  tangga l  25  

Pebruar i  2003  ten tang  Penun jukan  Tim  Penyusun  dan  

Pembantu  Tekn is  Tim Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  

Perh i t ungan  APBD  Kabupaten  Kendal ,  te l ah  diangka t  

menjad i  Ketua  Tim  penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  ;

Dengan  senga ja  member ikan  bantuan  atau  member ikan  

kesempatan ,  sarana  atau  kete rangan  untuk  di l akukannya  suatu  

ke jaha tan  kepada   saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Kendal  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN se laku  Waki l  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  per iode  1999- 2004  berdasarkan  SK 

Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  :  170/159 /1999  tangga l  20  

September  1999,  pada  waktu  dan  tempat  sebaga imana  

di j e l a skan  dalam dakwaan  Pr imai r  te r sebu t  d i  atas ,  d imana  

perbua tan  di l akukan  secara  beru lang- u lang  yang  ada  

hubungannya  sedemik ian  rupa  seh ingga  harus  dipandang  
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sebaga i  satu  perbua tan  ber lan j u t ,  secara  melawan  hukum 

melakukan  perbua tan  memperkaya  di r i  send i r i  atau  orang  la i n  

atau  suatu  korporas i ,  yang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  

atau  perekonomian  negara .

perbua tan  te rsebu t  d i l akukan  dengan  cara  anta ra  la i n  

sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  SH,  MM. bin  SOEKARDJONO 

yang  diangka t  sebaga i  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

903/111 /2003  tangga l  25  Pebruar i  2003  ten tang  

Penunjukan  Tim  Penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,   Perubahan   APBD  dan   Perh i t ungan  

APBD  Kabupaten   Kenda l ,  

mempunyai  tugas  menyusun,  mengka j i ,  mengkoord inas i kan ,  

mempers iapkan ,  dan  menggandakan  bahan  rancangan  APBD,  

perubahan  ser ta  perh i t ungan  APBD Kabupaten  Kenda l  yang  akan  

dibahas  bersama  dengan  DPRD  Kabupaten  Kendal  dengan  

berpedoman  pada  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

ber tanggung  jawab  kepada  Bupat i ,  karena  i t u  da lam tugasnya  

menyusun  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah  

(RAPBD)  Kabupaten  Kendal  khususnya  Anggaran  Belan ja  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seharusnya  berpedoman  atau  

memperhat i kan  beberapa  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  anta ra  la i n  :

1. Pera tu ran  Pemer in tah  

(PP)  Nomor  37  Tahun 

2001  tangga l  18  Mei  

2001  ten tang  

Penghent i an  Pember ian  

Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  

Pegawai  Neger i ,  Hakim 

dan Pejaba t  Negara .

2. Keputusan  Menter i  
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Dalam  Neger i  

(Kepmendagr i )  Nomor  

29  Tahun  2002  tangga l  

10  Jun i  2002  ten tang  

Pedoman  Pengurusan ,  

Per tanggung jawaban  

dan  Pengawasan 

Keuangan  Daerah  Ser ta  

Tata  Cara  Penyusunan  

Anggaran  Pendapatan  

dan  Belan ja  Daerah  

(APBD),  Pelaksanaan  

Tata  Usaha  Keuangan  

Daerah  dan  Penyusunan  

pengh i t ungan  APBD,  

khususnya  :

Pasal  19 (3)  :  Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  

dan  anggaran  ber dasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum  dalam lampi ran  

VI I I  keputusan  in i .

Pasal  20 (1)  :  Usulan  Program,  Kegia tan  dan 

Anggaran  Daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam  pasa l  19  (1 )  d i t uangkan  dalam 

Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja .

Pasal  20 (5)  : Format  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

dan cara  peng is i annya

te rcan tum dalam Lampi ran  IX  Keputusan  

in i .

Pasal  55 (2)  : Pengguna Anggaran  di l a r ang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban  

belan ja  Daerah  untuk  tu j uan  la i n  dar ipada  

yang  di te t apkan .

3. Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Kendal  

Nomor  7 tahun  2001 

ten tang  Kedudukan  
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Keuangan  Ketua ,  

Waki l  Ketua  dan 

Anggota  DPRD 

khususnya   Pasal  2 

:

(1 ) Dalam  rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  

DPRD,  atas  beban  Anggaran    Pendapatan  

Dan  Belan ja   Daerah   Kabupaten   Kenda l  

d ised iakan  Penghas i l an  te tap  Pimpinan  dan Anggota  

DPRD sebaga i  ber i ku t  :

a) Uang Represen tas i .

b) Uang Paket .

c) Tunjangan  Jabatan .

d) Tunjangan  Komis i .

e) Tunjangan  Khusus .

f ) Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an .

(2 )  Sela in  penghas i l an  dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  

in i  sesua i  dengan  kemampuan  keuangan  Daerah  dan  

keten tuan  yang  ber laku  dised iakan  biaya  untuk  :

a) Tunjangan  kese jah te raan  ;

b) Biaya  kesehatan  ;

c) Uang duka  ;

d) Dana Penun jang  Kegia tan  ;

Pasal  9 (1 )  :  Anggota  DPRD da lam  kedudukannya  

sebaga i  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i s  

dan Anggota  Pani t i a  dibe r i kan  tun jangan  

pan i t i a .

Pasal10  (1 )  :  Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  Pimpinan  dan Anggota  

DPRD diber i kan  tun jangan  kesehatan .

Pasal10  (2 )  : Tunjangan  Kesehatan  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  in i  d ibe r i kan  

dalam bentuk  jaminan  asurans i .

1. Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kendal  
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Nomor  40  Tahun 

2002  tangga l  24 

November  2002 

ten tang  

Standar i sas i  

Indeks  Biaya  

Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan 

Honorar i um  

Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  

Tahun   Anggaran  

2003,  Lampi ran  

VI I I  bahwa  biaya  

uang  har ian  /  

lumpsum yang  

melakukan  

per j a l anan  dinas  

bag i  Ketua ,  Waki l  

Ketua  dan  Anggota  

DPRD Kab.  Kendal  

d ise ta rakan  dengan  

PNS Golongan  IV .

2. Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kendal  

Nomor  14  Tahun 

2003 tangga l  5 Mei  

2003  ten tang  

Pedoman  Penata -

usahaan  

Pelaksanaan  

Anggaran  

Pendapatan  Dan 

Belan ja  Daerah  

Kabupaten  Kendal .
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3. Keputusan  Bupat i  

Kendal  Nomor  

903/111 /2003  

tangga l  25 

Pebruar i  2003 

ten tang  Penunjukan  

Tim  Penyusun  dan 

Pembantu  Tekn is  

Tim  Penyusun  

RAPBD,  Perubahan  

APBD  dan 

Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  

mempunyai  tugas  

menyusun,  

mengka j i ,  

mengkoord inas i kan ,  

mempers iapkan ,  dan 

menggandakan  bahan  

rancangan  APBD,  

perubahan  ser ta  

perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  

yang  akan  dibahas  

bersama  dengan  

DPRD  Kabupaten  

Kendal  dengan  

berpedoman  pada 

perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan 

ber tanggung  jawab  

kepada  Bupat i .

- Bahwa  da lam  kedudukannya  yang  demik ian  i t u  Terdakwa  

sete lah  mener ima  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  

DPRD  Kabupaten  Kendal  TA.  2003  yang  te l ah  

di tanda tangan i  o leh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  
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Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  langsung  meneruskan  RASK 

DPRD  dalam  RAPBD  tanpa  melakukan  perubahan  atau  

menolak ,  tanpa  melakukan  eva luas i  dan  ana l i s i s  untuk  

di l akukan  rev i s i ,  perubahan ,  penyempurnaan  atau  

menolak ,  meskipun  dalam rapa t  Tim te l ah  di i nga t kan  oleh  

saks i  Drs .  WARSA SUSILO,  MPd.  dan  saks i  PUJI  RAHARJO 

S.Sos  (mas ing - masing  se laku  Waki l  Ketua  dan  Sekre ta r i s  

Tim  Penyusun  Anggaran) ,  j i ka  RASK/RAB  DPRD te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ada  te ru tama  Pera tu ran  Daerah  Nomor  7 Tahun  2001,  akan  

te tap i  RAB DPRD te rsebu t  te tap  d imasukkan  dalam  RAPBD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003  dengan  alasan  hanya  ing in  

menjaga  hubungan  ba ik  anta ra  pihak  ekseku t i f  dengan  

leg i s l a t i f  dan  khawat i r  akan  ada  penolakan  LPJ  Bupat i  

o leh  DPRD Kabupaten  Kendal .

Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  DPRD Kab.  Kendal  

TA.  2003 yang  d i t anda  tangan i  saks i  SUTRIMO bin  SUKHI  

ya i t u  :

No. U R A I  A N RINCIAN JUMLAH
1. Belanja  Tetap  dan 

Tunjangan pimpinan 

dan Anggota  DPRD:

Uang Representas i  :

- Ketua  :  1 x 1.260 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  3 x  

1.134 .000  x 12 =

- Anggota  :  41 x  

1.008 .000  x 12 =

15.120 .000

, -

40.824 .000

, -

495.036 .00

0

Rp.  

551.880 .000 , -
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Uang Paket  :

- Ketua  :  25 % x  

1.260 .000  x 12 =

- Wk.Ketua  :  25 % x  

1.134 .000  x 12 =

- Anggota  :  25 % x  

1.008 .000  x 12 =

3.380 .000 ,

-

 

10.206 .000

, -

123.984 .00

0, -

Rp.  

137.970 .000 , -

Tunjangan Jabatan

- Ketua  :  50 % x  

1.260 .000  x 12 x 1 =

- Wk.Ketua  :  50 % x  

1.134 .000  x 12 x 3=

7.560 .000 ,

-

20.412 .000

, -

Rp.  

27.972 .000 , -

Tunjangan Komisi  :

- Ketua  :  20 % x 630.000  

x 5 x 12 =

- Wk.Ketua  :  15 % x  

630.000  x 5 x 12 =

- Sekre t  :  15 % x 630.000  

x 5 x 12 =

- Angg :  10 % x 630.000  x  

26 x 12 =

7.560 .000 ,

-

5.670 .000 ,

-

5.670 .000 ,

-

19.656 .000

, -

Rp.  

38.556 .000 , -

Tunjangan Khusus :

- Tunj .  Kel /Be ras  :  

10.981 .800  x 12 =

- TPP :  20.709 .675  x 12 =

Tunj .  Pajak  :  6.211 .510  

x 12 =

131.781 .60

0, -

248.510 .10

0, -

75.538 .120

, -

Rp.  

454.835 .820 , -

Tunjangan Pani t i a  : Rp.  

Hal .  140 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.  Pani t i a  Musyawarah

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Wk.Ket .  :  10 % x  

630.000  x 3 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

15 x 12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 11 x 12 =

b.  Pani t i a  Anggaran

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Wk Ket  :  10 % x 630.000  

x 3 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

15 x 12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 11 x 12 =

c.  Pani t i a  Rumah Tangga

- Ketua  :  15% x 630.000  x  

1 x  12 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

7 x  12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 5 x 12 =

d.Pani t i a  Khusus

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 10 =

13.986 .000

, -

1.134 .000 ,

-

2.268 .000 ,

-

756.000 , -

5.670 .000 ,

-

4.158 .000 ,

-

13.986 .000

, -

1.134 .000 ,

-

2.268 .000 ,

-

756.000 , -

5.670 .000 ,

-

4.158 .000 ,

-

7.182 .000 ,

-

1.134 .000 ,

40.509 .000 , -
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- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Angg :  5 % 630.000  x 1 

x 10 =

-

756.000 , -

756.000 , -

2.646 .000 ,

-

1.890 .000 ,

-

5.355 .000 ,

-

945.000 , -

630.000 , -

630.000 , -

3.150 .000 ,

-
Tunjangan Kesejahteraan

a.Bantuan  Penghargaan 

Pemda

- Ketua  :  1 x 3.000 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  3 x  

2.750 .000  x 12 =

- Angg :  41 x 2.500 .000  x  

12 =

b.Bantuan Pemda untuk  RT 

Pimpinan,  Angg & Sekret

- Ketua  :  1 x 6.000 .000  =

- Wk.Ketua  :  3 x  

5.000 .000  =

- Angg :  41 x 2.500 .000  =

- Sekre t  :  1 x 2.500 .000  

=

1.365 .000 .

000

36.000 .000

, -

99.000 .000

, -

1.230 .000 .

000

126.000 .00

0, -

6.000 .000 ,

-

15.000 .000

102.000 .00

Rp.2 .727 .100 .

000

Rp.90.000 .000

, -
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c.Ban.Keg Dewan :  45 x 

2.000 .000  =

d.Ban.Penye .Asp i  :  45 x  

1.500 .000 , -

e.T im  Angg

f .S ta f f  Ahl i

g.Pembahasan  Reperda

h.Bantuan  Operas iona l  

Khusus  Pimpinan

i .Ban tuan  Paguyuban  

Purna  Bhakt i

j .Ban tuan  Pel i pu tan  13 x  

100.000  x 12 =

k.Tun jangan  Asurans i  45 

x 2.400 .000  =

l . La i n - la i n  bantuan

m.Dana Penunjang  

Kegia tan

n.Adkas i

0, -

2.500 .000 ,

-

Rp.  

67.500 .000 , -

Rp.20 .000 .000

, -

Rp.50 .000 .000

, -

Rp.100.000 .00

0, -

Rp.210.000 .00

0, -

Rp.5 .000 .000 ,

-

Rp.15 .000 .000

, -

Rp.108.000 .00

0, -

Rp.  

100.000 .000 , -

Rp.  

450.000 .000 , -

Rp.30 .000 .000
, -

Uang Duka :

- Uang Duka

- Pengangkutan  Jenazah

8.000 .000 ,

-

2.000 .000 ,

-

Rp.10.000 .000

, -
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Bantuan Perawatan  & 

Pengobatan

Biaya  Perawatan  & 

Pengobatan  Loka l

- Bantuan  Kesehatan  :  45 

x 500.000  x 12 270.000 .00

0, -

Rp.360.000 .00

0, -

Biaya  General  Check Up

- Check  Up :  45 x 500.000

- Rawat  Inap  :  45 x  

300.000

22.500 .000

, -

13.500 .000

, -

Pengembangan SDM 

Pelat ihan  Anggota  DPRD

- Pela t i han

- Seminar

- Lemhanas

250.000 .00

0, -

50.000 .000

, -

170.000 .00

0, -

Rp.  

470.000 .000

2. Belanja  Barang & Jasa 

Biaya  Bahan Pakai  Habis  

Kantor  

Biaya  Bahan Bakar

- Ketua  :  1 x 4.000 .000  x  

12 =

- Wk.Ket  :  3 x 2.250 .000  

x 12 

- Kom,PRT &Sekwan 7 x  

1.500 .000  x 12

255.000 .00

0, -

48.000 .000

, -

81.000 .000

, -

126.000 .00

0, -

Rp.692.000 .00

0, -
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Jasa Kantor  :

Biaya  List r i k

- Pimpinan  :  2.500 .000  x  

12 =

- Anggota  :  500.000  x 42 

x 12 =

282.000 .00

0, -

30.000 .000

, -

252.000 .00

0, -

Rp.437.000 .00

0, -

Biaya  Telepon

- Pimpinan  :  2.500 .000  x  

12 =

- Subs id i  Fraks i  :  50.000  

x 7 x 12 =

34.200 .000

, -

30.000 .000

, -

4.200 .000 ,

-
Biaya  Air

Pimpinan  :  1.250 .000  x  

12 =

15.000 .000

, -

15.000 .000

, -
Langganan Surat  Kabar

Biaya  Pakaian  Dinas

PSH :  2 x 45 x 400.000  =

PSR :  1 x 45 x 600.000  =

10.800 .000

, -

63.000 .000

, -

36.000 .000

, -

27.000 .000

, -
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3. Belanja  Per ja lanan  Dinas

Biaya  Per ja lanan  Dinas  

Dalam Daerah

Kunj .Ke r .Komis i

- Kom ABCE :  4 x  5 x  25 x  

12 x 15.000  =

- Kom D :  1 x 825 x 12 x  

15.000  =

Kunj .Ke r .Pansus  :  

2x2x20x10x15.000

Kunjungan  Ker ja  Dalam 

Daerah   

188.000 .00

0, -

90.000 .000

, -

36.000 .000

, -

12.000 .000

, -

50.000 .000

, -

Rp.1 .289 .028 .

400

Biaya  Per ja lanan  Dinas  

Keluar  Daerah

- Kunjungan  Ker ja  Keluar  

Daerah

- Per j .D i nas  Pimpinan  dan 

Anggota

Bantuan  Transpor tas i  :  

45 x 557.460x12

800.000 .00

0, -

650.000 .00

0, -

150.000 .00

0, -

301.028 .40

0, -

- Bahwa  pada  tangga l  30  Januar i  2003  diadakan  rapa t  

Par ipu rna  tahap  I  ya i t u  Bupat i  menyampaikan  Nota  

Keuangan  RAPBD,  rapa t  par ipu rna  te rsebu t  meminta  

perse tu j uan  DPRD atas  RAPBD Kabupaten  Kendal  tahun  

2003.

- Bahwa sete lah  Bupat i  menyampaikan  Nota  Keuangan  RAPBD 

TA.2003  kemudian  Anggota  Dewan  menyampaikan  pandangan  

umum  atas  RAPBD  te rsebu t  dan  se lan ju t nya  Bupat i  

menjawab pandangan  umum dar i  Anggota  Dewan te rsebu t .

- Bahwa  pada  tangga l  26  Pebruar i  2003  diadakan  rapa t  
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Pani t i a  Anggaran  per tama  d i i ku t i  o leh  Pimpinan  dan  

Anggota  Pani t i a  Anggaran  ser ta  Tim  Penyusun  Anggaran  

bersama se lu ruh  Kepala  Dinas ,  Kepala  Kanto r  I  Badan dan  

Kepala  Bagian  d i  l i ngkungan  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal ,  untuk  menyusun  pedoman  yang  akan  dipaka i  

sebaga i  acuan  pembahasan  di  Rapat  Komis i .  Rapat  

d ip imp in  oleh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  dan Bupat i  Kenda l .

- Bahwa mula i  tangga l  26,  27,  28,  Pebruar i  2003  dan  5,  6  

dan  7  Maret  2003  Komis i - Komis i  mengadakan  pembahasan  

RAPBD te rsebu t ,  sesua i  dengan  b idang  tugas  masing-

masing  Komis i  d i i ku t i  o leh  dan  atau  bersama  Dinas /  

Kanto r /Badan  dan  Kabag  te rka i t .  Komis i  A yang  ber tugas  

mengka j i  anggaran  secara  kese lu ruhan  baik  Anggaran  

Eksekut i f  maupun  Anggaran  Legis l a t i f  (anggaran  DPRD),  

khusus  untuk  Anggaran  Legis l a t i f  sama  seka l i  t i dak  

dika j i  I  t i dak  dipe rmasa lahkan  oleh  Komis i  A  dengan  

alasan  kehab isan  waktu  karena  meni t i k be ra t kan  eva luas i  

te rhadap  Anggaran  Belan ja  Eksekut i f .

- Bahwa  te l ah  ada  tawaran  Asurans i  Purna  Bhakt i  dar i  

saks i  YUSMANI  dan  WARSIMIN  (mas ing- masing  se laku  

pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama Bumi  Putera  1912) ,  lan tas  

saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  memanggi l  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  BIN  H.  ADNAN untuk  berembug  bersama  guna  

membicarakan  dar i  mana  k i ra - k i ra  dana  i t u  d iambi l kan  

untuk  membiaya i  asurans i  te rsebu t ,  kemudian  atas  

kesepaka tan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  dan  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN untuk  menaruh  dana  te rsebu t  

dengan  is t i l a h  di t i t i p k an  pada  Kanto r  Kesbang l i nmas  

dalam  mata  anggaran  bantuan  f raks i - f raks i ,  h ingga  

akh i rnya  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  menanda  tang  ani  

Sura t  Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  

tangga l  01  Maret  2002.  Pada  waktu  saks i  MURKADI 

(pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama  Bumi  Putera  1912)  

menagih  premi  asurans i  kepada  saks i  SUTRIMO BIN SUBKHI,  

kemudian  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  menyuruh  saks i  
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MURKADI untuk  meminta  pembayaran  premi  asurans i  Anggota  

DPRD,  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Kendal  pada  

Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  Kendal  dengan  mengambi l  

uang  dar i  pos  bantuan  Fraks i - f raks i  sebesar  Rp.  

243.000 .000 , -  (dua  ra tus  empat  pu luh  t i ga  ju t a  rup iah )  

untuk  45  Anggota  DPRD yang  sebe lumnya  te lah  didahu lu i  

dengan  adanya  per jan j i a n  ker j a  sama  asurans i  anta ra  

Asurans i  J iwa  Bersama  Bumipute ra  1912  dengan  saks i  

SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  

sebaga imana  Sura t  Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  

016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  Tangga l  01  Maret  2002,  walaupun  

nyata - nyata  per tanggung jawaban  dar i  kanto r  

Kesbang l i nmas  te tap  disebu t  sebaga i  bantuan  f raks i -

f raks i .

- Bahwa  se lan ju t nya ,  da lam  rapa t  Pani t i a  Anggaran  pada  

sek i t a r  tangga l  11,  12,  13  14  dan  17  Maret  2003  saat  

saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  (Se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN 

(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  meminta  kepada  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  untuk  

dianggarkan  dana  purna  bhakt i  da lam  bentuk  Asurans i  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  dua ra tus  l ima  

belas  ju ta  rup iah ) ,  walaupun  pada  awalnya  Tim Penyusun  

Anggaran  kebera tan  dan  menolak  permin taan  te rsebu t  

dengan  alasan  t i dak  ada  dasar  hukumnya  /  atu rannya ,  

seh ingga  rapa t  te rsebu t  te r j ad i  dead lock ,  namun sete lah  

diadakan  per temuan  te rba tas  anta ra  saks i  SUTRIMO Bin  

SUBKHI,  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN dan  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  ber tempat  

di  ruang  Rapat  Gabungan  DPRD Kabupaten  Kendal ,  da lam 

per temuan  te rsebu t  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  mengatakan  

"bahwa  ia  te lah  melakukan  per jan j i a n  ker j asama  dengan  

Pimpinan  Asurans i  Bumi  Putera  Cabang  Purwoker to  dengan  

Sura t  No.  0161QPWI Ask/ lV /2003  tangga l  09 Januar i  2003,  

seh ingga  harus  di rea l i s a s i k an  dalam  TA.  2003  dan  

anggarannya  agar  d i t i t i p k an /  d isembuny ikan  pada  
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anggaran  Bagian  Kesejah te raan  sos ia l  Pemkab  Kendal  

ya i t u  da lam  pos  Peningka tan  Pres tas i  o lah raga  sebesar  

Rp.  500.000 .000 ,00  dika renakan  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  

menjaba t  sebaga i  Ketua  KONI,  sedangkan  s isanya  te rse rah  

Tim  Penyusun  Anggaran  yang  menempatkan  di  un i t  ker j a  

mana te rse rah  Tim Penyusun  Anggaran  " .  Atas  permin taan  

dar i  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  (se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN 

(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  te rsebu t  d i  atas  

akh i rnya  Terdakwa  menyetu ju i  anggaran  purna  bhakt i  

da lam bentuk  Asurans i  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  dua  ra tus  l ima  be las  ju t a  rup iah )  dan  

di t i n dak l an j u t i  dengan  memer in tahkan  kepada  saks i  PUJI  

RAHARJO,  S.  Sos. ,  se laku  Sekre ta r i s  Tim  Penyusun  

Anggaran  dan  atau  se laku  Kasubd in  Perencanaan  DPKD 

untuk  menganggarkan  dengan  cara  menuru t  i s t i l a h  mereka  

di t i t i p k an  pada  Anggaran  Peningka tan  Pres tas i  Olah  raga  

di  Bagian  Kese jah te raan  Sos ia l  Setda  Kabupaten  Kendal  

sebesar  Rp.500.000 .000 , - ,  sedangkan  s isanya  Rp.  

700.000 .000 , -  d i t i t i p k an  pada  Anggaran  Pembangunan  

ya i t u  Dinas  Peker j aan  Umum sebesar  Rp.  400.000 .000 , -  

dan  Dinas  Pengai ran  Rp.  300.000 .000 , -  ,  karena  apab i l a  

permin taan  te rsebu t  be lum  dise tu j u i  maka  RAPBD t i dak  

akan  dise tu j u i  I  d i t e t apkan  oleh  Dewan menjad i  APBD.

- Bahwa se lan ju t nya  pada  tangga l  17  Maret  2003  diadakan  

Rapat  Par ipu rna  kedua  yang  dihad i r i  o leh  se lu ruh  unsur  

Pimpinan  ya i t u  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI se laku  Pimpinan  

DPRD dan  seka l i gus  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM b in   H.  ADNAN se laku  Waki l  Ketua  DPRD 

seka l i gus  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  para  Waki l  

Ketua  DPRD dan  Anggota  DPRD ser ta  dar i  p ihak  eksekut i f  

ya i t u  Bupat i  Kendal  beser ta  ja j a r annya  yang  merupakan  

pembicaraan  tahap  ke  empat  dimana  dalam rapa t  te rsebu t  

agendanya  adalah  pembacaan  has i l  pembahasan  di  komis i -

komis i ,  Laporan  Pani t i a  Anggaran ,  Pendapat  Akhi r  Fraks i  

dan  kemudian  sete lah  RAPBD te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  
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se lu ruh  Anggota  DPRD yang  had i r  da lam rapa t  Par ipu rna ,  

maka  di te t apkan  RAPBD menjad i  APBD Kabupaten  Kendal  

dengan  Penetapan  SK.  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  

188.4 /903 /  OS/2003,  per iha l  Perse tu j uan  Rancangan  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  ten tang  Penetapan  

APBD TA.  2003  menjad i  Pera tu ran  Daerah  Nomor   4  Tahun  

2003 tangga l  19 Maret  2003.

- Bahwa  t i ndak  lan ju t  atas  ke lua rnya  Pera tu ran  Daerah  

Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  19  Maret  2003  ten tang  APBD 

te rsebu t ,  se lan ju t nya  masing- masing  Uni t  Ker ja  te rmasuk  

DPRD maupun  Sekre ta r i a t  DPRD membuat  Dokumen Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  beberapa  SK Bupat i  Kendal  

sebaga i  dasar  bagi  Pemegang  Kas  Sekre ta r i a t  DPRD saks i  

ABDUL ROCHMAN untuk  menyerahkan  uang  pener imaan  bag i  

anggota  DPRD  Kabupaten  Kendal  atas  Tunjangan  

Kesejah te raan  dan Bantuan  la i nnya  yang  di t uangkan  dalam 

SK Bupat i  Kendal  ya i t u  :

1. SK Bupat i  Nomor  170/281 /2003  tangga l  29  Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Uang Penghargaan  Pemda ;

2. SK  Bupat i  Nomor  170/2193 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  untuk  Rumah 

Tangga Dewan ;

3. SK  Bupat i  Nomor  170/190 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Dana  Kegia tan  

DPRD ;

4. SK  Bupat i  Nomor  170/188 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Bantuan  Dana  Untuk  Penyerapan  

Aspi ras i  Masyaraka t  ;

5. SK  Bupat i  Nomor  170/186 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Bantuan  Operas iona l  Khusus  Ketua  

dan Waki l  Ketua  ;

6. SK  Bupat i  Nomor  170/305 /2003  
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tangga l  20  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Dana Pel ipu tan  ;

7. SK  Bupat i  Nomor  170/189 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Biaya  Perawatan  dan 

Kesehatan  ;

8. SK  Bupat i  Nomor  170/185 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Bahan  Bakar  

Minyak  (BBM) ;

9. SK  Bupat i  Nomor  170/306 /2003  

tangga l  20  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Biaya  Telepon ,  

Bantuan  Ai r  Minum  dan  Bantuan  

Lis t r i k  ;

10. SK  Bupat i  Nomor  170/191 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Transpor tas i .

- Bahwa  berdasarkan  SK.  Bupat i  Kendal  te rsebu t  d i  atas  

dan  di l amp i r i  dengan  SK  Penun jukan  dan  Pengelo laan  

Keuangan  Belan ja  DPRD,  Pengesahan  Daf ta r  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  Sura t  Keputusan  Otor i sas i  

(SKO),  Sekre ta r i s  DPRD se laku  pengguna  anggaran  DPRD 

maupun  Sekre ta r i a t  DPRD mengajukan  Sura t  Permin taan  

Pembayaran  (SPP)  kepada  Kepala  DPKD Kab.  Kendal ,  untuk  

dibua tkan  Sura t  Per in t ah  Membayar  (SPM)  dan  dibua tkan  

cek  se jumlah  uang  untuk  penca i ran  kepada  BPD Cabang  

Kendal ,  se lan ju t n ya  Pemegang  Kas  saks i  ABDUL ROCHMAN 

mencai r kan  uang  te rsebu t  dan  digunakan  /  d ibayarkan  

kepada  45 orang  Anggota  DPRD Kab.  Kendal .

- Bahwa  penggunaan  anggaran  te rsebu t  seharusnya  

mendasarkan  pada beberapa  pera tu ran  anta ra  la i n  :

1. Undang- Undang 

Nomor  22  Tahun 

1999  ten tang  

Pemer in tahan  
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Daerah,  

khususnya  :

Pasal  70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  

ber ten tangan  dengan  kepent i ngan

umum,  Pera tu ran  Daerah  la i n  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  

Daerah  dan  atas  Kuasa  Pera tu ran  

Perundangan- undangan  yang  la i n  yang  

ber l aku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) :  Keputusan  sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  

Daerah  dan Pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  leb ih  t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan   Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah,  khususnya  :

Pasal  4 :  Pengelo laan  Keuangan  Daerah  di l akukan  

secara  te r t i b ,  taa t  pada  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendeka tan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa 

anggaran  dengan  pendekatan  k ine r j a  

ada lah  suatu  s is tem  anggaran  yang  

mengutamakan  upaya  pencapa ian  has i l  

ker j a  atau  outpu t  dar i  perencanaan  

alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  

t i ndakan  yang  berak iba t  penge lua ran  
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atas  beban  APBD apab i l a  t i dak  bersed ia  

atau  t i dak  cukup  te rsed ia  anggaran  

untuk  membiaya i  penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD  yang  disusun  dengan  pendeka tan  

k ine r j a    sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  8  memuat   anta ra  la i n  anggaran  

disusun  berdasarkan  sasaran  yang  

diha rapkan   menuru t   fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD  di l akukan  sehubungan  

dengan ;
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3.  Pasal  1  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37  Tahun  2001  

ten tang  Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim  dan  Pejaba t  

Negara .

- Adapun rea l i s as i  dar i  penggunaan  anggaran  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Tunjangan  Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  sebesar  Rp.  

234.501 .000 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 05

- Tunjangan Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  dianggarkan  

dalam  APBD Kab.  Kendal  TA  2003  sebesar  Rp.  

20.709 .675  x  12  =  Rp.  248.516 .100 , -  

d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  234.501 .000 , -  kepada  

Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  set i ap  bu lan ,  

seharusnya  t i dak  d ianggarkan  dan  t i dak  d ibayar  

seh ingga  pembayaran  te rsebu t  merug ikan  keuangan  

Negara  /  Daerah  karena  berdasarkan  Pasal  1  PP.  

Nomor  37 Tahun 2001 tangga l  18 Mei  2001 Pember ian  

tun jangan  perba i kan  penghas i l an  te rsebu t  harus  

dihen t i k an .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  
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Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama  45  Anggota  DPRD kepada  DPKD set i ap  

bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  2003,  kemudian  

DPKD menerb i t kan  SPMU (Sura t  Per in tah  Membayar  

Uang)  atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU te rsebu t  dan  membayarkan  kepada  

45 Anggota  DPRD Kab.  Kenda l .  

- Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No. Bulan Nomor dan tg l  SPP.
No.  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1
Januar

i

911/355 /2002 ;  23-

12- 2002

03;  02- 01-

2003

02- 01-

03

19.287 .30
0

2 Peb.
911/  17/2203 ;  24-

01- 2003

080;  03-

02- 2003

03- 02-

03

19.287 .30

0

3 Maret
911/26 /2003  ;  18-

02- 2003

165;  03-

03- 2003

03- 03-

03

19.287 .30
0

4 Apr i l
911/40 /2003  ;  26-

03- 2003

269;  01-

04- 2003

01- 04-

03

19.287 .30

0

5 Mei
911/ - 92/2003  ;  21-

04- 2003

527;  01-

05- 2003

01- 05-

03

19.287 .30

0

6 Jun i
911/127 /2003 ;  21-

05- 2003

880;  02-

06- 2003

02- 06-

03

19.723 .50
0

7 Ju l i
911/171 /2003 ;  19-

06- 2003

1246;  01-

072003

01- 07-

03

19.723 .50

0

8
Agustu

s

911/198 /2003 ;  21-

07- 2003

1552;  01-

08- 2003

01- 08-

03

19.723 .50

0

9 Sept .
911/235 /2003 ;  20-

08- 2003

1816;  01-

09- 2003

01- 09-

03

19.723 .50

0

10 Okt .
911/261 /2003 ;  29-

09- 2003

2199;  01-

10- 2003

01- 10-

03

19.723 .50

0

11 Nov.
911/292 /2003 ;  23-

10- 2003

2628;  03-

11- 2003

03- 11-

03

19.723 .50

0

12. Des
911/307 /2003 ;  06-

11- 2003

3069;01-

12- 2003

01- 12-

03

19.723 .50
0

234.501 .0

00

2. Tunjangan  Pani t i a  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  kode  

reken ing                                2 01 01 2 1  

1 01 06.
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- Tunjangan  Pani t i a  dianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal   TA  2003  sebesar  Rp.  

13.608 .000 , -  dan  te lah  dibe r i k an  kepada  Anggota  

Penggant i  Pani t i a  yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  

secara  te tap ,  sedangkan  penggant i an  di l akukan  

secara  ins i den t i l  j i ka  Pani t i a  Tetap  berha langan  

had i r  da lam  pelaksanaan  rapa t  dan  Tunjangan  

Pani t i anya  te tap  d ibayarkan  meskipun  Pani t i a  

Tetap  te rsebu t  d igan t i k an  oleh  Pani t i a  Penggant i  

dan te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  

ya i t u  .

1. Anggota  Penggant i  Pani t i a  

Musyawarah  ……Rp. 

6.048 .000 , -

2. Anggota  Penggant i  Pani t i a  

Anggaran  ………. Rp.  

5.670 .000 , -

3. Anggota  Penggant i  Pani t i a  

Rumah Tangga….Rp 

1.890 .000 , -

- Bahwa  set i ap  Anggota  Pani t i a  sebaga i  a la t  

ke lengkapan  DPRD  te lah  mempero leh  Tunjangan  

Pani t i a  sesua i  dengan  Kedudukan  Anggota  DPRD 

dalam  set i ap  kepan i t i a an .  Dengan  demik ian  te lah  

te r j ad i  dupl i kas i  pembayaran  kepada  Anggota  

Pani t i a  DPRD Kabupaten  Kendal  yang  merupakan  

kerug ian  keuangan  negara  /  daerah .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama Anggota  Penggant i  Pani t i a  DPRD kepada  

DPKD set i ap  bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  

2003,  kemudian  DPKD  menerb i t kan  SPMU (Sura t  

Per in t ah  Membayar  Uang)  atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU  te rsebu t  dan  

membayarkan  kepada  Anggota  Penggant i  Pani t i a  .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 
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Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan
Nomor dan tg l  

SPP.
No.  tg l  SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Janua

r i

911/349 /2002  ;  

23- 12- 2002

05;  02- 01-

2003

02- 01-

03
1.134 .000

2. Peb
911/14 /2003 ;  24-

01- 2003

079;  03- 02-

2003

03- 02-

03
1.134 .000

3. Maret
911/28 /2003 ;  18-

02- 2003

167;  03- 03-

2003

03- 03-

03
1.134 .000

4. Apr i l
911/42 /2003 ;  26-

03- 2003

268;  01- 04-

2003

01- 04-

03
1.134 .000

5. Mei
911/89 /2003 ;  21-

04- 2003

528;  01- 05-

2003

01- 05-

03
1.134 .000

6. Jun i
911/128 /2003 ;  21-

05- 2003

885;  02- 06-

2003

02- 06-

03
1.134 .000

7. Ju l i
911/177 /2003 ;  19-

06- 2003

1243;  01- 07-

2003

01- 07-

03
1.134 .000

8.
Agust

us

911/199 /2003 ;  21-

07- 2003

1556;  01- 08-

2003

01- 08-

03
1.134 .000

9. Sept .
911/243 /2003 ;  20-

08- 2003

1814;  01- 09-

2003

01- 09-

03
1.134 .000

10.
Oktob

er

911/267 /2003 ;  25-

09- 2003

2201;  01- 10-

2003

01- 10-

03
1.134 .000

11. Nov.
911/293 /2003 ;  23-

10- 2003

2633;  03- 11-

2003

03- 11-

03
1.134 .000

12. Des.
911/313 /2003 ;  06-

11- 2003

3073;  01- 12-

2003

01- 12-

03
1.134 .000

13.608 .000

3. Tunjangan Kesejahteraan  sebesar  Rp.  2.513 .823 .569 , -  

dengan kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 07 te rd i r i  

dar i  :

a.  Bantuan  Uang Penghargaan  Pemda sebesar  Rp.  

1.284 .875 .000 , -

- Bantuan  Uang  Penghargaan  Pemda  Kabupaten  

Kendal  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD Kenda l  

te l ah  dianggarkan  da lam APBD TA.  2003  sebesar  

Rp.  1.352 .500 .000 , -  dan  te lah  di rea l i s as i k an  

sebesar  Rp.  1.284 .875 .00 , -  (se te l ah  diku rang i  

PPh sebesar  Rp.  67.625 .000 , -  atau  5 % dar i  Rp.  

1.352 .500 .000 , - )  dan  te l ah  d ibe r i k an  set i ap  
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bulan  dalam  bentuk  tuna i  untuk  menambah 

penghas i l an  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  Kenda l ,  

bantuan  penghargaan  Pemda  te rsebu t  bukan  

merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  

DPRD.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/281 /2003  tangga l  29  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  3.000 .000 , - /  

bu lan .

2.  Waki l  Ketua :  Rp.  2.750 .000 , - /  

bu lan .   

3.  Anggota :  Rp.  2.000 .000 , - /bu lan

- Penca i ran  bantuan  uang  penghargaan  Pemda 

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam SK Bupat i .

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  uang  penghargaan  

Pemda  yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  

Kendal  TA  2003  te rsebu t ,  yang  di te r ima  oleh  

saks i  SUTRIMO  Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.  

34.200 .000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  

H.  ADNAN mener ima  sebesar  Rp.  31.350 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :  

No Bulan Nomor  dan Tgl  SPP
No.  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Janua

r i

911/350 /2002 ;  23-

12- 2002

04;  02- 01-

2003

02- 01-

03

111.250 .00

0

2. Peb
911/15 /2003 ;  24-

01- 2003

83;  03- 02-

2003

03- 02-

03
111.250 .000
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3. Maret
911/29 /2003 ;  18-

02- 2003

168;  03- 03-

2003

03- 03-

03
111.250 .000

4. Apr i l
911/41 /2003 ;  26- 03-

2003

270;  01- 04-

2003

01- 04-

03
111.250 .000

5. Mei
911/88 /2003 ;  21- 04-

2003

523;  01- 05-

2003

01- 05-

03
111.250 .000

6. Jun i
911/129 /2003 ;  21-

05- 2003

946;  02- 06-

2003

02- 06-

03
113.750 .000

7. Ju l i
911/173 /2003 ;  19- 06-

2003

1245;  01- 07-

2003

01- 07-

03
113.750 .000

8. Agust
911/200 /2003 ;  21- 07-

2003

1551;  01- 08-

2003

01- 08-

03
113.750 .000

9. Sept .
911/230 /2003 ;  20-

08- 2003

1811;  01-

09- 2003

01- 09-

03
113.750 .000

10. Okt
911/264 /2003 ;  25- 09-

2003

2200;  01- 10-

2003

01- 10-

03
113.750 .000

11. Nov
911/297 /2003 ;  23-

10- 2003

2632;  03-

11- 2003

03- 11-

03

.

113.750 .000

12. Des
911/310 /2003 ;  06- 11-

2003

3072;  01- 12-

2003

01- 12-

03
113.750 .000

1.352 .500 .00

0

b. Bantuan  Pemda untuk  Rumah Tangga  DPRD/  Sekwan 

sebesar   Rp.126.000 .000 , -

- Pembayaran  Bantuan  Pemda  Kendal  untuk  Rumah 

tangga  Pimpinan /  Anggota  DPRD dan  Sekwan te lah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  126.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  Mei  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  bag i  Pimpinan /Anggo ta  dan  

Sekre ta r i s  DPRD Kendal ,  bantuan  Pemda  untuk  

Rumah  Tangga  te rsebu t  bukan  merupakan  hak  

keuangan  Pimpinan  dan Anggota  DPRD /  Sekwan.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/193 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  6.000 .000 , - /  

tahun .

2. Waki l  

Ketua :  

Rp.  
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5.000 .000

, - / t ahun

3. Anggota :  

Rp.  

2.500 .000

, - /  

tahun .

4. Sekre ta r i

s :  Rp.  

2.500 .000

, -  /  

tahun

- Penca i ran  bantuan  Pemda  untuk  Rumah  Tangga  

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

penga juan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i   Kas :

No. Bula

n

No.SPP No. tg l . SP

MU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1 Mei 911/90 /2003 ;21

- 04- 2003

526;01-

05- 2003

01- 05-

03

126.000 .0
00

c.  Bantuan  Kegiatan  Dewan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  90.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  November  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/190 /2003  tangga l  23  Apr i l  
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2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp 

2.000 .000 , - ,  bantuan  Kegia tan  Dewan  te rsebu t  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas

No. Bulan
Nomor dan tg l .  

SPP

No.dan  tg l  

SPMU
Bukt i  Kas Jumlah

1. Nop
911/303 /2003 ;29

- 10- 2003

2699;05- 11-

2003
05- 11- 03

90.000 .00

0

d.  Bantuan  Penyerapan  Aspiras i  sebesar  Rp.  

67.500 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  kepada  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD te lah  di rea l i s a s i k an  

dan  te lah  dibe r i kan  da lam bentuk  tuna i  sebesar  

Rp.  67.500 .000 , -  setahun  seka l i  (bu lan  

November  2003)  sebaga i  tambahan  penghas i l an  

Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/188 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp.  

1.500 .000 , -  seh ingga  penge luaran  biaya  

Penyerapan  Aspi ras i  t i dak  sesua i  

perun tukannya .  Pember ian  bantuan  penyerapan  

asp i ras i  sebaga i  tambahan  penghas i l an  DPRD 

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.
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- Penca i ran  bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.   Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No
Bula

n
Nomor dan Tgl  SPP

No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Nop
911/304 /2003 ;  29-

10- 2003

2701 ;05 - 11-

2003

05- 11-

03

67.500 .0

00

e.  Tim Anggaran sebesar  Rp.  19.000 .000 , -

- Bantuan  untuk  Tim  Anggaran  te l ah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  Bahwa  penyusunan  

anggaran  belan ja  DPRD sampai  dengan  penetapan  

menjad i  APBD merupakan  tugas  pokok  dan  fungs i  

dar i  PRT,  Komis i  A dan  Pani t i a  Anggaran  DPRD 

ser ta  Sekwan.  Pani t i a  Anggaran  se la i n  

mempero leh  tun jangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Perda  Nomor  7  Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  

Keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  juga  te lah  mempero leh  

tun jangan  berupa  bantuan  Tim Anggaran .

- Pembayaran  te rsebu t  te l ah  di rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  19.000 .000 , -  ya i t u  masing- masing  

untuk  Tim  Anggaran  sebesar  Rp.  17.337 .500 , -  

dan  Sekre ta r i s  DPRD sebesar  Rp.  1.662 .500 , -  

sete lah  dipo tong  PPh sebesar  Rp.  1.000 .000 , -  

(5%  dar i  Rp.  20.000 .000 , - )  seh ingga  te r j ad i  

dup l i kas i  pembiayaan ,  yang  seharusnya  t i dak  

ada.  Tambahan  penghas i l an  bag i  Tim  Anggaran  

te rsebu t  bukan  merupakan  hak  pimpinan  /  
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anggota  DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Tim  Anggaran  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  Tim 

Anggaran .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Tim  Anggaran  yang  

dianggarkan  da lam APBD TA 2003  te rsebu t ,  yang  

di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.  950.000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

bin  H.  ADNAN sebesar  Rp.712.000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran  /  

Bukt i  Kas :

No

.

Bula

n

Nomor dan tg l  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Okt 911/277 /2003 ;06 -

10- 2003

2367;13-

10- 2003

13- 10-

03

20.000 .0
00

f .  Bantuan  Operasiona l  Khusus Pimpinan  sebesar  

Rp.  310.000 .000 , -

- Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  dalam APBD 

TA  2003  te lah  dianggarkan  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  Perubahan  APBD 

di tambah  sebesar  Rp.  100.000 .000 , -  d iber i kan  

kepada  Pimpinan  DPRD dan  te l ah  d i rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  310.000 .000 , -  dan  dibe r i kan  dalam 

dua  tahap  ya i t u  bu lan  Maret  2003  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  perubahan  Anggaran  

ya i t u  bu lan  Oktober  2003  sebesar  Rp.  

100.000 .000 , -

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/186 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an   sbb:

1.   Ketua :  Rp.  60.000 .000 , - /  
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tahun .

2.   Waki l  Ketua  masing2 :  Rp.  50.000 .000 , - /  

tahun .

- Penambahan  anggaran  te rsebu t  sebesar  

Rp.100.000 .000 , -  pada  APBD Perubahan  TA 2003  

t i dak  dise r t a i  a lasan  yang  je l as  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

te tap i  hanya  sebaga i  penyed iaan  anggaran  dan  

biaya  operas iona l  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

ada  karena  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

sebaga imana  te rmaksud  da lam  SK Bupat i  kepada  

Pimpinan  DPRD Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  operas iona l  

khusus  pimpinan  yang,  d ianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  

di te r ima  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.  

310.000 ,000 , -  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

Nomor dan tg l .SPP No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mare

t

911/50 /2003 ;27 -

03- 2003

264;31-

03- 2003

31- 03-

03

210.000 .0
00

2. Okt 911/270 /2003 ;03 -

10- 2003

2316- 10-

2003

06- 10-

03

100.000 .0

00

310.000 .0

00
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g. Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -

- Pember ian  Bantuan  Purna  bhakt i  dan  te lah  

di rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  kepada  

organ isas i  /  paguyuban  para  mantan  Anggota  

DPRD seharusnya  t i dak  ada  dan  t i dak  dibayarkan  

karena  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya  dar i  

pos  Tunjangan  Kese jah te raan .

- Penca i ran  Bantuan  Paguyuban  Purna  bhakt i  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Penge lua ran  /  

Bukt i  Kas :

No. Bula

n

Nomor  dan  tg l  

SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mei 911/113 /2003 ;0

7- 05- 2003

750;12-

05- 2003

12- 05-

03

5.000 .000 ,
00

h.  Bantuan  Pel iputan  Kepada  Wartawan  sebesar  

Rp.  14.400 .000 ,

- Bantuan  pel i pu tan  kepada  war tawan  d ianggarkan  

sebesar  Rp.  15.600 .000 , -  jumlah  te rsebu t  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  13  orang  

Wartawan  atas  dasar  SK  Bupat i  Kenda l  Nomor  

170/305 /2003  tangga l  20  Mei  2003  dengan  

per i nc i an  masing- masing  Rp.100.000 , - /bu lan .  

Pengelua ran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Bukan merupakan  kese jah te raan  Anggota  DPRD.

• Pada  laz imnya  Wartawan  te rsebu t  

d i l a r ang  mener ima  pembayaran  
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demik ian  untuk  menjaga  

independens inya  sebaga i  

Wartawan.

- Penca i ran  Bantuan  Pel i pu tan  kepada  Wartawan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  

pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas  

mencai r kan  SPMU dan membayarkan  kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bula

n

Nomor dan Tgl  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Janua

r i

911/117 /200 ;  12- 05-

2003

833;23- 05-

2003

23- 05-

03

1.100 .0
00

2.
Pebru

ar i

911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23- 05-

2003

23- 05-

03

1.100 .00

0

3. Maret
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23- 05-

2003

23- 05-

03

1.100 .00

0

4. Apr i l
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23- 05-

2003

23- 05-

03

1.100 .00

0

5. Mei
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12- 09-

2003

12- 09-

03

1.300 .00
0

6. Jun i
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12- 09-

2003

12- 09-

03

1.300 .00

0

7. Ju l i
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12- 09-

2003

12- 09-

03

1.300 .00

0

8.
Agust

us

911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12- 09-

2003

12- 09-

03

1.300 .00

0

9. Sept .
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003

03- 12-

03

1.200 .00

0

10
Oktob

er

911/336 /2003  ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003

03- 12-

03

1.200 .00

0

11. Nov.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003

03- 12-

03

1.200 .00

0

12. Des.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03- 12-

2003

03- 12-

03

1.200 .00

0
14.400 .0

00

i . Tunjangan Asuransi  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -
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- Tunjangan  Asurans i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

108.000 .000 , -  Jumlah  te rsebu t  ada lah  

pembayaran  untuk  premi  asurans i  pero rangan  

atas  Pol i s  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912  untuk  

atas  nama  se lu ruh  Pimpinan  /  Anggota  DPRD 

berdasarkan  Sura t  Per jan j i a n  Ker jasama  Nomor  

328/KC/SMGII I 1 I 2000  tangga l  1  Januar i  2000.  

Pembayaran  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -  te r sebu t  

untuk  premi  tahun  2003  dan  merupakan  bagian  

dar i  rangka ian  pembayaran  premi  l ima  tahun  

atas  po l i s  te rsebu t .

- Bahwa  premi  Asurans i  d ianggarkan  dan  

di rea l i s a s i k an  untuk  Bantuan  Purna  bhakt i  bag i  

Pimpinan /Anggota  DPRD.  Pengeluaran  te rsebu t  

seharusnya  t i dak  ada,  karena  bukan  merupakan  

hak  dar i  Pimpinan /Anggo ta  DPRD.

- Penca i ran  Tunjangan  Asurans i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  pihak  

AJB Bumipute ra  1912.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  asurans i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO bin  

SUBKHI  sebesar  Rp.2 .400 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  b in  H.  ADNAN  sebesar  Rp.  

2.400 .000 , -  ;  

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No.
Bula

n
Nomor dan tg l .  SPP

No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Apr i

l

911/64 /2003 ;  09-

04- 2003

374;  21- 04-

2003

21- 04-

03

108.000 .0

00

j .  Lain- la in  Bantuan sebesar  Rp.  56.287 .569 , -
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- Lain - la i n  bantuan  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 , -  (sembi l an  puluh  ju ta  rup iah )  

penge lua rannya  d ipe rgunakan  kepada  p ihak  

ket i ga  sebaga i  bantuan  sos ia l  sebesar  Rp.  

40.903 .500 , -  dan  dipe rgunakan  juga  untuk  

pembayaran  tag ihan  Telkomsel  atas  nama Ketua  

DPRD  se lama  11  bu lan  (se jak  Januar i  s/d  

November  2003)  sebesar  Rp.  15.384 .069 , -

- Seharusnya  la i n - la i n  bantuan  t i dak  

di rea l i s a s i k an  karena  penge lua ran  te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  tugas  pokok  dan  fungs i  

DPRD yang  t i dak  mengatu r  mengenai  pember ian  

bantuan  sos ia l  I  kemasyaraka tan  dan  bantuan  

tag ihan  b iaya  Telkomsel  bagi  Pimpinan  DPRD,  

karena  Pimpinan  DPRD te lah  dised iakan  rumah 

jaba tan  beser ta  per l engkapannya  te rmasuk  

te l epon .  Handphone  (HP)  pr ibad i  bukan  ala t  

per l engkapan  rumah  jaba tan  (bukan  barang  

inven ta r i s  Pemda Kab.  Kendal ) .

- Penca i ran  la i n - la i n  bantuan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD  menerb i t kan  SPMU  atas  nama 

Pemegang Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan 

membayarkan  kepada  pihak  ket i ga  /  masyaraka t  

dan PT.  Telkom.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  la i n - la i n  bantuan  yang  

dianggarkan  da lam  APED Kabupaten  Kenda l  T  A 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO 

Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.  56.287 .569 , -  sedangkan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN t i dak  

mener ima  .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor  dan Tgl .  SPP No.  dan tg l  Bukt i  Jumlah
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. SPMU Kas

1. Apr i l
911/62 /20 .93 ;  09-

04- 2003

350;  15- 04-

2003
15- 04- 03

30.000 .0

00

2. Apr i l
911/86 /2003 ;  21- 04-

2003

511;  29- 04-

2003
29- 04- 03

15.000 .0

00

3. Ju l i
91.1 /20612003;  28-

07- 2003

1504;  29- 07-

2003
29- 07- 03

30.000 .0

00
75.000 .0

00

k.  Dana  Penunjang  Kegiatan  sebesar  Rp.  

425.424 .000 , -  

- Dana  Penunjang  Kegia tan  dianggarkan  sebesar  

Rp.  450.000 .000 , -  te l ah  d i rea l i s a s i k an  dan  

dibayarkan  secara  tuna i  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  sebesar  Rp.  425.424 .000 , -  (se te l ah  

dipo tong- PPh sebesar  5  % =  Rp.  20.136 .000 , - )  

kepada  p impinan /  anggota  DPRD, pimpinan  f raks i  

dan  sta f  /  sekre ta r i a t  atas  dasar  SK Pimpinan  

DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  188.4 /900101 /2003  

tangga l  19  Maret  2003  ten tang  Pengelo laan  

Penjabaran  Dana  Penun jang  Kegia tan ,  te rd i r i  

dar i  :

• Operas iona l  Ketua  /  Waki l  Ketua  /  Anggota  

DPRD  Rp.  

339.150 .000 , -

• Kegia tan  Fraks i  dan Pimpinan  Fraks i  

Rp.   43.434 .000 , -

• Operas iona l  Sekre ta r i a t  DPRD 

Rp   27.840 .000 , -

• Lain - la i n  

Rp.   15.000 .000 , -

 

J  u m l  a h               Rp.  

425.424 .000 , -

- Seharusnya  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  
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t i dak  di rea l i s a s i k an  karena  menyimpang  dar i  

perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

pen je lasan  Pasa l  14  (1 )  huru f  e  Perda  No.7  

Tahun  2001  dan  d inya takan  bahwa  Biaya  

Penunjang  Kegia tan  ada lah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD  yang  t i dak  te rduga  dan  

penyed iaan  tenaga  ah l i  ser ta  peningka tan  

kapas i t as  leg i s l a t i f  (pengembangan  SDM).  

Berdasarkan  Keputusan  DPRD Kabupaten  Kendal  

Nomor  188.4 /170 /26 /2001  tangga l  13  November  

2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD Kab.  

Kendal ,  da lam Pasa l  33  c  :  da lam melaksanakan  

tugas ,  f raks i - f raks i  mendapat  bantuan  sarana  

dan  dukungan  tekn i s  admin is t r a s i  dar i  

Sekre ta r i a t  DPRD.

- Penca i ran  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  Pengguna  Anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD dan  Sta f  Sekre ta r i a t  

DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  dana  penun jang  keg ia tan  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA  2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.  32.100 .000 , -  

dan  saks i  ABDUL.  WACHID HASYIM BIN  H.  AD NAN 

sebesar  Rp.14 .820 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.

Bulan Nomor  dan  tg l  

SPP

No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Januar

i

911/353 /2003 ;23

- 12- 2003

07;02- 01-

2003

02- 01-

03

33.150 .0
00

2. Pebrua

r i

911/13 /2003 ;24 -

01- 2003

084;03-

02- 2003

03- 02-

03

33.150 .0

00
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3. Maret 911/31 /2003 ;18 -

02- 2003

170;03-

03- 2003

03- 03-

03

33.150 .0

00
4. Apr i l 911/41 /2003 ;26 -

03- 2003

270;01-

04- 2003

01- 04-

03

33.390 .0

00
Apr i l 911/66 /2003 ;09 -

04- 2003

349;15-

04- 2003

15- 04-

03

27.840 .0

00
5. Mei 911/88 /2003 ;21 -

04- 2003

523;01-

05- 2003

01- 05-

03

33.210 .0

00
Mei 911/142 /2003 ;28

- 05- 2003

976;04-

06- 2003

04- 06-

03

15.000 .0

00
6. Jun i 911/129 /2003 ;21

- 05- 2003

946;02-

06- 2003

02- 06-

03

33.810 .0

00
7. Ju l i 911/173 /2003 ;15

- 06- 2003

1245;01-

07- 2003

01- 07-

03

33.810 .0

00
8. Agust 911/200 /2003 ;21

- 07- 2003

1551;01-

08- 2003

01- 08-

03

33.810 .0

00
9. Sept 911/230 /2003 ;20

- 08- 2003

1811;01-

09- 2003

01- 09-

03

33.810 .0

00
10

.

Okt 911/264 /2003 ;25

- 09- 2003

2200;01-

10- 2003

10- 10-

03

33.810 .0

00
11

.

Nov 911/297 /2003 ;23

- 10- 2003

2632;03-

11- 2003

03- 11-

03

33.810 .0

00
12

.

Des 911/310 /2003 ;08

- 11- 2003

3072;01-

12- 2003

01- 12-

03

33.810 .0

00
445.560 .0

00

l .  Adkasi  sebesar  Rp.  7.337 .000 , -

- Pengelua ran  untuk  Asos ias i  Dewan  Kabupaten  

Selu ruh  Indones ia  (ADKASI)  te lah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  d ipergunakan  untuk  

per j a l anan  dinas  Pimpinan  DPRD dalam  rangka  

mengiku t i  keg ia tan  Adkas i  sebesar  Rp.  

24.224 .774 , -  dan  dar i  penge luaran  te rsebu t  

te rdapa t  ke leb ihan  biaya  per ja l anan  dinas  

sebesar  Rp.  7.337 .000 , -  meleb ih i  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam  SK  Bupat i  Kendal  Nomor  40  

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan  Honorar i um  

Pemer in tah  Kabupaten  Kenda l  Tahun  Anggaran  
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2003.

- Penca i ran  Adkas i  te r sebu t  d i l akukan  mela lu i  

penga juan  SPP kepada    Kepala   DPKD  oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i   o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD sesua i  Sura t  per i n t ah  

Ketua  DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Adkas i  yang  dianggarkan  

dalam  APBD Kabupaten  Kendal  TA 2003  te rsebu t  

yang  di t e r ima  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.1 .807 .000 , -  sedangkan  saks i  ABDUL  WACHID 

HASYIM bin  H.  ADNAN t i dak  mener ima.  

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran /Buk t i  

Kas :

No
Bula

n
Nomor dan Tgl .  SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Apr i

l

911/63 /2003 ;  09-

04- 2003

348 ;  15- 04-

2003
15- 04- 03

30.000 .0

00

4.  Bantuan  Perawatan  dan  Pengobatan  dengan  kode  

reken ing  2 01 01 2 1 1 04,  anta ra  la i n  te rd i r i  dar i  

:

- Bantuan  Kesehatan  sebesar  Rp.  267.500 .000 , -

Bantuan  Kesehatan  dalam APBD Kabupaten  Kendal  TA.  

2003  dianggarkan  sebesar  Rp.  270.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD 

sebesar  Rp.  267.500 .000 , -  d i te r imakan  secara  

tuna i  set i ap  bulan  masing- masing  Rp.  500.000 , -  

atas  dasar  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  170/  

189/2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  r inc i an  44  

orang  Pimpinan /Anggo ta  DPRD mener ima  se lama  12 

bulan  dan  1  orang  Anggota  Penggant i  anta r  waktu  

mener ima  se lama 7 bulan .
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- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada  karena  

tumpang  t i nd i h  dengan  Pol i s  Asurans i  AJB 

Bumipute ra  1912  berupa  Asurans i  Rawat  Inap  

Kesehatan  dan  Pembedahan  Anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  dan  Tunjangan  Kesehatan  dibe r i k an  dalam 

bentuk  Jaminan  Asurans i .

- Penca i ran  Bantuan  Kesehatan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggota  DPRD sesua i  d imaksud  SK 

Bupat i  Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  kesehatan  yang  

anggarkan  dalam  APB  Kabupaten  Kenda l  TA  2003  

te rsebu t  yang  d i t e r ima  oleh  saks i  SUTRIMO bin  

SUBKHI  sebesar  Rp.  6.000 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  b in  H.  ADNAN  sebesar  Rp.  

6.000 .000 , - .  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

Nomor dan tg l  SPP No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

01- 03-

03

22.000 .0
00

2. Peb 911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

02- 03-

03

22.000 .0

00
3. Mare

t

911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

01- 04-

03

22.000 .0

00
4. Apr i

l

911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

01- 03-

03

22.000 .0

00
5. Mei 911/93 /2003 ;21 -

04- 2003

525;01-

05- 2003

01- 05-

03

22.000 .0

00
6. Jun i 911/130 /2003 ;21 -

05- 2003

882;02-

06- 2003

02- 06-

03

22.500 .0

00
7. Ju l i 911/174 /2003 ;19 -

06- 2003

1247;01-

07- 2003

01- 07-

03

22.500 .0

00
8. Agus

t

911/201 /2003 ;21 -

07- 2003

1553;01-

08- 2003

01- 08-

03

22.500 .0

00
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9. Sept 911/229 /2003 ;20 -

08- 2003

1812;01-

09- 2003

01- 09-

03

22.500 .0

00
10

.

Okt 911/262 /2003 ;25 -

09- 2003

2204;01-

10- 2003

01- 10-

03

22.500 .0

00
11

.

Nov 911/291 /2003 ;23 -

10- 2003

2631;03-

11- 2003

01- 11-

03

22.500 .0

00
12

.

Des 911/308 /2003 ;06 -

11- 2003

3075;01-

12- 1003

01- 12-

03

22.500 .0

00
267.500 .0

00

5.  Pengembangan SDM dengan  kode  reken ing  2 01 01 2 1 

1 05 11

- Pelat ihan  Anggota  DPRD sebesar  Rp.  92.553 .250 , -

Pengelua ran  Pengembangan SOM (Pe la t i han  Anggota  

OPRO) dianggarkan  sebesar  Rp.  250.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  49.981 .250 , -

te rd i r i  dar i  :

* Biaya  Per ja l anan  Dinas  

Rp.  11.540 .000 , -

* Pengadaan Jasa  Konsu l t an /Mark  Up 

Rp.   28.747 .000 , -

* Keleb ihan  Uang Saku 

Rp.   36.310 .000 , -

* PPh Penyed ia  Jasa  

Rp.    15.956 .250 , -

J u m l  a h . . . .………………………... Rp.  

92.553 .250 ,

- Pembayaran  Biaya  Per ja l anan  Dinas  untuk  mengiku t i  

Seminar  leb ih  t i ngg i  dar i  pada  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 Tahun  

2002  ten tang  Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan Honorar i um  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seh ingga  te rdapa t  

ke leb ihan  pembayaran  sebesar  Rp.  11.540 .000 , -

- Pembayaran  Pengadaan  Jasa  Konsu l t an  untuk  

Pengembangan  SOM berupa  Study  In te rak t i f  d i  
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Kal i u r ang  Yogyakar ta  te rdapa t  ke leb ihan  sebesar

 Rp.  86.305 .000 , -  yang te rd i r i  dar i  :

* Mark  Up  Volume  Kamar  

Rp.  34.038 .750 , -

* Keleb ihan  pembayaran  uang  saku  peser ta      Rp.  

36.310 .000 , -

* PPh  Penyed ia  Jasa  

Rp.  15.956 .250 , -

- Pelaksanaan  pengadaan  jasa  konsu l t an  se lama  3 

( t i ga )  har i  o leh  Mi t ra  Buana  Consu l tan t  Semarang  

te l ah  menyimpang  dar i  KEPPRES Nomor  18 Tahun 2000  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Pengadaan  Barang  dan Jasa  

Pemer in tah  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  14  Tahun  

2003 ten tang  Pedoman Penatausahaan  APBO Kabupaten  

Kendal  karena  pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  

penun jukan  langsung  dan  penandatanganan  kont rak  

di l aksanakan  oleh  Ketua  DPRD dengan  Sura t  Nomor  

170A41/439 IDPRD tangga l  30  September  2003,  te l ah  

member ikan  per l akuan  khusus  kepada  rekanan  

te rsebu t  ya i t u  PPh  yang  seharusnya  menjad i  

kewaj i ban  rekanan  te rnya ta  te lah  dibebankan  pada  

APBD,  seh ingga  PPh  sebesar  Rp.  17.044 .176 , -  

d i tambahkan  pada  ni l a i  kont rak  dan  jumlah  

kamar /vo l ume  t i dak  sesua i  yang  te rcan tum  dalam 

kont rak ,  da lam ni l a i  kont rak  pember ian  uang  saku  

sebesar  Rp.  43.305 .000 , -  kepada  60  peser ta  t i dak  

sesua i  pu la  dengan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 

Tahun 2002 tangga l  24 November  2002.

- Penca i ran  Pengembangan  SDM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  p ihak  ket i ga  /  rekanan  Mi t ra  Buana  

Consu l t an t .
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- Bahwa  dar i  rea l i s as i  pengembangan  SDM  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  mener ima  

sebesar  Rp.  592.923 .250 . -  dan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  b in  H.  ADNAN  mener ima  sebesar  Rp.  

4.060 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor dan Tgl .  SPP
No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

 1 Sept
911/250 /2003  ;  18-

09- 2003

2179;  25- 09-

2003

25- 09-

03

250.000 .0

00

6. Biaya  Bahan Pakai  Habis  Kantor  dengan  kode  reken ing  

2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan  Biaya  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  kode  reken ing  2  01  01  2  1  201  

07

- Pengelua ran  Biaya  Bahan  Bakar  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  ada lah  pember ian  bantuan  

bahan  bakar  minyak  (BBM)  kepada  Ketua /Wak i l  

Ketua  DPRD,  Ketua  Komis i ,  Ketua  Pani t i a  Rumah 

Tangga  dan  Sekre ta r i s  DPRD dalam  bentuk  uang  

tuna i  dan  di t e r ima  set i ap  bu lan  berdasarkan  SK 

Bupat i  Kendal  Nomor  170/185 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003 dengan per inc i an  .

* Ketua :  1  X  Rp.3 .000 .000  /  

bu lan  ;

* Waki l  Ketua :  3  X  Rp.1 .500 .000  /  

bu lan  ;

* Komis i ,  PRT,Sekwan :  7  X  Rp.1 .000 .000  /  

bu lan  ;

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Dalam set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  

di  lua r  daerah  masing- masing  pener ima  te l ah  

mempero leh  uang  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  

atau  dian ta r  kendaraan  d inas  dengan  SPJ 
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Bukt i  pembel ian  BBM te rsend i r i .

• Masing- masing  pener ima  (  Pimpinan  /  Anggota  

DPRD )  te l ah  mempero leh  penghas i l an  te tap  

berupa  uang  paket  yang  dibayarkan  set i ap  

bulan  sebaga i  penggant i  uang t ranspor t  loka l  

Anggaran  yang  te rsed ia  te rsebu t  seharusnya  

digunakan  untuk  pengadaan  BBM dan  bukan  

dibayarkan  tuna i  kepada  Anggota  DPRD.

• Penca i ran  Bantuan  BBM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP  kepada  Kepala  DPKD 

oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  

DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  

SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  

nama Pemegang  Kas.  pemegang  Kas  mencai r kan  

SPMU dan  membayarkan  kepada  dimaksud  dalam 

SK Bupat i .

• Bahwa dar i  rea l i s as i  b iaya  bahan bakar  (SSM)  

yang  dianggarkan  da lam APSD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003 te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

bin  SUBKHI sebesar  Rp.36 .000 .000 , -  dan saks i  

ABDUL WACHID HASYIM b in  H.  ADNAN sebesar  

Rp.18 .000 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .0
00

2. Peb 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .0

00
3. Mare

t

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .0

00
4. Apr i

l

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .0

00
5. Mei 911/112 /2003 ;07

- 05- 2003

749;12- 05-

2003

12- 05-

03

14.500 .0

00
6. Jun i 911/162 /2003 ;12

- 06- 2003

1134;17-

06- 2003

17- 06-

03

14.500 .0

00
7. Ju l i 911/187 /2003 ;09 1380;15- 15- 07- 14.500 .0
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- 07- 2003 07- 2003 03 00
8. Agus

t

911/219 /2003 ;07

- 08- 2003

1709;13-

08- 2003

13- 08-

03

14.500 .0

00
9. Sept 911/244 /2003 ;10

- 09- 2003

1997;12-

09- 2003

12- 09-

03

14.500 .0

00
10

.

Okt 911/283 /2003 ;08

- 10- 2003

2443;17-

10- 2003

17- 10-

03

14.500 .0

00
11

.

Nov 911/314 /2003 ;08

- 10- 2003

2867;13-

11- 2003

13- 11-

03

14.500 .0

00
12

.

Des 911/349 /2003 ;05

- 12- 2003

3227;05-

12- 2003

05- 12-

03

14.500 .0

00
174.000 .0

00

b. Bantuan  Jasa  Kantor  sebesar  Rp.  341.117 .988 , -  kode  

reken ing  201 01 2 1 2 02

- Jasa  Kantor  d ianggarkan  sebesar  Rp.  468.000 .000 , -  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  Pimpinan  1 

Anggota  DPRD dan Sek.Wan te rd i r i  dar i  :

• Bantuan  Biaya  L is t r i k  kode  

reken ing  201012120201  sebesar  

……………………………………………………Rp. 

54.554 .870 , - ;

• Bantuan  Biaya  Telepon  kode  

reken ing  201012120202  sebesar  

……………………………………………………Rp. 

11.509 .958 , - ;

• Bantuan  Biaya  Ai r  kode  reken ing  

201012120203  sebesar  

…………………………………………………….Rp.75.053 .160

, - .

d i te r imakan  set i ap  bulan  berdasarkan  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  173/306 /2003  tangga l  20  Mei  2003  

dengan per inc i an  .

* Bantuan  Biaya  L is t r i k  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41  X 

Rp.500.000 , - /  bu lan
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* Bantuan  Telepon  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua  :  Sesuai  tag ihan .

- Ketua  Fraks i  :  7  x  Rp.  

50.000 , - /bu lan

* Bantuan  Ai r  Minum :  

- Ketua /Wak i l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41 X 

Rp.150.000 . - /bu lan

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  karena  

Biaya  Jasa  Kanto r  berupa  l i s t r i k ,  te l epon  dan ai r  

te l ah  dibayar   sesua i   tag ihan  

jasa  oleh  Sekre ta r i a t  DPRD dan  menyimpang  Tata  

Ter t i b  DPRD pasa l  33  huru f  c ,  dana  jasa  kanto r  

t i dak  boleh  dibayar  sebaga i  penghas i l an  bag i  para  

Anggota  DPRD sebaga i  jasa  kanto r .

- Penca i ran  Bantuan  L is t r i k ,  Bantuan  Telepon  dan  

Bantuan  Ai r  te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  

SPP  kepada  Kepala  DPKD  oleh  Pemegang  Kas 

dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang Kas.  Pemegang 

Kas  mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

dimaksud  dalam SK Bupat i .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

Bantuan  Biaya  L is t r i k  Rp.  254.554 .870 , -  :

No Bula

n

No.  dan tg l .SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00
0

2. Peb 911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
3. Mare

t

911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20-

500.000
4. Apr i

l

911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .00

0
5. Mei 911/91 /2003 ;21 - 521;12- 12- 05- 20.500 .00
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04- 2003 05- 2003 03 0
6. Jun i 911/132 /2003 ;21

- 05- 2003

884;02-

06- 2003

02- 06-

03

21.000 .00

0
7. Ju l i 911/176 /2003 ;19

- 06- 2003

1244;01-

07- 2003

01- 07-

03

21.000 .00

0
8. Agus

t

911/202 /2003 ;21

- 07- 2003

1554;01-

08- 2003

01- 08-

03

21.000 .00

0
9. Sept 911/231 /2003 ;20

- 08- 2003

1815;01-

09- 2003

01- 09-

03

21.000 .00

0
10

.

Okt 911/263 /2003 ;25

- 09- 2003

2205;01-

10- 2003

01- 10-

03

21.000 .00

0
11

.

Nov 911/296 /2003 ;23

- 10- 2003

2634;03-

11- 2003

03- 11-

03

21.000 .00

0
12

.

Des 911/309 /2003 ;06

- 11- 2003

3071;01-

12- 2003

01- 12-

03

21.000 .00

0
249.500 .00

0

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  l i s t r i k  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

BIN  H.  ADNAN  mempero leh  bag ian  sebesar  

Rp.3 .600 .925 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

Bantuan  Biaya  Telepon  Fraks i - f raks i  Rp.  11.509 .958 , -  :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l .SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/48 /2003 ;26 -

03- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

2. Peb 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

3. Mart 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

4. Apr i

l

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

5. Mei 911/114 /2003 ;07 -

05- 2003

751;12- 05-

2003

12- 05-

03

350.000

6. Jun i 911/164 /2003 ;12 -

06- 2003

1131;17-

06- 2003

17- 06-

03

350.000

7. Ju l i 911/217 /2003 ;07 - 1708;13- 13- 08- 350.000
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08- 2003 08- 2003 03
8. Agus

t

911/217 /2003 ;07 -

08- 2003

1708;13-

08- 2003

13- 08-

03

350.000

9. Sept 911/245 /2003 ;10 -

09- 2003

1998;12-

09- 2003

12- 09-

03

350.000

10

.

Okto 911/339 /2003 ;10 -

10- 2003

3174;03-

12- 2003

03- 12-

03

350.000

11

.

Nov 911/339 /2003 ; . . -

11- 2003

3174;03-

12- 2003

03- 12-

03

350.000

12

.

Des 911/339 /2003 ; . . -

11- 2003

3174;03-

12- 2003

01- 12-

03

350.000

4.200 .00

0

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  te l epon  

f raks i - f raks i  yang  dianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  TA 2003  te rsebu t  saks i  SUTRIMO 

BIN  SUBKHI  mempero leh  Rp.1 .231 .436 , -  dan  saks i  

ABDUL  WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN mempero leh  

bag ian  sebesar  Rp.1 .277 .224 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas

Bantuan  Biaya  Ai r  Minum Rp.  73.800 .000 ,  :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l  SPP No.  dan 

tg l .SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00
0

2. Peb 911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
3. Mare

t

911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
4. Apr i

l

911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
5. Mei 911/95 /2003 ;21 -

04- 2003

524;02-

06- 2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
6. Jun i 911/131 /2003 ;21 -

05- 2003

883;02-

06- 2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
7. Ju l i 911/175 /2003 ;19 -

06- 2003

1241;01-

07- 2003

01- 07-

03

6.150 .00

0
8. Agus

t

911/203 /2003 ;21 -

07- 2003

1555;01-

08- 2003

01- 08-

03

6.150 .00

0
9. Sept 911/232 /2003 ;20 -

08- 2003

1813;01-

09- 2003

01- 09-

03

6.150 .00

0
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10

.

Okt 911/265 /2003 ;25 -

09- 2003

2203;01-

10- 2003

01- 10-

03

6.150 .00

0
11

.

Nov 911/265 /2003 ;25 -

09- 2003

2203;01-

10- 2003

01- 10-

03

6.150 .00

0
12

.

Des 911/311 /2003 ;06 -

11- 2003

3070;01-

12- 2003

01- 12-

03

6.150 .00

0
73.800 .0

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  ai r  minum yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  bagian  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM BIN  H.  ADNAN mempero leh  bagian  sebesar  

Rp.2 .003 .160 , - .

7.  Biaya  Per ja lanan  Dinas  sebesar  Rp.  

979.641 .500 , -  (sembi l an  ra tus  tu juh  puluh  sembi l an  

ju ta  enam ra tus  empat  pu luh  satu  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) ,  yang te rd i r i  dar i  :

a. Biaya  Per ja l anan  Dinas  sebesar  Rp.  686.975 .000 , -  

(enam  ra tus  delapan  puluh  enam  ju ta  sembi lan  

ra tus  tu j uh  puluh  l ima  r ibu  rup iah )  kode  reken ing  

2  01  01  2  1  3  01.  Biaya  per j a l anan  dinas  dalam 

daerah  kode  reken ing  2  01  01  2  1  3  01  01  

dianggarkan  sebesar  Rp.  188.000 .000 , -  (se ra tus  

delapan  puluh  de lapan  ju ta  rup iah )  dan  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah  (kode  reken ing  2 

01  01  2  1  3  01  02)  sebesar  Rp.  1.400 .000 .000 , -  

(APBD  Rp.  800.000 .000 , -  +  APBD Perubahan  Rp.  

600.000 .000 , - )  sedangkan  rea l i s a s i n ya  sebesar  Rp.  

901.025 .000 . -  seh ingga  te rdapa t  ke leb ihan  ta r i f  

sebesar  Rp.  686.975 .000 ,  yang  te rd i r i  dar i  b iaya  

per j a l anan  dinas  dalam  daerah  sebesar  Rp.  

52.145 .000 ,  dan  b iaya  per ja l anan  dinas  ke lua r  

daerah  sebesar  Rp.  634.830 .000 , - .  Pembayaran  

di l akukan  dengan  ta r i f  Rp.  75.000 , -  s /d  Rp,  

1.000 .000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  
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090/280 /2003  ten tang  Standar i sas i  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  Tahun  2003.  Pembayaran  

seharusnya  adalah  dengan  ta r i f  Rp.  50.000 , -  s/d  

Rp.  380.000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  ( t i dak  

te rmasuk  uang  Transpor t  PP) ,  sesua i  dengan  Pasal  

14  ayat  (1 )  Perda  Nomor  7  Tahun  2001  dan  

pen je lasannya  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal  TA.  2003.

Sura t  Keputusan  Bupat i  Nomor  090/280 /2003  ten tang  

Standar i sas i  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  

dan Anggota  DPRD Kab.  Kendal  TA.  2003,  seharusnya  

t i dak  digunakan  sebaga i  dasar  menetapkan  ta r i f  

b iaya  per ja l anan  d inas  karena  melanggar  

pen je lasan  Pasa l  14  ayat  (1 )  huru f  c  Perda  Nomor  

7  Tahun  2001  ya i t u  pasa l  yang  mengatu r  bahwa 

ta r i f  b iaya  per j a l anan  dinas  Pimpinan /Anggo ta  

DPRD disesua i kan  dengan  keten tuan  yang  ber laku  

bag i  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  golongan  IV .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  b iaya  per ja l anan  dinas  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

bin  SUBKHI  Rp.67 .215 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  Rp.  

32.940 .000 , -

b.  Bantuan  Transportas i  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 3 01 03.

 Bantuan  Transpor t as i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

301.028 .400 , -  dan  d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  d ibe r i kan  kepada  Pimpinan /Anggota  

DPRD yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  masing- masing  

Rp.  557.460 , - .  Pember ian  Bantuan  Transpor t as i  

d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  

Hal .  187 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

170/191 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003 dengan  r inc i an  

42  orang  mener ima  se lama  12  bu lan  dan  3  orang  

mener ima  se lama  7  bulan .  Bantuan  t ranspor t as i  

te rsebu t  seharusnya  t i dak  d ianggarkan  dan  t i dak  

dibayarkan ,  karena  dalam set i ap  per ja l anan  dinas  

di  da lam dan ke lua r  daerah  masing- masing  pener ima  

te l ah  mempero leh  uang  t ranspor t  dar i  dan  ke  

tempat  tu j uan  atau  dian ta r  kendaraan  d inas  dengan  

SPJ bukt i  pembel i an  BBM te rsend i r i .   

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

No.dan  tg l .SPP No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/351 /2002 ;23 -

12- 2002

02;02- 01-

2003

02- 01-

03

23.413 .320

2. Peb 911/12 /2003 ;24 -

01- 2003

082;03-

02- 2003

03- 02-

03

23.413 .320

3. Mare

t

911/80 /2003 ;18 -

02- 2003

169;03-

03- 2003

03- 03-

03

23.413 .320

4. Apr i

l

911/43 /2003 ;26 -

03- 2003

267;01-

04- 2003

01- 04-

03

23.413 .320

5. Mei 911/87 /2003 ;21 -

04- 2003

522;01-

05- 2003

01- 05-

03

23.413 .320

6. Jun i 911/148 /2003 ;04 -

06- 2003

1002;09-

06- 2003

09- 06-

03

557.460

7. Jun i 911/133 /2003 ;21 -

05- 2003

881;02-

06- 2003

02- 06-

03

24.528 .240

8. Ju l i 911/172 /2003 ;19 -

06- 2003

1242;01-

07- 2003

01- 07-

03

25.085 .700

9. Agus

t

911/204 /2003 ;21 -

07- 2003

1557;01-

08- 2003

01- 08-

03

25.085 .700

10

.

Sept 911/266 /2003 ;25 -

09- 2003

2202;01-

10- 2003

01- 10-

03

25.085 .700

11

.

Okt 911/233 /2003 ;20 -

08- 2003

1810;01-

09- 2003

01- 09-

03

25.085 .700

12

.

Nov 911/295 /2003 ;23 -

10- 2003

2629;03-

11- 2003

03- 11-

03

25.085 .700

13

.

Des 911/312 /2003 ;06 -

11- 2003

3074;01-

12- 2003

01- 02-

03

25.085 .700

292.666 .50

0
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- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  t ranspor t as i  yang  

dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  Kenda l  TA  2003  

te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar  

Rp.  6.689 .520 , -  dan saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  AD 

NAN sebesar  Rp.6 .689 .520 , - .

8. Bantuan  Dana  Asuransi  Purna  Bhakt i  pada  Anggaran  

Belanja  Unit  Kerja  Lainnya.

Terdapat  Bantuan  Dana  Purna  bhakt i  yang  dibe r i k an  

dalam  bentuk  Premi  Asurans i  untuk  Bupat i ,  Waki l  

Bupat i  dan  Pimpinan /Anggo ta  DPRD yang  dibayarkan  

kepada  PT.  AJB  Bumipute ra  1912  sebesar  Rp.  

1.944 .000 .000 , -  dengan r i nc i an  sbb :

a.  Premi  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912 Pol i s  No.  

37692  sebesar  Rp.  729.000 .000 , - .  masa  pol i s  

asurans i  te r sebu t  adalah  Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  premi  per  tahun  sebesar  

Rp.  243.000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  kepada  

PI .  AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

729.000 .000 , -  dar i  sumber  dana  Anggaran  Belan ja  

Bantuan  Keuangan  (Bantuan  Fraks i - f raks i )  tahun  

2002 s/d  2004 yang  per tanggung  jawabannya  d ibawah  

penge lo l aan  Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  

Kendal .

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

713.927 .333 , -  -  Rp.  713.933 .333 , -  =  Rp.  6.000 , -  

te l ah  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  

Waki l  Bupat i  dan  45  orang  ya i t u  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  daf ta r  pembayaran  

Kla im  Asurans i  se jumlah  Rp.  713.933 .333 , -  ;

- Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  

37692  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  

SUTRIMO bin  SUBKHI  sebesar  Rp.7 .000 .000 , -  dan  
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saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN sebesar  

Rp.  6.000 .000 , - .

b. Premi  Asurans i  AJB 

Bumipute ra  1912  Pol i s  No.  

41708  sebesar  Rp.  

1.215 .000 .000 , -  masa  po l i s  

asurans i  te rsebu t  adalah  

Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  

premi  seka l i gus  sebesar  

Rp.  1.215 .000 .000 , -  yang  

te l ah  dibayarkan  kepada  

PT.  AJB  Bumipute ra  1912 

dar i  sumber  dana  Anggaran  

Belan ja  Tahun  2003  yang  

te rdapa t   d i t i t i p k an  

dengan  cara  disembuny ikan  

pada  beberapa  un i t  ker j a  

yang  berada  dibawah  Pemkab 

Kendal  dengan  jumlah  yang  

berbeda .

- Per tanggung jawaban  pembayaran  premi  asurans i  o leh  

masing- masing  uni t  ker ja  kepada  PT.  AJB 

Bumipute ra  1912  di l akukan  t i dak  sesua i  dengan  

penggunaannya  ,  dengan r i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :
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Uni t  Ker ja Jumlah  (Rp)                           M

ata  Anggaran
Nomor Jen is

- DPKD 15.000 .000 ,0

0

- Biaya  

Operas iona l
- Dinas  

Peker j aan  Umum

400.000 .000 ,

00

- -

- Dinas  

Pengai ran

300.000 .000 ,

00

- -

- Dinas  

Kesehatan  

Sos ia l

500.000 .000 ,

00

2.01 .03 .242 .0

4.13

Pemb.Pres tas

i  OR KONI

Jumlah 1.215 .000 .000

,00

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  

1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  1.179 .894 .000 , -  (Rp.  

1.179 .900 .000 , -  Rp.  6.000 , - )  yang  te l ah  d i t e r ima  

saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  untuk  d ibag i kan  kepada  

47  orang  ya i t u  Bupat i ,  Waki l  Bupat i  dan  45 

Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  daf ta r  pembayaran  

k la im  Asurans i  se jumlah  Rp.  1.179 .900 .000 , - .  

Ni la i  tuna i  te rsebu t  leb ih  rendah  sebesar  Rp.  

35.106 .000 , -  dar i  n i l a i  premi  sebesar  Rp.  

1.215 .000 .060 , .  karena  k la im  ni l a i  tuna inya  

di l akukan  tangga l  10  Maret  2004  sedangkan  ja tuh  

tempo  menuru t  Pol i s  Asurans i  ada lah  tangga l  31 

Ju l i  2004.

Pembebanan anggaran  untuk  premi  asurans i  te r sebu t  

te r j ad i     pada  saat  pembahasan  RAPBD ( te rmasuk  

anggaran  belan ja  DPRD)  anta ra  Pani t i a  Anggaran  

dengan Tim Penyusun  Anggaran .

Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  

41708  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO bin  SUBKHI  sebesar  Rp,  35.000 .000 , -  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN sebesar  
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Rp.30 .000 .000 , - .

Seharusnya  bantuan  dana Purna  bhakt i  da lam bentuk  

tun jangan  asurans i  te rsebu t  t i dak  d ianggarkan  dan  

dibayarkan  karena  menyimpang  dar i  Pera tu ran  

Pemer in tah  (PP)  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah  ,  khususnya  Pasa l  4,  10 ayat  (3 )  dan Pasal  

20 .

Dengan  demik ian  r i nc i an  pener imaan  masing- masing  

anggota  DPRD Kabupaten  Kenda l  Tahun Anggaran  2003 yang  

dipe ro l eh  secara  melawan  hukum  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1. SUTRIMO Rp.

669.991 .775 , -

2. H.  ABDUL WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN Rp.

173.814 .529 , -

3. H.  SUBCHAN NOER Rp.

152.568 .125 , -

4. Hj .  TATIK HERAWATI,SH Rp.

151.082 .258 , -

5. HADI PURNOMO Rp.

116.743 .920 , -

6. MUH. NASIR Rp.

117.594 .420 , -

7. Drs .  SUPARDI KASIH Rp.  

83.512 .120 , -

8. H.  HASANUDDIN SM.Ars ,  SE,  Msi Rp.

115.719 .420 , -

9. H.  BISRI  SAHID Rp.

113.846 .920 , -

10. H.  ABDUL AZIZ Rp.

117.191 .420 , -

11. Drs .  H.  SYUKRON, S.Sos Rp.

114.844 .420 , -

12. INDAR TRIADI Rp.

111.544 .420 , -
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13. SUYADI Rp.

109.889 .420 , -

14. H.  TASMU'I . Rp.

132.039 .420 , -

15.  ABDUL QUDUS 

NUH,S.Sos Rp.

111.782 .920 , -

16.  H.  ASFURI 

MUGHNI,S.Sos Rp.

138.252 .920 , -

17.  H.M YUDARTO

Rp. 110.274 .420 , -

18.  SUGIYONO Rp.

110.267 .420 , -

19.  H.  SUBUR 

WIDADI Rp. 111.291 .920 , -

20. H.  ARIFIN  KURSIN Rp.

109.341 .920 , -

21.  H.  SOFWAN HADI

Rp. 134.899 .420 , -

22.  H.M ABDULLAH

Rp. 110.946 .420 , -

23.  Dr .  H.  BAMBANG 

EKO LlSTANTO,S.Sos Rp.

112.704 .420 , -

24. H.  MASTUR K,  Bsc.  SH.  Msi Rp.

109.901 .920 , -

25.  Drs .DANIEL  

TOTO INDIYONO Rp.

111.049 .420 , -

26.  KASINO Rp.

118.650 .420 , -

27.  H.TOTOK S 

PRAWOTO Rp. 118.245 .420 , -

28. S.  ACHMAD SOCHARI Rp.

112.160 .920 , -
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29.  H.M SUBAGYO 

MUJIANTO Rp. 124.746 .420 , -

30.  H,M SALIMUN Rp.

111.721 .420 , -

31. Drs .  H.  AKHMAD NUR, S.Sos Rp.

111.355 .420 , -

32.  AGUS SAMIAJI

Rp. 106.998 .920 , -

33.  H.  PRAPTO 

UTOMO Rp. 112.074 .420 , -

34. H.  MUH YUSUF Rp.

107.030 .420 , -

35.  MASTUR UMAR 

SAID Rp. 115.731 .920 , -

36.  RAHMAT DA'WAH

Rp. 132.646 .420 , -

37. Drs .  H.  YAN SURYANA ILHAM Apt .MM Rp.

107.376 .920 , -

38.  H.  MUH DANIAL,  

BA Rp. 131.099 .420 , -

39. H.  MUNDJIJA T Rp.

113.754 .420 , -

40. H.  BAKRI MALIKA Rp.

119.910 .420 , -

41. Dra.  Hj .  MU'SHODAH AZIZI Rp.

111.804 .420 , -

42. H.  ACHMAD MUQODAM Rp.

110.231 .920 , -

43. H SUPARNO Rp.

116.114 .920 , -

44.  H.  ISMAIL Rp.

114.682 .420 , -

45. HF MAFUD SAEFUDIN,  NA Rp.

109.395 .120 , -

J u m l  a h ……..Rp.  

5.856 .827 .807 , -
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Sela in  d i t e r ima  oleh  masing- masing  anggota  DPRD Kab.  Kendal  

te rsebu t ,  Anggaran  Belan ja  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  Anggaran  

2003  yang  dibua t  dengan  cara  melawan  hukum juga  di te r ima  

oleh  eksekut i f  dan  pihak  ket i ga  se jumlah  Rp.  217.917 .500 ,  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Eksekut i f  :

Bupat i  (Asurans i  Purna  bhakt i ) Rp.    42.000 .000 , -

Waki l  Bupat i  (Asurans i  Purna  bhakt i ) Rp.    36.000 .000 , -

Sekwan dan Sekre ta r i a t  Dewan (ke leb i han  

biaya  per ja l anan  d inas  dan dana 

penun jang  keg ia tan ) Rp.  125.517 .500 , -

2. Pihak  ket i ga  (war tawan) Rp.  

14.400 .000 , -

 

J u m l  a h Rp.  

217.917 .500 , -

Dar i  rangka ian  perbua tan  te rsebu t ,  te l ah  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  dengan per inc i an  sbb :

A.  Anggaran Belanja  DPRD

1. Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  (TPP)  Rp.  

234.501 .000 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 05)

2. Tunjangan  Anggota  Penggant i  Pani t i a    Rp.  

13.608 .500 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 06)

3. Tunjangan  Kese jah te raan    Rp.

2.513 .823 .569 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 07)

4. Bantuan  Perawatan  dan  Pengobatan  /  Kesehatan  Rp.  

267.500 .000 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 04 01)

5. Pengembangan SDM  

Rp.     92.553 .250 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 05 05)

6. Bantuan  Bahan Bakar  Minyak  (BBM)                  Rp.  
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174.000 .000 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 201 07)

7. Jasa  Kanto r  Bantuan  Lis t r i k ,  Telepon ,  Ai r  

Rp.     341.117 .988 , -

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 2 02)

8. Biaya  Per ja l anan  Dinas

(kode  reken ing  2010121301)

a.  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Dalam Daerah Rp.  

52.145 .000 , - b. Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah               Rp.  

634.830 .000 , -

c.  Bantuan  

Transpor tas i  

Rp.    292.666 .500 , -

B.  Anggaran Belanja  Unit  Kerja  Lainnya

Bantuan  Dana Purna  Bhakt i

a. Kanto r  Kesbang l i nmas  ………………………………Rp.     243.000 .000 , -

b. DPU,  Dinas  Pengai ran ,  Bagian  KesSos,  DPKD    Rp.  

1.215 .000 .000 , -

Jumlah  A s/d  B     ……………………………………….Rp. 6.074 .745 .307 , -

- Bahwa perbua tan  Terdakwa te rsebu t  d i  atas  melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam :  

1. Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah,  khususnya  :

Pasal   70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  Umum,  Pera tu ran  Daerah  

la i n  dan pera tu ran  perundangan- undangan  yang  

leb ih  t i ngg i

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  Daerah  dan  

atas  Kuasa  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

la i n  yang  ber laku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) : Keputusan  sebaga imana  d imaksud  pada  

ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  
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kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  Daerah  dan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  Daerah,  

khususnya  :

Pasal   4 : Pengelo laan  Keuangan Daerah  di l akukan  secara  

te r t i b ,  taa t  pada Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang ber laku ,  ef i s i en ,  efek t i f ,  

t ransparan  dan ber tanggung  jawab  dengan  

memperhat i kan  azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa anggaran  

dengan pendekatan  k ine r j a  ada lah  suatu  

s is t em anggaran  yang  mengutamakan upaya  

pencapa ian  has i l  ker j a  atau  outpu t  dar i  

perencanaan  alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  t i ndakan  

yang  berak iba t  penge lua ran  atas  beban APBD 

apab i l a  t i dak  te rsed ia  atau  t i dak  cukup  

te rsed ia  anggaran  untuk  membiaya i  

penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

memuat  anta ra  la i n  anggaran  disusun  

berdasarkan  sasaran  yang  diha rapkan  menuru t  

fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD di l akukan  sehubungan  dengan :

a. K

e

b

i

j

a

k
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;

c. Ter jad i nya  

kebutuhan  yang  

mendesak .

3. Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37 Tahun  2001 Pasa l  1 ten tang  

Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  

bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim dan Pejaba t  Negara .

4. Keputusan  Pres iden  No.  18 Tahun  2000  ten tang  Pelaksanaan  

Pengadaan Barang  /  Jasa  Ins tans i  Pemer in tah ,  khususnya  :

Pasal  7 (3 ) : Tugas  pokok  kepa la  kanto r  /  satuan  ker j a  /  

pemimpin  proyek  /  bagian  proyek  /  pe jaba t  

yang  disamakan  dalam pengadaan  barang  /  jasa  

ada lah  :

h. menyiapkan  dan  melaksanakan  per jan j i a n  /  

kont rak  dengan  pihak  penyed ia  barang  /  

jasa .

Pasal  17 (4) : Penunjukan  langsung  ada lah  pengadaan  jasa  

konsu l t an  yang  penyed ia  jasanya  di ten tukan  

oleh  Kepala  kanto r / sa t uan  ker ja  /  pemimpin  
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proyek  /  bagian  proyek /pe jaba t  yang  

disamakan  /  d i t un j uk  dan di te r apkan  untuk  

pengadaan  jasa  dengan n i l a i  sampai  dengan  

Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah )  ;

5. Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  29  Tahun  2002  

tangga l  10  Jun i  2002  ten tang  Pedoman  Pengatu ran ,  

Per tanggung jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  ser ta  

Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  

Daerah  (APBD)  Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan  Daerah  dan  

Penyusunan  pengh i t ungan  APBD, khususnya  :

Pasal  19 (3) : Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  dan  

anggaran  berdasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum dalam Lampi ran  

VI I I ,  ya i t u  set i ap  alokas i  b iaya  yang  

di rencanakan  harus  dika i t k an  dengan  t i ngka t  

pe layanan  atau  has i l  yang  diha rapkan  dapat  

d icapa i .

Pasal  20 (1) : Usulan  program,  keg ia tan  dan anggaran  

set i ap  perangka t  daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  19 di tuangkan  dalam rencana  

anggaran  satuan  ker j a  (RASK) .

Pasal  55 (2) : Pengguna anggaran  d i l a rang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban belan ja  

daerah  untuk  tu j uan  la i n  dar i  pada yang  

di te t apkan .

6. Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  7  Tahun  2001  

ten tang  Kedudukan  Keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  

Anggota  Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  2 (1 ) : Dalam rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  DPRD 

atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan Belan ja  

Daerah  Kab.  Kendal  d ised iakan  penghas i l an  

te tap  pimpinan  dan anggota  DPRD.

Pasal  2 (2 ) : Sela in  penghas i l an  te tap  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 ) ,  sesua i  dengan kemampuan 

keuangan  daerah  dan keten tuan  yang ber laku  
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dised iakan  biaya  untuk  tun jangan  

kese jah te raan ,  b iaya  kesehatan ,  uang duka  

dan dana penun jang  keg ia tan .

Pasal  9 (1 ) : Anggota  DPRD da lam kedudukannya  sebaga i  

Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i a t  dan anggota  

Pani t i a  dibe r i k an  tun jangan  pan i t i a .

Pasal  10 (1) : Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  pimpinan  dan anggota  DPRD 

diber i k an  tun jangan  kesehatan  dan da lam ayat  

(2 )  d ibe r i k an  da lam bentuk  jaminan  asurans i .

Pasal  14 (1)  e : Untuk  ke lancaran  pe laksanaan  tugas  DPRD 

pada be lan ja  sekre ta r i a t  DPRD dised iakan  

biaya  penun jang  keg ia tan  dan besarnya  

di te t apkan  dalam ayat  (2 ) .

7. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Kendal  Nomor  :  

188.4 /170 /26 /2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  38 a : Menyusun  Rencana Rencana Ker ja  dan 

mengadakan  pembagian  ker j a  anta ra  Ketua  DPRD 

dengan waki l - waki l  Ketua  DPRD dan 

mengumumkannya dalam rapa t  par ipu rna .

Pasal  67 (1)  a : Pani t i a  Rumah Tangga mempunya i  tugas  

membantu  pimpinan  DPRD dalam menentukan  

keb i j a ksanaan  ke  rumah tanggaan  DPRD, 

te rmasuk  kese jah te raan  anggota  DPRD dan  

pegawai  sekre ta r i a t .

b : Membantu  pimpinan  DPRD dalam menentukan  

keb i j a ksanaan  anggaran  belan ja  DPRD.

8. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  40  Tahun  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  Lampi ran  VI I I  bahwa  biaya  uang  

har i an  /  lumpsum yang  melakukan  per ja l anan .

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  14  Tahun  2003  ten tang  
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Pedoman Penatausahaan  APBD Kabupaten  Kendal ,  pada  poin t  

8  (g )  :  Pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  penun jukan  

langsung ,  yang  seharusnya  dengan  pele l angan .  Penun jukan  

langsung  dan  penandatanganan  kont rak  d i l aksanakan  bukan  

oleh  pengguna  anggaran .

• Akiba t  perbua tan  Terdakwa  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  yang  seharusnya  ber jumlah  

Rp.  6.074 .745 .307 , -  (enam mi lya r  tu juh  puluh  

empat  ju t a  tu j uh  ra tus  empat  pu luh  l ima  r i bu  

t i ga  ra tus  tu juh  rup iah )  atau  sek i t a r  i t u  

sesua i  dengan  has i l  aud i t  BPKP Perwak i l an  

Jawa  Tengah  Nomor  :  LHA- 993/PWI I / 5 / 2006  

tangga l  3  Maret  2006  per iha l  Laporan  Hasi l  

Audi t  Inves t i ga t i f  atas  Anggaran  Belan ja  

DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  ser ta  Asurans i  Dana 

Purna  bhakt i .

Perbuatan  Terdakwa sebaga imana  dia tu r  dan d iancam 

pidana  dalam Pasa l  2 ayat  (1 )  jo  Pasa l  18 UU Nomor 31 Tahun  

1999 ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  

sebaga imana  te l ah  di rubah  dan d i t ambah  dengan UU Nomor 20 

Tahun 2001 ten tang  Perubahan  Atas  UU Nomor 31 Tahun 1999  

ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  Pasal  56 ke-

2 KUHP jo  Pasa l  64 (1 )  KUHP.

Lebih  Subsidai r  Lagi  :

Bahwa  ia  Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  SH,  MM.  Bin  

SOEKARDJONO berdasarkan  :

- SK.  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  Jawa  Tengah  

Nomor  :  821.1 /34607 /1986  tangga l  18 Desember  1986  te lah  

diangka t  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;

- SK.  Bupat i  Nomor  :  821.1 /4396 /2001  tangga l  14  Desember  

2001  te lah  diangka t  menjad i  Pj .  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Kendal  ;

- SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  903/111 /2003  tangga l  25  

Pebruar i  2003  ten tang  Penun jukan  Tim  Penyusun  dan  

Pembantu  Tekn is  Tim Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  
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Perh i t ungan  APBD  Kabupaten  Kendal ,  te l ah  diangka t  

menjad i  Ketua  Tim  Penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim 

Penyusun  RAPBD,  Perubahan  APBD dan  Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal ,

dengan  senga ja  member ikan  bantuan  atau  member ikan  

kesempatan ,  sarana  atau  kete rangan  untuk  di l akukannya  suatu  

ke jaha tan  kepada   saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Kendal  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN se laku  Waki l  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  per iode  1999- 2004  berdasarkan  SK 

Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  :  170/159 /1999  tangga l  20  

September  1999,  pada  waktu  dan  tempat  sebaga imana  

di j e l a skan  dalam dakwaan  Pr imai r  te r sebu t  d i  atas ,  d imana  

perbua tan  di l akukan  secara  beru lang- u lang  yang  ada  

hubungannya  sedemik ian  rupa  seh ingga  harus  dipandang  

sebaga i  satu  perbua tan  ber l an j u t ,  dengan  senga ja  

menguntungkan  di r i  send i r i  atau  orang  la i n  atau  suatu  

korporas i ,  menyalahgunakan  kewenangan  kesempatan  atau  

sarana  yang  ada padanya  karena  jaba tan  atau  kedudukan,  yang  

dapat  merug ikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara .

perbua tan  te rsebu t  d i l akukan  dengan  cara  anta ra  la i n  

sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  SH,  MM. bin  SOEKARDJONO 

yang  diangka t  sebaga i  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

903/111 /2003  tangga l  25 Pebruar i  2003  ten tang  Penunjukan  

Tim  Penyusun  dan  Pembantu  Tekn is  Tim  Penyusun  RAPBD,  

Perubahan  APBD dan  Perh i t ungan  APBD Kabupaten  Kendal ,  

mempunyai  tugas  menyusun,  mengka j i ,  mengkoord inas i kan ,  

mempers iapkan ,  dan  menggandakan  bahan  rancangan  APBD,  

perubahan  ser ta  perh i t ungan  APBD Kabupaten  Kendal  yang  

akan  dibahas  bersama dengan  DPRD Kabupaten  Kendal  dengan  

berpedoman  pada  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

ber tanggung  jawab  kepada  Bupat i ,  karena  i t u  da lam 

tugasnya  menyusun  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  

Belan ja  Daerah  (RAPBD)  Kabupaten  Kendal  khususnya  
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Anggaran  Belan ja  DPRD  Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  

seharusnya  berpedoman  atau  memperhat i kan  beberapa  

pera tu ran  perundang- undangan  yang ber laku  anta ra  la i n  :

1. Pera tu ran  

Pemer in tah  (PP)  

Nomor  37  Tahun 

2001  tangga l  18 

Mei  2001  ten tang  

Penghent i an  

Pember ian  

Tunjangan  

Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  

Pegawai  Neger i ,  

Hakim  dan  Pejaba t  

Negara .

2. Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  

(Kepmendagr i )  

Nomor  29  Tahun 

2002  tangga l10  

Jun i  2002  ten tang  

Pedoman 

Pengurusan ,  

Per tanggung  

jawaban  dan 

Pengawasan 

Keuangan  Daerah  

ser ta  Tata  Cara  

Penyusunan  

Anggaran  

Pendapatan  dan 

Belan ja  Daerah  

(APBD),  

Pelaksanaan  Tata  

usaha  Keuangan  
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Daerah  dan 

Penyusunan  

pengh i t ungan  APBD,  

khususnya  :

Pasal  19 (3)  :  Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  

dan  anggaran  berdasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum  dalam lampi ran  

VI I I  keputusan  in i .

Pasal  20 (1)  :  Usulan  Program,  Kegia tan  dan 

Anggaran  Daerah  sebaga imana  dimaksud  

dalam pasa l  da lam Rencana  Anggaran  Satuan  

Ker ja .

Pasal  20 (5)  : Format  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

dan cara  peng is i annya

te rcan tum dalam Lampi ran  IX  Keputusan  

in i .

Pasal  55 (2)  : Pengguna Anggaran  di l a r ang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban  

belan ja  Daerah  untuk  tu j uan  la i n  dar ipada  

yang  di te t apkan .

3. Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Kendal  

Nomor  7 Tahun 2001 

ten tang  Kedudukan  

Keuangan  Ketua ,  

Waki l  Ketua  dan 

Anggota  DPRD 

khususnya   Pasal  2 

:

(1 )  Dalam rangka  penye lenggaraan  keg ia tan  DPRD, 

atas  beban  anggaran  pendapatan  dan belan ja  daerah  

Kabupaten  Kendal  d ised iakan  penghas i l an  te tap  

pimpinan  dan anggota  DPRD sebaga i  ber i ku t  :

a) Uang Represen tas i .

b) Uang Paket .

c) Tunjangan  Jabatan .
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d) Tunjangan  Komis i .

e) Tunjangan  Khusus .

f ) Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an .

(2 )  Sela in  penghas i l an  dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  

in i  sesua i  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  dan  

keten tuan  yang  ber laku  dised iakan  biaya  untuk  :

a) Tunjangan  Kese jah te raan  ;

b) Biaya  kesehatan  ;

c) Uang duka  ;

d) Dana Penun jang  Kegia tan  ;

Pasal  9 (1 )  :  Anggota  DPRD da lam  kedudukannya  

sebaga i  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i s  

dan Anggota  Pani t i a  dibe r i kan  tun jangan  

pan i t i a .

Pasal10  (1 )  :  Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  pimpinan  dan anggota  

DPRD diber i kan  tun jangan  kesehatan .

Pasal10  (2 )  : Tunjangan  Kesehatan  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 )  pasa l  in i  d ibe r i kan  

dalam bentuk  jaminan  Asurans i .

4. Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kendal  

Nomor  40  Tahun 

2002  tangga l  24 

November  2002 

ten tang  

Standar i sas i  

Indeks  Biaya  

Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan 

Honorar i um  

Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  

2003,   Lampi ran  
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VI I I  bahwa  biaya  

uang  har ian  /  

lumpsum  yang  

melakukan  

per j a l anan  dinas  

bag i  Ketua ,  Waki l  

Ketua  dan  Anggota  

DPRD Kab.  Kendal  

d ise ta rakan  dengan  

PNS Golongan  IV .

5. Sura t  Keputusan  

Bupat i  Kendal  

Nomor  14  Tahun 

2003 tangga l  5 Mei  

2003  ten tang  

Pedoman  Penata -

usahaan  

Pelaksanaan  

Anggaran  

Pendapatan  Dan 

Belan ja  Daerah  

Kabupaten  Kendal .

6. Keputusan  Bupat i  

Kendal  Nomor  

903/111 /2003  

tangga l  25 

Pebruar i  2003 

ten tang  Penunjukan  

Tim  Penyusun  dan 

Pembantu  Tekn is  

Tim  Penyusun  

RAPBD,  Perubahan  

APBD  dan 

Perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  

mempunyai  tugas  
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menyusun,  

mengka j i ,  

mengkoord inas i kan ,  

mempers iapkan ,  dan 

menggandakan  bahan  

rancangan  APBD,  

perubahan  ser ta  

perh i t ungan  APBD 

Kabupaten  Kendal  

yang  akan  dibahas  

bersama  dengan  

DPRD  Kabupaten  

Kendal  dengan  

berpedoman  pada 

perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan 

ber tanggung  jawab  

kepada  Bupat i .

- Bahwa  da lam  kedudukannya  yang  demik ian  i t u  Terdakwa  

sete lah  mener ima  Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  

DPRD  Kabupaten  Kendal  TA.  2003  yang  te l ah  

di tanda tangan i  o leh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  

Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  langsung  meneruskan  RASK 

DPRD  dalam  RAPBD  tanpa  melakukan  perubahan  atau  

menolak ,  tanpa  melakukan  eva luas i  dan  ana l i s i s  untuk  

di l akukan  rev i s i ,  perubahan ,  penyempurnaan  atau  

menolak ,  meskipun  dalam rapa t  Tim te l ah  di i nga t kan  oleh  

saks i  Drs .  WARSA SUSILO,  MPd.  dan  saks i  PUJI  RAHARJO 

S.Sos  (mas ing - masing  se laku  Waki l  Ketua  dan  Sekre ta r i s  

Tim  Penyusun  Anggaran) ,  j i ka  RASK/RAB  DPRD te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ada  te ru tama  Pera tu ran  Daerah  Nomor  7 Tahun  2001,  akan  

te tap i  RAB DPRD te rsebu t  te tap  d imasukkan  dalam  RAPBD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003  dengan  alasan  hanya  ing in  

menjaga  hubungan  ba ik  anta ra  pihak  ekseku t i f  dengan  

leg i s l a t i f  dan  khawat i r  akan  ada  penolakan  LPJ  Bupat i  
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oleh  DPRD Kabupaten  Kendal .

Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  DPRD Kab.  Kendal  

TA.  2003 yang  d i t anda  tangan i  saks i  SUTRIMO BIN SUKHI  

ya i t u  :

No. U R A I  A N RINCIAN JUMLAH
1. Belanja  Tetap  dan 

Tunjangan pimpinan dan 

Anggota  DPRD :

Uang Representas i  :

- Ketua  :  1 x 1.260 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  3 x  

1.134 .000  x 12 =

- Anggota  :  41 x  

1.008 .000  x 12 =

15.120 .000

, -

40.824 .000

, -

495.036 .00

0, -

Rp.  

551.880 .000 , -

Uang Paket  :

- Ketua  :  25 % x  

1.260 .000  x 12 =

- Wk.Ketua  :  25 % x  

1.134 .000  x 12 =

- Anggota  :  25 % x  

1.008 .000  x 12 =

3.380 .000 ,

-

10.206 .000

, -

123.984 .00

0, -

Rp.  

137.970 .000 , -

Tunjangan Jabatan

- Ketua  :  50 % x  

1.260 .000  x 12 x 1 =

- Wk.Ketua  :  50 % x  

1.134 .000  x 12 x 3=

7.560 .000 ,

-

20.412 .000

, -

Rp.  

27.972 .000 , -
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Tunjangan Komisi  :

- Ketua  :  20 % x 630.000  

x 5 x 12 =

- Wk.Ketua  :  15 % x  

630.000  x 5 x 12 =

- Sekre t  :  15 % x 630.000  

x 5 x 12 =

- Angg :  10 % x 630.000  x  

26 x 12 =

7.560 .000 ,

-

5.670 .000 ,

-

5.670 .000 ,

-

19.656 .000

, -

Rp.  

38.556 .000 , -

Tunjangan Khusus :

- Tunj .  Kel /Be ras  :  

10.981 .800  x 12 =

- TPP :  20.709 .675  x 12 =

Tunj .  Pajak  :  6.211 .510  

x 12 =

131.781 .60

0, -

248.510 .10

0, -

75.538 .120

, -

Rp.  

454.835 .820 , -

Tunjangan Pani t i a  :

a.  Pani t i a  Musyawarah

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Wk.Ket .  :  10 % x  

630.000  x 3 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

15 x 12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 11 x 12 =

b.  Pani t i a  Anggaran

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Wk Ket  :  10 % x 630.000  

13.986 .000

, -

1.134 .000 ,

-

2.268 .000 ,

-

756.000 , -

5.670 .000 ,

-

Rp.  

40.509 .000 , -
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x 3 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

15 x 12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 11 x 12 =

c.  Pani t i a  Rumah Tangga

- Ketua  :  15% x 630.000  x  

1 x  12 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 12 =

- Angg :  5 % x 630.000  x  

7 x  12 =

- Angg Peng :  5 % x  

630.000  x 5 x 12 =

d.Pani t i a  Khusus

- Ketua  :  15 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Wk.Ket  :  10 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Sekre t  :  10 % x 630.000  

x 1 x 10 =

- Angg :  5 % 630.000  x 1 

x 10 =

4.158 .000 ,

-

13.986 .000

, -

1.134 .000 ,

-

2.268 .000 ,

-

756.000 , -

5.670 .000 ,

-

4.158 .000 ,

-

7.182 .000 ,

-

1.134 .000 ,

-

756.000 , -

756.000 , -

2.646 .000 ,

-

1.890 .000 ,

-

5.355 .000 ,

-

945.000 , -
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630.000 , -

630.000 , -

3.150 .000 ,

-
Tunjangan Kesejahteraan

a.Bantuan  Penghargaan 

Pemda

- Ketua  :  1 x 3.000 .000  x  

12 =

- Wk.Ketua  :  3 x  

2.750 .000  x 12 =

- Angg :  41 x 2.500 .000  x  

12 =

b.Bantuan Pemda untuk  RT 

Pimpinan,  Angg & Sekret

- Ketua  :  1 x 6.000 .000  =

- Wk.Ketua  :  3 x  

5.000 .000  =

- Angg :  41 x 2.500 .000  =

- Sekre t  :  1 x 2.500 .000  

=

c.Ban.Keg Dewan :  45 x 

2.000 .000  =

d.Ban.Penye .Asp i  :  45 x  

1.500 .000 , -

e.T im  Angg

f .S ta f f  Ahl i

g.Pembahasan  Reperda

h.Bantuan  Operas iona l  

Khusus  Pimpinan

i .Ban tuan  Paguyuban  

Purna  Bhakt i

j .Ban tuan  Pel i pu tan  13 x  

100.000  x 12 =

k.Tun jangan  Asurans i  45 

x 2.400 .000  =

1.365 .000 .

000

36.000 .000

, -

99.000 .000

, -

1.230 .000 .

000

126.000 .00

0, -

6.000 .000 ,

-

15.000 .000

102.000 .00

0, -

2.500 .000 ,

-

Rp.2 .727 .100 .

000

Rp.90.000 .000

, -

Rp.  

67.500 .000 , -

Rp.20 .000 .000

, -

Rp.50 .000 .000

, -

Rp.100.000 .00

0, -

Rp.210.000 .00

0, -

Rp.5 .000 .000 ,

-

Rp.15 .000 .000

, -

Rp.108.000 .00

0, -
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l . La i n - la i n  bantuan

m.Dana Penunjang  

Kegia tan

n.Adkas i

Rp.  

100.000 .000 , -

Rp.  

450.000 .000 , -

Rp.30 .000 .000
, -

Uang Duka :

- Uang Duka

- Pengangkutan  Jenazah

8.000 .000 ,

-

2.000 .000 ,

-

Rp.10.000 .000

, -

 

Bantuan Perawatan  & 

Pengobatan

Biaya  Perawatan  & 

Pengobatan  Loka l

- Bantuan  Kesehatan  :  45 

x 500.000  x 12

270.000 .00

0, -

Rp.360.000 .00

0, -

Biaya  General  Check Up

- Check  Up :  45 x 500.000

- Rawat  Inap  :  45 x  

300.000

22.500 .000

, -

13.500 .000

, -

Pengembangan SDM 

Pelat ihan  Anggota  DPRD

- Pela t i han

- Seminar

- Lemhanas

250.000 .00

0, -

50.000 .000

, -

170.000 .00

0, -

Rp.  

470.000 .000
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2. Belanja  Barang & Jasa 

Biaya  Bahan Pakai  Habis  

Kantor  

Biaya  Bahan Bakar

- Ketua  :  1 x 4.000 .000  x  

12 =

- Wk.Ket  :  3 x 2.250 .000  

x 12 

- Kom,PRT &Sekwan 7 x  

1.500 .000  x 12

255.000 .00

0, -

48.000 .000

, -

81.000 .000

, -

126.000 .00

0, -

Rp.692.000 .00

0, -

Jasa Kantor  :

Biaya  List r i k

- Pimpinan  :  2.500 .000  x  

12 =

- Anggota  :  500.000  x 42 

x 12 =

282.000 .00

0, -

30.000 .000

, -

252.000 .00

0, -

Rp.437.000 .00

0, -

Biaya  Telepon

- Pimpinan  :  2.500 .000  x  

12 =

- Subs id i  Fraks i  :  50.000  

x 7 x 12 =

34.200 .000

, -

30.000 .000

, -

4.200 .000 ,

-
Biaya  Air

Pimpinan  :  1.250 .000  x  

12 =

15.000 .000

, -

15.000 .000

, -
Langganan Surat  Kabar

Biaya  Pakaian  Dinas

PSH :  2 x 45 x 400.000  =

PSR :  1 x 45 x 600.000  =

10.800 .000

, -

63.000 .000

, -

36.000 .000

, -

27.000 .000

, -
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3. Belanja  Per ja lanan  Dinas

Biaya  Per ja lanan  Dinas  

Dalam Daerah

Kunj .Ke r .Komis i

- Kom ABCE :  4 x  5 x  25 x  

12 x 15.000  =

- Kom D :  1 x 825 x 12 x  

15.000  =

Kunj .Ke r .Pansus  :  

2x2x20x10x15.000

Kunjungan  Ker ja  Dalam 

Daerah   

188.000 .00

0, -

90.000 .000

, -

36.000 .000

, -

12.000 .000

, -

50.000 .000

, -

Rp.1 .289 .028 .

400

Biaya  Per ja lanan  Dinas  

Keluar  Daerah

- Kunjungan  Ker ja  Keluar  

Daerah

- Per j .D i nas  Pimpinan  dan 

Anggota

Bantuan  Transpor tas i  :  

45 x 557.460x12

800.000 .00

0, -

650.000 .00

0, -

150.000 .00

0, -

301.028 .40

0, -

- Bahwa  pada  tangga l  30  Januar i  2003  diadakan  Rapat  

Par ipu rna  Tahap  I  ya i t u  Bupat i  menyampaikan  nota  

keuangan  RAPBD,  rapa t  par ipu rna  te rsebu t  meminta  

perse tu j uan  DPRD atas  RAPBD Kabupaten  Kendal  tahun  

2003.

- Bahwa sete lah  Bupat i  menyampaikan  Nota  Keuangan  RAPBD 

TA.2003  kemudian  Anggota  Dewan  menyampaikan  pandangan  

umum  atas  RAPBD  te rsebu t  dan  se lan ju t nya  Bupat i  

menjawab pandangan  umum dar i  Anggota  Dewan te rsebu t .

- Bahwa  pada  tangga l  26  Pebruar i  2003  diadakan  rapa t  

Pani t i a  Anggaran  per tama  d i i ku t i  o leh  Pimpinan  dan  

Anggota  Pani t i a  Anggaran  ser ta  Tim  Penyusun  Anggaran  

bersama se lu ruh  Kepala  Dinas ,  Kepala  Kanto r  I  Badan dan  
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Kepala  Bagian  d i  l i ngkungan  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal ,  untuk  menyusun  pedoman  yang  akan  dipaka i  

sebaga i  acuan  pembahasan  di  Rapat  Komis i .  Rapat  

d ip imp in  oleh  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  se laku  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  dan Bupat i  Kenda l .

- Bahwa mula i  tangga l  26,  27,  28,  Pebruar i  2003  dan  5,  6  

dan  7  Maret  2003  Komis i - komis i  mengadakan  pembahasan  

RAPBD te rsebu t ,  sesua i  dengan  b idang  tugas  masing-

masing  komis i  d i i ku t i  o leh  dan  atau  bersama  Dinas  /  

Kanto r  /  Badan  dan  Kabag  te rka i t .  Komis i  A  yang  

ber tugas  mengka j i  anggaran  secara  kese lu ruhan  baik  

Anggaran  Eksekut i f  maupun Anggaran  Leg is l a t i f  (anggaran  

DPRD),  khusus  untuk  Anggaran  Legis l a t i f  sama  seka l i  

t i dak  dika j i  /  t i dak  dipe rmasa lahkan  oleh  Komis i  A 

dengan  alasan  kehab isan  waktu  karena  meni t i k be ra t kan  

eva luas i  te rhadap  Anggaran  Belan ja  Eksekut i f .

- Bahwa  te l ah  ada  tawaran  Asurans i  Purna  bhakt i  dar i  

saks i  YUSMANI  dan  WARSIMIN  (mas ing- masing  se laku  

pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama Bumi  Putera  1912) ,  lan tas  

saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  memanggi l  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  b in  H.  ADNAN untuk  berembug  bersama  guna  

membicarakan  dar i  mana  k i ra - k i ra  dana  i t u  d iambi l kan  

untuk  membiaya i  asurans i  te rsebu t ,  kemudian  atas  

kesepaka tan  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  dan  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM b in  H.  ADNAN untuk  menaruh  dana  te rsebu t  

dengan  is t i l a h  di t i t i p k an  pada  Kanto r  Kesbang l i nmas  

dalam  mata  anggaran  bantuan  f raks i - f raks i ,  h ingga  

akh i rnya  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  menandatangan i  Sura t  

Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  016/QPW/ASK/ I I 1 I 2002  

tangga l  01  Maret  2002.  Pada  waktu  saks i  MURKADI 

(pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama  Bumi  Putera  1912)  

menagih  premi  asurans i  kepada  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI,  

kemudian  saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  menyuruh  saks i  

MURKADI untuk  meminta  pembayaran  premi  asurans i  Anggota  

DPRD,  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Kendal  pada  

Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  Kendal  dengan  mengambi l  
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uang  dar i  pos  bantuan  f raks i - f raks i  sebesar  Rp.  

243.000 .000 , -  (dua  ra tus  empat  pu luh  t i ga  ju t a  rup iah )  

untuk  45  Anggota  DPRD yang  sebe lumnya  te lah  didahu lu i  

dengan  adanya  per jan j i a n  ker j a  sama  asurans i  anta ra  

Asurans i  J iwa  Bersama  Bumipute ra  1912  dengan  saks i  

SUTRIMO bin  SUBKHI  se laku  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  

sebaga imana  Sura t  Per jan j i a n  Asurans i  Nomor  :  

016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  tangga l  01  Maret  2002,  walaupun  

nyata - nyata  per tanggung jawaban  dar i  kanto r  

Kesbang l i nmas  te tap  disebu t  sebaga i  bantuan  f raks i -

f raks i .

- Bahwa  se lan ju t nya ,  da lam  rapa t  Pani t i a  Anggaran  pada  

sek i t a r  tangga l  11,  12,  13  14  dan  17  Maret  2003  saat  

saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  (Se laku  Ketua  Pani t i a  

Anggaran)  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN 

(se laku  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  meminta  kepada  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  untuk  

dianggarkan  dana  Purna  bhakt i  da lam  bentuk  Asurans i  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  dua ra tus  l ima  

belas  ju ta  rup iah ) ,  walaupun  pada  awalnya  Tim Penyusun  

Anggaran  kebera tan  dan  menolak  permin taan  te rsebu t  

dengan  alasan  t i dak  ada  dasar  hukumnya  /  atu rannya ,  

seh ingga  rapa t  te rsebu t  te r j ad i  dead lock ,  namun sete lah  

diadakan  per temuan  te rba tas  anta ra  saks i  SUTRIMO bin  

SUBKHI,  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN dan  

Terdakwa  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  Anggaran  ber tempat  

di  ruang  Rapat  Gabungan  DPRD Kabupaten  Kendal ,  da lam 

per temuan  te rsebu t  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  mengatakan  

"bahwa  ia  te lah  melakukan  per jan j i a n  ker j asama  dengan  

Pimpinan  Asurans i  Bumi  Putera  Cabang  Purwoker to  dengan  

Sura t  No.  016/QPWI Ask/ lV /2003  tangga l  09 Januar i  2003,  

seh ingga  harus  di rea l i s a s i k an  dalam  TA.  2003  dan  

anggarannya  agar  d i t i t i p k an / d i s embuny i kan  pada  anggaran  

Bagian  Kesejah te raan  

Sos ia l  Pemkab  Kendal  ya i t u  da lam  pos  Peningka tan  

Pres tas i  o lah  raga  sebesar  Rp.  500.000 .000 ,00  
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dika renakan  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  menjaba t  sebaga i  

Ketua  KONI,  sedangkan  s isanya  te rse rah  Tim  Penyusun  

Anggaran  yang  menempatkan  di  un i t  ker j a  mana te rse rah  

Tim  Penyusun  Anggaran  " .  Atas  permin taan  dar i  saks i  

SUTRIMO Bin  SUBKHI  (se laku  Ketua  Pani t i a  Anggaran)  dan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN (se laku  Waki l  

Ketua  Pani t i a  Anggaran)  te rsebu t  d i  atas  akh i rnya  

Terdakwa  menyetu ju i  anggaran  purna  bhakt i  da lam bentuk  

Asurans i  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  dua  

ra tus  l ima  belas  ju ta  rup iah )  dan  di t i n dak l an j u t i  

dengan  memer in tahkan  kepada  saks i  PUJI  RAHARJO,  S.  

Sos. ,  se laku  Sekre ta r i s  Tim Penyusun  Anggaran  dan  atau  

se laku  Kasubd in  Perencanaan  DPKD untuk  menganggarkan  

dengan  cara  menuru t  i s t i l a h  mereka  di t i t i p k an  pada  

Anggaran  Peningka tan  Pres tas i  Olah  raga  di  Bagian  

Kesejah te raan  Sosia l  Setda  Kabupaten  Kendal  sebesar  Rp.  

500.000 .000 , -  sedangkan  s isanya  Rp.  700.000 .000 , -  

d i t i t i p k an  pada  Anggaran  Pembangunan  ya i t u  Dinas  

Peker j aan  Umum sebesar  Rp.  400.000 .000 , -  dan  Dinas  

Pengai ran  Rp.  300.000 .000 , -  ,  karena  apab i l a  permin taan  

te rsebu t  be lum  dise tu j u i  maka  RAPBD  t i dak  akan  

dise tu j u i  /  d i t e t apkan  oleh  Dewan menjad i  APBD.

- Bahwa se lan ju t nya  pada  tangga l  17  Maret  2003  diadakan  

Rapat  Par ipu rna  kedua  yang  dihad i r i  o leh  se lu ruh  unsur  

pimpinan  ya i t u  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI se laku  Pimpinan  

DPRD dan  seka l i gus  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  saks i  ABDUL 

WACHID HASYIM b in  H.  ADNAN se laku  Waki l  Ketua  DPRD 

seka l i gus  Waki l  Ketua  Pani t i a  Anggaran ,  para  Waki l  

Ketua  DPRD dan  Anggota  DPRD ser ta  dar i  p ihak  eksekut i f  

ya i t u  Bupat i  Kendal  beser ta  ja j a r annya  yang  merupakan  

pembicaraan  tahap  keempat  dimana  dalam  rapa t  te rsebu t  

agendanya  adalah  pembacaan  has i l  pembahasan  di  Komis i -

komis i ,  Laporan  Pani t i a  Anggaran ,  Pendapat  akh i r  f raks i  

dan  kemudian  sete lah  RAPBD te rsebu t  d ise tu j u i  o leh  

se lu ruh  Anggota  DPRD yang  had i r  da lam rapa t  par ipu rna ,  

maka  di te t apkan  RAPBD menjad i  APBD Kabupaten  Kendal  
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dengan  Penetapan  SK.  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  

188.4 /903 /OS/2003 ,  per iha l  Perse tu j uan  Rancangan  

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  ten tang  Penetapan  

APBD TA.  2003  menjad i  Pera tu ran  Daerah  Nomor   4  Tahun  

2003 tangga l  19 Maret  2003.

- Bahwa  t i ndak  lan ju t  atas  ke lua rnya  Pera tu ran  Daerah  

Nomor  4  Tahun  2003  tangga l  19  Maret  2003  ten tang  APBD 

te rsebu t ,  se lan ju t nya  masing- masing  Uni t  Ker ja  te rmasuk  

DPRD maupun  Sekre ta r i a t  DPRD membuat  Dokumen Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  beberapa  SK Bupat i  Kendal  

sebaga i  dasar  bagi  Pemegang  Kas  Sekre ta r i a t  DPRD saks i  

ABDUL ROCHMAN untuk  menyerahkan  uang  pener imaan  bag i  

anggota  DPRD  Kabupaten  Kendal  atas  Tunjangan  

Kesejah te raan  dan Bantuan  la i nnya  yang  di t uangkan  dalam 

SK Bupat i  Kendal  ya i t u  :

1. SK  Bupat i  Nomor  170/281 /2003  

tangga l  29  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Uang  Penghargaan  

Pemda ;

2. SK  Bupat i  Nomor  170/2193 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan    Untuk  Rumah 

Tangga Dewan ;

3. SK  Bupat i  Nomor  170/190 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Dana  Kegia tan  

DPRD ;

4. SK  Bupat i  Nomor  170/188 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Bantuan  Dana  Untuk  Penyerapan  

Aspi ras i  Masyaraka t  ;

5. SK  Bupat i  Nomor  170/186 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Bantuan  Operas iona l  Khusus  Ketua  

dan Waki l  Ketua  ;

6. SK  Bupat i  Nomor  170/305 /2003  
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tangga l  20  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Dana Pel ipu tan  ;

7. SK  Bupat i  Nomor  170/189 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Biaya  Perawatan  dan 

Kesehatan  ;

8. SK  Bupat i  Nomor  170/185 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Bahan  Bakar  

Minyak  (BBM) ;

9. SK  Bupat i  Nomor  170/306 /2003  

tangga l  20  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Biaya  Telepon ,  

Bantuan  Ai r  Minum  dan  Bantuan  

Lis t r i k  ;

10. SK  Bupat i  Nomor  170/191 /2003  

tangga l  23  Apr i l  2003  ten tang  

Pember ian  Bantuan  Transpor tas i .

- Bahwa  berdasarkan  SK.  Bupat i  Kendal  te rsebu t  d i  atas  

dan  di l amp i r i  dengan  SK  Penun jukan  dan  Pengelo laan  

Keuangan  Belan ja  DPRD,  Pengesahan  Daf ta r  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  ser ta  Sura t  Keputusan  Otor i sas i  

(SKO),  Sekre ta r i s  DPRD se laku  Pengguna  Anggaran  DPRD 

maupun  Sekre ta r i a t  DPRD mengajukan  Sura t  Permin taan  

Pembayaran  (SPP)  kepada  Kepala  DPKD Kab.  Kendal ,  untuk  

dibua tkan  Sura t  Per in t ah  Membayar  (SPM)  dan  dibua tkan  

cek  se jumlah  uang  untuk  penca i ran  kepada  BPD Cabang  

Kendal ,  se lan ju t n ya  Pemegang  Kas  saks i  ABDUL ROCHMAN 

mencai r kan  uang  te rsebu t  dan  digunakan  /  d ibayarkan  

kepada  45 orang  Anggota  DPRD Kab.  Kendal .

- Bahwa  penggunaan  anggaran  te rsebu t  seharusnya  

mendasarkan  pada beberapa  pera tu ran  anta ra  la i n  :

1. Undang- Undang 

Nomor  22  Tahun 

1999  ten tang  

Pemer in tahan  
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Daerah,  

khususnya  :

Pasal  70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  

ber ten tangan  dengan  kepent i ngan

umum,  Pera tu ran  Daerah  la i n  dan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i .

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  

Daerah  dan  atas  Kuasa  Pera tu ran  

Perundangan- undangan  yang  la i n  yang  

ber l aku ,  Kepala  Daerah  menetapkan  

Keputusan  Kepala  Daerah.

Pasal  72 (2) :  Keputusan  sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  

Daerah  dan Pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  leb ih  t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan   Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah,  khususnya  :

Pasal  4 :  Pengelo laan  Keuangan  Daerah  di l akukan  

secara  te r t i b ,  taa t  pada  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ef i s i e n ,  efek t i f ,  t ransparan  dan  

ber tanggung  jawab  dengan  memperhat i kan  

azas  kead i l an  dan kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendeka tan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa 

anggaran  dengan  pendekatan  k ine r j a  

ada lah  suatu  s is tem  anggaran  yang  

mengutamakan  upaya  pencapa ian  has i l  

ker j a  atau  out - put  dar i  perencanaan  

alokas i  b iaya  atau   inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) : Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  

t i ndakan  yang  berak iba t  penge lua ran  
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atas  beban  APBD apab i l a  t i dak  bersed ia  

atau  t i dak  cukup  te rsed ia  anggaran  

untuk  membiaya i  penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD  yang  disusun  dengan  pendeka tan  

k ine r j a    sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  8  memuat   anta ra  la i n  anggaran  

disusun  berdasarkan  sasaran  yang  

diha rapkan   menuru t   fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD  di l akukan  sehubungan  

dengan ;

a. Kebi j akan  Pemer in tah  Pusat  dan  atau  

Pemer in tah  Daerah  yang  bers i f a t  

st ra t eg i s  ;

b. Penyesua ian  ak iba t  t i dak  

te rcapa inya  pener imaan  Daerah  yang  

di te t apkan  ;

c. Ter jad i nya  kebutuhan  yang  mendesak.

3.  Pasal  1  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37  Tahun  2001  

ten tang  Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim  dan  Pejaba t  

Negara .

- Adapun rea l i s as i  dar i  penggunaan  anggaran  DPRD 

Kabupaten  Kendal  TA.  2003 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Tunjangan  Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  sebesar  Rp.  

234.501 .000 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 05

- Tunjangan Perbaikan  Penghasi lan  (TPP)  dianggarkan  

dalam  APBD Kab.  Kendal  T  A  2003  sebesar  Rp.  

20.709 .675  x  12  =  Rp.  248.516 .100 , -  

d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  234.501 .000 , -  kepada  

Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  set i ap  bu lan ,  

seharusnya  t i dak  d ianggarkan  dan  t i dak  d ibayar  

seh ingga  pembayaran  te rsebu t  merug ikan  keuangan  

negara  /  daerah  karena  berdasarkan  Pasa l  1  PP 

Nomor  37  Tahun  2001  tangga l  18  Mei  2001,  

pember ian  tun jangan  perba i kan  penghas i l an  

te rsebu t  harus  dihen t i k an .
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- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama  45  Anggota  DPRD kepada  DPKD set i ap  

bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  2003,  kemudian  

DPKD menerb i t kan  SPMU (Sura t  Per in tah  Membayar  

Uang)  atas  nama Pemegang  Kas.  

 Pemegang   Kas   mencai r kan   SPMU  te rsebu t  dan  

membayarkan  kepada  45 Anggota  DPRD Kab.  Kenda l .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No. Bulan Nomor  dan tg l  SPP.
No.  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1
Januar

i

911/355 /2002 ;  23-

12- 2002

03;  02- 01-

2003

02- 01-

03

19.287 .30
0

2 Peb.
911/  17/2203 ;  24-

01- 2003

080;  03-

02- 2003

03- 02-

03

19.287 .30

0

3 Maret
911/26 /2003  ;  18-

02- 2003

165;  03-

03- 2003

03- 03-

03

19.287 .30
0

4 Apr i l
911/40 /2003  ;  26-

03- 2003

269;  01-

04- 2003

01- 04-

03

19.287 .30

0

5 Mei
911/ - 92/2003  ;  21-

04- 2003

527;  01-

05- 2003

01- 05-

03

19.287 .30

0

6 Jun i
911/127 /2003 ;  21-

05- 2003

880;  02-

06- 2003

02- 06-

03

19.723 .50
0

7 Ju l i
911/171 /2003 ;  19-

06- 2003

1246;  01-

072003

01- 07-

03

19.723 .50

0

8
Agustu

s

911/198 /2003 ;  21-

07- 2003

1552;  01-

08- 2003

01- 08-

03

19.723 .50

0

9 Sept .
911/235 /2003 ;  20-

08- 2003

1816;  01-

09- 2003

01- 09-

03

19.723 .50

0

10 Okt .
911/261 /2003 ;  29-

09- 2003

2199;  01-

10- 2003

01- 10-

03

19.723 .50

0

11 Nov.
911/292 /2003 ;  23-

10- 2003

2628;  03-

11- 2003

03- 11-

03

19.723 .50

0

12. Des
911/307 /2003 ;  06-

11- 2003

3069;01-

12- 2003

01- 12-

03

19.723 .50
0

234.501 .0

00

2. Tunjangan  Pani t i a  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  kode  

reken ing                                2 01 01 2 1  
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1 01 06.

- Tunjangan  Pani t i a  dianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal   TA  2003  sebesar  Rp.  

13.608 .000 , -  dan  te lah  dibe r i k an  kepada  Anggota  

Penggant i  Pani t i a  yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  

secara  te tap ,  sedangkan  penggant i an  di l akukan  

secara  ins i den t i l  j i ka  Pani t i a  Tetap  berha langan  

had i r  da lam  pelaksanaan  rapa t  dan  Tunjangan  

Pani t i anya  te tap  d ibayarkan  meskipun  Pani t i a  

Tetap  te rsebu t  d igan t i k an  oleh  Pani t i a  Penggant i  

dan te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  13.608 .000 , -  

ya i t u  .

1. Anggota  Penggant i  

Pani t i a  Musyawarah  ……

Rp.  6.048 .000 , -

2. Anggota  Penggant i  

Pani t i a  Anggaran  …… 

.  Rp.  5.670 .000 , -

3. Anggota  Penggant i  

Pani t i a  Rumah Tangga 

…Rp 1.890 .000 , -

- Bahwa  set i ap  Anggota  Pani t i a  sebaga i  a la t  

ke lengkapan  DPRD  te lah  mempero leh  Tunjangan  

Pani t i a  sesua i  dengan  Kedudukan  Anggota  DPRD 

dalam  set i ap  kepan i t i a an .  Dengan  demik ian  te lah  

te r j ad i  dupl i kas i  pembayaran  kepada  Anggota  

Pani t i a  DPRD Kabupaten  Kendal  yang  merupakan  

kerug ian  keuangan  Negara /  Daerah .

- Selan ju t nya  Pemegang  Kas  mengajukan  SPP (Sura t  

Permin taan  Pembayaran)  beser ta  daf ta r  lampi ran  

nama- nama Anggota  Penggant i  Pani t i a  DPRD kepada  

DPKD set i ap  bulan  se jak  Januar i  s /d  Desember  

2003,  kemudian  DPKD  menerb i t kan  SPMU (Sura t  

Per in t ah  Membayar  Uang)  atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU  te rsebu t  dan  

membayarkan  kepada  Anggota  Penggant i  Pani t i a  .

Hal .  226 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor dan tg l  SPP.
No.  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Janua

r i

911/349 /2002  ;  23-

12- 2002

05;  02- 01-

2003

02- 01-

03

1.134 .00

0

2. Peb
911/14 /2003 ;  24- 01-

2003

079;  03-

02- 2003

03- 02-

03

1.134 .00

0

3. Maret
911/28 /2003 ;  18- 02-

2003

167;  03-

03- 2003

03- 03-

03

1.134 .00

0

4. Apr i l
911/42 /2003 ;  26- 03-

2003

268;  01-

04- 2003

01- 04-

03

1.134 .00
0

5. Mei
911/89 /2003 ;  21- 04-

2003

528;  01-

05- 2003

01- 05-

03

1.134 .00

0

6. Jun i
911/128 /2003 ;  21-

05- 2003

885;  02-

06- 2003

02- 06-

03

1.134 .00

0

7. Ju l i
911/177 /2003 ;  19-

06- 2003

1243;  01-

07- 2003

01- 07-

03

1.134 .00

0

8.
Agust

us

911/199 /2003 ;  21-

07- 2003

1556;  01-

08- 2003

01- 08-

03

1.134 .00

0

9. Sept .
911/243 /2003 ;  20-

08- 2003

1814;  01-

09- 2003

01- 09-

03

1.134 .00

0

10.
Oktob

er

911/267 /2003 ;  25-

09- 2003

2201;  01-

10- 2003

01- 10-

03

1.134 .00

0

11. Nov.
911/293 /2003 ;  23-

10- 2003

2633;  03-

11- 2003

03- 11-

03

1.134 .00

0

12. Des.
911/313 /2003 ;  06-

11- 2003

3073;  01-

12- 2003

01- 12-

03

1.134 .00

0
13.608 .0

00

3. Tunjangan Kesejahteraan  sebesar  Rp.  2.513 .823 .569 , -  

dengan kode  reken ing  2 01 01 2 1 1 01 07 te rd i r i  

dar i  :

a.  Bantuan  Uang Penghargaan  Pemda sebesar  Rp.  

1.284 .875 .000 , -

- Bantuan  Uang  Penghargaan  Pemda  Kabupaten  

Kendal  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD Kenda l  

te l ah  dianggarkan  da lam APBD TA.  2003  sebesar  

Rp.  1.352 .500 .000 , -  dan  te lah  di rea l i s as i k an  

sebesar  Rp.  1.284 .875 .00 , -  (se te l ah  diku rang i  
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PPh sebesar  Rp.  67.625 .000 , -  atau  5 % dar i  Rp.  

1.352 .500 .000 , - )  dan  te l ah  d ibe r i k an  set i ap  

bulan  dalam  bentuk  tuna i  untuk  menambah 

penghas i l an  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  Kenda l ,  

bantuan  penghargaan  Pemda  te rsebu t  bukan  

merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  

DPRD.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/281 /2003  tangga l  29  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

1.  Ketua :  Rp.  3.000 .000 , - /  

bu lan .

2.  Waki l  Ketua :  Rp.  2.750 .000 , - /  

bu lan .   

3.  Anggota :  Rp.  2.000 .000 , - /bu lan

- Penca i ran  bantuan  uang  penghargaan  Pemda 

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam SK Bupat i .

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  uang  penghargaan  

Pemda  yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  

Kendal  TA  2003  te rsebu t ,  yang  di te r ima  oleh  

saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.34 .200 .000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

BIN  H.  ADNAN  mener ima  sebesar  Rp.  

31.350 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor  dan Tgl  SPP
No.  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Januar

i

911/350 /2002 ;  23-

12- 2002

04;  02-

01- 2003

02- 01-

03

111.250 .00

0
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2.
Pebrua

r i

911/15 /2003 ;  24-

01- 2003

83;  03-

02- 2003

03- 02-

03

111.250 .00

0

3. Maret
911/29 /2003 ;  18-

02- 2003

168;  03-

03- 2003

03- 03-

03

111.250 .00

0

4. Apr i l
911/41 /2003 ;  26-

03- 2003

270;  01-

04- 2003

01- 04-

03

111.250 .00

0

5. Mei
911/88 /2003 ;  21-

04- 2003

523;  01-

05- 2003

01- 05-

03

111.250 .00

0

6. Jun i
911/129 /2003 ;  21-

05- 2003

946;  02-

06- 2003

02- 06-

03

113.750 .00

0

7. Ju l i
911/173 /2003 ;  19-

06- 2003

1245;  01-

07- 2003

01- 07-

03

113.750 .00

0

8.
Agustu

s

911/200 /2003 ;  21-

07- 2003

1551;  01-

08- 2003

01- 08-

03

113.750 .00

0

9. Sept .
911/230 /2003 ;  20-

08- 2003

1811;  01-

09- 2003

01- 09-

03

113.750 .00

0

10.
Oktobe

r

911/264 /2003 ;  25-

09- 2003

2200;  01-

10- 2003

01- 10-

03

113.750 .00

0

11. Nov
911/297 /2003 ;  23-

10- 2003

2632;  03-

11- 2003

03- 11-

03

.

113.750 .00

0

12. Des
911/310 /2003 ;  06-

11- 2003

3072;  01-

12- 2003

01- 12-

03

113.750 .00

0
1.352 .500 .

000

b. Bantuan  Pemda untuk  Rumah Tangga  DPRD/  Sekwan 

sebesar   Rp.126.000 .000 , -

- Pembayaran  Bantuan  Pemda  Kendal  untuk  Rumah 

tangga  Pimpinan /  Anggota  DPRD dan  Sekwan te lah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  126.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  Mei  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  bag i  Pimpinan /Anggo ta  dan  

Sekre ta r i s  DPRD Kendal ,  bantuan  Pemda  untuk  

Rumah  Tangga  te rsebu t  bukan  merupakan  hak  

keuangan  Pimpinan  dan Anggota  DPRD/Sekwan.

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/193 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an  :

Hal .  229 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 229
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1.  Ketua :  Rp.  6.000 .000 , - /  

tahun .

2. Waki l  Ketua :  Rp.  5.000 .000 , - / t ahun

3. Anggota :  Rp.  2.500 .000 , - / t ahun .

4. Sekre ta r i s :  Rp.  2.500 .000 , -  /  tahun .

- Penca i ran  bantuan  Pemda  untuk  Rumah  Tangga  

di l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

penga juan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i   Kas :

No

.

Bulan No.SPP No. tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mei 911/90 /2003 ;21 -

04- 2003

526;01-

05- 2003

01- 05-

03

126.000 .0
00

c.  Bantuan  Kegiatan  Dewan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  dan  te l ah  dibe r i k an  dalam 

bentuk  tuna i  sebesar  Rp.  90.000 .000 , -  setahun  

seka l i  (bu lan  November  2003)  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/190 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp.  

2.000 .000 , - ,  bantuan  Kegia tan  Dewan  te rsebu t  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Kegia tan  Dewan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Hal .  230 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bulan No.  dan tg l .SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Nop 911/303 /2003 ;29 -

10- 2003

2699;05-

11- 2003

05- 11-

03

90.000 .0

00

d.  Bantuan  Penyerapan  Aspiras i  sebesar  Rp.  

67.500 .000 ,

- Pembayaran  Bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  kepada  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD te lah  di rea l i s a s i k an  

dan  te lah  dibe r i kan  da lam bentuk  tuna i  sebesar  

Rp.  67.500 .000 , -  setahun  seka l i  (bu lan  

November  2003)  sebaga i  tambahan  penghas i l an  

Pimpinan  dan Anggota  DPRD Kendal .

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  170/188 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003  dengan  r i nc i an  masing- masing  mendapat  Rp 

1.500 .000 , - ,  seh ingga  penge lua ran  biaya  

Penyerapan  Aspi ras i  t i dak  sesua i  

perun tukannya .  Pember ian  bantuan  penyerapan  

asp i ras i  sebaga i  tambahan  penghas i l an  DPRD 

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  sebaga imana  

Hal .  231 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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te rmaksud  dalam  SK Bupat i  kepada  45  Anggota  

DPRD Kendal .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor dan Tgl  SPP
No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1. Nop
911/304 /2003 ;  29-

10- 2003

2701 ;05 - 11-

2003

05- 11-

03

67.500 .0

00

e.  Tim Anggaran sebesar  Rp.  19.000 .000 , -

- Bantuan  untuk  Tim  Anggaran  te l ah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  Bahwa  penyusunan  

anggaran  belan ja  DPRD sampai  dengan  penetapan  

menjad i  APBD merupakan  tugas  pokok  dan  fungs i  

dar i  PRT,  Komis i  A dan  Pani t i a  Anggaran  DPRD 

ser ta  Sekwan.  Pani t i a  Anggaran  se la i n  

mempero leh  tun jangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Perda  Nomor  7  Tahun  2001  ten tang  Kedudukan  

Keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  juga  te lah  mempero leh  

tun jangan  berupa  bantuan  Tim Anggaran .

- Pembayaran  te rsebu t  te l ah  di rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  19.000 .000 , -  ya i t u  masing- masing  

untuk  Tim  Anggaran  sebesar  Rp.  17.337 .500 , -  

dan  Sekre ta r i s  DPRD sebesar  Rp.  1.662 .500 , -  

sete lah  dipo tong  PPh sebesar  Rp.  1.000 .000 , -  

(5%  dar i  Rp.  20.000 .000 , - )  seh ingga  te r j ad i  

dup l i kas i  pembiayaan ,  yang  seharusnya  t i dak  

ada.  Tambahan  penghas i l an  bag i  Tim  Anggaran  

te rsebu t  bukan  merupakan  hak  Pimpinan  1 

Anggota  DPRD.

- Penca i ran  bantuan  Tim  Anggaran  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

Hal .  232 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  Tim 

Anggaran .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Tim  Anggaran  yang  

dianggarkan  da lam APBD TA 2003  te rsebu t ,  yang  

di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.950.000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN 

H.  ADNAN sebesar  Rp.  712.000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l  

SPP

No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Okt 911/277 /2003 ;0

6- 10- 2003

2367;13-

10- 2003

13- 10-

03

20.000 .00
0

f .  Bantuan  Operasiona l  Khusus Pimpinan  sebesar  

Rp.  310.000 .000 , -

- Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  dalam APBD 

TA  2003  te lah  dianggarkan  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  Perubahan  APBD 

di tambah  sebesar  Rp.  100.000 .000 , -  d iber i kan  

kepada  Pimpinan  DPRD dan  te l ah  d i rea l i s a s i k an  

sebesar  Rp.  310.000 .000 , -  dan  dibe r i kan  dalam 

dua  tahap  ya i t u  bu lan  Maret  2003  sebesar  Rp.  

210.000 .000 , -  dan  sete lah  perubahan  Anggaran  

ya i t u  bu lan  Oktober  2003  sebesar  Rp.  

100.000 .000 , -

- Pembayaran  te rsebu t  d idasarkan  pada  SK Bupat i  

Kendal  Nomor  170/186 /2003  tangga l  23  Apr i l  

2003 dengan  r i nc i an   sbb:

1.   Ketua :  Rp.  60.000 .000 , - /  

tahun .

2.   Waki l  Ketua  masing2 :  Rp.  50.000 .000 , - /  

tahun .

- Penambahan  anggaran  te rsebu t  sebesar  

Hal .  233 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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Rp.100.000 .000 , -  pada  APBD Perubahan  TA 2003  

t i dak  dise r t a i  a lasan  yang  je l as  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

te tap i  hanya  sebaga i  penyed iaan  anggaran  dan  

biaya  operas iona l  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

ada  karena  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

bukan  merupakan  hak  keuangan  Pimpinan  DPRD.

- Penca i ran  Bantuan  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

sebaga imana  te rmaksud  da lam  SK Bupat i  kepada  

Pimpinan  DPRD Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  operas iona l  

khusus  pimpinan  yang,  d ianggarkan  dalam  APBD 

Kabupaten  Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  

di te r ima  saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.310.000 ,000 , -

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

No.  dan Tgl  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mare

t

911/50 /2003 ;27 -

03- 2003

264;31-

03- 2003

31- 03-

03

210.000 .0
00

2. Okt 911/270 /2003 ;03 -

10- 2003

2316;06-

10- 2003

06- 10-

03

100.000 .0

00
310.000 .0

00

g. Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -

- Pember ian  Bantuan  Purna  Bhakt i  dan  te l ah  

di rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  kepada  

organ isas i  /  Paguyuban  para  mantan  Anggota  

Hal .  234 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009
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DPRD seharusnya  t i dak  ada  dan  t i dak  dibayarkan  

karena  t i dak  sesua i  dengan  perun tukannya  dar i  

pos  Tunjangan  Kese jah te raan .

- Penca i ran  Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  

anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU  dan 

Pengelua ran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n

No.dan  tg l  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Mei 911/113 /2003 ;07

- 05- 2003

750;12-

05- 2003

12- 05-

03

5.000 .000
,00

h.  Bantuan  Pel iputan  Kepada  Wartawan  sebesar  

Rp.  14.400 .000 ,

- Bantuan  pel i pu tan  kepada  war tawan  d ianggarkan  

sebesar  Rp.  15.600 .000 ,  jumlah  te rsebu t  adalah  

pembayaran  uang  tuna i  kepada  13 orang  Wartawan  

atas  dasar  SK Bupat i  Kenda l  Nomor  170/305 /2003  

tangga l  20  Mei  2003  dengan  per inc i an  masing-

masing  Rp.100.000 , - /bu lan .  Pengeluaran  

te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  karena  :

• Bukan merupakan  kese jah te raan  Anggota  DPRD.

• Pada  laz imnya  Wartawan  te rsebu t  

d i l a r ang  mener ima  pembayaran  

demik ian  untuk  menjaga  

independens inya  sebaga i  

Wartawan.

- Penca i ran  Bantuan  Pel i pu tan  kepada  Wartawan  

te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP 

kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang Kas dike tahu i  

o leh  Sekre ta r i s  DPRD  sebaga i  pengguna  
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anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas.  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No Bulan Nomor dan Tgl  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Januar

i

911/117 /200 ;  12-

05- 2003

833;23- 05-

2003

23- 05-

03

1.100 .00
0

2.
Pebruar

i

911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23-

05- 2003

23- 05-

03
1.100 .000

3. Maret
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23-

05- 2003

23- 05-

03
1.100 .000

4. Apr i l
911/117 /2003 ;  12-

05- 2003

833;  23-

05- 2003

23- 05-

03
1.100 .000

5. Mei
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003

12- 09-

03
1.300 .000

6. Jun i
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003

12- 09-

03
1.300 .000

7. Ju l i
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003

12- 09-

03
1.300 .000

8. Agustus
911/246 /2003  ;  10-

09- 2003

1999;  12-

09- 2003

12- 09-

03
1.300 .000

9. Sept .
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003

03- 12-

03
1.200 .000

10 Oktober
911/336 /2003  ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003

03- 12-

03
1.200 .000

11. Nov.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003

03- 12-

03
1.200 .000

12. Des.
911/336 /2003 ;  13-

11- 2003

3173;  03-

12- 2003

03- 12-

03
1.200 .000

14.400 .00

0

i . Tunjangan Asuransi  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -

- Tunjangan  Asurans i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  

108.000 .000 , -  Jumlah  te rsebu t  ada lah  

pembayaran  untuk  premi  asurans i  pero rangan  

atas  Pol i s  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912  untuk  

atas  nama  se lu ruh  Pimpinan  /  Anggota  DPRD 
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berdasarkan  Sura t  Per jan j i a n  Ker jasama  Nomor  

328/KC/SMGII I 1 I 2000  tangga l  1  Januar i  2000.  

Pembayaran  sebesar  Rp.  108.000 .000 , -  te r sebu t  

untuk  premi  tahun  2003  dan  merupakan  bagian  

dar i  rangka ian  pembayaran  premi  l ima  tahun  

atas  po l i s  te rsebu t .

- Bahwa  premi  Asurans i  d ianggarkan  dan  

di rea l i s a s i k an  untuk  Bantuan  Purna  Bhakt i  bag i  

Pimpinan /Anggota  DPRD.  Pengeluaran  te rsebu t  

seharusnya  t i dak  ada,  karena  bukan  merupakan  

hak  dar i  Pimpinan /Anggo ta  DPRD.

- Penca i ran  Tunjangan  Asurans i  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  kepada  pihak  

AJB Bumipute ra  1912.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  asurans i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO bin  

SUBKHI  sebesar  Rp.2 .400 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  b in  H.  ADNAN   sebesar  

Rp.2 .400 .000 , -  

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No.
Bula

n

Nomor dan tg l .  

SPP

No dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Apr i

l

911/64 /2003 ;  09-

04- 2003

374;  21- 04-

2003

21- 04-

03

108.000 .00

0

j .  Lain- la in  Bantuan sebesar  Rp.  56.287 .569 , -

- Lain - la i n  Bantuan  dianggarkan  sebesar  Rp.  

90.000 .000 , -  (sembi l an  puluh  ju ta  rup iah )  

penge lua rannya  d ipe rgunakan  kepada  p ihak  

ket i ga  sebaga i  bantuan  sos ia l  sebesar  Rp.  

40.903 .500 , -  dan  dipe rgunakan  juga  untuk  
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pembayaran  tag ihan  Telkomsel  atas  nama Ketua  

DPRD  se lama  11  bu lan  (se jak  Januar i  s/d  

November  2003)  sebesar  Rp.  15.384 .069 , -

- Seharusnya  la i n - la i n  bantuan  t i dak  

di rea l i s a s i k an  karena  penge lua ran  te rsebu t  

t i dak  sesua i  dengan  tugas  pokok  dan  fungs i  

DPRD yang  t i dak  mengatu r  mengenai  pember ian  

bantuan  sos ia l  I  kemasyaraka tan  dan  bantuan  

tag ihan  b iaya  te l komse l  bagi  Pimpinan  DPRD,  

karena  Pimpinan  DPRD te lah  dised iakan  rumah 

jaba tan  beser ta  per l engkapannya  te rmasuk  

te l epon .  Handphone  (HP)  pr ibad i  bukan  ala t  

per l engkapan  rumah  jaba tan  (bukan  barang  

inven ta r i s  Pemda Kab.  Kendal ) .

- Penca i ran  La in - la i n  bantuan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD  menerb i t kan  SPMU  atas  nama 

Pemegang Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan 

membayarkan  kepada  pihak  ket i ga  /  masyaraka t  

dan PT.  Telkom.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  la i n - la i n  bantuan  yang  

dianggarkan  da lam  APED Kabupaten  Kenda l  T  A 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO 

Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.56.287 .569 , -  sedangkan  

saks i  ABDUL WACHID HASYIM BIN  H.  ADNAN t i dak  

mener ima  .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengeluaran /Buk t i  Kas :

No

.

Bula

n
Nomor dan Tgl .  SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Apr i

l

911/62 /20 .93 ;  09-

04- 2003

350;  15- 04-

2003
15- 04- 03

30.000 .00

0

2.
Apr i

l

911/86 /2003 ;  21- 04-

2003

511;  29- 04-

2003
29- 04- 03

15.000 .00

0

3. Ju l i
91.1 /20612003 ;  28-

07- 2003

1504;  29- 07-

2003
29- 07- 03

30.000 .00

0
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75.000 .00

0

k.  Dana  Penunjang  Kegiatan  sebesar  Rp.  

425.424 .000 , -  

- Dana  Penunjang  Kegia tan  dianggarkan  sebesar  

Rp.  450.000 .000 , -  te l ah  d i rea l i s a s i k an  dan  

dibayarkan  secara  tuna i  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD  sebaga i  tambahan  

penghas i l an  sebesar  Rp.  425.424 .000 , -  (se te l ah  

dipo tong- PPh sebesar  5  % =  Rp.  20.136 .000 , - )  

kepada  Pimpinan /Anggota  DPRD,  Pimpinan  Fraks i  

dan  Sta f /Sek re ta r i a t  atas  dasar  SK Pimpinan  

DPRD Kabupaten  Kendal  Nomor  188.4 /900101 /2003  

tangga l  19  Maret  2003  ten tang  Pengelo laan  

Penjabaran  Dana  Penun jang  Kegia tan ,  te rd i r i  

dar i  :

• Operas iona l  Ketua /Wak i l  Ketua /Anggota  DPRD  

  

Rp.   339.150 .000 , -

• Kegia tan  Fraks i  dan Pimpinan  Fraks i  

Rp.     43.434 .000 , -

• Operas iona l  Sekre ta r i a t  DPRD 

Rp.     27.840 .000 , -

• Lain - la i n  

Rp.     15.000 .000 , -

 

J  u  m  l  a  h 

Rp.  425.424 .000 , -

- Seharusnya  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  

t i dak  di rea l i s a s i k an  karena  menyimpang  dar i  

Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

pen je lasan  Pasa l  14  (1 )  huru f  e  Perda  No.7  

Tahun  2001  dan  d inya takan  bahwa  Biaya  

Penunjang  Kegia tan  ada lah  untuk  menunjang  

keg ia tan  DPRD  yang  t i dak  te rduga  dan  
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penyed iaan  tenaga  ah l i  ser ta  peningka tan  

kapas i t as  leg i s l a t i f  (pengembangan  SDM).  

Berdasarkan  Keputusan  DPRD Kabupaten  Kendal  

Nomor  188.4 /170 /26 /2001  tangga l  13  November  

2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD Kab.  

Kendal ,  da lam pasa l  33  c  :  da lam melaksanakan  

tugas ,  f raks i - f raks i  mendapat  bantuan  sarana  

dan  dukungan  tekn i s  admin is t r a s i  dar i  

Sekre ta r i a t  DPRD.

- Penca i ran  Dana  Penunjang  Kegia tan  te rsebu t  

d i l akukan  mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  

DPKD  oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  

Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  

Atas  dasar  SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  

SPMU atas  nama  Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas 

mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

Pimpinan /Anggota  DPRD dan  Sta f  Sekre ta r i a t  

DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  dana  penun jang  keg ia tan  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA  2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  Rp.32 .100 .000 , -  dan 

saks i  ABDUL.  WACHID  HASYIM  bin   H.  ADNAN 

sebesar  Rp.14 .820 .000 , -  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No

.

Bulan Nomor dan tg l  SPP No.  dan 

tg l

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Janu 911/353 /2003 ;23 -

12- 2003

07;02-

01- 2003

02- 01-

03

33.150 .00
0

2. Pebru

ar i

911/13 /2003 ;24 -

01- 2003

084;03-

02- 2003

03- 02-

03

33.150 .00

0
3. Maret 911/31 /2003 ;18 -

02- 2003

170;03-

03- 2003

03- 03-

03

33.150 .00

0
4. Apr i l 911/41 /2003 ;26 -

03- 2003

270;01-

04- 2003

01- 04-

03

33.390 .00

0
Apr i l 911/66 /2003 ;09 - 349;15- 15- 04- 27.840 .00
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04- 2003 04- 2003 03 0
5. Mei 911/88 /2003 ;21 -

04- 2003

523;01-

05- 2003

01- 05-

03

33.210 .00

0
Mei 911/142 /2003 ;28 -

05- 2003

976;04-

06- 2003

04- 06-

03

15.000 .00

0
6. Jun i 911/129 /2003 ;21 -

05- 2003

946;02-

06- 2003

02- 06-

03

33.810 .00

0
7. Ju l i 911/173 /2003 ;15 -

06- 2003

1245;01-

07- 2003

01- 07-

03

33.810 .00

0
8. Agust 911/200 /2003 ;21 -

07- 2003

1551;01-

08- 2003

01- 08-

03

33.810 .00

0
9. Sept 911/230 /2003 ;20 -

08- 2003

1811;01-

09- 2003

01- 09-

03

33.810 .00

0
10

.

Okt 911/264 /2003 ;25 -

09- 2003

2200;01-

10- 2003

10- 10-

03

33.810 .00

0
11

.

Nov 911/297 /2003 ;23 -

10- 2003

2632;03-

11- 2003

03- 11-

03

33.810 .00

0
12

.

Des 911/310 /2003 ;08 -

11- 2003

3072;01-

12- 2003

01- 12-

03

33.810 .00

0
445.560 .0

00

l .  Adkasi  sebesar  Rp.  7.337 .000 ,

- Pengelua ran  untuk  Asos ias i  Dewan  Kabupaten  

Selu ruh  Indones ia  (ADKASI)  te lah  dianggarkan  

sebesar  Rp.  30.000 .000 , -  d ipergunakan  untuk  

per j a l anan  dinas  Pimpinan  DPRD dalam  rangka  

mengiku t i  keg ia tan  Adkas i  sebesar  Rp.  

24.224 .774 , -  dan  dar i  penge luaran  te rsebu t  

te rdapa t  ke leb ihan  biaya  per ja l anan  dinas  

sebesar  Rp.  7.337 .000 , -  meleb ih i  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam  SK  Bupat i  Kendal  Nomor  40  

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan  Honorar i um  

Pemer in tah  Kabupaten  Kenda l  Tahun  Anggaran  

2003.

- Penca i ran  Adkas i  te r sebu t  d i l akukan  mela lu i  

penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  Pemegang 

Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  
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pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  Kepala  

DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang  Kas.  

Pemegang  Kas  mencai r kan  SPMU dan  membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD  sesua i  Sura t  

per i n t ah  Ketua  DPRD.

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  Adkas i  yang  dianggarkan  

dalam  APBD Kabupaten  Kendal  TA 2003  te rsebu t  

yang  di t e r ima  saks i  SUTRIMO Bin  SUBKHI  sebesar  

Rp.1 .807 .000 , -  sedangkan  saks i  ABDUL  WACHID 

HASYIM BIN H.  ADNAN t i dak  mener ima.

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  

Bukt i  Kas :

No
Bula

n
Nomor dan Tgl .  SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

1.
Apr i

l

911/63 /2003 ;  09- 04-

2003

348 ;  15- 04-

2003
15- 04- 03

30.000 .0

00

4.  Bantuan  Perawatan  dan  Pengobatan  dengan  kode  

reken ing  2 01 01 2 1 1 04,  anta ra  la i n  te rd i r i  dar i  

:

- Bantuan  Kesehatan  sebesar  Rp.  267.500 .000 , -

Bantuan  Kesehatan  dalam APBD Kabupaten  Kendal  TA.  

2003  dianggarkan  sebesar  Rp.  270.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  kepada  Pimpinan /Anggo ta  DPRD 

sebesar  Rp.  267.500 .000 , -  d i te r imakan  secara  

tuna i  set i ap  bulan  masing- masing  Rp.  500.000 , -  

atas  dasar  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  :  170/  

189/2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  r inc i an  44  

orang  Pimpinan /Anggo ta  DPRD mener ima  se lama  12 

bulan  dan  1  orang  Anggota  Penggant i  anta r  waktu  

mener ima  se lama 7 bulan .

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada  karena  

tumpang  t i nd i h  dengan  Pol i s  Asurans i  AJB 

Bumipute ra  1912  berupa  Asurans i  Rawat  Inap  

Kesehatan  dan  Pembedahan  Anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  dan  Tunjangan  Kesehatan  dibe r i k an  dalam 

bentuk  Jaminan  Asurans i .
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- Penca i ran  Bantuan  Kesehatan  te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  Pimpinan /Anggota  DPRD sesua i  d imaksud  SK 

Bupat i  Kendal .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  tun jangan  kesehatan  yang  

anggarkan  dalam  APB  Kabupaten  Kenda l  TA  2003  

te rsebu t  yang  d i t e r ima  oleh  saks i  SUTRIMO BIN 

SUBKHI  sebesar  Rp.6 .000 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  BIN  H.  ADNAN  sebesar  

Rp.6 .000 .000 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No

.

Bula

n

Nomor dan tg l  SPP No.dan  

tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

01- 03-

03

22.000 .00
0

2. Peb 911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

02- 03-

03

22.000 .00

0
3. Mare

t

911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

01- 04-

03

22.000 .00

0
4. Apr i

l

911/45 /2003 ;26 -

03- 2003

265;01-

04- 2003

01- 03-

03

22.000 .00

0
5. Mei 911/93 /2003 ;21 -

04- 2003

525;01-

05- 2003

01- 05-

03

22.000 .00

0
6. Jun i 911/130 /2003 ;21 -

05- 2003

882;02-

06- 2003

02- 06-

03

22.500 .00

0
7. Ju l i 911/174 /2003 ;19 -

06- 2003

1247;01

- 07-

2003

01- 07-

03

22.500 .00

0

8. Agus

t

911/201 /2003 ;21 -

07- 2003

1553;01

- 08-

2003

01- 08-

03

22.500 .00

0

9. Sept 911/229 /2003 ;20 - 1812;01 01- 09- 22.500 .00
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08- 2003 - 09-

2003

03 0

10

.

Okt 911/262 /2003 ;25 -

09- 2003

2204;01

- 10-

2003

01- 10-

03

22.500 .00

0

11

.

Nov 911/291 /2003 ;23 -

10- 2003

2631;03

- 11-

2003

01- 11-

03

22.500 .00

0

12

.

Des 911/308 /2003 ;06 -

11- 2003

3075;01

- 12-

1003

01- 12-

03

22.500 .00

0

267.500 .0

00

5.  Pengembangan SDM dengan  kode  reken ing  2 01 01 2 1 

1 05 11

- Pelat ihan  Anggota  DPRD sebesar  Rp.   92.553 .250 , -

Pengelua ran  Pengembangan SDM (Pe la t i h an  Anggota  

OPRO) dianggarkan  sebesar  Rp.  250.000 .000 , -  dan  

te l ah  di rea l i s as i k an  sebesar  Rp.  49.981 .250 , -

te rd i r i  dar i  :

* Biaya  Per ja l anan  Dinas  Rp.  11.540 .000 , -

* Pengadaan  Jasa  Konsu l t an /Mark  Up  Rp.  

28.747 .000 , -

* Keleb ihan  Uang Saku Rp.   36.310 .000 , -

* PPh Penyed ia  Jasa   Rp.      15.956 .250 , -

J u m l  a h    Rp.     92.553 .250 ,

- Pembayaran  Biaya  Per ja l anan  Dinas  untuk  mengiku t i  

Seminar  leb ih  t i ngg i  dar i  pada  ta r i f  yang  

di te t apkan  dalam SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 Tahun  

2002  ten tang  Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  

Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan Honorar i um  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  TA.  2003,  seh ingga  te rdapa t  

ke leb ihan  pembayaran  sebesar  Rp.  11.540 .000 , -

- Pembayaran  Pengadaan  Jasa  Konsu l t an  untuk  

Pengembangan  SOM berupa  Study  In te rak t i f  d i  

Kal i u r ang  Yogyakar ta  te rdapa t  ke leb ihan  sebesar

 Rp.  86.305 .000 , -  yang te rd i r i  dar i  :
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* Mark  up Volume  Kamar  

Rp.34 .038 .750 , -

* Keleb ihan  pembayaran  uang saku  peser ta   

Rp.  36.310 .000 , -

* PPh Penyed ia  Jasa   Rp.  

15.956 .250 ,

- Pelaksanaan  pengadaan  jasa  konsu l t an  se lama 

3( t i ga )  har i  o leh  Mi t ra  Buana Consu l t an t  Semarang  

te l ah  menyimpang  dar i  KEPPRES Nomor  18 Tahun 2000  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Pengadaan  Barang  dan Jasa  

Pemer in tah  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  14  Tahun  

2003 ten tang  Pedoman Penatausahaan  APBD Kabupaten  

Kendal  karena  pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  

penun jukan  langsung  dan  penandatanganan  kont rak  

di l aksanakan  oleh  Ketua  DPRD dengan  Sura t  Nomor  

170A41/439 IDPRD tangga l  30  September  2003,  te l ah  

member ikan  per l akuan  khusus  kepada  rekanan  

te rsebu t  ya i t u  PPh  yang  seharusnya  menjad i  

kewaj i ban  rekanan  te rnya ta  te lah  dibebankan  pada  

APBD,  seh ingga  PPh  sebesar  Rp.  17.044 .176 , -  

d i tambahkan  pada ni l a i  kont rak  dan jumlah  kamar  /  

vo lume t i dak  sesua i  yang  te rcan tum dalam kont rak .  

Dalam ni l a i  kont rak  pember ian  uang  saku  sebesar  

Rp.  43.305 .000 , -  kepada  60  peser ta  t i dak  sesua i  

pu la  dengan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 Tahun 2002  

tangga l  24 November  2002.

- Penca i ran  Pengembangan  SDM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP kepada  Kepala  DPKD oleh  

Pemegang  Kas  d ike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD 

sebaga i  Pengguna  Anggaran .  Atas  dasar  SPP in i  

Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang 

Kas.  Pemegang Kas mencai r kan  SPMU dan membayarkan  

kepada  pihak  ket i ga /  rekanan  Mi t ra  Buana  

Consu l t an t .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  pengembangan  SDM  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  
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te rsebu t  saks i  SUTRIMO  BIN  SUBKHI  mener ima  

sebesar  Rp.  592.923 .250 . -  dan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM  BIN  H.  ADNAN  mener ima  sebesar  Rp.  

4.060 .000 , -  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No Bulan
Nomor dan Tgl .  

SPP

No.  dan tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas
Jumlah

 1 Sept
911/250 /2003  ;  

18- 09- 2003

2179;  25- 09-

2003

25- 09-

03

250.000 .0

00

6. Biaya  Bahan Pakai  Habis  Kantor  dengan  kode  reken ing  

2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan  Biaya  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  kode  reken ing  2  01  01  2  1  201  

07

- Pengelua ran  Biaya  Bahan  Bakar  (BBM)  sebesar  

Rp.  174.000 .000 , -  ada lah  pember ian  bantuan  

bahan  bakar  minyak  (BBM)  kepada  Ketua /Wak i l  

Ketua  DPRD,  Ketua  Komis i ,  Ketua  Pani t i a  Rumah 

Tangga  dan  Sekre ta r i s  DPRD dalam  bentuk  uang  

tuna i  dan  di t e r ima  set i ap  bu lan  berdasarkan  SK 

Bupat i  Kendal  Nomor  170/185 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003 dengan per inc i an  .

* Ketua :  1  X  Rp.3 .000 .000  /  

bu lan  ;

* Waki l  Ketua :  3  X  Rp.1 .500 .000  /  

bu lan  ;

* Komis i ,  PRT,Sekwan :  7  X  Rp.1 .000 .000  /  

bu lan  ;

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  

karena  :

• Dalam set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  

di  lua r  daerah  masing- masing  pener ima  te l ah  

mempero leh  uang  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  

atau  dian ta r  kendaraan  d inas  dengan  SPJ 
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Bukt i  pembel ian  SSM te rsend i r i .

• Masing- masing  pener ima  (  Pimpinan  /  Anggota  

DPRD )  te l ah  mempero leh  penghas i l an  te tap  

berupa  uang  paket  yang  dibayarkan  set i ap  

bulan  sebaga i  penggant i  uang t ranspor t  loka l  

Anggaran  yang  te rsed ia  te rsebu t  seharusnya  

digunakan  untuk  pengadaan  BBM dan  bukan  

dibayarkan  tuna i  kepada  Anggota  DPRD.

• Penca i ran  Bantuan  BBM te rsebu t  d i l akukan  

mela lu i  penga juan  SPP  kepada  Kepala  DPKD 

oleh  Pemegang  Kas  dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  

DPRD sebaga i  pengguna  anggaran .  Atas  dasar  

SPP in i  Kepala  DPKD menerb i t kan  SPMU atas  

nama Pemegang  Kas.  Pemegang  Kas  mencai r kan  

SPMU dan  membayarkan  kepada  dimaksud  dalam 

SK Bupat i .

• Bahwa dar i  rea l i s as i  b iaya  bahan bakar  (BBM)  

yang  dianggarkan  da lam APSD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003 te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

BIN  SUBKHI  sebesar  Rp.  36.000 .000 , -  dan  

saks i  ASDUL  WACHID  HASYIM  bin  H.  ADNAN 

sebesar  Rp.  18.000 . - 000, -  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l  SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .00
0

2. Peb 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .00

0
3. Mare

t

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .00

0
4. Apr i

l

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

382;22- 04-

2003

22- 04-

03

14.500 .00

0
5. Mei 911/112 /2003 ;07

- 05- 2003

749;12- 05-

2003

12- 05-

03

14.500 .00

0
6. Jun i 911/162 /2003 ;12

- 06- 2003

1134;17-

06- 2003

17- 06-

03

14.500 .00

0
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7. Ju l i 911/187 /2003 ;09

- 07- 2003

1380;15-

07- 2003

15- 07-

03

14.500 .00

0
8. Agus

t

911/219 /2003 ;07

- 08- 2003

1709;13-

08- 2003

13- 08-

03

14.500 .00

0
9. Sept 911/244 /2003 ;10

- 09- 2003

1997;12-

09- 2003

12- 09-

03

14.500 .00

0
10

.

Okt 911/283 /2003 ;08

- 10- 2003

2443;17-

10- 2003

17- 10-

03

14.500 .00

0
11

.

Nov 911/314 /2003 ;08

- 10- 2003

2867;13-

11- 2003

13- 11-

03

14.500 .00

0
12

.

Des 911/349 /2003 ;05

- 12- 2003

3227;05-

12- 2003

05- 12-

03

14.500 .00

0
174.000 .0

00
 

b. Bantuan  Jasa  Kantor  sebesar  Rp.  341.117 .988 , -  kode  

reken ing  201 01 2 1 2 02

- Jasa  Kantor  d ianggarkan  sebesar  Rp.  468.000 .000 , -  

ada lah  pembayaran  uang  tuna i  kepada  Pimpinan  1 

Anggota  DPRD dan Sek Wan te rd i r i  dar i  :

• Bantuan  Biaya  L is t r i k  kode  

reken ing  201012120201      sebesar  

………………………………………………….. Rp.  

254.554 .870 , -

• Bantuan  Biaya  Telepon  kode  

reken ing  201012120202  sebesar  

……...  ……………………………………………Rp. 

11.509 .958 , -

• Bantuan  Biaya   Ai r     kode  

reken ing   201012120203     sebesar  

………………………………………………………Rp. 

5.053 .160 , -

di te r imakan  set i ap  bulan  berdasarkan  SK.  Bupat i  

Kendal  Nomor  173/306 /2003  tangga l  20  Mei  2003  

dengan per inc i an .

* Bantuan  Biaya  L is t r i k  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41xRp.500 .000 , - /  
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bulan

* Bantuan  Telepon  :

- Ketua  /  Waki l  Ketua  :  Sesuai  tag ihan .

- Ketua  Fraks i  :  7  x  Rp.  

50.000 , - /bu lan

* Bantuan  Ai r  Minum :  

- Ketua /Wak i l  Ketua :  Sesuai  tag ihan .

- Anggota :  41 X 

Rp.150.000 . - /bu lan

- Pembayaran  te rsebu t  seharusnya  t i dak  ada,  karena  

Biaya  Jasa  Kanto r  berupa  l i s t r i k ,  te l epon  dan ai r  

te l ah  dibayar  sesua i  tag ihan  jasa  o leh  

Sekre ta r i a t  DPRD dan  menyimpang  Tata  Ter t i b  DPRD 

Pasal  33  huru f  c ,  dan  jasa  kanto r  t i dak  boleh  

dibayar  sebaga i  penghas i l an  bag i  para  Anggota  

DPRD sebaga i  jasa  kanto r .

- Penca i ran  Bantuan  L is t r i k ,  Bantuan  Telepon  dan  

Bantuan  Ai r  te rsebu t  d i l akukan  mela lu i  penga juan  

SPP  kepada  Kepala  DPKD  oleh  Pemegang  Kas 

dike tahu i  o leh  Sekre ta r i s  DPRD sebaga i  Pengguna  

Anggaran .  Atas  dasar  SPP  in i  Kepala  DPKD 

menerb i t kan  SPMU atas  nama Pemegang Kas.  Pemegang 

Kas  mencai r kan  SPMU  dan  membayarkan  kepada  

dimaksud  dalam SK Bupat i  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

Bantuan  Biaya  L is t r i k  Rp.   254.554 .870 , -  :

No Bula

n

No.  dan tg l .SPP No.  dan 

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .000

2. Peb 911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20.500 .000

3. Mare

t

911/44 /2003 ;26 -

03- 2003

266;01-

04- 2003

01- 04-

03

20- 500.000

4. Apr i 911/44 /2003 ;26 - 266;01- 01- 04- 20.500 .000
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l 03- 2003 04- 2003 03
5. Mei 911/91 /2003 ;21 -

04- 2003

521;12-

05- 2003

12- 05-

03

20.500 .000

6. Jun i 911/132 /2003 ;21

- 05- 2003

884;02-

06- 2003

02- 06-

03

21.000 .000

7. Ju l i 911/176 /2003 ;19

- 06- 2003

1244;01-

07- 2003

01- 07-

03

21.000 .000

8. Agus

t

911/202 /2003 ;21

- 07- 2003

1554;01-

08- 2003

01- 08-

03

21.000 .000

9. Sept 911/231 /2003 ;20

- 08- 2003

1815;01-

09- 2003

01- 09-

03

21.000 .000

10

.

Okt 911/263 /2003 ;25

- 09- 2003

2205;01-

10- 2003

01- 10-

03

21.000 .000

11

.

Nov 911/296 /2003 ;23

- 10- 2003

2634;03-

11- 2003

03- 11-

03

21.000 .000

12

.

Des 911/309 /2003 ;06

- 11- 2003

3071;01-

12- 2003

01- 12-

03

21.000 .000

249.500 .00

0

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  l i s t r i k  yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM 

bin  H.  ADNAN mempero leh  bag ian  sebesar  Rp.  

3.600 .925 , - .

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

Bantuan  Biaya  Telepon  Fraks i - f raks i  Rp.  11.509 .958 , -   :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l .SPP No.  dan  tg l  

SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/48 /2003 ;26 -

03- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

2. Peb 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

3. Mart 911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

4. Apr i

l

911/84 /2003 ;14 -

04- 2003

310;04- 04-

2003

04- 04-

03

350.000

5. Mei 911/114 /2003 ;07 751;12- 05- 12- 05- 350.000
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- 05- 2003 2003 03
6. Jun i 911/164 /2003 ;12

- 06- 2003

1131;17- 06-

2003

17- 06-

03

350.000

7. Ju l i 911/217 /2003 ;07

- 08- 2003

1708;13- 08-

2003

13- 08-

03

350.000

8. Agus

t

911/217 /2003 ;07

- 08- 2003

1708;13- 08-

2003

13- 08-

03

350.000

9. Sept 911/245 /2003 ;10

- 09- 2003

1998;12- 09-

2003

12- 09-

03

350.000

10

.

Okto 911/339 /2003 ;10

- 10- 2003

3174;03- 12-

2003

03- 12-

03

350.000

11

.

Nov 911/339 /2003 ; . .

- 11- 2003

3174;03- 12-

2003

03- 12-

03

350.000

12

.

Des 911/339 /2003 ; . .

- 11- 2003

3174;03- 12-

2003

01- 12-

03

350.000

4.200 .0

00

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  te l epon  f raks i -

f raks i  yang  dianggarkan  dalam APBD Kabupaten  Kendal  TA 

2003  te rsebu t  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  mempero leh  

Rp.1 .231 .436 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  

ADNAN mempero leh  bagian  sebesar  Rp.  1.277 .224 , -  ;

Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan  Pengeluaran  /  Bukt i  

Kas :

Bantuan  Biaya  Ai r  Minum Rp.  73.800 .000 , -  :

No

.

Bula

n

No.  dan tg l  SPP No.  dan 

tg l .SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00
0

2. Peb 911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
3. Mare

t

911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
4. Apr i

l

911/46 /2003 ;26 -

03- 2003

312;04-

04- 2003

04- 04-

03

6.150 .00

0
5. Mei 911/95 /2003 ;21 -

04- 2003

524;02-

06- 2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
6. Jun i 911/131 /2003 ;21 -

05- 2003

883;02-

06- 2003

02- 06-

03

6.150 .00

0
7. Ju l i 911/175 /2003 ;19 - 1241;01- 01- 07- 6.150 .00
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06- 2003 07- 2003 03 0
8. Agus

t

911/203 /2003 ;21 -

07- 2003

1555;01-

08- 2003

01- 08-

03

6.150 .00

0
9. Sept 911/232 /2003 ;20 -

08- 2003

1813;01-

09- 2003

01- 09-

03

6.150 .00

0
10

.

Okt 911/265 /2003 ;25 -

09- 2003

2203;01-

10- 2003

01- 10-

03

6.150 .00

0
11

.

Nov 911/265 /2003 ;25 -

09- 2003

2203;01-

10- 2003

01- 10-

03

6.150 .00

0
12

.

Des 911/311 /2003 ;06 -

11- 2003

3070;01-

12- 2003

01- 12-

03

6.150 .00

0
73.800 .0

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  biaya  ai r  minum yang  

dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 2003  

te rsebu t  saks i  SUTRIMO  bin  SUBKHI  t i dak  

mempero leh  bagian  sedangkan  saks i  ABDUL WACHID 

HASYIM b in  H.  ADNAN mempero leh  bagian  sebesar  Rp.  

2.003 .160 , - .

7.  Biaya  Per ja lanan  Dinas  sebesar  Rp.  

979.641 .500 , -  (sembi l an  ra tus  tu juh  puluh  sembi l an  

ju ta  enam ra tus  empat  pu luh  satu  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) ,  yang te rd i r i  dar i

a. Biaya  Per ja l anan  Dinas  sebesar  Rp.  686.975 .000 , -  

(enam  ra tus  delapan  puluh  enam  ju ta  sembi lan  

ra tus  tu j uh  puluh  l ima  r ibu  rup iah )  kode  reken ing  

2  01  01  2  1  3  01.  Biaya  per j a l anan  dinas  dalam 

daerah  kode  reken ing  2  01  01  2  1  3  01  01  

dianggarkan  sebesar  Rp.  188.000 .000 , -  (se ra tus  

delapan  puluh  de lapan  ju ta  rup iah )  dan  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah  (kode  reken ing  2 

01  01  2  1  3  01  02)  sebesar  Rp.  1.400 .000 .000 , -  

(APBD  Rp.  800.000 .000 , -  +  APBD Perubahan  Rp.  

600.000 .000 , - )  sedangkan  rea l i s a s i n ya  sebesar  Rp.  

901.025 .000 . - -  seh ingga  te rdapa t  ke leb ihan  ta r i f  

sebesar  Rp.  686.975 .000 ,  yang  te rd i r i  dar i  b iaya  

per j a l anan  dinas  dalam  daerah  sebesar  Rp.  

52.145 .000 ,  dan  b iaya  per ja l anan  dinas  ke lua r  
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daerah  sebesar  Rp.  634.830 .000 , - .  Pembayaran  

di l akukan  dengan  ta r i f  Rp.  75.000 , -  s /d  Rp,  

1.000 .000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor  

090/280 /2003  ten tang  Standar i sas i  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  Tahun  2003.  Pembayaran  

seharusnya  adalah  dengan  ta r i f  Rp.  50.000 , -  s/d  

Rp.  380.000 , -  set i ap  har i  per ja l anan  dinas  ( t i dak  

te rmasuk  uang  t ranspor t  PP),  sesua i  dengan  Pasa l  

14  ayat  (1 )  Perda  Nomor  7  Tahun  2001  dan  

Penje lasannya  dan  SK.  Bupat i  Kendal  Nomor  40 

Tahun  2002  tangga l  24  November  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  

Kendal  TA.  2003.

Sura t  Keputusan  Bupat i  Nomor.  090/280 /2003  

ten tang  Standar i sas i  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bagi  

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kab.  Kendal  TA.  2003,  

seharusnya  t i dak  d igunakan  sebaga i  dasar  

menetapkan  ta r i f  b iaya  per ja l anan  d inas  karena  

melanggar  pen je lasan  Pasal  14  ayat  (1 )  huru f  c  

Perda  Nomor  7  Tahun  2001  ya i t u  pasa l  yang  

mengatur  bahwa  ta r i f  b iaya  per ja l anan  dinas  

Pimpinan  /  Anggota  DPRD  disesua i kan  dengan  

keten tuan  yang  ber laku  bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  

(PNS)  Golongan  IV .

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  b iaya  per ja l anan  dinas  

yang  dianggarkan  da lam  APBD Kabupaten  Kenda l  

TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  saks i  SUTRIMO 

bin  SUBKHI  Rp.67 .215 .000 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  b in  H.  ADNAN  sebesar  Rp.  

32.940 .000 , -  ;

b.  Bantuan  Transportas i  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  kode  reken ing  2 01 01 2 1 3 01 03.

 Bantuan  Transpor t as i  d ianggarkan  sebesar  Rp.  
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301.028 .400 , -  dan  d i rea l i s a s i k an  sebesar  Rp.  

292.666 .500 , -  d ibe r i kan  kepada  Pimpinan /  Anggota  

DPRD yang  d ibayarkan  set i ap  bulan  masing- masing  

Rp.  557.460 , - .  Pember ian  Bantuan  Transpor t as i  

d idasarkan  pada  SK.  Bupat i  Kendal  

Nomor.170 /191 /2003  tangga l  23  Apr i l  2003  dengan  

r i nc i an  42  orang  mener ima  se lama  12  bulan  dan  3 

orang  mener ima  se lama  7  bulan .  Bantuan  

t ranspor t as i  te rsebu t  seharusnya  t i dak  

dianggarkan  dan  t i dak  dibayarkan ,  karena  dalam 

set i ap  per ja l anan  dinas  d i  da lam  dan  ke lua r  

daerah  masing- masing  pener ima  te l ah  mempero leh  

uang  t ranspor t  dar i  dan  ke  tempat  tu j uan  atau  

dian ta r  kendaraan  dinas  dengan  SPJ  bukt i  

pembel i an  BBM te rsend i r i .  

 Pengajuan  SPP,  Penerb i t an  SPMU dan Pengelua ran  /  Bukt i  Kas  

:

No

.

Bula

n

No.dan  tg l .SPP No.dan  

tg l  SPMU

Bukt i  

Kas

Jumlah

1. Jan 911/351 /2002 ;23 -

12- 2002

02;02-

01- 2003

02- 01-

03

23.413 .32
0

2. Peb 911/12 /2003 ;24 - 01-

2003

082;03-

02- 2003

03- 02-

03

23.413 .32

0
3. Mare

t

911/80 /2003 ;18 - 02-

2003

169;03-

03- 2003

03- 03-

03

23.413 .32

0
4. Apr i

l

911/43 /2003 ;26 - 03-

2003

267;01-

04- 2003

01- 04-

03

23.413 .32

0
5. Mei 911/87 /2003 ;21 - 04-

2003

522;01-

05- 2003

01- 05-

03

23.413 .32

0
6. Jun i 911/148 /2003 ;04 -

06- 2003

1002;09-

06- 2003

09- 06-

03

557.460

7. Jun i 911/133 /2003 ;21 -

05- 2003

881;02-

06- 2003

02- 06-

03

24.528 .24

0
8. Ju l i 911/172 /2003 ;19 -

06- 2003

1242;01-

07- 2003

01- 07-

03

25.085 .70

0
9. Agus

t

911/204 /2003 ;21 -

07- 2003

1557;01-

08- 2003

01- 08-

03

25.085 .70

0
10

.

Sept 911/266 /2003 ;25 -

09- 2003

2202;01-

10- 2003

01- 10-

03

25.085 .70

0
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11

.

Okt 911/233 /2003 ;20 -

08- 2003

1810;01-

09- 2003

01- 09-

03

25.085 .70

0
12

.

Nov 911/295 /2003 ;23 -

10- 2003

2629;03-

11- 2003

03- 11-

03

25.085 .70

0
13

.

Des 911/312 /2003 ;06 -

11- 2003

3074;01-

12- 2003

01- 02-

03

25.085 .70

0
292.666 .5

00

- Bahwa dar i  rea l i s as i  bantuan  t rnaspor t as i  yang  

dianggarkan  dalam  APBD Kabupaten  Kenda l  TA 

2003  te rsebu t  yang  di te r ima  saks i  SUTRIMO bin  

SUBKHI  sebesar  Rp.6 .689 .520 , -  dan  saks i  ABDUL 

WACHID  HASYIM  b in  H.  ADNAN  sebesar  Rp.  

6.689 .520 , -  ;

8. Bantuan  Dana  Asuransi  Purna  Bhakt i  pada  Anggaran  

Belanja  Unit  Kerja  Lainnya.

Terdapat  Bantuan  Dana  Purna  Bhakt i  yang  dibe r i k an  

dalam  bentuk  Premi  Asurans i  untuk  Bupat i ,  Waki l  

Bupat i  dan  Pimpinan /Anggo ta  DPRD yang  dibayarkan  

kepada  PT.  AJB  Bumipute ra  1912  sebesar  Rp.  

1.944 .000 .000 , -  dengan r i nc i an  sbb :

a.  Premi  Asurans i  AJB Bumipute ra  1912 Pol i s  No.  

37692  sebesar  Rp.  729.000 .000 , - .  masa  pol i s  

asurans i  te r sebu t  adalah  Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  premi  per  tahun  sebesar  

Rp.  243.000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  kepada  

PI .  AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

729.000 .000 , -  dar i  sumber  dana  Anggaran  Belan ja  

Bantuan  Keuangan  (Bantuan  Fraks i - f raks i )  tahun  

2002 s/d  2004 yang  per tanggung  jawabannya  d ibawah  

penge lo l aan  Kanto r  Kesbang l i nmas  Kabupaten  

Kendal .

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  

713.927 .333 , -  (Rp.  713.933 .333 , -  -  Rp.  6.000 , -  

te l ah  di te r ima  oleh  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  
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Waki l  Bupat i  dan  45  orang  ya i t u  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  daf ta r  pembayaran  

k la im  asurans i  se jumlah  Rp.  713.933 .333 , -

- Bahwa  dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  

nomor  37692  yang  dianggarkan  da lam  APBD 

Kabupaten  Kendal  TA  2003  te rsebu t  yang  

di te r ima  saks i  SUTRIMO BIN  SUBKHI  sebesar  Rp.  

7.000 .000 , -  dan  saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  

H.  ADNAN sebesar  Rp.6 .000 .000 , - .

b. Premi  Asurans i  AJB  Bumipute ra  1912  Pol i s  No.  

41708  sebesar  Rp.  1.215 .000 .000 , -  masa  pol i s  

asurans i  te r sebu t  adalah  Ju l i  2002  s/d  Ju l i  2004  

( t i ga  tahun)  dengan  ni l a i  premi  seka l i gus  sebesar  

Rp.  1.215 .000 .000 , -  yang  te l ah  dibayarkan  kepada  

PT.  AJB Bumipute ra  1912 dar i  sumber  dana Anggaran  

Belan ja  Tahun  2003  yang  te rdapa t  /  d i t i t i p k an  

dengan  cara  disembuny ikan  pada  beberapa  uni t  

ker j a  yang  berada  dibawah  Pemkab  Kendal  dengan  

jumlah  yang  berbeda .  

Per tanggung jawaban  pembayaran  premi  asurans i  o leh  

masing- masing  uni t  ker ja  kepada  PT.  AJB 

Bumipute ra  1912  di l akukan  t i dak  sesua i  dengan  

penggunaannya  ,  dengan r i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :

Uni t  Ker ja Jumlah  (Rp) Mata  Anggaran
Nomor Jen is

- DPKD 15.000 .000 ,00 - Biaya  

Operas iona l
- Dinas  

Peker j aan  Umum

400.000 .000 ,0

0

- -

- Dinas  

Pengai ran

300.000 .000 ,0

0

- -

- Dinas  

Kesehatan  

Sos ia l

500.000 .000 ,0

0

2.01 .03 .242 .

04.13

Pemb.Pres tas i  

OR KONI

Jumlah 1.215 .000 .000

,00

Ni la i  tuna i  asurans i  te rsebu t  te l ah  d ibayar  oleh  

AJB  Bumipute ra  1912  se lu ruhnya  sebesar  Rp.  
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1.179 .894 .000 , -  (Rp.  1.179 .900 .000 , -  Rp.  6.000 , - )  

yang  te l ah  di t e r ima  saks i  SUTRIMO bin  SUBKHI  

untuk  dibag i kan  kepada  47  orang  ya i t u  Bupat i ,  

Waki l  Bupat i  dan  45  Anggota  DPRD,  sesua i  dengan  

Daf ta r  Pembayaran  Kla im  Asurans i  se jumlah  Rp.  

1.179 .900 .000 , - .  Ni la i  tuna i  te rsebu t  leb ih  

rendah  sebesar  Rp.  35.106 .000 , -  dar i  n i l a i  premi  

sebesar  Rp.  1.215 .000 .060 , .  karena  k la im  ni l a i  

tuna inya  d i l akukan  tangga l  10  Maret  2004  

sedangkan  ja t uh  tempo  menuru t  po l i s  asurans i  

ada lah  tangga l  31 Ju l i  2004.

Pembebanan anggaran  untuk  premi  asurans i  te r sebu t  

te r j ad i  pada  saat  pembahasan  RAPBD ( te rmasuk  

anggaran  belan ja  DPRD)  anta ra  Pani t i a  Anggaran  

dengan Tim Penyusun  Anggaran .

Bahwa dar i  rea l i s as i  premi  asurans i  po l i s  nomor  

41708  yang  dianggarkan  da lam  APBD  Kabupaten  

Kendal  TA 2003  te rsebu t  yang  d i t e r ima  o leh  saks i  

SUTRIMO bin  SUBKHI  sebesar  Rp 35.000 .000 , -  dan 

saks i  ABDUL WACHID HASYIM bin  H.  ADNAN sebesar  

Rp.  30.000 .000 , - .

Seharusnya  bantuan  dana Purna  bhakt i  da lam bentuk  

tun jangan  asurans i  te rsebu t  t i dak  d ianggarkan  dan  

dibayarkan  karena  menyimpang  dar i  Pera tu ran  

Pemer in tah  (PP)  Nomor  105  Tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  

Daerah  ,  khususnya  Pasa l  4,  10 ayat  (3 )  dan Pasal  

20 ;

Dengan  demik ian  r i nc i an  pener imaan  masing- masing  

anggota  DPRD Kabupaten  Kenda l  Tahun Anggaran  2003 yang  

dipe ro l eh  secara  melawan  hukum  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1. SUTRIMO Rp.

669.991 .775 , -

2. H.  ABDUL WACHID HASYIM BIN H.  ADNAN Rp.

173.814 .529 , -
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3. H.  SUBCHAN NOER Rp.

152.568 .125 , -

4. Hj .  TATIK HERAWATI,SH Rp.

151.082 .258 , -

5. HADI PURNOMO Rp.

116.743 .920 , -

6. MUH. NASIR Rp.

117.594 .420 , -

7. Drs .  SUPARDI KASIH Rp.  

83.512 .120 , -

8. H.  HASANUDDIN SM.Ars ,  SE,  Msi Rp.

115.719 .420 , -

9. H.  BISRI  SAHID Rp.

113.846 .920 , -

10. H.  ABDUL AZIZ Rp.

117.191 .420 , -

11. Drs .  H.  SYUKRON, S.Sos Rp.

114.844 .420 , -

12. INDAR TRIADI Rp.

111.544 .420 , -

13. SUYADI Rp.

109.889 .420 , -

14. H.  TASMU'I . Rp.

132.039 .420 , -

15.  ABDUL QUDUS 

NUH,S.Sos Rp.

111.782 .920 , -

16.  H.  ASFURI 

MUGHNI,S.Sos Rp.

138.252 .920 , -

17.  H.M YUDARTO

Rp. 110.274 .420 , -

18.  SUGIYONO Rp.

110.267 .420 , -

19.  H.  SUBUR 

WIDADI Rp. 111.291 .920 , -
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20. H.  ARIFIN  KURSIN Rp.

109.341 .920 , -

21.  H.  SOFWAN HADI

Rp. 134.899 .420 , -

22.  H.M ABDULLAH

Rp. 110.946 .420 , -

23.  Dr .  H.  BAMBANG 

EKO LlSTANTO,S.Sos Rp.

112.704 .420 , -

24. H.  MASTUR K,  Bsc.  SH.  Msi Rp.

109.901 .920 , -

25.  Drs .DANIEL  

TOTO INDIYONO Rp.

111.049 .420 , -

26.  KASINO Rp.

118.650 .420 , -

27.  H.TOTOK S 

PRAWOTO Rp. 118.245 .420 , -

28. S.  ACHMAD SOCHARI Rp.

112.160 .920 , -

29.  H.M SUBAGYO 

MUJIANTO Rp. 124.746 .420 , -

30.  H,M SALIMUN Rp.

111.721 .420 , -

31. Drs .  H.  AKHMAD NUR, S.Sos Rp.

111.355 .420 , -

32.  AGUS SAMIAJI

Rp. 106.998 .920 , -

33.  H.  PRAPTO 

UTOMO Rp. 112.074 .420 , -

34. H.  MUH YUSUF Rp.

107.030 .420 , -

35.  MASTUR UMAR 

SAID Rp. 115.731 .920 , -

36.  RAHMAT DA'WAH

Rp. 132.646 .420 , -
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37. Drs .  H.  YAN SURYANA ILHAM Apt .MM Rp.

107.376 .920 , -

38.  H.  MUH DANIAL,  

BA Rp. 131.099 .420 , -

39. H.  MUNDJIJAT Rp.

113.754 .420 , -

40. H.  BAKRI MALIKA Rp.

119.910 .420 , -

41. Dra.  Hj .  MU'SHODAH AZIZI Rp.

111.804 .420 , -

42. H.  ACHMAD MUQODAM Rp.

110.231 .920 , -

43. H SUPARNO Rp.

116.114 .920 , -

44.  H.  ISMAIL Rp.

114.682 .420 , -

45. HF MAFUD SAEFUDIN,  NA Rp.

109.395 .120 , -

J u m l  a h ……..Rp.  

5.856 .827 .807 , -

Sela in  d i t e r ima  oleh  masing- masing  anggota  DPRD Kab.  Kendal  

te rsebu t ,  Anggaran  Belan ja  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  Anggaran  

2003  yang  dibua t  dengan  cara  melawan  hukum juga  di te r ima  

oleh  Eksekut i f  dan  pihak  ket i ga  se jumlah  Rp.  217.917 .500 ,  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. Eksekut i f  :

Bupat i  (Asurans i  Purna  bhakt i )    Rp.

42.000 .000 , -

Waki l  Bupat i  (Asurans i  Purna  bhakt i )    Rp.

36.000 .000 , -

Sekwan dan Sekre ta r i a t  Dewan (ke leb i han  

biaya  per ja l anan  d inas  dan dana 

penun jang  keg ia tan ) Rp. 125.517 .500 , -

2. Pihak  ket i ga  (war tawan) Rp.  

14.400 .000 , -
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J u m l  a h   Rp.  

217.917 .500 , -

Dar i  rangka ian  perbua tan  te rsebu t ,  te l ah  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  dengan per inc i an  sbb :

A.  Anggaran Belanja  DPRD

1. Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  (TPP)       Rp.

234.501 .000 , - (Kode  Reken ing  2 01 01 2 1 1 01 05) ;

2 . Tunjangan  Anggota  Penggant i  Pani t i a  

Rp.13 .608 .500 , -    (Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 

06) ;

3. Tunjangan  Kese jah te raan      Rp.

2.513 .823 .569 , -  

(Kode  Rekening  2 01 01 2 1 1 01 07) ;

4. Bantuan  Perawatan  dan Pengobatan /Keseha tan    Rp.  

267.500 .000 , -  (Kode  Reken ing  2 01 01 2 1 1 04 01) ;

5. Pengembangan SDM  

Rp.   92.553 .250 , -                (Kode  Reken ing  2 01  

01 2 1 1 05 05) ;

6. Bantuan  Bahan Bakar  Minyak  (BBM)                Rp.  

174.000 .000 , -   (Kode  Reken ing  2 01 01 2 1 201 07) ;

7. Jasa  Kanto r  Bantuan  Lis t r i k ,  Telepon ,  Ai r  

Rp.    341.117 .988 , - (Kode  Rekening  2 01  01  2 1 2 

02) ;

8. Biaya  Per ja l anan  Dinas

(kode  reken ing  2010121301)

a.  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  Dalam Daerah                Rp.  

52.145 .000 , -

           b.     Biaya  Per ja l anan  Dinas  Keluar  Daerah  

Rp.     634.830 .000 , -

                c.       Bantuan  Transpor tas i  

Rp.    292.666 .500 , -

B.  Anggaran Belanja  Unit  Kerja  Lainnya

Bantuan  Dana Purna  Bhakt i

a. Kanto r  Kesbang l i nmas  ………………………………   Rp.  

243.000 .000 , -
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       b. DPU, Dinas  

Pengai ran ,  Bagian  Kes.Sos ,  DPKD         Rp.  

1.215 .000 .000 , -

                           

Jumlah  A s/d  B     ……………………………………… .Rp.  

6.074 .745 .307 , -

- Bahwa perbua tan  Terdakwa te rsebu t  d i  atas  melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  d i  atu r  da lam :  

1. Undang- Undang Nomor  22 Tahun 1999 ten tang  Pemer in tahan  

Daerah,  khususnya  :

Pasal   70 : Pera tu ran  Daerah  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan  kepent i ngan  umum,  Pera tu ran  Daerah  

la i n  dan  pera tu ran  perundangan- undangan  

yang  leb ih  t i ngg i .

Pasal  72 (1) : Untuk  melaksanakan  Pera tu ran  

Daerah  dan  atas  kuasa  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  la i n  yang  ber laku ,  Kepala  

Daerah  menetapkan  Keputusan  Kepala  Daerah .

Pasal  72 (2) : Keputusan  sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 )  t i dak  boleh  ber ten tangan  

dengan kepent i ngan  umum, Pera tu ran    Daerah  

dan  pera tu ran   perundang- undangan

                                  yang leb ih  t i ngg i .

2.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  105 Tahun 2000 ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  Daerah,  

khususnya  :

Pasal  4 : Pengelo laan  Keuangan Daerah  di l akukan  

secara  te r t i b ,  taa t  pada pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ef i s i e n ,  

efek t i f ,  t ransparan  dan ber tanggung  jawab  

dengan memperhat i kan  azas  kead i l an  dan 

kepatu tan .

Pasal  8 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

(pen je l asannya  menyebutkan  bahwa anggaran  

dengan pendekatan  k ine r j a  ada lah  suatu  
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s is t em anggaran  yang  mengutamakan upaya  

pencapa ian  has i l  ker j a  atau  outpu t  dar i  

perencanaan  alokas i  b iaya  atau  inpu t  yang  

di te t apkan ) .

Pasal  10 (3) :

Set iap  pejaba t  d i l a r ang  melakukan  t i ndakan  

yang  berak iba t  penge lua ran  atas  beban APBD 

apab i l a  t i dak  te rsed ia  atau  t i dak  cukup  

te rsed ia  anggaran  untuk  membiaya i  

penge lua ran  te rsebu t .

Pasal  20 : APBD disusun  dengan  pendekatan  k ine r j a  

memuat  anta ra  la i n  anggaran  disusun  

berdasarkan  sasaran  yang  diha rapkan  menuru t  

fungs i  be lan ja .

Pasal  23 : Perubahan  APBD di l akukan  sehubungan  

dengan :

a. Kebi j akan  

pemer in tah  

pusat  dan  atau  

pemer in tah  

daerah  yang  

bers i f a t  

st ra t eg i s  ;

b. Penyesua ian  

ak iba t  t i dak  

te rcapa inya  

pener imaan  

daerah  yang  

di te t apkan  ;

c. Ter jad i nya  

kebutuhan  yang  

mendesak .

3. Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  37  Tahun  2001  Pasa l  1 

ten tang  Penghent i an  Pember ian  Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  bag i  Pegawai  Neger i ,  Hakim  dan  Pejaba t  
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Negara .

4. Keputusan  Pres iden  No.  18  Tahun  2000  ten tang  

Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Ins tans i  

Pemer in tah ,  khususnya  :

Pasal  7 (3 ) : Tugas  pokok  kepa la  kanto r  /  satuan  

ker j a  /  pemimpin  proyek  /  bagian  proyek  /  

pe jaba t  yang  d isamakan  dalam pengadaan  

barang  /  jasa  adalah  :

f . menyiapkan  dan melaksanakan  

per j an j i a n / k on t r a k  dengan pihak  penyed ia  

barang  /  jasa .

Pasal  17 (4) : Penunjukan  langsung  ada lah  pengadaan  

jasa  konsu l t an  yang  penyed ia  jasanya  

di ten tukan  oleh  kepa la  kanto r  /  satuan  

ker j a  /  pemimpin  proyek  /  bagian  proyek  /  

pe jaba t  yang  d isamakan  /  d i t un j uk  dan 

di te rapkan  untuk  pengadaan  jasa  dengan  

ni l a i  sampai  dengan  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  

puluh  ju t a  rup iah )  ;

5. Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  29  Tahun  2002  

tangga l  10  Jun i  2002  ten tang  Pedoman  Pengatu ran ,  

Per tanggung jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  

ser ta  Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  

Belan ja  Daerah  (APBD)  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan  

Daerah  dan Penyusunan  pengh i t ungan  APBD, khususnya  :

Pasal  19 (3) : Penyusunan  usu lan  program,  keg ia tan  

dan anggaran  berdasarkan  pr ins i p - pr ins i p  

anggaran  k ine r j a  te r can tum dalam Lampi ran  

VI I I ,  ya i t u  set i ap  alokas i  b iaya  yang  

di rencanakan  harus  dika i t k an  dengan  

t i ngka t  pe layanan  atau  has i l  yang  

diha rapkan  dapat  d icapa i .

Pasal  20 (1) : Usulan  program,  keg ia tan  dan 

anggaran  set i ap  perangka t  daerah  

sebaga imana  dimaksud  da lam pasa l  19 
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di tuangkan  dalam rencana  anggaran  satuan  

ker j a  (RASK) .

Pasal  55 (2) : Pengguna anggaran  d i l a rang  melakukan  

penge lua ran - penge luaran  atas  beban  

belan ja  daerah  untuk  tu juan  la i n  dar i  

pada yang di te t apkan .

6. Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  7  Tahun  2001  

ten tang  Kedudukan  Keuangan  Ketua ,  Waki l  Ketua  dan  

Anggota  Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  2 (1 ) : Dalam rangka  penye lenggaraan  

keg ia tan  DPRD atas  beban Anggaran  

Pendapatan  dan Belan ja  Daerah  Kab.  Kendal  

d ised iakan  penghas i l an  te tap  pimpinan  dan  

anggota  DPRD.

Pasal  2 (2 ) : Sela in  penghas i l an  te tap  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 ) ,  sesua i  dengan  

kemampuan keuangan  daerah  dan keten tuan  

yang  ber laku  d ised iakan  biaya  untuk  

tun jangan  kese jah te raan ,  b iaya  kesehatan ,  

uang duka  dan dana penun jang  keg ia tan .

Pasal  9 (1 ) : Anggota  DPRD da lam kedudukannya  

sebaga i  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Sekre ta r i a t  

dan anggota  Pani t i a  dibe r i k an  tun jangan  

pan i t i a .

Pasal  10 (1) : Untuk  pemel iha raan  kesehatan  dan 

pengobatan ,  kepada  pimpinan  dan anggota  

DPRD diber i kan  tun jangan  kesehatan  dan 

dalam ayat  (2 )  d ibe r i k an  dalam bentuk  

jaminan  asurans i .

Pasal  14 (1)  e: Untuk  ke lancaran  pe laksanaan  tugas  

DPRD pada be lan ja  sekre ta r i a t  DPRD 

dised iakan  biaya  penun jang  keg ia tan  dan  

besarnya  d i t e t apkan  dalam ayat  (2 ) .

7. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Kendal  Nomor  :  
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188.4 /170 /26 /2001  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD 

Kabupaten  Kendal ,  khususnya  :

Pasal  38 a : Menyusun  Rencana Rencana Ker ja  dan 

mengadakan  pembagian  ker j a  anta ra  Ketua  

DPRD dengan  waki l - waki l  Ketua  DPRD dan 

mengumumkannya dalam rapa t  par ipu rna .

Pasal  67 (1)  a : Pani t i a  Rumah Tangga mempunya i  

tugas  membantu  pimpinan  DPRD da lam 

menentukan  keb i j aksanaan  ke rumah 

tanggaan  DPRD, te rmasuk  kese jah te raan  

anggota  DPRD dan pegawai  sekre ta r i a t .

b. : Membantu  pimpinan  DPRD dalam menentukan  

keb i j a ksanaan  anggaran  belan ja  DPRD.

8. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  40  Tahun  2002  ten tang  

Standar i sas i  Indeks  Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Pemer in tah  Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  Lampi ran  VI I I  bahwa  biaya  uang  

har i an  /  lumpsum yang  melakukan  per ja l anan .

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  14  Tahun  2003  ten tang  

Pedoman  Penatausahaan  APBD Kabupaten  Kendal ,  pada  

poin t  8  (g )  :  Pemi l i han  rekanan  di l akukan  dengan  

penun jukan  langsung ,  yang  seharusnya  dengan  

pele l angan .  Penunjukan  langsung  dan  penandatanganan  

kont rak  di l aksanakan  bukan  oleh  pengguna  anggaran .

• Akiba t  perbua tan  Terdakwa  mengak iba tkan  

kerug ian  negara  yang  seharusnya  ber jumlah  

Rp.  6.074 .745 .307 , -  (enam mi lya r  tu juh  puluh  

empat  ju t a  tu j uh  ra tus  empat  pu luh  l ima  r i bu  

t i ga  ra tus  tu juh  rup iah )  atau  sek i t a r  i t u  

sesua i  dengan  has i l  aud i t  BPKP Perwak i l an  

Jawa  Tengah  Nomor  :  LHA- 993/PWI I / 5 / 2006  

tangga l  3  Maret  2006  per iha l  Laporan  Hasi l  

Audi t  Inves t i ga t i f  atas  Anggaran  Belan ja  

DPRD dan  Sekre ta r i a t  DPRD Kabupaten  Kendal  

Tahun  Anggaran  2003  ser ta  Asurans i  Dana 
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Purna  bhakt i .

Perbuatan  Terdakwa  sebaga imana  dia tu r  dan  d iancam 

pidana  da lam  Pasa l  3  jo  Pasa l  18  UU Nomor  31  Tahun  1999  

ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  sebaga imana  

te l ah  di rubah  dan  di tambah  dengan  UU Nomor  20  Tahun  2001  

ten tang  Perubahan  atas  UU Nomor  31  Tahun  1999  ten tang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  Pasa l  56  ke- 2  KUHP 

jo  Pasa l  64 (1 )  KUHP.   

Membaca  tun tu tan  Jaksa /  Penuntu t  Umum tangga l  4  Ju l i  

2007 yang is i nya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Menyatakan  Terdakwa  ENDRO  ARINTOKO,  SH.MM  bin  

SOEKARDJONO  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

"melakukan  t i ndak  pidana  korups i  secara  bersama- sama 

dengan  saks i  Sut r imo  bin  Subkh i  dan  saks i  H.  ABDUL 

WACHID  HASYIM  b in  H.  ADNAN yang  di l akukan  secara  

ber l an j u t ” ,  sebaga imana  dia tu r  dan  diancam pidana  dalam 

dakwaan  Pr ima i r  ya i t u  melanggar  Pasal  2  ayat  (1 )  jo  

Pasal  18  Undang- undang  No.  31  Tahun  1999  ten tang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i  sebaga imana  te l ah  

diubah  dan  di t ambah  dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  

2001,  ten tang  Perubahan  atas  Undang- undang  No.  31  Tahun  

1999  ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  

Pasal  55 ayat  (1 )  ke  1 KUHP jo  Pasa l  64 ayat  (1 )  KUHP ;

2. Menja tuhkan  p idana  te rhadap  Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  

SH.MM bin  SOEKARDJONO dengan  p idana  pen ja ra  se lama  5 

( l ima)  tahun  d iku rang i  se lama Terdakwa berada  da lam masa 

penahanan  dengan  per in t ah  agar  Terdakwa  te tap  d i t ahan  

dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  200.000 .000 , -  (dua  ra tus  

ju ta  rup iah )  Subs ida i r  6 (enam)  bulan  kurungan  ;

3. Menyatakan  barang  bukt i  :  

1. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  Pemer in tah  Kabupaten  Kendal  

Uni t  Ker ja  DPRD  Kab.  Kenda l  

tangga l  - -  Desember  2002 ;

2. Rencana  Anggaran  Belan ja  Uni t  

Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  - -  
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Maret  2003 ;

3. Risa lah  Nomor  3 Tahun 2003 ten tang  

Proses  Penetapan  APBD  Kabupaten  

Kendal  Tahun Anggaran  2003 ;

4. Perda  Kab.  Kendal  No.  04  Tahun  

2003  ten tang  Penetapan  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah  

Kabupaten  Kendal  Tahun  Anggaran  

(TA)  2003 dan Lampi rannya  ;

5. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

921.04 /DASK.03 /2003  tangga l  20 

Maret  2003  ten tang  Pengesahan  

Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  menjad i  Dokumen  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  Kab.  Kendal  

Tahun Anggaran  2003 ;

6. Keputusan  Bupat i  Kenda l  

No.922.04 /RASK.03 /2003  tangga l  20 

Maret  2003  ten tang  Otor i sas i  

Anggaran  Belan ja  Daerah  Tahun  

Anggaran  2003 ;

7. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK)  Pemer in tah  Kab.  Kendal  Uni t  

Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  – 

2003 ;

8. Sura t  dar i  Sekre ta r i s  DPRD Kab.  

Kendal  kepada  Bupat i  Kendal  

No.900/440 /DPRD  tangga l  24 

September  2003  per i ha l  Usulan  

Perubahan  RASK Kab.  Kenda l  Tahun  

Anggaran  2003 dan Lampi rannya ;

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

921.05 /DASK.Perub /2003  tangga l  23 

September  2003  ten tang  Pengesahan  

Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  Menjad i  Dokumen  Anggaran  
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Satuan  Ker ja  (DASK)  Kab.Kenda l  

Tahun Anggaran  2003 ;

10. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

922.05 /SKO.Perub /2003  tangga l  23 

September  2003  ten tang  Otor i sas i  

Perubahan  Anggaran  Belan ja  Daerah  

Tahun Anggaran  2003 ;

11. Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  

Kendal  Nomor  :  170.005 /345 /0PRD 

tangga l  25  Ju l i  2003  per iha l  

Undangan  Rapat - Rapat  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

12. Perda  Kab.  Kendal  No.  09  Tahun  2003  tangga l  17  

September  2003  dan  Lampi ran - lampi rannya  ten tang  

Perubahan  APBD Kab.  Kenda l  TA.  2003;

13. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  (  DASK )  Perubahan  

Pemer in tah  Kabupaten Kendal  Uni t  Ker ja  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

14. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/185 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Bahan  Bakar  

Minyak  (  BBM )  kepada  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Ketua  

Komis i ,  Ketua  Pani t i a  Rumah  Tangga  dan  Sekre ta r i s  

DPRD Kab.  Kendal  Tahun 2003 ;

15. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/186 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Operas iona l  

Khusus  Ketua  dan Waki l  Ketua  DPRD Kab.  Kendal  ;

16. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/188 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana  Untuk  

Penyerapan  Aspi ras i  Masyaraka t  Kepada  Pimpinan  dan  

Anggota  DPRD Kab.  Kendal  ;

17. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/189 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Biaya  Perawatan  

Kesehatan  Kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kab.  

Kendal  T A, .  2003 ;

18. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/190 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana  Kegia tan  
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DPRD Kab.  Kendal  Tahun 2003 ;

19. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/191 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Transpor t as i  

Kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

20. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/193 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  Pember ian  Bantuan  Untuk  Rumah  Tangga  

kepada  Pimpinan ,  Sekre ta r i s  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

21. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/281 /2003  tangga l  29  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Uang Penghargaan  kepada  

Ketua ,  Waki l  Ketua  Anggota  DPRD Kab.  Kenda l  Tahun  

2003 ;

22. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/305 /2003  tangga l  20  

Mei  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana  Pel i pu tan  

Kepada  Wartawan  Kab.  Kendal  Tahun  2003  beser ta  

Lampi rannya  ;

23. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  173/306 /2003  tangga l  20  

Mei  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Biaya  Telepon  

Kepada  Pimpinan  dan  Ketua  Fraks i ,  Bantuan  Biaya  Ai r  

Minum Kepada Pimpinan  dan Anggota  ser ta  Bantuan  Biaya  

Lis t r i k  Kepada  Pimpinan ,  Anggota  dan  Sekre ta r i s  DPRD 

Kab.  Kenda l  Tahun 2003 beser ta  Lampi rannya  ;

24. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  40 Tahun  2002  tangga l  24  

November  2002  ten tang  Standar i sas i  Indeks  Biaya  

Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan Honorar i um  Kab.  

Kendal  TA.  2003 beser ta  Lampi rannya  ;

25. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  :  090/280 /2003  tangga l  

29  Apr i l  2003  ten tang  Standar i sas i  Biaya  Per ja l anan  

Dinas  Bagi  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kendal  Tahun Anggaran  2003 ;

26. Keputusan  Pimpinan  DPRD  Kab.  Kenda l  No.  

188.4 /900101 /2003  tangga l19  Maret  2003  ten tang  

Pengelo laan  dan  Penjabaran  Dana  Penun jang  Kegia tan  

DPRD Kab.  Kendal  T A.  2003 ;

27. Sura t  dar i  AJB  Bumi  Pute ra  1912  Cabang  Semarang  
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kepada  Bupat i  Kendal  Nomor  :  /PC/SMG/12/1999  tangga l  

1  Desember  1999  ten tang  Penawaran  Jaminan  Anggota  

Dewan ;

28. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama anta ra  SUTRIMO,  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  dengan  SUGIYANTO  Pimpinan  

Cabang  AJB Bumi  Pute ra  1912  Kanto r  Cabang  Semarang  

Nomor:  328/KC/SMG/I I1 I 2000  tangga l  1 Januar i  2000 ;

29. 1  bende l  po l i s  asurans i  AJB  Bumi  Putera  1912  an.  

Anggota  DPRD Kabupaten  Kendal  ;

30. Sura t  dar i  AJB Bumi  Pute ra  1912  Kanto r  Rayon  Madia  

Kendal  kepada  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Kendal  tangga l  

20  Maret  2003  per iha l  Pember i t ahuan  Jatuh  Tempo 

Pembayaran  Premi  ;

31. Kui tans i  pener imaan  dar i  DPRD  Kabupaten  Kendal  

sen i l a i  Rp.  108.000 .000 , - tangga l  7 Apr i l  2003 ;

32. Sura t  Tanda  Seto ran  te r t angga l  19  Ju l i  2004  ten tang  

Pengembal i an  Premi  Asurans i  Bagi  Anggota  DPRD TA 2003  

No.374  tangga l  21 Apr i l  2003 dar i  DPRD Kab.  Kendal  ;

33. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama anta ra  DPRD Kabupaten  

Kendal  dengan  AJB  Bumi  Putera  1912  Nomor  :  

016/QPW/ASKl I I 1 I 2002  tangga l  1 Maret  2002 sen i l a i  Rp.  

243.000 .000 , -  /  tahun  per iode  Agustus  2001  s/d .  31  

Ju l i  2004 ;

34. Pol i s  asurans i  kumpulan  37692 ;

35. Daf ta r  Peser ta  Asurans i  Kumpulan  AJB Bumi  Putera  1912  

Nomor Pol i s  37692 ;

36. Sura t  Permin taan  Penutupan  Asurans i  J iwa  Kumpulan  

tangga l  6 Apr i l  2002 ;

37. Ber i t a  Acara  Penyerahan  Bantuan  Nomor:  028/368 /2003  

tangga l  8  Mei  2003  dar i  Bendahara  Kesbang l i nmas  

kepada  Wars imin  sen i l a i  Rp.  243.000 .000 , -

38. Kui tans i  Premi  Asurans i  Kumpulan  dar i  AJB Bumi  Putera  

sen i l a i  Rp.  243.000 .000 , - Tangga l  8 Mei  2003 ;

39. Kui tans i  Pener imaan  dar i  AJB Bumi  Putera  1912  KOAS 

Purwoker to  sen i l a i  Rp.  713.927 .333 , -  tangga l  30  Ju l i  

2004  untuk  pembayaran  n i l a i  tuna i  Pol i s  37692  atas  
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nama DPRD Kabupaten  Kenda l  ;

40. Sura t  dar i  Kepala  Kanto r  Kesbang l i nmas  kepada  Bupat i  

Kendal  Nomor:  750/653  tangga l  14  September  2004  

per i ha l  Penar i kan  Dana  Asurans i  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  d i l amp i r i  dengan  bukt i  SPP.  SPM dan  

bukt i  seto r  sebesar  Rp.  243.000 .000 , -  te r t angga l  5 

Agustus  2004 ;

41. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama anta ra  DPRD Kabupaten  

Kendal  dengan  AJB  Bumi  Putera  1912  Nomor  :  

016/QPW/ASK/10/2003  tangga l  9  Januar i  2003  dengan  

premi  sen i l a i  Rp.  1.215 .000 .000 , -  ;

42. Pol i s  Asurans i  Kumpulan  Nomor  Pol i s  41708  te r t angga l  

29 Oktober  2003 ;

43. Daf ta r  Peser ta  Asurans i  Kumpulan  Nomor Pol i s :  41708 ;

44. Sura t  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  kepada  Bupat i  

Kendal  Nomor:  909/180 /DPRD  tangga l  28  Apr i l  2003  

per i ha l  Penca i ran  Dana  Purna  bhakt i  Anggota  DPRD 

dalam bentuk  Asurans i  J iwa  Idaman ,  d i l amp i r i  dengan  

daf ta r  peser ta  ;

45. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  Untuk  Satuan  Ker ja  Sub.  Bagian  

Pemuda dan  OR dengan  rencana  keg ia tan  :  Peningka tan  

Pres tas i  OR  KONI  d ianggarkan  sen i l a i  Rp.  

125.000 .000 , -  ;

46. Dokumen Anggaran  Satuan  Ker ja  (DASK)  Tahun  2003  Uni t  

Ker ja  Setda  Kendal ,  Kode  Reken ing  Kegia tan  :  

01030903,  Kegia tan  Bantuan  Peningka tan  Pres tas i  OR 

KONI ;

47. Kui tans i  tangga l  22  Ju l i  2003  sebesar  Rp.  

500.000 .000 , -  untuk  pembayaran  asurans i  yang  d i t e r ima  

oleh  Wars im in  ;

48. Fotocopy  Sl ip  Setoran  BPD Jawa Tengah  tangga l  7 Ju l i  

2003  sen i l a i  Rp.   400.000 .000 , -  yang  dise to r  o leh  

Bambang Jatmoko  ;

49. Fotocopy  Sl ip  Setoran  BPD Jawa Tengah tangga l  22 Ju l i  

2003  sen i l a i  Rp.  100.000 .000 , -  yang  dise to r  o leh  
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Bambang Jatmoko  ;

50. Sura t  Per in t ah  Pembayaran  tangga l  24  Jun i  2003  

sen i l a i  Rp.500.000 .000 , -  untuk  Bantuan  Peningka tan  

Pres tas i  OR KONI  dan  SPMU tangga l  27  Jun i  2003  

sen i l a i  Rp.  500.000 .000 , -  untuk  Bantuan  Peningka tan  

Pres tas i  OR KONI ;

51. Keputusan  Pimpinan  KONI  Daerah  I  Jawa Tengah  Nomor:  

004/SK/2001  tangga l  21  Maret  2001  ten tang  Pengukuhan  

Pengurus  KONI  Daerah  I I  Kabupaten  Kendal  masa bakt i  

2001- 2004 ;

52. Sura t  Ketua  KONI  Nomor  :  34/KONI .Kd l .N I / 2003  tangga l  

2 Jun i  2003 per iha l  Permohonan Penca i ran  Dana ;

53. Kui tans i  dar i  Pembantu  Pemegang  Kas  Bagian  Kessos  

Kabupaten  Kendal  sen i l a i  Rp.  500.000 .000 , -  yang  

di te r ima  oleh  Ketua  KONI  Kabupaten  Kenda l ,  untuk  

pembayaran  bantuan  Peningka tan  Pres tas i  o lah raga  KONI  

te r t angga l  1 Ju l i  ;

54. Ber i t a  Acara  Penyerahan  Uang  sebesar  Rp.  

500.000 .000 , -  dar i  Soegiyono ,  SH.  Kabag  Kessos  Setda  

Kendal  kepada  Sut r imo ,  Ketua  KONI  Kabupaten  Kendal  

te r t angga l  1 Ju l i  2003 ;

55. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  DPU Kabupaten  

Kendal  Tahun  2003  Seks i  Pemel iha raan  Ja lan  dan  

Jembatan ,  Kegia tan  :  melaksanakan  pemel iha raan  ru t i n  

ja l an  kabupaten  ;

56. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  (DASK)  Perubahan  DPU 

Kabupaten  Kendal  Tahun  2003  Seks i  Pemel iha raan  Ja lan  

dan  Jembatan ,  Kegia tan  :  melaksanakan  pemel iha raan  

ru t i n  ja l an  kabupaten  ;

57. Sura t  Per in t ah  Pembayaran  tangga l  26  Jun i  2003,  SPMU 

ber i ku t  SPJ- nya  ;

58. Kui tans i  dar i  DPU Kenda l  te r t angga l  1  Ju l i  2003  

sen i l a i  Rp.  400.000 .000 , -  untuk  pembayaran  premi  

asurans i  bag i  anggota  DPRD Kabupaten  Kenda l  ;

59. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  Dinas  Pengai ran  

Kabupaten  Kendal  Tahun 2003 ;
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60. Dokumen Anggaran  Satuan  Ker ja  (DASK)  Dinas  Pengai ran  

Kabupaten  Kendal  Tahun 2003 ;

61. SPP dan SPMU dan 1 (sa tu )  bende l  SPJ ;

62. Kui tans i  dar i  Dinas  Pengai ran  Kabupaten  Kendal  

tangga l  1  Ju l i  2003  sen i l a i  Rp.  300.000 .000 , -  untuk  

pembayaran  premi  asurans i  bag i  anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  ;

63. Sura t  dar i  Ketua  DPRD  Kabupaten  Kendal  kepada  

Pimpinan  Asurans i  Kumpulan  AJB Bumi  Putera  1912 Rayon  

Purwoker to  Nomor:  170/066 /DPRD tangga l  3  Maret  2003  

per i ha l  Penca i ran  Uang  Per tanggungan  Asurans i  Pol i s  

Nomor  41708 ;

64. Kui tans i  te r t angga l  10 Maret  2004  dar i  KOAS AJB Bumi  

Putera  1912  Purwoker to  guna  membayar  k la im  ni l a i  

tuna i  DPRD  Kabupaten  Kendal  sen i l a i  Rp.  

10179.894 .000 , -  yang  d i t e r ima  o leh  Sut r imo  Ketua  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

65. Pembagian  asurans i  sen i l a i  Rp.  1.215 .000 .000 , -  kepada  

anggota  DPRD Kabupaten  Kendal  mela lu i  f raks i - f raks i  ;

66. Sura t  dar i  Mi t ra  Buana  Consu l t an t  Semarang  Nomor:  

99/K1  MBG/IX/2003  tangga l  10  September  2003  per iha l  

Pengajuan  Proposa l  Program  Pendid i kan  dan  Pela t i han  

Pengembangan SDM bagi  anggota  DPRD Kabupaten  Kendal  ;

67. Sura t  dar i  Ketua  DPRD  Kabupaten  Kendal  kepada  

Di rek tu r  Utama Mi t ra  Buana  Consu l t an t  No.170A36/DPRD 

tangga l  6 September  2003 per iha l  Study  In te rak t i f  ;

68. Daf ta r  Tanda  Ter ima  Uang  dalam  rangka  Study  

In te rak t i f  d i  Kal i u rang  Yogyakar t a tangga l  3- 5 

Oktober  2003 ;

69. Kui tans i  Pembayaran  Pemakaian  Akomodas i  Hote l  tangga l  

3- 5  Oktober  2003  dar i  Pur i  Indah  Inn  Kal i u r ang  

Yogyakar t a  ;

70. 1 (sa tu )  bende l  SPP,  SPMU dan SPJ te rd i r i  dar i  :

a. Tunjangan  Perba ikan  

Penghas i l an  ;

b. Tunjangan  Pani t i a  
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Penggant i  ;

c. Bantuan  Penghargaan  Pemda 

;

d. Bantuan  Pemda untuk  Rumah 

tangga  ;

e. Bantuan  Kegia tan  Dewan ;

f . Bantuan  Penyerapan  

Aspi ras i  ;

g. Tim Anggaran  ;

h. Operas iona l  Khusus  

Pimpinan  ;

i . Bantuan  Paguyuban  Purna  

bhakt i  ;

j . Bantuan  Pel ipu tan  ;

k. Tunjangan  Asurans i  ;

l . La in - la i n  Bantuan  ;

m. Dana Penun jang  Kegia tan  ;

n. Adkas i  ;

o. Bantuan  Kesehatan  ;

p. Pengembangan SDM ;

q. Bantuan  BBM ;

r . Bantuan  Jasa  Kantor  

(Bantuan  Telepon ,  L is t r i k  

dan Ai r )  ;

s. Bantuan  Transpor tas i  ;

71. 12  (dua  belas )  bende l  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bulan  

Januar i  s/d  Desember  2003 ;

72. 7 ( tu j uh )  buah Buku Kas Umum ;

73. Uang  tuna i  sebanyak  Rp.  156.452 .875 , -  d i te r ima  dar i  

L idya  Dewi ,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  kerug ian  

negara  a.n .  Purwanto  Waluyo,  dkk . ;

74. Uang  tuna i  sebanyak  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  yang  di te r ima  dar i  Handoko  

Setyawan,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  kerug ian  

negara  a.n .   Bambang Dwiyono,  dkk . ;

75. Uang  tuna i  sebanyak  Rp.  5.990 .000 , -  ( l ima  ju t a  
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sembi Ian  ra tus  sembi Ian  puluh  r i bu  rup iah )  yang  

di te r ima  dar i  L idya  Dewi ,  SH.  yang  merupakan  

pengembal i an  kerug ian  negara  a.n .  Djamal  Swasono,  

dkk . ,  

te tap  di  Pengad i l an  Neger i  Kendal  untuk  perkara  atas  

nama Sut r imo  bin  Subkh i  dkk .  ;

4.  Menetapkan  agar  Terp idana  dibeban i  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp.5 .000 , -  ( l ima  r ibu  rup iah ) ;

Membaca  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendal  

No.77 /P id .B /2007 /  PN.Kd l . ,  tangga l  27  Agustus  2007  yang  

amar  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Menyatakan  Terdakwa 

ENDRO  ARINTOKO, 

SH. ,MM,  te lah  

te rbuk t i  secara  sah  

meyak inkan  bersa lah  

“ melakukan  t i ndak  

pidana  korups i  secara  

bersama- sama  dan  

ber l an j u t ”  

sebaga imana  dia tu r  

dan  diancam  pidana  

dalam  Pasa l  2  ayat  

(1 )  Undang- Undang  No.  

31  Tahun  1999,  yang  

te l ah  di rubah  dengan  

Undang- Undang  No.  20 

Tahun  2001  ten tang  

Pemberan tasan  Tindak  

Pidana  Korups i  jo  

Pasal  55  ayat  (1 )  ke  

1  KUHP jo  Pasa l   64 

ayat  (1 )   KUHP,  da lam 

dakwaan  Pr ima i r  

Penuntu t  Umum ;

2. Menghukum  Terdakwa 
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oleh  karena  i t u  

dengan  pidana  penja ra  

se lama  4  (empat )  

tahun  ;

3. Menetapkan  lamanya  

Terdakwa  dalam 

tahanan  diku rangkan  

se lu ruhnya  dar i  

p idana  yang  

di j a t uhkan  ;

4. Memer in tahkan  agar  

Terdakwa  te tap  berada  

dalam tahanan  ;

5. Menghukum  pula  

Terdakwa  untuk  

membayar  denda 

sebesar  Rp.  

200.000 .000 , -  (dua  

ra tus  ju ta  rup iah )  

Subs ida i r  3  ( t i ga )  

bu lan  kurungan  ;

6. Menyatakan  barang  

bukt i  berupa  :

1. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  Uni t  Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  -  

Desember  2002 ;

2. Rencana  Anggaran  Belan ja  Uni t  

Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  -  

Maret  2003 ;

3. Risa lah  Nomor  3 Tahun 2003 ten tang  

Proses  Penetapan  APBD  Kabupaten  

Kendal  Tahun Anggaran  2003 ;

4. Perda  Kab.  Kendal  No.  04  Tahun  

2003  ten tang  Penetapan  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah  

Kabupaten  Kendal  Tahun  Anggaran  
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(TA)  2003 dan Lampi rannya  ;

5. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

921.04 /DASK.03 /2003  tangga l  20 

Maret  2003  ten tang  Pengesahan  

Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  menjad i  Dokumen  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  Kab.  Kendal  

Tahun Anggaran  2003 ;

6. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

922.04 /RASK.03 /2003  tangga l  20 

Maret  2003  ten tang  Otor i sas i  

Anggaran  Belan ja  Daerah  Tahun  

Anggaran  2003 ;

7. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK)  Pemer in tah  Kab.  Kendal  Uni t  

Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  

2003 ;

8. Sura t  dar i  Sekre ta r i s  DPRD Kab.  

Kendal  kepada  Bupat i  Kendal  No.  

900/440 /DPRD tangga l  24  September  

2003  per iha l  Usulan  Perubahan  RASK 

Kab.  Kenda l  Tahun  Anggaran  2003  

dan Lampi rannya  ;

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

921.05 /DASK.Perub /2003  tangga l  23 

September  2003  ten tang  Pengesahan  

Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  menjad i  Dokumen  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  Kab.  Kendal  

Tahun Anggaran  2003 ;

10. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

922.05 /SKO.Perub /2003  tangga l  23 

September  2003  ten tang  Otor i sas i  

Perubahan  Anggaran  Belan ja  Daerah  

Tahun Anggaran  2003 ;

11. Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  
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Kendal  Nomor  170.005 /345 /DPRD 

tangga l  25  Ju l i  2003  per iha l  

Undangan  Rapat - rapa t  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

12. Perda  Kab.Kenda l  No.  09  Tahun  

2003 tangga l  17 September  2003 dan  

Lampi ran - lampi rannya  ten tang  

Perubahan  APBD  Kab.  Kenda l  TA.  

2003;

13. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(  DASK  )  Perubahan  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  Uni t  Ker ja  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

14. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/185 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Bahan 

Bakar  Minyak  (  BBM )  kepada  Ketua ,  

Waki l  Ketua ,  Ketua  Komis i ,  Ketua  

Pani t i a  Rumah  Tangga  dan 

Sekre ta r i s  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

15. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/186 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Bantuan  Operas iona l  Khusus  

Ketua  dan  Waki l  Ketua  DPRD Kab.  

Kendal  ;

16. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/188 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana 

untuk  Penyerapan  Aspi ras i  

Masyaraka t  kepada  Pimpinan  dan 

Anggota  DPRD Kab.  Kendal  ;

17. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/189 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Biaya  Perawatan  

Kesehatan  kepada  Pimpinan  dan 
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Anggota  DPRD  Kab.  Kendal  TA.  

2003 ;

18. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/190 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana 

Kegia tan  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

19. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/191 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang Pember ian  Bantuan  

Transpor tas i  kepada  Pimpinan  dan 

Anggota  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

20. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/193 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  untuk  

Rumah  Tangga  kepada  Pimpinan ,  

Anggota  dan  Sekre ta r i s  DPRD Kab.  

Kendal  tahun  2003 ;

21. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/281 /2003  tangga l  29 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Uang Penghargaan  

kepada  Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Anggota  

DPRD Kab.  Kendal  tahun  2003 ;

22. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/305 /2003  tangga l  20  Mei  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana 

Pel i pu tan  kepada  Wartawan  Kab.  

Kendal  Tahun  2003,  beser ta  

Lampi rannya  ;

23. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

173/306 /2003  tangga l  20  Mei  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Biaya  

Telepon  kepada  Pimpinan  dan  Ketua  

Fraks i ,  Bantuan  Biaya  Ai r  Minum 

kepada  Pimpinan  dan  Anggota  ser ta  
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Bantuan  Biaya  L is t r i k  kepada  

Pimpinan ,  Anggota  dan  Sekre ta r i s  

DPRD  Kab.  Kendal  Tahun  2003 

beser ta  Lampi rannya  ;

24. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  40 

Tahun  2002  tangga l  24  November  

2002  ten tang  Standar i sas i  Indek  

Biaya  Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  

Pengadaan  dan  Honorar i um  Kab.  

Kendal  TA.  2003  beser ta  

Lampi rannya  ;

25. Keputusan  Bupat i  Kenda l  Nomor  

090/280 /2003  tangga l  29 Apr i l  2003  

ten tang  Standar i sas i  Biaya  

Per ja l anan  Dinas  bag i  Pimpinan  dan  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Kenda l  Tahun  

Anggaran  2003 ;

26. Keputusan  Pimpinan  DPRD  Kab.  

Kendal  No.  188.4 /900 /01 /2003  

tangga l  19  Maret  2003  ten tang  

Pengelo laan  dan  Penjabaran  Dana 

Penunjang  Kegia tan  DPRD  Kab.  

Kendal  TA.  2003 ;

27. Sura t  dar i  AJB  Bumi  Pute ra  1912  

Cabang  Semarang  kepada  Bupat i  

Kendal  Nomor  :  /PC/SMG/12/1999  

tangga l  1  Desember  1999  ten tang  

Penawaran  Jaminan  Anggota  Dewan ;

28. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

anta ra  SUTRIMO,  Ketua  DPRD 

Kabupaten  Kendal  dengan  SUGIYANTO 

Pimpinan  Cabang  AJB  Bumi  Putera  

1912  Kantor  Cabang  Semarang  Nomor  

328/KC/SMG/I I I 1 I 2000  tangga l  1 

Januar i  2000 ;
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29. 1  bende l  po l i s  asurans i  AJB Bumi  

Putera  1912  an.  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

30. Sura t  dar i  AJB  Bumi  Pute ra  1912  

Kanto r  Rayon  Madia  Kendal  kepada  

Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Kendal  

tangga l  20  Maret  2003  per iha l  

Pember i t ahuan  Jatuh  Tempo 

Pembayaran  Premi  ;

31. Kui tans i  pener imaan  dar i  DPRD 

Kabupaten  Kendal  sen i l a i  

Rp.108.000 .000 , -  tangga l  7  Apr i l  

2003 ;

32. Sura t  Tanda  Seto ran  te r t angga l  19 

Ju l i  2004  ten tang  Pengembal ian  

Premi  Asurans i  Bagi  Anggota  DPRD 

TA  2003  NO.374  tangga l  21  Apr i l  

2003 dar i   DPRD Kab.Kenda l .

33. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

anta ra  DPRD  Kabupaten  Kenda l  

dengan  AJB Bumi  Pute ra  1912  Nomor  

016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  tangga l  1 

Maret  2002  sen i l a i  Rp.  

243.000 .000 , -  /  tahun  per iode  

Agustus  2001 s/d .  31 Ju l i  2004 ;

34. Pol i s  Asurans i  Kumpulan  37692 ;

35. Daf ta r  Peser ta  Asurans i  Kumpulan  

AJB Bumi  Putera  1912  Nomor  Pol i s  

37692 ;

36. Sura t  Permin taan  Penutupan  

Asurans i  J iwa  Kumpulan  tangga l  6 

Apr i l  2002 ;

37. Ber i t a  Acara  Penyerahan  Bantuan  

Nomor  028/368 /2003  tangga l  8  Mei  

2003  dar i  Bendahara  Kesbang l i nmas  

kepada  Wars imin  sen i l a i  Rp.  
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243.000 .000 , -  ;

38. Kui tans i  Premi  Asurans i  Kumpulan  

dar i  AJB Bumi  Putera  sen i l a i  Rp.  

243.000 .000 , -  tangga l  8 Mei  2003 ;

39. Kui tans i  Pener imaan  dar i  AJB Bumi  

Putera  1912  KOAS  Purwoker to  

sen i l a i  Rp.  713.927 .333 , -  tangga l  

30  Ju l i  2004  untuk  pembayaran  

ni l a i  tuna i  Pol i s  37692  atas  nama 

DPRD Kabupaten  Kendal  ;

40. Sura t  dar i  Kepala  Kanto r  

Kesbang l i nmas  kepada  Bupat i  Kenda l  

Nomor  750/653  tangga l  14 September  

2004  per iha l  Penar i kan  Dana 

Asurans i  Anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  d i l amp i r i  dengan  bukt i  SPP.  

SPM dan  bukt i  seto r  sebesar  Rp.  

243.000 .000 , -  te r t angga l  5 Agustus  

2004 ;

41. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama 

anta ra  DPRD  Kabupaten  Kenda l  

dengan  AJB Bumi  Pute ra  1912  Nomor  

016/QPW/ASK/10/2003  tangga l  9 

Januar i  2003  dengan  premi  sen i l a i  

Rp.  1.215 .000 .000 , -  ;

42. Pol i s  Asurans i  Kumpulan  Nomor  

Pol i s  41708  te r t angga l  29  Oktober  

2003 ;

43. Daf ta r  Peser ta  Asurans i  Kumpulan  

Nomor Pol i s  41708 ;

44. Sura t  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  

kepada  Bupat i  Kendal  Nomor  :  

909/180 /DPRD tangga l  28 Apr i l  2003  

per i ha l  Penca i ran  Dana  Purna  

bhakt i  Anggota  DPRD dalam  bentuk  

Asurans i  J iwa  Idaman  ,  d i l amp i r i  
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dengan daf ta r  peser ta  ;

45. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  Pemer in tah  Kabupaten  Kendal  

untuk  satuan  ker j a  Sub.  Bagian  

Pemuda  dan  OR  dengan  Rencana  

Kegia tan  Peningka tan  Pres tas i  

Olahraga  KONI  dianggarkan  sen i l a i  

Rp.  125.000 .000 ,  ;

46. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK)  Tahun 2003 Uni t  Ker ja  Setda  

Kendal ,  Kode  Reken ing  Kegia tan  

01030903,  Kegia tan  Bantuan  

Peningka tan  Pres tas i  o lah raga  KONl  

;

47. Kui tans i  tangga l  22  Ju l i  2003  

sebesar  Rp.  500.000 .000 , -  untuk  

pembayaran  asurans i  yang  di te r ima  

oleh  Wars im in  ;

48. Fotocopy  Sl ip  Setoran  BPD Jawa 

Tengah  tangga l  7 Ju l i  2003 sen i l a i  

Rp.   400.000 .000 , -  yang  dise to r  

o leh  Bambang Jatmoko  ;

49. Foto  copy  s l i p  seto ran  BPD Jawa 

Tengah  tangga l  22  Ju l i  2003  

sen i l a i  Rp.  100.000 .000 , -  yang  

dise to r  o leh  Bambang Jatmoko  ;

50. Sura t  Per in t ah  Pembayaran  tangga l  

24  Jun i  2003  sen i l a i  Rp.  

500.000 .000 , -  untuk  Bantuan  

Peningka tan  Pres tas i  OR KONI  dan  

SPMU tangga l  27  Jun i  2003  sen i l a i  

Rp.  500.000 .000 , -  untuk  Bantuan  

Peningka tan  Pres tas i  OR KONI ;

51. Keputusan  Pimpinan  KONI  Daerah  I  

Jawa  Tengah  Nomor  004/SK/12001  

tangga l  21  Maret  2001  ten tang  
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Pengukuhan  Pengurus  KONI  Daerah  

Kabupaten  Kendal  masa bakt i  2001 –

2004 ;

52. Sura t  Ketua  KONI  Nomor:  

34/KONI .Kd l . / V I / 2 003  tangga l  2 

Jun i  2003  per iha l  Permohonan  

Penca i ran  Dana ;

53. Kui tans i  dar i  Pembantu  Pemegang 

Kas Bagian  Kessos  Kabupaten  Kenda l  

sen i l a i  Rp.  500.000 .000 , -  yang  

di te r ima  oleh  Ketua  KONI Kabupaten  

Kendal ,  untuk  pembayaran  bantuan  

pen ingka tan  pres tas i  OR  KONI 

te r t angga l  1 Ju l i  ;

54. Ber i t a  Acara  Penyerahan  Uang 

sebesar  Rp.  500.000 .000 , -  dar i  

Soegiyono ,  SH.  Kabag  Kessos  Setda  

Kendal  kepada  Sut r imo ,  Ketua  KONI 

Kabupaten  Kendal  te r t angga l  1 Ju l i  

2003 ;

55. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  DPU Kabupaten  Kendal  Tahun  

2003  Seks i  Pemel iha raan  Ja lan  dan  

Jembatan ,  keg ia tan  :  melaksanakan  

pemel iha raan  ru t i n  ja l an  kabupaten  

;

56. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK)  Perubahan  DPU  Kabupaten  

Kendal  Tahun  2003  Seks i  

Pemel iha raan  Ja lan  dan  Jembatan ,  

Kegia tan   melaksanakan  

pemel iha raan  ru t i n  ja l an  kabupaten  

;

57. Sura t  Per in t ah  Pembayaran  tangga l  

26 Jun i  2003,  SPMU ber i ku t  SPJ- nya  

;
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58. Kui tans i  dar i  DPU  Kendal  

te r t angga l  1 Ju l i  2003 sen i l a i  Rp.  

400.000 .000 , -  untuk  pembayaran  

premi  asurans i  bag i  anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

59. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  Dinas  Penga i ran  Kabupaten  

Kendal  Tahun 2003 ;

60. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK)  Dinas  Penga i ran  Kabupaten  

Kendal  Tahun 2003 ;

61. SPP dan  SPMU dan  1  (sa tu )  bende l  

SPJ ;

62. Kui tans i  dar i  Dinas  Penga i ran  

Kabupaten  Kendal  tangga l  1  Ju l i  

2003  sen i l a i  Rp.300.000 .000 , -  

untuk  pembayaran  premi  asurans i  

bag i  anggota  DPRD Kabupaten  Kendal  

;

63. Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  

Kendal  kepada  Pimpinan  Asurans i  

Kumpulan  AJB  Bumi  Putera  1912  

Rayon  Purwoker to  Nomor:  

170/066 /DPRD tangga l  3  Maret  2003  

per i ha l  Penca i ran  Uang 

Per tanggungan  Asurans i  Pol i s  Nomor  

:  41708 ;

64. Kui tans i  te r t angga l  10  Maret  2004  

dar i  KOAS AJB  Bumi  Putera  1912  

Purwoker to  guna  membayar  k la im  

ni l a i  tuna i  DPRD Kabupaten  Kendal  

sen i l a i  Rp.  10.179 .894 .000 , -  yang  

di te r ima  oleh  Sut r imo ,  Ketua  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

65. Pembagian  asurans i  sen i l a i  Rp.  

1.215 .000 .000 , -  kepada  anggota  
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DPRD  Kabupaten  Kendal  mela lu i  

f raks i - f raks i  ;

66. Sura t  dar i  Mi t ra - Buana  Consul t an t  

Semarang  Nomor  :  99/K I  MBG/IX/2003  

tangga l  10  September  2003  per iha l  

Pengajuan  Proposa l  Program 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  

Pengembangan  SDM beranggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

67. Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  

Kendal  kepada  Di rek tu r  Utama Mi t ra  

Buana  Consu l t an t  No.  170.436 /DPRD 

tangga l  6  September  2003  per iha l  

Study  In te rak t i f  ;

68. Daf ta r  Tanda  Ter ima  Uang  dalam 

rangka  Study  In te rak t i f  d i  

Kal i u r ang  Yogyakar ta  tangga l  3- 5 

Oktober  2003 ;

69. Kui tans i  Pembayaran  Pemakaian  

Akomodas i  Hote l  tangga l  3- 5 

Oktober  2003  dar i  Pur i  Indah  Inn  

Kal i u r ang  Yogyakar ta  ;

70. 1 (sa tu )  bende l  SPP,  SPMU dan  SPJ 

te rd i r i  dar i  :

- Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  ;

- Tunjangan  Pani t i a  Penggant i  ;

- Bantuan  Penghargaan  Pemda ;

- Bantuan  Pemda untuk  RumahTangga ;

- Bantuan  Kegia tan  Dewan ;

- Bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  ;

- Tim Anggaran  ;

- Operas iona l  Khusus  Pimpinan  ;

- Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  ;

- Bantuan  Pel ipu tan  ;

- Tunjangan  Asurans i  ;

- Lain - la i n  Bantuan  ;
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- Dana Penun jang  Kegia tan  ;

- Adkas i  ;

- Bantuan  kesehatan  ;

- Pengembangan SDM ;

- Bantuan  BBM ;

- Bantuan  Jasa  Kantor  (ban tuan  te lepon ,  l i s t r i k  dan  

ai r )  ;

- Bantuan  t ranspor t as i  ;

71. 12  (dua  belas )  bende l  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bulan  

Januar i  s/d  Desember  2003 ;

72. 7 ( tu j uh )  buah buku  Kas Umum ;

73. Uang  tuna i  sebanyak  Rp.  156.452 .875 , -  d i te r ima  dar i  

L idya  Dewi ,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  kerug ian  

negara  a.n .  Purwanto  Waluyo,  dkk . ;

74. Uang  tuna i  sebanyak  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  yang  di te r ima  dar i  Handoko  

Setyawan,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  kerug ian  

negara  a.n .  Bambang Dwiyono,  dkk .  ;

75. Uang  tuna i  sebanyak  Rp.  5.990 .000 , -  ( l ima  ju t a  

sembi lan  ra tus  sembi lan  pu luh  r i bu  rup iah )  yang  

di te r ima  dar i  L idya  Dewi ,  SH  yang  merupakan  

pengembal i an  kerug ian  negara  a.n .  Djamal  Swasono,  

dkk . ,

Akan d ipe rgunakan  dalam perkara  la i n  ;

7. Menghukum Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  5.000 , -  ( l ima  r ibu  rup iah ) .

Membaca  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Semarang  No.  

266/P id /2007 /  PT.Smg. ,  tangga l  6  November  2007  yang  amar  

lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :

- Mener ima  permin taan  band ing  dar i  Terdakwa  dan  Jaksa  

Penuntu t  Umum ;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendal  tangga l  27  

Agustus  2007  Nomor   77/P id .B /2007 /PN.Kd l . ,  yang  

dimin takan  banding  te rsebu t  ;

- Memer in tahkan  supaya  Terdakwa  te tap  berada  dalam 

tahanan  ;
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- Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  kedua  

t i ngka t  perad i l an  yang  dalam t i ngka t  band ing  di te t apkan  

sebesar  Rp.  2.500 , -  (dua  r ibu  l ima  ra tus  rup iah )  ;

Membaca putusan  Mahkamah Agung RI  No.  142 

K/P id .Sus /2008  tangga l  7 Mei  2008 yang  amar  lengkapnya  

sebaga i  ber i ku t  :

- Menolak  permohonan kasas i  dar i  Pemohon kasas i  Jaksa /  

Penuntu t  Umum pada Kejaksaan  Neger i  Kendal  te rsebu t ;

- Mengabulkan  permohonan kasas i  dar i  Pemohon kasas i /  

Terdakwa :  ENDRO ARINTOKO, SH. ,MM.  Bin  SOEKARDJONO 

te rsebu t ;

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Semarang  

No.266/P id /2007 /  PT.Smg,  tangga l  6  November  2007  yang  

menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendal  

No.77 /P id .B /2007 /PN.Kd l . ,  tangga l  27 Agustus  2007;

MENGADILI  SENDIRI  :

- Menyatakan  Terdakwa  ENDRO  ARINTOKO,  SH. ,MM  bin  

SOEKARDJONO t i dak  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana   da lam dakwaan  PRIMAIR 

dan SUBSIDIAIR  ;

- Membebaskan  Terdakwa o leh  karena  i t u   dar i  kedua  dakwaan  

te rsebu t ;  

- Menyatakan  Terdakwa  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

bersa lah  atas  dakwaan  LEBIH  SUBSIDAIR  melakukan  t i ndak  

pidana  “membantu  melakukan  korups i  secara  ber lan j u t ”  ;

- Menja tuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  i t u  

dengan  pidana  penja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun  dan 3 ( t i g a )  

bu lan  dan  membayar  denda  sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  

puluh  ju t a  rup iah )  dengan  keten tuan  apab i l a  denda  

te rsebu t  t i dak  dibayar  digan t i  dengan  pidana  kurungan  

se lama 1 (sa tu )  bu lan  ;

- Menetapkan  lamanya  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  

diku rangkan  se lu ruhnya  te rhadap  pidana  yang  di j a t uhkan  ;

- Memer in tahkan  agar  Terdakwa  te tap  berada  di  da lam 

tahanan  ;

- Menetapkan  agar  barang- barang  bukt i  berupa  :
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1. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  Uni t  Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  -  

Desember  2002 ;

2. Rencana  Anggaran  Belan ja  Uni t  Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  

tangga l  -  Maret  2003 ;

3. Risa lah  Nomor  3  Tahun  2003  ten tang  Proses  Penetapan  

APBD Kabupaten  Kendal  Tahun Anggaran  2003 ;

4. Perda  Kab.  Kendal  No.  04  Tahun  2003  ten tang  Penetapan  

Anggaran  Pendapatan  dan  Belan ja  Daerah  Kabupaten  

Kendal  Tahun Anggaran  (TA)  2003 dan Lampi rannya  ;

5. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  921.04 /DASK.03 /2003  

tangga l  20  Maret  2003  ten tang  Pengesahan  Rencana  

Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  menjad i  Dokumen Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  Kab.  Kendal  Tahun Anggaran  2003 ;

6. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  922.04 /RASK.03 /2003  

tangga l  20  Maret  2003  ten tang  Otor i sas i  Anggaran  

Belan ja  Daerah  Tahun Anggaran  2003 ;

7. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK)  Pemer in tah  Kab.  Kendal  Uni t  

Ker ja  DPRD Kab.  Kendal  tangga l  

2003 ;

8. Sura t  dar i  Sekre ta r i s  DPRD Kab.  

Kendal  kepada  Bupat i  Kendal  No.  

900/440 /DPRD tangga l  24  September  

2003  per iha l  Usulan  Perubahan  RASK 

Kab.  Kenda l  Tahun  Anggaran  2003  

dan Lampi rannya  ;

9. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

921.05 /DASK.Perub /2003  tangga l  23 

September  2003  ten tang  Pengesahan  

Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(RASK)  menjad i  Dokumen  Anggaran  

Satuan  Ker ja  (DASK)  Kab.  Kendal  

Tahun Anggaran  2003 ;

10. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

922.05 /SKO.Perub /2003  tangga l  23 
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September  2003  ten tang  Otor i sas i  

Perubahan  Anggaran  Belan ja  Daerah  

Tahun Anggaran  2003 ;

11. Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  

Kendal  Nomor  170.005 /345 /DPRD 

tangga l  25  Ju l i  2003  per iha l  

Undangan  Rapat - rapa t  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

12. Perda  Kab.  Kendal  No.  09  Tahun  

2003 tangga l  17 September  2003 dan  

Lampi ran - lampi rannya  ten tang  

Perubahan  APBD  Kab.  Kenda l  TA.  

2003 ;

13. Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(  DASK  )  Perubahan  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  Uni t  Ker ja  DPRD 

Kabupaten  Kendal  ;

14. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/185 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Bahan 

Bakar  Minyak  (  BBM )  kepada  Ketua ,  

Waki l  Ketua ,  Ketua  Komis i ,  Ketua  

Pani t i a  Rumah  Tangga  dan 

Sekre ta r i s  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

15. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/186 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Bantuan  Operas iona l  Khusus  

Ketua  dan  Waki l  Ketua  DPRD Kab.  

Kendal  ;

16. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/188 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana 

Untuk  Penyerapan  Aspi ras i  

Masyaraka t  Kepada  Pimpinan  dan 

Anggota  DPRD Kab.  Kendal  ;
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17. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/189 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Biaya  Perawatan  

Kesehatan  Kepada  Pimpinan  Dan 

Anggota  DPRD Kab.  Kendal  TA 2003 ;

18. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  

170/190 /2003  tangga l  23 Apr i l  2003  

ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana 

Kegia tan  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

19. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/191 /2003  tangga l  23  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Transpor t as i  

Kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

20. Keputusan  Bupat i  Kenda l  No.  170/193 /2003  tangga l  

23  Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Untuk  Rumah 

Tangga  Kepada  Pimpinan ,  Anggota  dan  Sekre ta r i s  DPRD 

Kab.  Kenda l  tahun  2003 ;

21.  Keputusan  Bupat i  Kendal  No.  170/281 /2003  tangga l  29  

Apr i l  2003  ten tang  Pember ian  Uang  Penghargaan  Kepada  

Ketua ,  Waki l  Ketua ,  Anggota  DPRD Kab.  Kendal  Tahun  

2003 ;

22.  Keputusan  Bupat i  Kendal  No.  170/305 /2003  tangga l  20  

Mei  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Dana  Pel i pu tan  

Kepada  Wartawan  Kab.  Kendal  Tahun  2003,  beser ta  

Lampi rannya  ;

23.  Keputusan  Bupat i  Kendal  No.  173/306 /2003  tangga l  20  

Mei  2003  ten tang  Pember ian  Bantuan  Biaya  Telepon  

Kepada  Pimpinan  Dan  Ketua  Fraks i ,  Bantuan  Biaya  Ai r  

Minum Kepada  Pimpinan  Dan Anggota  Ser ta  Bantuan  Biaya  

Lis t r i k  Kepada  Pimpinan ,  Anggota  Dan Sekre ta r i s  DPRD 

Kab.  Kenda l  Tahun 2003 beser ta  Lampi rannya  ;

24.  Keputusan  Bupat i  Kendal  No.  40 Tahun 2002  tangga l  24  

November  2002  ten tang  Standar i sas i  Indeks  Biaya  

Kegia tan ,  Pemel iha raan ,  Pengadaan  dan  Honorar i um  Kab.  

Kendal  TA.  2003 beser ta  Lampi rannya ;
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25.  Keputusan  Bupat i  Kendal  Nomor   090/280 /2003  tangga l  

29  Apr i l  2003  ten tang  Standar i sas i  Biaya  Per ja l anan  

Dinas  Bagi  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kendal  Tahun Anggaran  2003 ;

26.  Keputusan  Pimpinan  DPRD  Kab.  Kendal  No.  

188.4 /900 /01 /2003  tangga l  19  Maret  2003  ten tang  

Pengelo laan  Dan  Penjabaran  Dana  Penun jang  Kegia tan  

DPRD Kab.  Kendal  TA.  2003 ;

27.  Sura t  dar i  AJB Bumi  Pute ra  1912  Cabang Semarang  

kepada  Bupat i  Kendal  Nomor  /PC/SMG/12/1999  tangga l  1 

Desember  1999 ten tang  Penawaran  Jaminan  Anggota  Dewan 

;

28. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama anta ra  SUTRIMO,  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal   dengan   SUGIYANTO  Pimpinan  

Cabang  AJB  Bumi  Putera   1912 Kanto r  Cabang Semarang  

Nomor:  328/KC/SMG/I I I 1 I 2000  tangga l  1 Januar i  2000 ;

29.  1  bende l  po l i s  asurans i  AJB Bumi  Putera  1912  a.n .  

Anggota  DPRD Kabupaten  Kendal  ;

30.  Sura t  dar i  AJB Bumi  Putera  1912  Kanto r  Rayon  Madia  

Kendal  kepada  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Kendal  tangga l  

20  Maret  2003  per iha l  Pember i t ahuan  Jatuh  Tempo 

Pembayaran  Premi  ;

31.  Kui tans i  pener imaan  dar i  DPRD Kabupaten  Kendal  

sen i l a i  Rp.  108.000 .000 , -  tangga l  7 Apr i l  2003 ;

32.   Sura t  Tanda Setoran  te r t angga l  19 Ju l i  2004  ten tang  

Pengembal i an  Premi  Asurans i  Bagi  Anggota  DPRD TA 

2003  No.  374  tangga l  21  Apr i l  2003  dar i  DPRD Kab.  

Kendal .
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33. Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama anta ra  DPRD Kabupaten  

Kendal  dengan  AJB  Bumi  Putera  1912  Nomor  

016/QPW/ASK/ I I I / 2 002  tangga l  1 Maret  2002 sen i l a i  Rp.  

243.000 .000 , -  /  tahun  per iode  Agustus  2001  s/d .  31  

Ju l i  2004 ;

34. Pol i s  Asurans i  Kumpulan  37692 ;

35. Daf ta r  Peser ta  Asurans i  Kumpulan  AJB  Bumi  Putera  

1912 Nomor Pol i s  37692 ;

36. Sura t  Permin taan  Penutupan  Asurans i  J iwa  Kumpulan  

tangga l  6 Apr i l   2002 ;

37. Ber i t a  Acara  Penyerahan  Bantuan  Nomor  028/368 /2003  

tangga l  8  Mei  2003  dar i  Bendahara  Kesbang l i nmas  

kepada  Wars imin  sen i l a i  Rp.  243.000 .000 , -  ;

38. Kui tans i  Premi  Asurans i  Kumpulan  dar i  AJB  Bumi  

Putera  sen i l a i  Rp.  243.000 .000 , -  tangga l  8 Mei  2003 ;

39. Kui tans i  Pener imaan  dar i  AJB Bumi  Putera  1912  KOAS 

Purwoker to  sen i l a i  Rp.  713.927 .333 , -  tangga l  30  Ju l i  

2004  untuk  pembayaran  n i l a i  tuna i  po l i s  37692  atas  

nama DPRD Kabupaten  Kenda l  ;

40.    Sura t  dar i  Kepala  Kanto r  Kesbang l i nmas  kepada  

Bupat i  Kendal  Nomor 750/653  tangga l  14 September  2004  

per i ha l  Penar i kan  Dana  Asurans i  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Kendal  d i l amp i r i  dengan  bukt i  SPP,  SPM dan  

bukt i  seto r  sebesar  Rp.  243.000 .000 , -  te r t angga l  5 

Agustus  2004 ;

41.  Sura t  Per jan j i a n  Ker ja  Sama anta ra  DPRD Kabupaten  

Kendal  dengan  AJB  Bumi  Putera  1912  Nomor  

016/QPW/ASK/10/2003  tangga l  9  Januar i  2003  dengan  

premi  sen i l a i  Rp.  1.215 .000 .000 , -  ;

42.  Pol i s  Asurans i  Kumpulan  Nomor  Pol i s   41708  

te r t angga l  29 Oktober  2003 ;

43. Daf ta r  Peser ta  Asurans i  Kumpulan  Nomor Pol i s   41708 ;

44. Sura t  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  kepada  Bupat i  

Kendal  Nomor  909/180 /DPRD  tangga l  28  Apr i l  2003  

per i ha l  Penca i ran  Dana  Purna  bhakt i  Anggota  DPRD 

dalam  bentuk  Asurans i  J iwa  Idaman,  di l amp i r i  dengan  
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daf ta r  peser ta  ;

45. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  Pemer in tah  

Kabupaten  Kendal  untuk  satuan  ker j a  Sub.  Bagian  

Pemuda  dan  OR dengan  rencana  keg ia tan  Peningka tan  

Pres tas i  OR  KONI  d ianggarkan  sen i l a i  Rp.  

125.000 .000 ,  ;

46. Dokumen Anggaran  Satuan  Ker ja  (DASK)  Tahun  2003  Uni t  

Ker ja  Setda  Kendal ,  Kode Reken ing  Kegia tan  01030903,  

Kegia tan  Bantuan  Peningka tan  Pres tas i  OR KONl  ;

47. Kui tans i  tangga l  22  Ju l i  2003  sebesar  Rp.  

500.000 .000 , -  untuk  pembayaran  asurans i  yang  d i t e r ima  

oleh  Wars im in  ;

48. Fotocopy  Sl ip  Setoran  BPD Jawa Tengah  tangga l  7 Ju l i  

2003  sen i l a i   Rp.  400.000 .000 , -  yang  dise to r  o leh  

Bambang Jatmoko  ;

49. Fotocopy  Sl ip  Setoran  BPD Jawa Tengah tangga l  22 Ju l i  

2003  sen i l a i  Rp.  100.000 .000 , -  yang  dise to r  o leh  

Bambang Jatmoko  ;

50. Sura t  Per in t ah  Pembayaran  tangga l  24  Jun i  2003  

sen i l a i  Rp.  500.000 .000 , -  untuk  Bantuan  Peningka tan  

Pres tas i  OR KONI  dan  SPMU tangga l  27  Jun i  2003  

sen i l a i  Rp.  500.000 .000 , -  untuk  bantuan  pen ingka tan  

pres tas i  OR KONI ;

51. Keputusan  Pimpinan  KONI  Daerah  I  Jawa  Tengah  Nomor  

004/SK/12001  tangga l  21 Maret  2001 ten tang  Pengukuhan  

Pengurus  KONI  Daerah  Kabupaten  Kendal  masa  bakt i  

2001- 2004 ;

52. Sura t  Ketua  KONI  Nomor   34/KONI .Kd l . / V I / 2 003  tangga l  

2 Jun i  2003 per iha l  Permohonan Penca i ran  Dana ;

53. Kui tans i  dar i  Pembantu  Pemegang  Kas  Bagian  Kessos  

Kabupaten  Kendal  sen i l a i  Rp.  500.000 .000 , -  yang  

di te r ima  oleh  Ketua  KONI  Kabupaten  Kenda l ,  untuk  

pembayaran  bantuan  pen ingka tan  pres tas i  OR  KONI  

te r t angga l  1 Ju l i  ;

54. Ber i t a  Acara  Penyerahan  Uang  sebesar  Rp.  

500.000 .000 , -  dar i  Soegiyono ,  SH. ,  Kabag Kessos  Setda  
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Kendal  kepada  Sut r imo ,  Ketua  KONI  Kabupaten  Kendal  

te r t angga l  1 Ju l i  2003 ;

55. Rencana  Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  DPU Kabupaten  

Kendal  Tahun  2003  Seks i  Pemel iha raan  Ja lan  dan  

Jembatan ,  keg ia tan  :  melaksanakan  pemel iha raan  ru t i n  

ja l an  kabupaten  ;

56.  Dokumen Anggaran  Satuan  Ker ja  (DASK)  Perubahan  DPU 

Kabupaten  Kendal Tahun  2003  Seks i  Pemel iha raan  

Ja lan  dan  Jembatan ,  Kegia tan  :   melaksanakan  

pemel iha raan  ru t i n  ja l an  kabupaten  ;

57.  Sura t  Per in t ah  Pembayaran  tangga l  26  Jun i  2003,  

SPMU ber i ku t  SPJ- nya;  

58. Kui tans i  dar i  DPU Kenda l  te r t angga l  1  Ju l i  2003  

sen i l a i  Rp.  400.000 .000 , -  untuk  pembayaran  premi  

asurans i  bag i  anggota  DPRD Kabupaten  Kenda l  ;

59.  Rencana Anggaran  Satuan  Ker ja  (RASK)  Dinas  Pengai ran  

Kabupaten  Kendal Tahun 2003 ;

60.  Dokumen Anggaran  Satuan  Ker ja  (DASK)  Dinas  Pengai ran  

Kabupaten  Kendal  Tahun 2003 ;  

61. SPP dan SPMU dan 1 (sa tu )  bende l  SPJ ;

62. Kui tans i  dar i  Dinas  Pengai ran  Kabupaten  Kendal  

tangga l  1  Ju l i  2003  sen i l a i  Rp.  300.000 .000 , -  untuk  

pembayaran  premi  asurans i  bag i  anggota  DPRD Kabupaten  

Kendal  ;

63.  Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  kepada  

Pimpinan  Asurans i  Kumpulan  AJB Bumi  Putera  1912 Rayon  

Purwoker to  Nomor  170/066 /DPRD tangga l  3  Maret  2003  

per i ha l  Penca i ran  Uang  Per tanggungan  Asurans i  Pol i s  

Nomor  41708 ;

64.  Kui tans i  te r t angga l  10 Maret  2004 dar i  KOAS AJB Bumi  

Putera  1912  Purwoker to  guna  membayar  k la im  ni l a i  

tuna i  DPRD  Kabupaten  Kendal  sen i l a i  Rp.  

10.179 .894 .000 , -  yang  di te r ima  oleh  Sut r imo  Ketua  

DPRD Kabupaten  Kendal  ;

65. Pembagian  asurans i  sen i l a i  Rp.  1.215 .000 .000 , -  kepada  

anggota  DPRD Kabupaten  Kendal  mela lu i  f raks i - f raks i  ;
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66. Sura t  dar i  Mi t ra - Buana  Consul t an t  Semarang  Nomor  

99/K I  MBGIIX/2003  tangga l  10  September  2003  per i ha l  

Pengajuan  Proposa l  Program  Pendid i kan  dan  Pela t i han  

Pengembangan  SDM  beranggotakan  DPRD  Kabupaten  

Kendal  ;

67.  Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  Kendal  kepada  

Di rek tu r  Utama Mi t ra  Buana Consul t an t  No.  

170.436 /DPRD tangga l  6  September  2003  per iha l  Study  

In te rak t i f  ;

68. Daf ta r  Tanda  Ter ima  Uang  Dalam  Rangka  Study  

In te rak t i f  d i  Kal i u rang  Yogyakar t a  tangga l   3  -  5  

Oktober  2003 ;

69. Kui tans i  Pembayaran  Pemakaian  Akomodas i  Hote l  tangga l  

3- 5  Oktober  2003  dar i  Pur i  Indah  Inn  Kal i u r ang  

Yogyakar t a  ;

70. 1 (sa tu )  bende l  SPP,  SPMU dan SPJ  te rd i r i  dar i  :

-  Tunjangan  Perba ikan  Penghas i l an  ;

-  Tunjangan  Pani t i a  Penggant i  ;

-  Bantuan  Penghargaan  Pemda ;

-  Bantuan  Pemda untuk  Rumah Tangga ;

-  Bantuan  Kegia tan  Dewan ;

-  Bantuan  Penyerapan  Aspi ras i  ;

-  Tim Anggaran  ;

-  Operas iona l  Khusus  Pimpinan  ;

-  Bantuan  Paguyuban  Purna  Bhakt i  ;

-  Bantuan  Pel ipu tan  ;

-  Tunjangan  Asurans i  ;

-  La in - la i n  Bantuan  ;

-  Dana Penunjang  Kegia tan  ;

-  Adkas i  ;

-  Bantuan  kesehatan  ;

-  Pengembangan SDM ;

- Bantuan  BBM ;

- Bantuan  Jasa  Kantor  (ban tuan  te lepon ,  l i s t r i k  dan  

ai r )  ;

- Bantuan  t ranspor t as i  ;
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76. 12  (dua  belas )  bende l  Biaya  Per ja l anan  Dinas  bulan  

Januar i  s/d  Desember  2003 ;

72. 7 ( tu j uh )  buah Buku Kas Umum ;  

73.  Uang tuna i  sebanyak  Rp.  156.452 .875 , -  d i te r ima  dar i  

L idya  Dewi ,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  kerug ian  

negara  a.n .  Purwanto  Waluyo,  dkk .  ;

74.  Uang tuna i  sebanyak  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  yang  di te r ima  dar i  Handoko  

Setyawan,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  kerug ian  

negara  a.n .  Bambang Dwiyono,  dkk .  ;

75.  Uang tuna i  sebanyak  Rp.  5.990 .000 , -  ( l ima  ju ta  

sembi lan  ra tus  sembi lan  puluh  rup iah )  yang  di te r ima  

dar i  L idya  Dewi ,  SH.  yang  merupakan  pengembal i an  

kerug ian  negara  a.n .D jamal  Swasono,  dkk .  ,

te tap  te r l amp i r  da lam berkas  perkara  untuk  dipergunakan  

dalam perkara  la i n ;  

Membebani  Pemohon  Kasas i /  Terdakwa  te rsebu t  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  sebesar  

Rp.  2.500 , -  (dua  r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  ;

Membaca sura t  permohonan  pen in jauan  kembal i  te r t angga l  

24  September  2009  yang  di te r ima  d i  Kepani t e r aan  Pengadi l an  

Neger i  Kendal  pada  tangga l  28  September  2009  dar i  ENDRO 

ARINTOKO, SH. ,  MM. b in  SOEKARDJONO sebaga i  Terp idana ,  yang  

memohon agar  putusan  Mahkamah Agung te rsebu t  dapat  d i t i n j a u  

kembal i  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa putusan  Mahkamah Agung te rsebu t  te l ah  

dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  pada  

tangga l  7  Mei  2008  dengan  demik ian  putusan  te rsebu t  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap   ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  pada  pokoknya  adalah  sebaga i  

ber i ku t  :

A.  Adanya  fak ta  baru  (Novum)  dalam pen in jauan  kembal i  in i  

ada lah :

A.  1.  Putusan  Mahkamah Agung Nomor  :  487 K/P id /2007  tangga l  
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10  Apr i l  2007  atas  Nama Terdakwa  H.  Fran  Lukman yang  

te lah  menguatkan  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Ci lacap  dan  

mengambi l  a l i h /  sependapat  dengan  alasan /  per t imbangan  

hukum yudex  fac t i e .  Dalam Perkara  H.  Fran  Lukman se laku  

Ketua  DPRD.  Kab.  Ci lacap  Tahun  Anggaran  2004  didakwa  

bersama  sama dengan  H. l r .Ad i  Saroso .M.M.  se laku  ketua  

Tim  Penyusun  RAPBD yang  kemudian  RAPBD te rsebu t  pada  

tangga l  31 Desember  2003 di te t apkan  menjad i  Perda  APBD.  

Kab.  Ci lacap  No.  62  tahun  2003.  Terdakwa  d idakwa  

bersama- sama  dengan  Ketua  Tim  Anggaran  (T im  Penyusun  

RAPBD)  Kab.  Ci lacap  (per i ode  1999- 2004) .  Krono log i  

dakwaan  fak ta  ser ta  esens i  maupun  kons t ruks i  hukumnya  

sama  dengan  dakwaan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  Yang 

amar  putusannya  :

11. Menyatakan  Terdakwa  H.  Fran  Lukman  yang  

iden t i t a snya  seper t i  te r sebu t  d i  atas  t i dak  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  melakukan  t i ndak  

pidana  seper t i  te rsebu t  da lam  dakwaan  Pr ima i r ,  

Dakwaan Subs ida i r  Jaksa  Penuntu t  Umum.

12. Membebaskan  Terdakwa  dar i  segala  dakwaan  dan 

Tuntutan  Hukum(vr i j spraak) ;

13. Memul ihkan  Hak Terdakwa  dalam kemampuan,  kedudukan  

dan harka t  ser ta  martaba tnya ;

14. Menetapkan  barang  bukt i  berupa  :

Uang tuna i  se jumlah  Rp.  578.557 .000 , -  ( l ima  ra tus  

tu juh  Puluh  de lapan  ju t a  l ima  ra tus  l ima  puluh  

tu juh  r i bu  rup iah )  Dikembal i kan  kepada  yang  berhak  

:  ya i t u  Rp.  121.208 .551 , -  (  sera tus  dua pu luh  satu  

ju t a  dua  ra tus  delapan  r ibu  l ima  ra tus  l ima  puluh  

satu  rup iah )  kepada  Terdakwa.  Sedangkan  barang  

bukt i  berupa  sura t  dokumen keuangan  ya i t u :  Nomor  :  

1  sampai  dengan  Nomor:  45  te tap  te r l amp i r  da lam 

berkas  perkara .

1.5 .   Membebankan  biaya  perkara  kepada  negara ;

(Bukt i  PK.1)

A.2 .  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Ci lacap  
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No.66 /P id .B /2006 /PN.CIp  a.n .  H.  Fran  Lukman  (ke tua  

DPRD.  Kab.  Ci lacap  1999- 2004) ,  tangga l  21  Desember  

2006.  dan  di  a jukan  bersama- sama  dengan  I r .H .  Adi  

Saroso .M.M.  se laku  Sekre ta r i s  Daerah  Kab.  Ci lacap /  

Ketua  Tim Anggaran .

yang  amar  Putusannya :    

- Menyatakan  Terdakwa  H.  Fran  Lukman  yang  

iden t i t a snya  seper t i  te r sebu t  d i  atas  t i dak  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  melakukan  

t i ndak  pidana  seper t i  te rsebu t  da lam  dakwaan 

Pr ima i r ,  dakwaan  Subs ida i r ,  Jaksa   Penuntu t  

Umum.

- Membebaskan  Terdakwa  dar i  sega la  dakwaan  dan  

tun tu tan  (v r i j s p r aak ) .

- Memul ihkan  Terdakwa  dalam kemampuan,  kedudukan  ,  

dan harka t  ser ta  martaba tnya ;

- Menetapkan  barang  bukt i  berupa  :  uang  tuna i  

se jumlah  Rp.  578.557 .000 , -  d ikembal i kan  kepada  

yang  berhak  :  ya i t u  Rp.121 .208 .551 , -  kepada  

Terdakwa.

- Sedangkan  barang  bukt i  berupa  sura t  dokumen 

keuangan  ya i t u  :  No.  1  s /d  No.  45.  te tap  

te r l amp i r  da lam berkas  perkara .

- Membebankan    b iaya    perka ra   kepada   negara .

Putusan  bebas  dalam perkara  in i  esens inya  sama dengan

perkara  pemohon  penin jauan  kembal i ,  dan  atas  putusan

perkara  in i  kemudian  dikua tkan  oleh  Mahkamah  Agung

Republ i k  Indones ia  No.  487  K/P id /2007  tangga l  10- 4-

2007. ;

(Bukt i  PK.2)

A.3 .   Putusan  Mahkamah Agung Nomor  :  178K/P id /2007  Tangga l  

8  Mei  2008.  atas  Nama Terdakwa  I r .H .  Adi  Saroso ,  M.M.  

yang  te lah  menguatkan  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Ci lacap  

dan  mengambi l  a l i h /  sependapat  dengan  alasan /  

per t imbangan  hukum  yudex  fac t i e .  Dalam  Perkara  yang  

sama dengan  Pemohon Penin jauan  Kembal i ,  Terdakwa  I r .H .  
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Adi  Saroso .M.M  se laku  Ketua  Tim  Penyusun  RAPBD.  Kab.  

Ci lacap  Tahun  Anggaran  2004  yang  kemudian  RAPBD 

te rsebu t  pada  tangga l  31  Desember  2003  d i t e t apkan  

menjad i  Perda  APBD. Kab.  Ci lacap  No.  62 tahun  2003.

Terdakwa  didakwa  bersama- sama dengan  Ketua  DPRD.  Kab.  

Ci lacap  (per i ode  1999- 2004)  da lam  berkas  perkara  

te rp i sah .  Krono log i  dakwaan,  fak ta  ser ta  esens i  maupun 

konst ruks i  hukumnya  sama  dengan  dakwaan  Pemohon 

Penin jauan  kembal i .  Yang amar  putusannya  :

Mengadi l i  

Menolak  Permohonan Kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i / Jaksa /Penun tu t  Umum pada  Kejaksaan  Neger i  

Ci lacap  te rsebu t ;  

Membebankan  biaya  perkara  dalam  Tingka t  Kasas i  in i  

kepada  Negara .  

(Bukt i  PK.3) .

A.4 .  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Ci lacap  Nomor:  

67/P id .B /2006 /PN.CIp .  tangga l  21  November  2006.  Atas  

Nama Terdakwa I r .H .  Adi  Saroso .M.M.  Dalam Perkara  yang  

sama dengan  Pemohon Penin jauan  Kembal i ,  Terdakwa I r .H .  

Adi  Saroso ,  M.M se laku  Ketua  Tim Penyusun  RAPBD.  Kab.  

Ci lacap  Tahun  Anggaran  2004  yang  kemudian  RAPBD 

te rsebu t  pada  tangga l  31  Desember  2003  d i t e t apkan  

menjad i  Perda  APBD.  Kab.  Ci lacap  No.  62  tahun  2003.  

Terdakwa  didakwa  bersama- sama dengan  Ketua  DPRD.  Kab.  

Ci lacap  (per i ode  1999- 2004)  da lam  berkas  perkara  

te rp i sah .  Krono log i  dakwaan,  fak ta  ser ta  esens i  maupun 

konst ruks i  hukumnya  sama  dengan  dakwaan  Pemohon 

Penin jauan  kembal i .  Yang amar  putusannya  :

31. Menyatakan  Terdakwa  H.  I r .Ad i  Saroso .MM  yang  

iden t i t a snya  seper t i  te r sebu t  d i  atas  t idak  terbukt i  

secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  t indak  pidana  

seper t i  tersebut  dalam Dakwaan Primer ,  Dakwaan Subsider  

dan Dakwaan Lebih  Subsider  tersebut .

32. Membebaskan  Terdakwa  dar i  dakwaan  Pr imer ,  Dakwaan 

Subs ide r ,  dan dakwaan Leb ih  Subs ide r  te r sebu t .
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33. Menyatakan  Terdakwa H.  I r .Ad i  Saroso .MM.  te rbuk t i  secara  

sah  dan meyak inkan  te l ah  melakukan  perbua tan  sebaga imana  

da lam  dakwaan  Leb i h  Subs ide r  Lag i  akan  te tap i  

perbua tan  te rsebu t  bukan merupakan suatu  t indak  pidana.

34. Melepaskan  o leh  karena  i t u  Terdakwa dar i  sega la  tun tu tan  

hukum (onslag  van al le  rechtsvervo lg ing) .

35. Memul ihkan  hak  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan  dan  

harka t  ser ta  martaba tnya .

36. Menetapkan  barang  bukt i  berupa  :  satu  berkas  sura t - sura t  

d igunakan  dalam perkara  H.  Frans  Lukman.

37. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara .

(Bukt i  PK- 4) ;

A.5 .  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  32  PK/Pid /2006 . t angga l  

25  Februar i  2008. j o .Pu tusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  No.  593K/PID/2005  tanggal  2  Agustus  2005.  

jo .  Putusan  Pengadi lan  Tinggi  Padang  No.  

104/P ID /2004 /PT .PDG  tanggal  24  Desember  2004  jo .

Putusan  Pengadi lan  Neger i  Padang  No.  

83/P ID .B/2003 /PN.PDG tanggal  17  Mei  2004,  atas  Nama 

Terdakwa Dr.H.Arwan Kasr i ,  MK,S.E,M.S  bin  Kasr i ,  DKK.  

Terdakwa  sebagai  Ketua  DPRD.  Sumatera  Barat  tahun

1999- 2004,  bersama- sama  dengan  Terdakwa  la in  te lah  

memer in tahkan  Sekre ta r i s  DPRD  Drs .  Akmal  untuk  

menyusun  Draf  Anggaran  Belan ja  DPRD dan  Anggaran  

Sekre ta r i a t  DPRD.  Dan  bersama- sama  dengan  Terdakwa  

la i n ,  yang  pada pokoknya  Para  Terdakwa pada tangga l  31

Januar i  2002,  da lam  rapa t  par ipu rna  mengambi l  

keputusan

untuk  menetapkan  R.APBD.  Prop ins i  Sumatera  Bara t  

menjad i  Perda  APBD No.  2  tahun  2002.  yang  te rdapa t  

pos- pos  anggaran  yang  jen i s  dan  besarannya  menyimpang  

dar i  keten tuan  Pemer in tah  dan  keten tuan  ten tang  

kedudukan  keuangan  DPRD.  Krono log i  dakwaan,  fak ta  

ser ta  esens i  maupun  konst ruks i  hukumnya  sama dengan  

dakwaan

Pemohon Penin jauan  kembal i .
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Yang amar  putusannya  :

Mengadi l i  Kembal i  :  

– Menyatakan  para  Terp idana  I .  DR.H.  Arwan 

Kasr i ,MK,S .E ,M.S .  bin  Kasr i ,  I I .  H.Masfa r  

Rasy id .S .H . ,  I I I .H .Hasmer t i  Okt in i  b in t i  Hamid  

Saleh  al i as  Ny.  Si t i  Nazie f  Lubuk;  yang  

iden t i t a snya  te rsebu t  d i  atas  terbukt i  melakukan 

perbuatan  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  

Umum, te tap i   perbuatan  tersebut  bukan merupakan 

perbuatan  pidana;

– Menyatakan  para  Terpidana  tersebut  di  atas  

di lepas  dar i  segala    tuntutan    hukum   (onslaag  

van   al le    recht  vervolg ing) ;

– Memul ihkan  hak  para  Terp idana  dalam  kedudukan,  

harka t  ser ta  martaba tnya ;

(Bukt i  PK- 5) ;

A.6 . Dalam per t imbangan  hukum putusan  Mahkamah Agung Nomor:  

32  PK/Pid /2006 . t angga l  25  Februar i  2008,  ha laman  60  

dar i  70  ha l .  Al inea  te rakh i r  menyatakan :  "  Bahwa 

dengan  demik ian  seka l i pun  perbua tan  para  Terdakwa  

te lah  dinya takan  terbukt i  ket ika  menyusun  Peraturan  

Daerah  No.  2  tahun  2002  jo .  Pera tu ran  Daerah  No.7  

tahun  2002

yang  dike lua rkan  oleh  DPRD Sumatera  Bara t  Per iode  

1999- 2004  bersama- sama  dengan  Gubernur  Prop ins i  

Sumatra  Bara t  ber ten tangan  dengan  PP.  No.  110  tahun  

2000  akan  te tap i  penyusunan  anggaran  tersebut  adalah  

masih  dalam  ruang  l ingkup  kewenangannya  

(Adminis t ra t i f ) ,  karenanya  perbua tan  para  Terp idana  

sebaga imana  dimaksud  bukan lah  merupakan  perbua tan  

pidana ,  seh ingga  para

te rp i dana  te rsebu t  harulah  dinyatakan  di lepas  dar i  

segala  tuntutan  hukum  (onslaag  van  al le  

rechtsvervo lg ing) , "  

(Bukt i  PK- 6) ;

A.7 .  Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  No.  593  
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K/PID/2005  tangga l  2 Agustus  2005.  atas  Nama Terdakwa  

Dr.H.Arwan  Kasr i ,  MK,S.E,  M.S  bin  Kasr i ,  DKK. ,  amar  

putusannya  :

Menolak  permohonan  Kasas i  dar i  Para  Pemohon 

Kasas i /Pa ra  Terdakwa 1.  DR.H.Arwan  Kasr i ,MK,SE,MS.  Bin  

Kasr i ,  2.  H.  Masfar  Rasy id ,  S.H. ,  3.  H.  Hasmer t i  

Okton i  b in t i  Hamid  Saleh  a l i as  NY.  Ti t i  Nazie f  Lubuk.

(Bukt i  PK- 7)

A.  8.  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Padang  No.  

104/P ID /2004 /PT .PDG  tangga l  24  Desember  2004.  atas  

Nama Terdakwa Dr.H.Arwan  Kasr i ,  MK,S.E,  M.S b in  Kasr i ,  

DKK.  Yang amar  putusannya  :

Menyatakan  Terdakwa  1.  DR.H.Arwan  Kasr i ,MK,SE,MS.  Bin  

Kasr i ,  2.  H.  Masfar  Rasy id ,  S.H. ,  3.  H.  Hasmer t i  

Okton i  b in t i  Hamid  Saleh  al i as  NY.  Ti t i  Nazie f  Lubuk.  

Yang  iden t i t a snya  te rsebu t  d i  atas  te lah  te rbuk t i  

secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  

pidana  korups i  yang  di l akukan  secara   bersama- sama 

sebaga imana dakwaan Pr ima i r .

(Bukt i  PK- 8) .

A.9 .    Putusan  Pengad i l an  Neger i  Padang  No.  

83/P ID .B /2003 /PN.PDG tangga l  17  Mei  2004  atas  Nama 

Terdakwa  Dr.H.Arwan  Kasr i ,  MK.S.E.M.S  bin  Kasr i ,  

DKK.Yang  amar   putusannya :

– Menyatakan  Terdakwa  1.  DR.H.Arwan  Kasr i ,MK,SE,MS.  Bin  

Kasr i ,  2.  H.  Masfar  Rasy id ,  S.H. ,  3.  H.  Hasmer t i  

Okton i  b in t i  Hamid  Saleh  a l i as  NY.  Ti t i  Nazie f  Lubuk. ,  

yang  iden t i t a snya  te rsebu t  d i  atas  t idak  terbukt i  

secara  sah  dan meyakinkan  bersa lah  melakukan  t i n d ak  

p idana  sebaga imana  didakwa da lam dakwaan Pr ima i r .

– Membebaskan  Terdakwa- Terdakwa  te rsebu t  d i  atas  dar i  

dakwaan Pr ima i r  te rsebu t ;

– Menyatakan  Terdakwa  ;  1.  DR.H.Arwan  Kasr i ,MK,SE,MS.  

Bin  Kasr i ,  2.  H.  Masfar  Rasy id ,  S.H. ,  3.  H.  Hasmer t i  

Okton i  b in t i  Hamid  Saleh  a l i as  NY.  Ti t i  Nazie f  Lubuk  

yang  iden t i t a snya  te rsebu t  d i  atas  te l ah  te rbuk t i  
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secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  

pidana  "korups i  yang  d i l akukan  bersama- sama" .

– Menghukum Terdakwa- Terdakwa oleh  karena  i t u  

dengan pidana  penja ra  se lama 2 (dua)  tahun  dan  

3 ( t i ga )  bu lan .

(Bukt i  PK- 9) .

A.10 .  Putusan  Mahkamah  Agung  Rl  dengan  putusan  Jud ic i a l  

Review  No.  04.G/HUM/2001  tangga l  9  September  2002  

te l ah  memutuskan  bahwa PP 110/2000  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  

UU No.  22/1999  jo .  UU No.  4/1999 ,

(Bukt i  PK- 10)

A.11 .  Sura t  dar i  Jaksa  Agung  Republ i k  Indones ia ,  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Tingg i  d i  Selu ruh  

Indones ia . ,  Nomor:  B- 046/A /Fd .  1/08 /2008 .  tangga l  07  

Agustus  2008.  Per iha l  :  Kasus  Penya lahgunaan  Anggaran  

DPRD dan  adanya  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung Rl .  No.  4 

tahun  2005.  No.2 .  yang  menyatakan  . "Bahwa  keb i j a kan  

pol i t i k  ko lek t i f  berupa  produk  leg i s l a t i f  yang  

merupakan  kesepaka tan  dar i  pemegang  kedau la tan  rakya t  

da lam  menetapkan  anggaran  dengan  pemer in tah  yang  

te r t uang  di  da lam Pera tu ran  Daerah  ten tang  APBD t i dak  

dapat  d iu j i  o leh  Yudika t i f ,  kecua l i  mela lu i  Ins t r umen  

yud is i a l  rev iew ,  karena  keb i j akan  te rsebu t  berupa  

perk i r aan  pendapatan  dan  belan ja  daerah  yang  belum  

sampai  pada  tahap  penggunaan  secara  mater i i l  keuangan  

negara" .

(Bukt i  PK-11)

A.12 .  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  

MA/KUMDIL/70 / I I / K / 2005 ,  tangga l  28  Februar i  2005  

Tentang  Penegasan  Tidak  Ber lakunya  PP No.  110/2000 ;

(Bukt i  PK 12)

A.  13.  Sura t  Kejaksaan  Neger i  Paci t an  yang  te l ah  dise tu j u i  

Kepala  Kejaksaan  Tingg i  Jawa Timur ,  yang  menyatakan :

1. Bahwa  Perbuatan  pihak  Legis ia t i f  (DPRD 

Kabupaten  Paci tan)  dalam  penyusunan  dan 
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penetapan  PERDA No.19  tahun  2001  bertentangan  

dengan  PP.  No.  110  tahun  2000,  namun bukan 

merupakan  perbuatan/ t i ndak  pidana  korupsi  

melainkan  dalam  l ingkup  hukum  Administ ras i  

Negara,  yakn i  d i l akukan  pembata lan  PERDA No.  

19 tahun  2001.

2. Bahwa  kewenangan  pembata lan  PERDA  sebaga i  

keb i j a kan  daerah  dan  tun tu tan  gant i  rug i /  

ke leb ihan  pembayaran  ada  pada  Gubernur  se laku  

Pengawas Repres i f ,  berdasarkan :

a. Pasal  44 (1) ,  (2 )  dan Pasa l  45 (1 )  PP No.  105  

tahun

2000  ten tang  Pengelo laan  dan  Per tanggung  

Jawaban Keuangan Daerah .

b. Pasal  16  (2) ,  (4 )  dan  Pasa l  19  PP Nomor  110  

tahun

2000 ten tang  Kedudukan  Keuangan DPRD.

c. Pasal  4  (2 ) ,  (3 )  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i

Nomor  41  tahun  2001  ten tang  Pengawasan  

Repres i f  Kebi j aksanaan  Daerah .

(Bukt i  PK-13) .

Bahwa Fakta  Baru  (Novum in i )  baru  ada  dan  atau  dike tahu i  

sete lah  ke lua rnya  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Kendal  No.  

76/P id .B /2007 /PN.Kd l . , Tg l . 2 7  Agustus  2007  atas  nama 

Terdakwa  Endro  Ar in toko ,  S.H. ,M .M . /  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i .  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia .  

No.  142  K/PID.SUS/2008.Tg l .  7  Mei  2008.  jo .  Putusan  

Pengad i l an  Tingg i  Jawa Tengah  No.  266/P id /2007 /PT .Smg Tgl .  

6  November  2000  a.n  ENDRO  ARINTOKO  S.H. ,M.M.  b in  

Soekard jono ,Apab i l a  fak ta  baru  (Novum)  in i  ada  /  

d i t amp i l kan  sebe lum adanya  putusan  te rsebu t ,  maka has i l n ya  

ada lah  bahwa  Pengad i l an  akan  menja tuhkan  putusan  Bebas,  

atau  putusan  lepas  dar i  tun tu tan  hukum

atau  tun tu tan  Penuntu t  Umum  t i dak  dapat  d i te r ima ,  

sebaga imana  dia tu r  dan  di ten tukan  da lam pasa l  263  ayat  (2 )  
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huru f  a  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1981  ten tang  Hukum 

Acara  Pidana ;

Oleh  karena  i t u  mohon dengan  sega la  hormat  Mahkamah Agung  

Republ i k  Indones ia  da lam  Penin jauan  Kembal i  in i  berkenan  

membebaskan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dar i  Dakwaan 

Pr ima i r ,  Dakwaan  Subs ida i r ,  Dakwaan  leb ih  Subs ida i r ,  

Dakwaan Leb ih  Subs ida i r  Lag i ,  sehubungan  dengan  berkekua tan  

hukum  te tapnya  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Kenda l  No.  

77/P id .B /2007 /PN.Kd l .  Tgl .  27  Agustus  2007  atas  nama 

Terdakwa  ENDRO ARINTOKO,  S.H. ,M.M. /  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i .

- jo .    Putusan    Mahkamah   Agung   Nomor   :  

487   K/P id /2007  tangga l  10  Apr i l  2007  atas  Nama 

Terdakwa H.  Fran  Lukman .

- jo .  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Ci lacap  Nomor:  

66/P id .B /2006 /PN.CIp .  tangga l      21  Desember  

2006.  atas  Nama Terdakwa H.  Fran  Lukman.

- jo .  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Ci lacap  Nomor:  

67/P id .B /2006 /PN.CIp .  tangga l  21   November  2006.  

atas  Nama Terdakwa I r .H .  Adi  Saroso ,M.M.

- jo .  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  

178K/P id /2007 . t angga l  8  Mei  2008.a tas  Nama 

Terdakwa I r .H .  Adi  Saroso .M.M.

- jo .  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  32 

PK/Pid /2006 . t angga l  25  Februar i  2008.  atas  Nama 

Terdakwa  Dr.H.Arwan  Kasr i ,  MK,S.E,M.S  bin  Kasr i ,  

DKK.

- j o .  Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  

No.  593  K/P ID /2005   t a n g g a l    2   Agus tus  

2005 .    atas   Nama  Terdakwa  Dr.H.Arwan  Kasr i ,  

MK,S.E,M.S  bin  Kasr i ,  DKK.

- jo .  Putusan  Pengadi l an  Tingg i  Padang  No.  

104/P ID /2004 /PT .PDG tangga l  24  Desember  2004  .  

atas  Nama Terdakwa  Dr.H.Arwan  Kasr i ,  MK,  S.E,  

M.S bin  Kasr i ,  DKK.

- jo .  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Padang  No.  
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83/P ID .B /2003 /PN.PDG

tangga l  17  Mei  2004,  atas  Nama  Terdakwa  

Dr.H.Arwan  Kasr i ,

MK, S.E,  M.S bin  Kasr i ,  DKK.  

Bahwa  alasan  yang  di j ad i kan  dasar  Penuntu t  Umum dalam

melakukan  peny id i kan ,  da lam  dakwaan  dan  dalam  penuntu tan  

te rhadap  Pemohon Penin jauan  Kembal i /  Terdakwa te lah  membuat  

RAPBD  sangat  t i dak  berdasar  dan  Sura t  Dakwaan  harus  

dinyatakan  bata l  dimana  Sura t  Dakwaan  te rkesan  senga ja  

dibua t - buat  dan  mengingkar i  hukum  pos i t i f  yang  ber laku  

yakn i  Hukum Admin is t r a s i  Negara ,  dengan  maksud te r t en tu  dan  

bukannya  berdasarkan  hukum,  menginga t  persoa lan  Pembuatan  

Rancangan  APBD (RAPBD)  dan  Penetapan  RAPBD menjad i  APBD,  

sepenuhnya  ada lah  merupakan  persoa lan  hukum Admin is t r a s i  

Negara  yang  ten tunya  penye lesa iannya  ada lah  mela lu i  sarana  

Admin is t r a s i  Negara ,  yang  berwenang  membata lkan  Pera tu ran  

Daerah  te rsebu t  ada lah  Menter i  Dalam Neger i ;

Pera tu ran  Pemer in tah  nomor  20  tahun  2001  ten tang  Pembinaan

dan  Pengawasan  atas  Penye lenggaraan  Pemer in tahan  Daerah .  

Berdasarkan  Pasa l  9  dan  Pasa l  10  PP Nomor  20  tahun  2001,  

menyatakan  bahwa:  "  Gubernur  melakukan  pengawasan Represi f  

terhadap Perda,  keputusan Kepala  Daerah,  Keputusan DPRD dan 

Keputusan  pimpinan  DPRD.  Hasi l  dar i

pengawasan  repres i f  in i  adalah  bahwa  Gubernur  dapat  

membatalkan  Perda- perda,  Keputusan  Kepala  Daerah  ataupun 

Keputusan  DPRD yang  bertentangan  dengar  peraturan  yang 

leb ih  t i ngg i .

Dalam buku  karangan  ;  HR Ridwan,  Hukum Admin is t r a s i  Negara ,  

tahun  2006,  ha l  172- 176,  dan da lam buku  karangan  Phi l i pus  M 

Hadjon ,  Penganta r  Hukum Admin is t r a s i  Negara ,  UGM press ,  

tahun  2002.  dan  Berdasarkan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  79  

tahun  2005  ten tang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  

Penye lenggaraan  Pemer in tahan  Daerah  yang  merupakan.  

penggant i  PP Nomor  20 tahun  2001,  Perda  APBD dikategor ikan  

ke  dalam  Perda  yang  tunduk  dalam  pengawasan  prevent i f  

ar t i n ya  sebe lum  diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  harus  
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dieva luas i  leb ih  dahu lu  oleh  Pemer in tah  Prov ins i .  

Pengawasan  oleh  Pemer in tah  atau  execut ive  review  in i  t i dak  

dapat  d iambi l  a l i h  o leh  Jaksa  Penuntu t  Umum.

Sela in  melalu i  mekanisme  pengawasan  preven t i f  dan  repres i f  

(execut ive  review) ,  evaluas i  perda  dapat  di lakukan  melalu i  

yudikat i f  rev iew  yang  di laksanakan  oleh  Mahkamah  Agung 

melalu i  mekanisme Hak Uj i  Mater i i f .  Hal  in i  d idasarkan  pada  

UU Nomor:  14  tahun  1970,  UU Nomor  :14  tahun  1985  dan  UU 

Nomor:  5  tahun  2004  yang  member ikan  kewenangan  kepada  

Mahkamah

Agung  untuk  menguj i  secara  mater i i l  hanya  te rhadap  

Pera tu ran  Perundang- undangan  d ibawah  Undang- undang.  

Mahkamah Agung  dapat  menyatakan  t i dak  sah  semua pera tu ran  

Perundang  undangan  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  yang  

leb ih  t i ngg i .

Hak  Uj i  mater i i l  ada lah  wewenang  untuk  menguj i  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  t i ngka tannya  leb ih  rendah  dar i  

undang- undang  mengenai  sah  t i daknya  Pera tu ran  Perundang-

undangan  te rsebu t  atau  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i  t i ngka tannya .  ( l i h a t  H 

Abdul  Lat i f ,  da lam  buku  Hukum dan  Pera tu ran  Kebi j aksanaan  

(be le i d s r ege l )  pada  Pemer in tahan  Daerah .  tahun  2005.  ha l  

230- 233) .

Oleh  karena  i t u ,  Perda  merupakan  kewenangan  Mahkamah Agung  

R. I  apab i l a  akan  d i l akukan  Hak Uj i  Mater i i l  Perda  tentang  

APBD Nomor 4 tahun 2003 serta  Perda Nomor 9 tahun 2003 yang 

te lah  dibuat  atas  persetu juan  bersama oleh  Bupat i  dan DPRD 

Kendal  t idak  pernah  dibata lkan  oleh  Mahkamah  Agung

melalu i  HAK UJI  MATERIIL .  Dengan  t i dak  adanya  pembata lan  

te rsebu t  maka Perda  ten tang  APBD Kabupaten  Kendal  te rsebu t  

d i  atas  berdasarkan  asas  hetve rmoeden  van  rech tmat i ghe id  

atau  asas  praesumpt i o ,  causa  atau  asas  praduga  rech tmat i ge ,  

maka pera tu ran  te rsebu t  syah  dan mempunyai  kekuatan  ber laku  

mengika t  seh ingga  waj ib  untuk  di l aksanakan  dan di taa t i .  Hak 

Uj i  Mater i i l  yang  menjad i  kewenangan  Mahkamah  Agung  in i  

t i dak  dapat  d iambi l  a l i h  o leh  Jaksa  Penuntu t  Umum.
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Berdasarkan  UU Nomor  10  tahun  2004,  maka  dasar  normat i f  

Perda  sebaga i  kekuatan  mengika t  dan  waj ib  untuk  

di l aksanakan  sete lah  d iundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  

mempunyai  landasan  hukum yang  sangat  kuat .  Berdasarkan  asas  

het  vermoeden  van  rech tmat i ghe i d  atau  asas  praesumpt i o  

causa  atau  asas  p r a d u g a  r e c h t m a t i g e ,  a p a b i l a  

s e b u a h  p e r a t u r a n  t i d a k  p e r n a h  d i b a t a l k a n  ma k a 

w a j i b  u n t u k  d i b e r l a k u k a n  d a n  d i l a k s a n a k a n .  O l e h  

k a r e n a  i t u  s e t i a p  i n d i v i d u  d a n  atau  badan  hukum 

pr i va t  maupun  badan  hukum  publ i k  yang  melaksanakan  

pera tu ran  perundang- undangan  waj ib  di l i n dung i  o leh  hukum 

dan  dikesampingkan  dar i  sanks i  p idana .  Barang  s iapa  

mentaa t i  undang- undang  (d i t a f s i r k an  luas  sebaga i  Pera tu ran  

Perundang- undangan)  d a n  melakukan  perbuatan  untuk  

melaksanakan  keten tuan  undang- undang  (d i t a f s i r k an  luas  

sebaga i  Pera tu ran  Perundang- undangan)  t i dak  dapat  d ip i dana  

dengan  berdasarkan  pada  keten tuan  Pasa l  50  Ki tab  Undang-

Undang Hukum Pidana  (KUHP).

Sela in  dengan  execut ive  rev iew  dan  jud icat i ve  rev iew,  

evaluas i  atau  pembatalan  Perda  dapat  di lakukan  oleh  DPRD 

yang  disebut  dengan  leg is la t i v e  rev iew.  DPRD Kabupaten  

Kendal  t i dak  pernah  membata lkan  Perda  ten tang  APBD Nomor  4 

tahun  2003 ser ta  Perda  Nomor 9 tahun  2003 yang  te l ah  d ibua t  

atas  perse tu j uan  bersama  oleh ,  Bupat i  dan  DPRD Kendal .  

Dengan  t i dak  adanya  pembata lan  te rsebu t  maka Perda  ten tang  

APBD Kabupaten  Kendal  te rsebu t  d i  atas  berdasarkan  asas  het  

vermoeden  van  rech tmat i ghe i d  atau  asas  praesumpt io  causa  

atau  asas  praduga  rechmat i ge ,  maka pera tu ran  te rsebu t  syah  

dan  mempunyai  kekuatan  ber laku  mengika t  seh ingga  waj ib  

untuk  d i l aksanakan  dan  di t aa t i .  Evaluas i  atau  pembata lan  

Perda  mela lu i  leg i s l a t i v e  rev iew  in i  t i dak  boleh  diambi l  

a l i h  o leh  Jaksa  Penuntu t  Umum; Keputusan  DPRD,  Pada  Pasa l  

113  UU Nomor  22  tahun  1999  ten tang  Pemer in tah  Daerah  

dinya takan  bahwa:  "Da lam  rangka  pengawasan,  Pera tu ran  

Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah  disampaikan  kepada  

Pemer in tah  se lambat  lambatnya  l ima  betas  har i  sete lah  
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di te t apkan" .  Sedangkan,  Pasa l  114  menyatakan  bahwa"  

Pemer in tah  dapat  membata lkan  Pera tu ran  Daerah  dan Keputusan  

Kepala  Daerah  yang  ber ten tangan  dengan  kepent i ngan  umum,  

atau  pera tu ran  Perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i  dan  

atau  Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya" .

Akan  te tap i  da lam hal  in i ,  Jaksa  Penuntu t  Umum memaksakan  

perkara  in i  sebaga i  suatu  perkara  pidana .  Meskipun  Mahkamah 

Agung  Rl  dengan  putusan  Jud ic i a l  Review  No.  04.G/HUM/2001  

tangga l  9 September  2002 te lah  memutuskan  bahwa PP 110/2000  

ber ten tang  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  

t i ngg i  yakn i  UU No.  22/1999  jo .  UU No.  4/1999 ,  maka se lu ruh  

proses  peny id i kan ,  penuntu tan  dan Pengad i l an  yang  berka i t an  

dengan PP.110/2000  te rsebu t  juga  menjad i  bata l  demi  hukum.

Bagaimana  mungkin  suatu  peny id i kan /  sura t  Dakwaan  te tap  

dibe r l a kukan  dengan  dasar  dakwaan  yang  menggunakan  

pera tu ran  perundang- undangan   yang   te lah   d inya takan  

bata l   dan  t i dak  mempunya i  kekuatan  mengika t  o leh  Mahkamah 

Agung;

Bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

merasa  sangat  d i rug i kan  baik  secara  mater i i l  maupun 

imate r i i l ;

Bahwa  untuk  mengatas i  kekacauan  di  berbaga i  daerah ,  

Mahkamah  Agung  te l ah  pu la  mengeluarkan  Sura t  Edaran  

mengenai  t i dak  ber l akunya  PP 110/2000 .  hal  in i  d i t u j u kan  

agar  t i dak  te r j ad i n ya  konf l i k  d iak iba t kan  PP  110/2000  

(buk t i  PK -  15) ,  yang  te lah  ber ten tangan  dengan  UU No.  

22/1999  (buk t i  PK -  16)  jo .  UU No.  4/1999 ; (buk t i  PK-17) .  

Bahwa dalam Putusan  Jud ic i a l  Review No.  04.G/HUM/2001  (pada  

Bukt i  PK-  10)  pada  halaman  38  bar i s  ke  10  dinya takan  

sebaga i  ber i ku t :

Menyatakan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  110  tahun  2000  

ber ten tangan  ( tegenges te l d )  dengan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  Undang- Undang  No.  4 Tahun  

1999  dan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2002;  Menyatakan  bata l  

dan  t i dak  mempunyai  kekuatan  mengika t  Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  110  Tahun  2000  Tentang  Kedudukan  
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Keuangan  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  tangga l  30 November  

2000  Lembaran  Negara  Republ i k  Indones ia  tahun  1999  Nomor  

211;

A.13 .  Bahwa  MA te lah  mengadakan  Rakernas  di  Denpasar  

tangga l  19  September  2005  dimana  Ketua  Mahkamah Agung  

mengatakan  dalam  sambutannya  (ha laman  13  ya i t u  

"perka ra - perkara  yang  menyangkut  PP No.  110/2000  yang  

sangat  te rkena l  i t u  sudah  menjad i  t i dak  sah  dan  t i dak  

dapat  d i j ad i kan  sebaga i  dasar  dakwaan  karena  t i dak  

ber laku  lag i ,  kenyataannya  te tap  sa ja  Pengad i l an  

Tingg i  se- Indones ia  menyidangkan  dan  memutuskan  Kasus  

PP 110/2000  dan merug ikan  DPRD se- indones ia .

A.14 .  Penje lasan  Kepala  Pusat  Penerangan  Kejaksaan  Agung  

Bapak  Soehando jo  di  Media  Kompas,  Jakar ta ,  10  Agustus  

2005  “Penanganan  kasus- kasus  yang  berka i t an  dengan  

pelanggaran  PP 110 Tahun 2000 hendaknya  di tunda  dengan  

alasan  PP  110/2000  sudah  diba ta l kan  oleh  Mahkamah  

Agung  pada  tahun  2002  yang  menyatakan  penanganan  

kasus- kasus  yang  berka i t an  dengan  PP 110  tahun  2000,  

atas  permin taan  DPRD Sumatera  Bara t  dan  Pemer in tah  

sudah  mencabut  PP  110/2000  te rsebu t  dan  sudah  

menggant i nya  dengan  PP No.  24/2004  ten tang  Kedudukan  

Pro toko le r  dan Keuangan Pimpinan  dan Anggota  DPRD;"

A.15 .  Sura t  Edaran  Jaksa  Agung  No  B520/F /F .2 . 1 / 08 / 2003  

tangga l

26  Agustus  2003  (sebaga imana  diber i t a kan  pada  har ian  

Republ i ka  har i  se lasa  tangga l  26  Ju l i  2005,  d imana  

di i ns t r u ks i k an  agar  PP110/2000  t i dak  digunakan  lag i  

sebaga i  dasar  peny id i kan  dan  tap i  kenyataannya  banyak  

te r j ad i  ket i dak  patuhan  apara t  Kejaksaan  khususnya  

Jaksa  yang  mendakwa  te rhadap  kasus  Ketua  dan  Waki l  

Ketua  DPRD Kenda l  dan  Sekda  Kendal /  Tim  Penyusun  

Anggaran  tahun  1999- 2004  yang  te tap  dis i d i k  dan  

di t un tu t  dan  ins t r uks i  Jaksa  Agung  te rsebu t  t i dak  

di i ndahkan  dan t i dak  dih i r aukan ;

Atas  dasar  Novum-novum di  atas ,  maka je l as  dan tegas  secara  
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hukum  bahwa  PP  110/2000  t i dak  dapat  d ibe r l a kukan  lag i  

dengan  alasan  apapun  juga  karena  i t u  se lu ruh  peny id i kan  dan  

dakwaan  ada lah  bata l  demi  hukum dan  atas  dasar  i t u  maka 

te rhadap  Terdakwa  harus lah  dibebaskan  dar i  sega la  dakwaan  

dan tun tu tan ;

B.  Adanya Pertentangan Berbagai  Putusan

1. Antara  Putusan  Mahkamah Agung  dan  Putusan  Pengadi l an  

Neger i  Kendal  No 77/P id .B /2007 /PN.Kd l .  Tgl .  27 Agustus  

2007.  jo .  Putusan  Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia .  

No.  142  K/PID.SUS/2008.Tg l .  7  Mei  2008.  jo .  Putusan  

Pengad i l an  Tingg i  Jawa Tengah No.266/P id / 2007 /  PT.Smg.  

Tgl .  6 November  2007.  a.n .ENDRO ARINTOKO,S.H. ,M.M.  bin  

Soekardjono,  ber ten tangan  dengan :

a. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  04.G/HUM/2001  Tentang  

Jud ic i a l  Review  (Hak  Uj i  Mater i i l )  (Buk t i  PK-10)  

dimana  d inya takan  bahwa  PP  110/2000  dinya takan  

t i dak  ber laku  karena  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

yang  leb ih  t i ngg i  ya i t u  UU No.  22/1999  jo .  UU 

No.4 /1999 .  (Buk t i  PK-16)  dan (Buk t i  PK-17) .

b. Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Bara t  No 

162/Pdt / 2001 /PT .PDG  tangga l  5  Desember  2001  yang  

menyatakan  Pengad i l an  Neger i  Padang  t i dak  berwenang  

mengadi l i  perka ra  yang  berhubungan  dengan  masalah  

Perda  No.  2/2000  jo  No.  7/2002  dan  mengusu lkan

pembata lannya  d ia j ukan  ke  PTUN atau  Jud ic i a l  Review  

sesua i  dengan  Pasa l  31  ayat  (1 )  dan  (2 )  UU No.  

14/1985  te tap i  Pengad i l an  Neger i  Padang  pada  

pers i dangan  yang  la i n  te rnya ta  mener ima  tun tu tan  

atau  dakwaan  yang  dia jukan  oleh  Kejaksaan  Neger i  

Padang.

c. Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  

MA/KUMDIL/70 /71 /K /2004 ,  tangga l  28  Februar i  2005  

Tentang  Penegasan  Tidak  Ber lakunya  PP  110/2000 .  

(Buk t i  PK-11) .  Bahwa untuk  mengatas i  kekacauan  di  

berbaga i  daerah  Mahkamah  Agung  te l ah  pula  

mengeluarkan  Sura t  Edaran  mengenai  t i dak  ber lakunya  
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PP  110/2000 .  Hal  in i  d i t u j u kan  agar  t i dak  

te r j ad i n ya  konf l i k  d iak iba t kan  PP  110/2000 ,  yang  

te l ah  ber ten tangan  dengan  UU No.  22/1999  jo .  UU No.  

4/1999 .

2. Bahwa  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  

142/K /P IDSUS/2008  tangga l  16  Apr i l  2008  te rhadap  

Terp idana  ENDRO ARINTOKO,SH,MM bin  Soekard jono  pada  

halaman  184  nyata - nyata  ber ten tangan  dengan  

per t imbangan  Yudex  Yur i s  yang  te rcan tum  pada  halaman  

185  dan  186  pada  putusan  yang  sama,  yang  konkr i t n ya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t :

Halaman 184:

"Bahwa a lasan- alasan  in i  dapat  d ibenarkan  karena  Yudex

Faxt i e  sa lah  menerapkan  hukumnya dengan  alasan  sebaga i

ber i ku t :

1. Bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran  Belanja  Dewan 

Perwaki lan  Rakyat  Daerah  Tk  I I  tahun  2003  

didasarkan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor 7 tahun 2001  

yang  pembuatannya    mengadopsi  dar i  PP 10  tahun  

2000 tentang  Kedudukan Keuangan DPRD.(Bukt i  PK 14) .

2. Bahwa  berdasarkan  putusan  Yudis i a l  Review  No 

B/HUM/2001  tangga l  9  September  2003  Mahkamah Agung 

te lah  menyatakan  bahwa Pera tu ran  Pemer in tah  No 110  

tahun  2000 t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum.

3. Bahwa atas  dasar  ha l  te rsebu t  maka Pera tu ran  Daerah  

Nomor  7  tahun  2001  d ianggap  cacat  hukum,  bata l  dan  

t i dak  ber laku ,  karenanya  t idak  ada  pelanggaran  

hukum dalam penetapan Anggaran DPRD tahun 2003.

4. Bahwa  disamping  i t u ,  berdasarkan  fak ta  yang  

te rungkap  dipe rs i dangan  te rnya ta  bahwa  Terdakwa  

te lah  menolak  permin taan  Dewan  mengenai  dasar  

asurans i ,  karena  t i dak  ada  dasar  hukumnya  seh ingga  

Rapat  Pani t i a  Anggaran  mengalami  dead  lock ,  akan  

te tap i  berdasarkan  loby  dar i  Ketua  Dewan dan  Waki l  

Ketua  Pani t i a  Anggaran  DPRD,  mela lu i  saks i  Warso  

Susi l o ,  Bupat i  member ikan
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perse tu j uannya  mela lu i  pembica raan  te lepon ;

Kal imat  yang  te rcan tum  dalam pada  4 (empat )  i t em  in i  te l ah  

menjadi  pert imbangan  bagi  Yudex  Yuris  untuk  menyatakan  

bahwa Terdakwa harus  dinyatakan  t idak  terbukt i  secara  syah  

dan meyakinkan  bersalah  atas  dakwaan Primer  dan Subsidai r  

Namun demik ian  dalam  dakwaan  yang  Lebih  Subsid ier  Yudex 

Yuris  membuat  pert imbangan  yang  nyata- nyata  bertentangan  

dengan  pert imbangan- pert imbangan  te rsebu t  khususnya  pada  

per t imbangan  unsur  melawan  hukum (ha l  185) .  Apabi l a  d imuka  

(ha l  184)  te l ah  dinya takan  bahwa  t i dak  ada  pelanggaran  

hukum dalam penetapan  Anggaran  DPRD tahun  2003,  maka pada  

per t imbangan  yang  te rcan tum  pada  ha l  185  Yudex  Yur i s  te tap  

menyatakan  bahwa dalam  perbua tan  Terdakwa  yang  iku t  akt i f  

had i r  da lam rapa t - rapa t  Pani t i a  Anggaran  DPRD Kendal  tahun  

2003,  te lah  dika tego r i k an  sebaga i  perbua tan  melawan  hukum 

fo rm i l  maupun mater i i l .

Per t imbangan- per t imbangan  te rsebu t  je l as - je l as  menujukan  

adanya  per ten tangan  satu  dengan  yang  la i nnya  sebaga imana  

yang  dimaksud  pasa l  263  ayat  (2 )  huru f  b  Ki tab  Undang-

undang Hukum Acara  Pidana.

C.  Adanya Kekhi la fan  Hakim Atau Kekel i ruan  yang nyata  :

C.1.  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Kendal  No.  

77/P id .B /2007 /PN.Kd l .  Tgl .27  Agustus  2007.  jo .Pu tusan  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia .  No.142  

K/PID.SUS/2008 .Tg l .  7  Mei  2008.  jo .Pu tusan  Pengad i l an  

Tingg i  Jawa  Tengah  No.266/P id / 2007 /PT .Smg  Tgl .6  

November  2007  a.n .  ENDRO  ARINTOKO,S.H. ,M.M.  bin  

Soekardjono,  te l ah  ke l i r u  dan  kh i l a f  da lam  memutuskan  

Perkara ,  dengan  t i dak  memper t imbangkan  putusan  te rsebu t

di  bawah  in i  sebaga i  per t imbangan  dalam  memutuskan  

Perkara  Kasas i  Terdakwa  (saa t  in i  sebaga i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i ) :

a. Putusan  Mahkamah Agung  No.  04.G/HUM/2001  Tentang

Jud ic i a l  Review te r t angga l  9 September  2002 dimana  

dinya takan  bahwa  PP  110/2000  (Buk t i  PK-10)  

dinya takan  t i dak  ber laku  karena  ber ten tangan  
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dengan  pera tu ran  yang  leb ih  t i ngg i  (Undang- Undang  

No.  22/1999  jo .  Undang- Undang No.  4/1999)

b. Sura t     Edaran      Mahkamah    Agung      Nomor  

MA/KUMDIL/70 /  I I /K /  2005,   tangga l   28   Februar i  

2005  ten tang  penegasan  t i dak  ber lakunya  PP 

110/2000  (Buk t i  PK-12)

C.2.  Pengad i l an  Neger i  Kendal  dengan  Putusan  No.  

77/P id .B /2007 /PN.Kd l .  Tgl .27  Agustus  2007  jo .  Putusan  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia .  No.  142  

K/PID.SUS/2008 .  Tgl .  7 Mei  2008.  jo .  Putusan  Pengad i l an  

Tingg i  Jawa  Tengah  No.266/P id /2007 /PT .Smg  Tgl .  6 

November  2007.a .n .  ENDRO  ARINTOKO,S.H. ,M.M.  bin  

Soekardjono,  te l ah  ke l i r u  dan  kh i l a f  da lam  memutus,  

karena  mengabaikan  Asas  Hukum  Hiera rk i  Perundang-

Undangan/  Asas  Lex  Super i o r  Derogate  Lege  In fe r i o r i .  

Bahwa  pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  rendah  

t i dak  boleh  ber ten tang  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  leb ih  t i ngg i .  Dalam hal  in i  PP 110/2000  

(Buk t i  PK-9)  ber ten tangan  dengan  UU No.  22/1999  jo .  UU 

No.  4/1999 .  Asas  in i  secara  abso lu te  dican tumkan  dalam 

Pasa l  7  ayat  (1 )  UU No.  10/2004 ,  akan  te tap i  da lam 

perkara  in i  Yudex  Yur i s /  Maje l i s  Hakim  Kasas i  kh i l a f ,  

dengan  te tap  menghukum Pemohon Penin jauan  Kembal i  atas  

dasar  pe langgaran  PP  110/2000 ,  padaha l  PP  110/2000  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang No.  22 tahun  

1999

dan Undang- Undang No.  4 tahun  1999.

C.  3.  Asas Hukum Trans i t o i r  (Pasa l  1 ayat  (2 )  KUHP).

Bahwa  apab i l a  te r j ad i  perubahan  pera tu ran  perundang-

undangan  maka  yang  d i t e rapkan  ada lah  pera tu ran  yang  

menguntungkan .  Dalam  hal  in i  PP  110/2000  te l ah  

dinya takan  bata l  dan  t i dak  mempunya i  kekuatan  mengika t  

o leh  Mahkamah Agung  Rl  dengan  Putusan  Jud ic i a l  Review  

Nomor  04  G/HUM/2001  tangga l  9  September  2002,  karena  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

leb ih  t i ngg i  yakn i  UU No.  22/1999  dan UU No.  4/1999 .
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Kemudian  PP  110/2000  te l ah  d i rubah  dengan  PP  No.

24/2002  maka  seharusnya  yang  pada  kasus  Terdakwa/  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  yang  diduga  melanggar  PP 

110/2000  te rsebu t ,  seharusnya  yang  dibe r l a kukan  ada lah  

Putusan  Jud ic i a l  Review  Mahkamah  Agung  Rl  No.  04 

G/Hum/2001  tangga l  9  September  2002  dan  PP Nomor  24 

tahun  2002,  karena  Putusan  Mahkamah Agung  Rl  Nomor  04

G/HUM/2001  dan  PP  Nomor  24/2002  te rsebu t  leb ih

menguntungkan  bag i  Terdakwa.

C.  4.  Asas Imun i t e i t  atau  Asas  Kekeba lan .

Bahwa  t i ndakan  pemidanaan  atas  Pembuatan  Rancangan  

PERDA/  RAPERDA  dan  produk  lembaga  leg i s l a t i v e  

sebaga imana  yang  sekarang  te r j ad i  da lam  kasus  in i  

ada lah  merupakan  pelanggaran  dar i  hak  imun i t as  yang  

dimi l i k i  dan di j amin  Undang- Undang,  Pemidanaan  te rhadap  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  sebaga imana  putusan  Mahkamah 

Agung  di  t i ngka t  kasas i  in i ,  ada lah  merupakan  

kekh i l a f an  dan  keke l i r u an  hak im  yang  nyata ,  karena  

anggota  DPR,  DPRD Tk,  I  dan  DPRD Tk.  I I ,  dan  Penyusun  

RAPBD  mempunyai  hak  kekeba lan  ( Imun i t as ) ,  asas  in i  

menyatakan  bahwa  apapun  yang  di l akukan  dan  dika takan  

oleh  anggota  leg i s l a t i f  da lam tugasnya  sebaga i  anggota  

leg i s l a t i f  t i dak  dapat  d i tun tu t  d imuka  pengad i l an  

sebaga i  kasus  pidana .  Asas  in i pun  sudah  dipe rkua t  dan  

di t egaskan  mela lu i  Pasa l  27 UU No.  22/1999  jo .  Pasa l  38  

UU No.  4/1999 .

Dalam  hal  produk  anggota  leg i s l a t i f  DPRD Kabupaten  

Kendal  d ianggap  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i ,  maka  ak iba t  

hukumnya  ada lah  bisa  d iba ta l kan  o leh  Gubernur /  

Mendagr i ,  demik ian  juga  produk  DPR berupa  undang- undang  

yang  diba ta l kan  mela lu i  Hak  Uj i  Mater i l  Mahkamah 

Konst i t u s i ,  te tap i  kenyataannya  Perda- Perda  Kabupaten  

Kendal  yang  d ianggap  menyimpang  t i dak  pernah  diba ta l kan  

oleh  Gubernur  Menter i  Dalam  Neger i ,  akan  te tap i  

Penghas i l an  yang  di te r ima  oleh  anggota  DPRD Kab.  Kendal  
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te rsebu t  Jus t ru  dianggap  sebaga i  suatu  t i ndak  pidana  

korups i ,  na i f  dan  sungguh  t i dak  dapat  d i te r ima  secara  

hukum,  padaha l  pener imaan  te rsebu t  ada lah  sah  secara  

hukum.

C.5.  Asas  Kekeba lan  Karena  Menja lankan  Per in t ah  Undang-

Undang 

(Pasa l  50 KUHP).

Bahwasanya  ada asas  hukum yang  menyatakan  bahwa apab i l a  

menja lankan  per in t ah  undang- undang  maka t i dak  dip idana ,  

ha l  in i  d i t egaskan  dalam  Pasa l  50  KUHP  dimana  

dinya takan  "barang  siapa  melakukan  perbuatan  untuk  

menjalankan  undang- undang,  t idak  boleh  di  hukum".  Oleh  

karena  i t u  Tim  Penyusun  RAPERDA APBD dan  anggota

DPRD yang  melaksanakan  tugas  berdasarkan  UU No.  22/1999  

untuk  bersama- sama  dengan  Bupat i  Kendal  ser ta  Tim 

Penyusun  Anggaran  /  Penyusun  RAPBD  menyusun  dan  

melaksanakan  Perda  t i dak  dapat  d ihukum  berdasarkan  

pasa l  50 KUHP te rsebu t .

C. 6.  Bahwa Maje l i s  Hakim  da lam  meni la i  apakah  perbua tan -

perbua tan  yang  di l akukan  o leh  Ketua  dan  Waki l  Ketua  

DPRD Kendal  dan  Tim Penyusun  RAPBD Kab.  Kendal  Per iode  

1999- 2004  te rsebu t ,  memenuhi  unsur  melawan  hukum te lah  

melakukan  keke l i r u an  ten tang  keten tuan  hukum

yang  ber l aku  ya i t u  te lah  melakukan  peni l a i an  te rhadap  

fak ta - fak ta  dan  bukt i  yang  bukan  merupakan  wewenang 

Hakim kasas i  dan oleh  karenanya  keke l i r u an  i t u  :

a. te lah  mengabaikan  sebag ian  besar  saks i  yang  

menyatakan  bahwa  mereka  t i dak  mel iha t  dan  atau  

mengetahu i  adanya  peranan  korups i .

b. mengabaikan  pembukt i an  se lama  pemer iksaan  

pers i dangan  yang  menyimpulkan  bahwa Tim Anggaran /  

Penyusun  R.  APBD.  Iku t  da lam  Penentuan  R.  APBD 

menjad i  APBD.

C.7.  Bahwa  uang/pendapatan  yang  di te r ima  anggota  DPRD 

Kendal  per iode  1999- 2004  ada lah  merupakan  hak  mereka  

yang  te l ah  dia tu r  o leh  Perda.  Dalam ha l  Gaj i  Pres iden ,  
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Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Maje l i s  Hakim  Agung  d ia tu r  

o leh  undang- undang  sedangkan  untuk  d i  daerah  dia tu r  

o leh

Perda.  Apakah  sebuah  pelanggaran  hukum  j i ka  Anggota  

DPRD mener ima  hak  mereka  yang  d ia tu r  o leh  Perda,  d imana  

sampai  saat  in i  Perda  te rsebu t  be lum  pernah  dicabu t ,  

karena  apab i l a  demik ian  maka  Gaj i  Bapak

Mahkamah Agung juga  bera r t i  Pelanggaran  Hukum.

C.8.  Bahwa dalam  per t imbangan  Yudex  Yur i s /  Maje l i s  Hakim 

pada  Tingka t  Kasas i  d ika takan  te l ah  memenuhi  unsur  

da lam  dakwaan  leb ih  Subs ida i r  lag i  ya i t u  Pasal  3  jo .  

Pasa l  18 UU No.  31/1999  yang  te l ah  di rubah  dan di tambah  

dengan  UU No.  20/2001  jo .  Pasa l  56 ke- 2 KUHP jo .  Pasal  

64  ayat  (1 )  KUHP.  Bahwa berdasarkan  Pasa l  34  ayat  (3 )  

huru f  g  jo  Pasa l  34  ayat  (4 )  huru f  c  UU No.  4/1999  

dika takan  bahwa  untuk  melaksanakan  tugas  dan  wewenang 

sebaga imana  yang  dimaksud  ayat  (2 ) ,  DPRD mempunyai  hak  

menentukan  anggaran  DPRD dan  kemudian  ayat  4  huru f  c  

menyatakan  bahwa  se la i n  hak- hak  DPRD sebaga imana  yang  

dimaksud  ayat  (2 ) ,  anggota  DPRD juga  mempunyai  hak  :  c .  

Keuangan/  admin is t r a s i .

Bahwa uang  yang  d i t e r ima  oleh  anggota  DPRD te rsebu t  d i  

atas  ada lah  merupakan  gaj i /  pendapatan  yang  merupakan  

hak  mereka  dan  te l ah  di tuangkan  dalam  bentuk  Perda .  

Bahwa dalam  hal  in i  tu juan  menguntungkan  di r i  send i r i  

atau  orang  la i n  atau  suatu  korporas i  yang  dinya takan  

te lah  te rbuk t i  o leh  Yudex  Yur i s  adalah  ke l i r u  karena  

uang yang  di te r ima  o leh  Anggota  DPRD te rsebu t  merupakan  

hak  mereka  yang  te lah  disepaka t i  dan  disahkan  

berdasarkan  undang- undang  ser ta  d iundangkan  dalam 

bentuk  pera tu ran  Daerah  dan  d ise tu j u i  o leh  Mendagr i .  

Pada  t i ngka t  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  ga j i  Pres iden  

di t e t apkan  dalam  undang- undang  sedangkan  gaj i  yang  

di t e r ima  oleh  anggota  DPRD di te t apkan  dengan  Perda .  

Dalam  hal  in i  anggota  DPRD te rsebu t  t i dak  melakukan  

perbua tan  yang  menguntungkan  di r i  send i r i  atau  orang  
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la i n  akan  te tap i  uang  yang  di te r ima  adalah  merupakan  

hak  mereka.

Per t imbangan  Maje l i s  Hakim  yang  menyatakan  bahwa 

anggota  DPRD  te rsebu t  te l ah  menyalah  gunakan  

kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  

karena  jaba tan  atau  kedudukan  te lah  sangat  ke l i r u  dan  

kh i l a f  karena  berdasarkan  Pasal  19  ayat  (1 )  UU No.  

2/1999  anggota  DPRD mempunya i  hak  anta ra  la i n  ada lah  

mengajukan  rancangan  Perda ,  menentukan  Anggaran  Belan ja  

DPRD;  dan  menentukan  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD.  Bahwa 

apa  yang  di l akukan  o leh  anggota  DPRD te rsebu t  ada lah  

sesua i  dengan  kewenangan  yang  dibe r i k an  o leh  undang-

undang  dan  te lah  menjad i  Perda  yang  hingga  saat  in i  

be lum dicabu t  o leh  Mendagr i .  Sekal i  lag i  kami  sampaikan  

bahwa  apa  yang  di l akukan  oleh  anggota  DPRD te rsebu t  

ada lah  sesua i  dengan  Kewenangannya  dan  berdasarkan  

Pasa l  50  KUHP dika takan  bahwa  barang  s iapa  melakukan  

perbua tan  untuk  melaksanakan  keten tuan  undang- undang,  

t i dak  dip i dana ,  keten tuan  te rsebu t  d ipe rkua t  o leh  

Yur i sp rudens i  M.A.  No.  20K/  1970.

Sehubungan  dengan  kasus  Tim Anggaran /  Penyusun  R.  APBD 

tahun  2004  yang  te ran iaya  dengan  Putusan  Pidana  

Mahkamah  Agung  No.  142K/P id .Sus /2008  tangga l  7  Mei  

2008.yang  sangat  kont rove rs i a l  te rsebu t ,  d imana  te l ah  

menghukum  orang  yang  t i dak  bersa lah  t i dak  te rbuk t i  

melakukan  t i ndak  pidana  korups i  seper t i  yang  di tuduhkan  

Jaksa  Penuntu t  Umum,  maka  untuk  i t u  disampaikan  in t i  

r i ngkasan  kasus  sebaga i  ber i ku t :

C.8.1 .  Bahwa  kasus  te rsebu t  d imula i  dengan  adanya  ta r i k  

menar i k  anta ra  sent ra l i s t i k  s is t em  o leh  pemer in tah  

pusat  dengan  otonomi  daerah  yang  ing in  te tap  

dipe r t ahankan  oleh  DPRD,  kasus  in i  sebenarnya  sangat  

sederhana  dan  murn i  t i dak  ada  korups i  karena  DPRD 

bers i ke ras  memper lakukan  UU No.  22/1999  sedangkan  

pemer in tah  pusat  memaksa  untuk  memper lakukan  PP 

110/2000 .  bahwa  kasus  in i  menimbulkan  kont rove rs i a l  
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baik  di  pemer in tahan  (ekseku t i f ) ,  leg i s l a t i f  maupun 

yud ika t i f  seh ingga  te r j ad i  konf l i k  yang  ta j am  anta ra  

pemer in tah  Cq.  Kejaksaan  Agung,  DPR,  dan  Mahkamah 

Agung  yang  berbun tu t  d icabu tnya  PP 110/2000  (Oleh  

Putusan  Jud ic i a l  Review  Mahkamah  Agung  No.  

04.G/Hum/2001) .

C.8.2 .  Bahwa kasus  PP 110  in i  te l ah  melanggar  banyak  asas  

hukum seh ingga  Tim Penyusun  Rancangan  APBD dan anggota  

DPRD Per iode  1999- 2004 menjad i  korban  ak iba t  Kejaksaan  

dan Pengad i l an  melanggar  aturan  Per- UU-an ya i t u :

2.1 .  Asas  Hiera rk i  Perundang- Undangan,  pera tu ran  yang  

leb ih  rendah  t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  yang  leb ih  t i ngg i  (Pasa l  7 ayat  1 UU No.  

10/2004)

22. Asas  pera tu ran  yang  menguntungkan ,  apab i l a  

te r j ad i  perubahan  pera tu ran  perundang-

undangan  maka  yang  di te rapkan  ada lah  

pera tu ran  yang  menguntungkan  (Pasa l  1 ayat  2 

KUHP).

23. Asas  kekeba lan ,  bahwa apapun  yang  d i l akukan  

oleh  anggota  DPRD dan  atau  Tim  Penyusun  

Rancangan  APBD  dalam  tugasnya  sebaga i  

anggota  leg i s l a t i f  t i dak  dapat  d i tun tu t  

d imuka  pengad i l an  (Pasa l  27 UU No.  22/1999) .

24. Asas  kekeba lan  karena  menja lankan  per in t ah  

UU,  bahwa  apab i l a  menja lankan  per in t ah  UU 

t i dak  dapat  d ip i dana  (Pasa l  50  KUHP).  Bahwa 

anggota  DPRD melaksanakan  tugas  berdasarkan  

UU No.  22/1999  untuk  menja lankan  Perda  No.  

2/2002 .

C.8.3 .  Bahwa  te r j ad i  Disk r im inas i  hukum karena  sama- sama 

melanggar  PP 110/2000  te tap i  fak ta  hukumnya  te r j ad i  

d isk r im inas i  mencolok ,  ya i t u  :

31. Di  14  Daerah  dibebaskan  (an ta ra  la i n  Bogor ,  Ci lacap ,  

Ci rebon ,  Ci legon ,  Madiun ,  Cian ju r ,  Manado,  Par ig i  

Mai toung ,  Singkawang,  Pont ianak ,  Yogyakar t a  dan  la i nnya )  
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sedangkan  d i  Kabupaten  Kendal  d ihukum.

32. Dar i  45  Anggota  DPRD Kendal  Per iode  1999- 2004,  2  orang  

di  anta ranya  dihukum sedangkan  anggota  la i nnya  t i dak  ada  

t i ndakan  hukum.  Demik ian  ha lnya  dengan  Bupat i  Kendal  

ba ik  dalam  kapas i t asnya  sebaga i  Kepala  Daerah  maupun 

Penanggung  Jawab  Tim  Penyusun  RAPBD   yang    te rbuk t i  

te l ah     menyetu ju i ,  menandatangan i  dan  juga  te rbuk t i  

i ku t  menikmat i  uang  yang  d ika takan  sebaga i  has i l  korups i  

da lam  kasus  in i ,  nyata - nyata  t i dak  ada  t i ndakan  hukum 

sama  seka l i .  Jaksa  Penuntu t  Umum maupun  Yudex  Fact i e  

te l ah  te rkon taminas i  kepent i ngan  po l i t i s  dan  nyata - nyata  

te l ah  mencidera i  rasa  kead i l an  masyaraka t .  Supremasi  

hukum te lah  diaba i kan  untuk  kepent i ngan  pol i t i s .

C.8.4 .  Bahwa  ak iba t  PP  110/2000  d i  DPRD Kendal  te l ah  

te r j ad i  3 putusan  hukum yang  sa l i ng  ber ten tangan  ya i t u  

:

41. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  04.G/HUM/2001  Tentang  

Yudic i a l  Review  dimana  dinya takan  bahwa  PP  110/2000  

dinya takan  t i dak  ber l aku  karena  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  yang  leb ih  t i ngg i  (Undang- undang No.22 /1999) .

42. Putusan  M.A.  No.  142  K/P id .Sus /2008  te r t angga l  7  Mei  

2008  yang  te lah  menolak  sebag ian  Permohonan  Kasas i  dar i  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  karena  dianggap  melanggar  PP 

110/2000 .

43. Sura t  Edaran  MA Nomor  MA/KUMDIL/70 / I I / K / 2005 ,  tangga l  28  

Februar i  2005  ten tang  penegasan  t i dak  ber l akunya  PP 

110/2000 .

C.8.5 .  Bahwa te lah  te r j ad i  ket i dak  patuhan  apara t  ba ik  di  

Mahkamah Agung maupun di  Kejaksaan  Agung dengan  bukt i -

bukt i  sebaga i  ber i ku t :

5.1 .  Di  Mahkamah  Agung,    bahwa    MA   te lah  

mengeluarkan  :

5.1 .1 .SE  Nomor  :  MA/KUMDIL/70 / I I / K / 2005 ,  tangga l  28  

Februar i  2005   ten tang  Penegasa n  t i dak  

be r l a k u n y a  PP  110/2000 ,  te tap i  kenyataannya  

se lu ruh  Pengadi l an  Tingg i  se- lndones ia  t i dak  
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patuh  dan  te tap  menyidangkan  kasus  PP 

110/2000 .

5.1 .2 .  Bahwa  MA  te l ah  mengadakan  Rakernas  di  

Denpasar  tangga l  19  September  2005  d imana  

Ketua  Mahkamah  Agung  mengatakan  dalam 

sambutannya  (ha laman  13 ya i t u  "perka ra - perkara  

yang  menyangkut  PP 110  yang  sangat  te r kena l  

i t u  sudah  menjad i  t i dak  sah  dan  t i dak  dapat  

d i j ad i kan  sebaga i  dasar  dakwaan  karena  t i dak  

ber laku  lag i "  kenyataannya  te tap  sa ja  

Pengad i l an  Tingg i  se- lndones ia  menyidangkan  

dan memutuskan  Kasus  PP 110/2000  dan merug ikan  

DPRD se- lndones ia " ,  khususnya  DPRD Kenda l .  Dan 

Tim Penyusun  Rancangan  APBD.

5.2 .     Di  Kejaksaan  Agung,  bahwa Kejagung  te lah  membuat  

Sura t  Edaran  ya i t u :

Ins t r uks i  Jaksa  Agung No.  B.520/F /F .2 . 1 . /  08 /  2003 tangga l  

26  Agustus  2003  yang  memer in tahkan  dan  mengins t r uks i kan  

agar  PP  110/2000  t i dak  digunakan  lag i  sebaga i  dasar  

peny id i kan  dan  penuntu tan .  Tetap i  kenya taan  se lu ruh  Kaja t i  

se- Indones ia  pada  umumnya  t i dak  mematuh i  Sura t  Edaran  

te rsebu t .  Hal  in i  d i j e l a s kan  o leh  Kapuspenkum  Kejaksaan  

Agung  Bpk.  Suhandoyo  di  Har ian  Kompas  tg l  10  Agustus  2005  

yang  mengatakan  menunda  dulu  se lu ruh  kasus- kasus  yang  

berhubungan  dengan  PP 110/2000  te tap i  kenyataan  Kaja t i  se-

lndones ia  te tap  t i dak  mematuh i  seh ingga  k e l u a r l a h  

p u t u s a n  y a n g  t i d a k  a d i l  b a g i  2  o r a n g  anggota  

DPRD Kendal  Per iode  1999- 2004.  Dan Tim  Penyusun  Rancangan  

APBD.

atas  dasar  per t imbangan  maje l i s  hak im  Pengadi lan  Neger i  

Kendal ,  Putusan  No.  77/P id .B /2007 /PN.Kdl .  Tgl .  27  Agustus  

2007 atas  nama ENDRO ARINTOKO,S.H. ,M.M. .  sebaga i  Terdakwa ,  

maka kami  menolak  per t imbangan- per t imbangan  te rsebu t  karena  

t i dak  memenuhi  rasa  kead i l an  dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t :

1.  Dakwaan  Pr ima i r  Tidak  Terbuk t i  karena  alasan  sebaga i  

ber i ku t :
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a.  Unsur  set i ap  orang  :

Yang dimaksud  set i ap  orang  menuru t  Pasa l  2  ayat  1  jo .  

Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  

ada lah  orang  perseorangan  atau  te rmasuk  korporas i  dan  

hal  in i  adalah  yang  te l ah  melakukan  t i ndak  pidana  dan  

kepadanya  dapat  d ipe r t anggung- jawabkan  perbuatan  pidana  

yang  ia  lakukan .

b.

Unsur  Melawan Hukum :

Dalam  unsur  melawan  hukum ya i t u  melawan  hukum fo rm i l  

dan  melawan  hukum mater i i l .  Melawan  hukum fo rm i l  ia l ah  

semua  perbua tan  yang  ber ten tangan  dengan  unsur  

pera tu ran  perundang- undangan  sedangkan  melawan  hukum 

mater i i l  ya i t u  suatu  perbuatan  meskipun  perbua tan  

te rsebu t  t i dak  te rdapa t  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  mengaturnya ,  atau  perbua tan  te rsebu t  t i dak  d ia tu r  

da lam  pera tu ran  perundang- undangan  namun  apabi l a  

perbua tan  i t u  dianggap  te rce l a  karena  t i dak  sesua i  

dengan  rasa  kead i l an  atau  norma- norma keh idupan  sos ia l  

da lam  masyaraka t ,  seper t i  ber ten tangan  dengan  adat  

i s t i a da t ,  mora l ,  n i l a i  agama  dan  sebaga inya  maka 

perbua tan  i t u  dapat  d ip i dana .

Bahwa bi l a  d i l i h a t  dar i  unsur  melawan hukum fo rm i l  maka 

berdasarkan  Pasa l  34 ayat  (3 )  huru f  g jo .  Pasal  34 ayat  

(4 )  huru f  c  UU  No.  4/1999  dika takan  bahwa  untuk  

melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sebaga imana  yang  

dimaksud  ayat  (2 ) .  DPRD mempunyai  hak  menentukan  

anggaran  DPRD dan  kemudian  ayat  4  huru f  c  menyatakan  

bahwa  se la i n  hak- hak

DPRD sebaga imana  yang  dimaksud  ayat  (2 ) ,  anggota  DPRD 

juga  mempunyai  hak  :  Keuangan/  admin is t r a s i .  Bahwa  

perbua tan  yang  di l akukan  Terp idana  adalah  sesua i  dengan  

hukum  dan  t i dak  dapat  memenuhi  unsur  melawan  hukum 

fo rmi l .  Bahwa apa  yang  di l akukan  oleh  Terp idana  masih  

da lam batas  kewenangannya  seh ingga  unsur  Melawan  hukum 

t i dak  te rbuk t i .  Bahwa  apab i l a  di l i h a t  dar i  unsur  
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melawan hukum mater i i l  t i dak l ah  dapat  d ibuk t i k an  dengan  

te rp i dana  da lam ha l  in i  mener ima  gaj i  mereka  dan  t i dak  

ber ten tangan  dengan  mora l ,  rasa  kead i l an  sos ia l  da lam  

masyaraka t  ser ta  norma- norma  la i n  da lam  keh idupan  

sos ia l .  Apabi l a  maje l i s  hak im  mendasarkan  pada  

demonst ras i  dan  unjuk  rasa  yang  ada  maka  sangat l ah  

rumi t  untuk  meni la i  apakah  benar - benar  merupakan  

asp i ras i  masyaraka t  atau  hanya  kepent i ngan  sego longan  

orang.  Pendapatan  yang  di te r ima  oleh  anggota  DPRD 

Per iode  1999- 2004 ada lah  merupakan  hak/  pendapatan  yang  

di t e r ima  anggota  DPRD Per iode  1999- 2004  sesua i  dengan  

Perda,  d imana  Perda  te rsebu t  d ibua t  sesua i  dengan  

prosedur  da lam  pera tu ran  perundang- undangan.  Oleh  

karena  i t u ,  maka se lu ruh  tun tu tan  Jaksa  Penuntu t  Umum 

harus lah  di t o l a k ,  dan t i dak  te rbuk t i .

Bahwa  perbua tan - perbua tan  Terdakwa  yang  menyangkut  

penggunaan  PP No.  110  Tahun  2000,  dengan  a lasan  dan  

per t imbangan  bahwa  PP  110  tahun  2000  i t u  te l ah  

dinya takan  bata l  o leh  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  

mela lu i  putusan  Jud ic i a l  Review  No.  04/G/HUM/2001  

tangga l  9  September  2002,  kemudian  mengenai  perbua tan  

melawan  hukum mater i i l  guna  mempertahankan  kepent i ngan  

umum  (a lgemene  be langen)  ada lah  perbua tan  Terdakwa  

dalam menyusun  anggaran  belan ja  lembaga  dewan te rsebu t  

masih  da lam  ruang  l i ngkup  tugas  dan  wewenangnya,  

sebaga imana  juga  te l ah  di te rangkan  oleh  Terdakwa  

send i r i  d i  pers i dangan .  Dengan  demik ian ,  cukup  je l as  

dan  te rang ,  bahwa t i dak  adanya  perbua tan  melawan  hukum 

yang  di l akukan  oleh  Pemohon Penin jauan  Kembal i .

Hal  te rsebu t  d i  atas  didukung  o leh  fak ta - fak ta  hukum 

yang  te lah

kami  kemukakan  di  atas ,  ya i t u  :

– Ins t r uks i  Jaksa  Agung  No.  

B520/F /F .2 . 1 / 08 / 2003  tangga l  26 Agustus  2003,  

te rakh i r  ada lah  pen je lasan  Kepala  Pusat  

Penerangan  Kejaksaan  Agung  Bapak  Soehando jo  
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di  media  Kompas,  Jakar ta ,  10  Agustus  2005  ,  

Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor:  

MA/KUMDIL/70 / I I / K / 2 005  tangga l  28  Februar i  

2005  Tentang  Penegasan  Tidak  Ber lakunya  PP 

110/2000  ,  Dar i  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  d i  

atas ,  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  

Kasas i  No.  142K/P id .Sus /2008  tangga l  7  Mei  

2008.  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  keputusan- keputusan  

Mahkamah Agung  la i nnya  di  anta ranya  putusan  

Mahkamah  Agung  No.  04.G/HUM/2001  Tentang  

Jud ic i a l  Review  dimana  dinya takan  bahwa  PP 

110/2000  dinya takan  t i dak  ber laku  karena  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  yang  leb ih  

t i ngg i  (UU  No.  22/1999  jo .  UU No.4 /1999) ,  

Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  MA/KUMDIL/  

70/H/K /2005 ,  tangga l  28 Februar i  2005 Tentang  

Penegasan  Tidak  Ber lakunya  PP 110/2000 .

– Bahwa untuk  mengatas i  kekacauan  di  berbaga i  

daerah  Mahkamah Agung te lah  pula  mengeluarkan  

Sura t  Edaran  mengenai  t i dak  ber lakunya  PP 

110/2000 .  ha l  in i  d i t u j ukan  agar  t i dak  

te r j ad i n ya  konf l i k  d iak iba t kan  PP 110/2000 ,  

yang  te lah  ber ten tangan  dengan  UU No.  22/1999  

jo .  UU no.  4/1999 .

Kekh i l a f an  Hakim  atau  keke l i r uan  yang  nyata  dalam  

memutuskan    perka ra   putusan  kasas i142K/P id .Sus /2008  

tangga l  7  Mei  2008  dengan  t i dak  mempert imbangkan  

putusan  te rsebu t  d i  bawah  in i  sebaga i  per t imbangan  

dalam memutuskan  perkara  kasas i  Tim Penyusun  Rancangan  

APBD Kab.  Kendal  tahun  2004  (saa t  in i  sebaga i  Pemohon  

Penin jauan  Kembal i ) ,  yakn i :

  Putusan  Mahkamah  Agung  No.04 .G/HUM/2001  Tentang  

Yudic i a l  Review  te r t angga l  9  September  2002  d imana  

dinya takan  bahwa PP 110/2000  dinya takan  t i dak  ber laku  

karena  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  yang  leb ih  t i ngg i  
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(Undang- Undang  No.  22/1999  jo  UU No.  4  tahun  1999) ,  

Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  

MA/KUMDIL/70 /H /K /2005 ,  tangga l  28 Februar i  205 ten tang  

penegasan  t i dak  ber lakunya  PP 110/2000 ,  Asas  Hukum 

Hiera rk i  Perundang- undangan/  Asas  Lex  Super io r  

Derogate  Lege  In fe r i o r i ,  Asas  Hukum Trans i t o i r  (Pasa l  

1  ayat  (2 )  KUHP),  Asas  Imun i t e t  atau  Asas  Kekeba lan .  

Asas  kekeba lan  karena  menja lankan  per in t ah  Undang-

Undang (Pasa l  50 KUHP).

– Bahwa dengan  t i dak  te rbuk t i n ya  unsur  melawan  

hukum maka dakwaan Pr ima i r  in i  t i dak  te rbuk t i  

dan  harus  di t o l a k .  Dalam ha l  in i  kami  hanya  

akan  menje laskan  unsur - unsur  la i n  yang  kami  

rasa  juga  t i dak  te rbuk t i  dan  harus  di t o l a k ,  

ya i t u  :

c. Memperkaya  di r i  send i r i  atau  orang  la i n  atau  

korporas i .

Bahwa uang yang  di te r ima  anggota  DPRD per iode  1999- 2004  

ada lah  merupakan  hak  mereka  yang  te lah  d ia tu r  o leh  

Perda.  Dalam  hal  in i  Gaj i  Pres iden ,  Ketua  Mahkamah  

Agung  dan  Maje l i s  Hakim  Agung  dia tu r  o leh  undang-

undang,  sedangkan  untuk  DPRD dia tu r  o leh  Perda .  Apakah  

sebuah  pelanggaran  hukum j i k a  Anggota  DPRD mener ima  hak  

mereka  yang  d ia tu r  o leh  Perda,  d imana  sampai  saat  in i  

Perda  te rsebu t  belum pernah  d icabu t .

Dalam  hal  in i  mereka  mendapatkan  gaj i  sesua i  dengan  

haknya  yang  te rdapa t  da lam Perda  yang  dia tu r  o leh  Perda  

Nomor  2 Tahun 2003,  karena  i t u  bukan  menguntungkan  di r i  

send i r i ,  atau  orang  la i n .  Apakah  dalam  hal  in i  Bapak  

Pres iden ,  Ketua  Mahkamah Agung  dan  Maje l i s  Hakim Agung  

yang  mendapatkan  gaj i /  hak  mereka  berdasarkan  undang-

undang  APBN merupakan  sebuah  perbuatan  menguntungkan  

di r i  send i r i  atau  orang  la i n  atau  suatu  korporas i ?  

Je las  bukan  menguntungkan  di r i  send i r i  te tap i  hak  

mereka  berdasarkan  hak  APBN. Demik ian  juga  anggota  DPRD 

Per iode  1999- 2004 bukan  menguntungkan  di r i  send i r i  atau  
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orang  la i n  atau  suatu  korporas i  karena  yang  di te r ima  

mereka  ada lah  hak  mereka  karena  gaj i /  uang  yang  

di t e r ima  oleh  anggota  DPRD  per iode  1999- 2004  

berdasarkan  Perda  Nomor  2 Tahun  2002  yang  be lum pernah  

dicabu t  sampai  saat  in i  dan  masih  ber laku .  Oleh  karena  

i t u ,  maka se lu ruh  tun tu tan  Jaksa  Penuntu t  Umum harus lah  

di t o l a k  dan t i dak  te rbuk t i .

d. Dapat  merug ikan  keuangan  Negara /  perekonomian  

Negara .  

Bahwa uang yang  di te r ima  anggota  DPRD per iode  1999- 2004  

ada lah  merupakan  hak  mereka  yang  te lah  d ia tu r  o leh  

Perda.  Dalam hal  Gaj i  Pres iden ,  Ketua  Mahkamah Agung  

dan  Maje l i s  Hakim  Agung  d ia tu r  o leh  undang- undang,  

sedangkan  untuk  d i  daerah  dia tu r  o leh  Perda.  Apakah  

sebuah  pelanggaran  hukum j i k a  anggota  DPRD mener ima  hak  

mereka  yang  d ia tu r  o leh  Perda,  d imana  sampai  saat  in i  

Perda  te rsebu t  belum pernah  d icabu t .

Apakah  merug ikan  keuangan  Negara  ka lau  mener ima  gaj i  

send i r i  sebaga imana  Bapak  Pres iden  Rl ,  Ketua  Mahkamah  

Agung,  Maje l i s  Hakim Agung  d ianggap  merug ikan  keuangan  

Negara  karena  mener ima  gaj i  atau  pendapatan  la i nnya  

yang  disahkan  berdasarkan  Undang- Undang,  demik ian  juga  

Anggota  DPRD Per iode  1999- 2004,  apakah  merupakan  

kerug ian  Negara  yang  mener ima  gaj i  atau  pendapatan  

la i nnya  berdasarkan  Perda  No.  2  Tahun  2002  jo .  Perda  

No.  7 Tahun 2002 yang  sampai  saat  in i  masih  ber laku  dan  

belum  dicabu t .  Oleh  karena  i t u ,  maka se lu ruh  tun tu tan  

Jaksa  Penuntu t  Umum  harus lah  di to l a k  dan  t i dak  

te rbuk t i .

2.  Dakwaan Subs ida i r  Tidak  Terbuk t i ,  karena  alasan  sebaga i  

ber i ku t :

a. Set iap  orang  :  t i dak  te rbuk t i  sebaga imana  ura ian  

te rsebu t  d i  atas .

b. Dengan  tu j uan  menguntungkan  di r i  send i r i  atau  orang  

la i n  atau

suatu  korporas i  :  t i dak  te rbuk t i  sebaga imana  ura ian  
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te rsebu t  d i  atas .

c. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  

yang

ada  padanya  karena  jaba tan  atau  kedudukan,  t i dak  

te rbuk t i .

d. Per t imbangan  Maje l i s  Hakim  yang  menyatakan  bahwa  

anggota

DPRD  te rsebu t  te lah  menyalahgunakan  kewenangan,  

kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jaba tan  

atau  kedudukan  te l ah  sangat  ke l i r u  dan  kh i l a f  karena  

berdasarkan  Pasal - pasa l  19  ayat  (1 )  UU No.  22/1999  

anggota  DPRD mempunyai  hak  anta ra  la i nnya  adalah  

mengajukan  rancangan  Perda ,  menentukan  Anggaran  

Belan ja  DPRD dan  menentukan  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  

DPRD.  Bahwa  apa  yang

di l akukan  oleh  anggota  DPRD te rsebu t  ada lah  sesua i  

dengan  kewenangan  yang  d ibe r i k an  oleh  undang- undang  

dan  te l ah

menjad i  Perda  yang  hingga  saat  in i  be lum dicabu t  o leh

Mendagr i ,  seka l i  lag i  kami  sampaikan  bahwa  apa  yang

di l akukan  oleh  anggota  DPRD te rsebu t  ada lah  sesua i  

dengan

kewenangannya  dan  berdasarkan  pasa l  50  KUHP dika takan

bahwa  barang  s iapa  melakukan  perbua tan  untuk  

melaksanakan

keten tuan  undang- undang,  t i dak  dip i dana .  

(Yur i sp rudens i  M.A.

No.  20K/1970) .

e. Dapat  merug ikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian  

Negara :  t i dak  te rbuk t i  sebaga imana  ura ian  te rsebu t  d i  

atas .

Bahwa  dengan  t i dak  te rbuk t i n ya  unsur - unsur  dakwaan  

baik  da lam  dakwaan  Pr imai r ,  Subs ida i r ,  leb ih  

Subs ida i r ,  leb ih  Subs ida i r  lag i  maka dakwaan in i  t i dak  

te rbuk t i  dan harus  d i t o l a k .

Ki ta  per lu  menundukkan  kepa la ,  tawaka l  dan  ta faku r  
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kepada  Al lah  SWT untuk  menegakkan  kead i l an  karena  

khusus  bag i  penegakan  kead i l an  Al lah  SWT.  te l ah  

member ikan  amanatnya  mela lu i  Al - Qur 'an  Nul  Kar im  yang  

tegas  dika takan  dalam f i rmanNya  sebaga i  ber i ku t :

Surat  An Nisa  ay at  135 :

"Ha i  orang- orang  yang  ber iman,  jad i l a h  kamu  orang  yang  

benar - benar  menegakkan  kead i l an ,  menjad i  saks i  (da lam  

kead i l an )  karena  Al lah ,  walaupun  te rhadap  d i r imu  send i r i  

atau  ibu  bapak  kamu dan kaum keraba tmu,  j i ka  dia  kaya  atau  

misk in  maka  Al lah  leb ih  utama  ( tahu)  atas  (kemaslaha tan )  

keduanya.  Maka jangan lah  kamu mengiku t i  hawa nafsu  seh ingga  

kamu  t i dak  ber l aku  adi l .  Dan  j i ka  kamu  memutarba l i k an  

kead i l an  atau  menolak  menjad i  saks i ,  maka  sesungguhnya  

Al lah  ada lah  Maha  mengetahu i  te rhadap  apa  yang  kamu 

ker j akan"

Surat  Al- Maaidah ayat  8 :

"Ha i ,  orang- orang  yang  ber iman,  hendak lah  kamu jad i  orang-

orang  yang  menegakkan  (kebenaran)  karena  Al lah ,  menjad i  

saks i  dengan adi l .  Dan jangan lah  seka l i - ka l i  kebenc ian  kamu  

te rhadap  sesuatu  kaum mendorong  kamu untuk  ber laku  t i dak  

adi l  ber l aku  adi l ah ,  karena  adi l  i t u  leb ih  dekat  kepada  

takwa.  Dan  ber takwa lah  kamu  kepada  Al lah ,  sesungguhnya  

Al lah  Maha Mengetahu i  apa yang  kamu ker j akan . " - .

Selan ju t nya  iz i nkan lah  kami  mengut i p  Hadi t s  Rasulu l l a h  

Muhammad SAW "menghukum da lam  keraguan  ada lah  dosa"  dan  

te rnya ta  dalam  prak t i k  hukum juga  dikena l  asas  " Indub io  

Proreo" .  Dalam keragu- raguan,  maka keputusan  yang  diambi l  

mest i l ah  yang  menguntungkan  Terdakwa.  Lag i  pu la  seorang  

Edmund Burke  dalam pida tonya  dua  abad  yang  lampau  tepa tnya  

tahun  1780  di  Bi rs t o l  inggr is ,  mengatakan  :  "Bad  laws  are  

the  wors t  sor t  of t y rany " .  Hukum  yang  buruk- kata  Edmund 

Burke  -  merupakan  t i r an i  yang  pa l i ng  ke j i .  Peraturan  

Pemerintah  No,  110 Tahun 2000 merupakan  sa lah  satu  bad law,  

oleh  sebab  i t u  pendapat  Cicero  "Leb ih  baik  membebaskan  

sera tus  orang  bersa lah ,  dar i pada  menghukum satu  orang  t i dak  

bersa lah " ,  sangat l ah  re levan  dalam kasus  in i .  Jangan  gara -
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gara  bad law  set i t i k ,  rusak  otonomi  daerah  se  Indones ia  dan  

Terp idana  dan juga  anggota  DPRD se Indones ia ;

Bahwa sepan jang  t i dak  ber ten tangan  dengan  Memor i  Penin jauan  

Kembal i  in i  maka sega la  pembelaan ,  kebera tan /  per lawanan,  

memor i  band ing ,  memor i  kasas i ,  ba ik  yang  disampaikan  di  

Pengad i l an  Neger i  Kendal ,  Pengadi l an  Tingg i  Jawa  Tengah,  

dan  Mahkamah  Agung,  ada lah  merupakan  satu  kesatuan  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dengan memor i  Penin jauan  Kembal i  in i .

Bahwa alasan  te rsebu t  dapat  d ibenarkan  oleh  karena  dalam  

putusan  yang  d imohonkan  pen in j auan  kembal i  in  casu  putusan  

Mahkamah Agung  No.  142  K/P id .Sus /2008 ,  tangga l  7  Mei  2008  

te rdapa t  kekh i l a f an  atau  keke l i r u an  yang  nyata  dar i  Hakim  

dengan per t imbangan  sebaga i  ber i ku t :

a. Bahwa di  da lam putusan  Mahkamah Agung No.  04 G/HUM/2001,  

tangga l  9  Maret  2002  berka i t an  dengan  hak  uj i  mater i i l  

(yud i c i a l  rev iew)  te lah  dinya takan  bahwa PP No.  110 tahun  

2000  dinya takan  ber ten tangan  ( tegendes te l d )  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  

Undang- Undang  No.  4  Tahun  1999  dan  Undang- Undang  No.  22  

Tahun  1999,  seh ingga  karenanya  PP No.  110  tahun  2000  

ten tang  Kedudukan  Keuangan  DPRD dinya takan  bata l  dan  

t i dak  mempunyai  kekuatan  mengika t ;

b. Bahwa  di  samping  i t u  te l ah  pula  ada  Surat  Edaran 

Mahkamah  Agung  No.  MA/KUMDIL/70 /71 /K /2005  tanggal  28  

Februar i  2005  yang  ber is i  tentang  Penegasan  Tidak  

Berlakunya  PP No.  110 Tahun 2000.  hal  in i  dimohonkan agar  

t idak  ter j ad i  konf l i k  diak ibatkan  PP No.  110  tahun  2000  

yang te lah  bertentangan  dengan Undang- Undang No.  4 Tahun 

1999 jo .  Undang- Undang No.  22 Tahun 1999;

c. Bahwa dengan  demik ian  seka l i pun  perbua tan  para  Terdakwa  

te l ah

dinya takan  te rbuk t i  yakn i  ket i ka  menyusun  Pera tu ran  

Daerah  No.

4 Tahun 2004 jo .  Pera tu ran  Daerah  Nomor  7 Tahun 2004 yang

dike lua rkan  o leh  DPRD Kendal  per iode  1999- 2004  bersama-

sama
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dengan  Bupat i  Kenda l  ber ten tangan  dengan PP No.  110 Tahun

2000  akan  te tap i  penyusunan  anggaran  te rsebu t  ada lah  

masih  dalam ruang l ingkup  kewenangannya (admin i s t r a t i v e ) ,  

karenanya  perbua tan  para  Terp idana  sebaga imana  dimaksud  

bukanlah  merupakan  perbuatan  pidana,  seh ingga  para  

Terp idana  te rsebu t  harus lah  dinya takan  di l epas  dar i  

sega la

tun tu tan  hukum  (ons t l ag  van  al l e  rech tsve rvo l g i ng )  dan  

atau  di

bebaskan  dar i  sega la  tun tu tan .

d. Berka i t an  dengan  ruang  l i ngkup  tugas ,  wewenang  dan  

tanggung

jawab  Sekda,  dapat  kami  kemukakan  beberapa  landasan  

hukumnya ya i t u :

• UU No.  22 Tahun 1999 ten tang  Pemer in tahan  Daerah .

Pasa l  61  ayat  (1 )  Sekre ta r i a t  Daerah  dip imp in  oleh  

Sekda.

Ayat  (5 )  

Sekda  berkewaj i ban  membantu  Kepala  Daerah  dalam  

menyusun  keb i j akan  ser ta  membina  hubungan  ker j a  dengan  

dinas ,  lembaga  tekn i s  dan  uni t  pe laksana  tekn i s  

la i nnya .

Ayat  (6 )  

Sekre ta r i s  Daerah  ber tanggung  jawab  kepada  Kepala  

Daerah .  

• Selan ju t nya  berdasarkan  Perda  nomor  3  Tahun  2001  

tangga l  12  Pebruar i  ten tang  St ruk tu r  Organ isas i  dan  

Tata  Ker ja  Sekre ta r i a t  Daerah  dan  Sekre ta r i a t  DPRD 

Kabupaten  Kendal  d isebu tkan :

Pasa l  3 ayat  (1 )  

Sekre ta r i s  Daerah  berkedudukan  sebaga i  unsur  sta f  yang  

berada  d i  bawah dan ber tanggung  jawab  kepada  Bupat i .

Pasa l  4 

Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Kenda l  mempunya i  tugas  

membantu  Bupat i  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  

penye lenggaraan  Pemer in tah ,  admin is t r a s i ,  organ isas i  
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dan  ta ta  laksana  ser ta  member ikan  pelayanan  

admin is t r a t i f  kepada  se lu ruh  perangka t  daerah .

Penjabaran  leb ih  lan ju t  te rhadap  Perda  No.  3  Tahun  2001  

te rsebu t  ada lah  sebaga imana  dia tu r  da lam  Keputusan  Bupat i  

Kendal  nomor  13 tahun  2003  ten tang  Tugas  Pokok,  Fungs i  dan  

Ura ian  jaba tan  St ruk tu ra l  pada  Sekre ta r i a t  Daerah  dan  

Sekre ta r i a t  DPRD Kabupaten  Kenda l ,  yang  sa lah  satu  tugas  

pokok  dan fungs i  Sekre ta r i s  Daerah  ada lah :

Pasal  3 ayat  (1 )  huru f  h ya i t u ,  mengadakan  koord inas i  baik  

langsung  maupun  t i dak  langsung  dalam  rangka  Penyusunan  

APBD, Perubahan  APBD dan Perh i t ungan  APBD.

1) UU No.22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.

Pasal  30  :  Set iap  daerah  d ip imp in  oleh  seorang  Kepala  

Daerah  sebaga i  Kepala  Eksekut i f  yang  diban tu  oleh  

seorang  Waki l  Kepala  Daerah.

Pasal  43  huru f  (g )  :  Kepala  Daerah  mempunyai  kewaj iban  

mengajukan  Rancangan  Perda  dan  menetapkannya  sebaga i  

Perda  bersama

DPRD.

Pasal  44 ayat  (1 )  Kepala  Daerah  memimpin  Penye lenggaraan  

Pemer in tahan  Daerah  berdasarkan  keb i j a kan  yang  

di te t apkan  bersama DPRD.

Pasal  69 Kepala  Daerah  menetapkan  Perda  atas  perse tu j uan  

DPRD dalam  rangka  penye lenggaraan  otonomi  daerah  dan  

pen jabaran  leb ih  lan ju t  dar i  pera tu ran  perundangan  yang  

leb ih  t i ngg i .

2) UU No.17/  2003 tentang  Keuangan Negara.

Pasal  6  ayat  (1 )  Pres iden    se laku    Kepala  

Pemer in tahan  Negara  memegang  kekuasaan  penge lo l aan  

keuangan  negara  sebaga i  bag ian  dar i

kekuasaan  pemer in tahan .

Pasal  6  ayat  (2 )  :Kekuasaan  sebaga imana  dimaksud  dalam  

ayat  (1 )  d ise rahkan  kepada  Gubernur /  Bupat i /  Wal iko ta  

se laku  Kepala  Pemer in tahan  Daerah  untuk  mengelo la  

keuangan  daerah  dan  mewaki l i  Pemer in tah  Daerah  dalam  

kepemi l i k an  kekayaan  yang  d ip i sahkan .
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Pasal  7  ayat  (2 )  Dalam  rangka  penye lenggaraan  fungs i  

pemer in tahan  untuk  mencapa i  tu juan  bernegara  sebaga imana  

dimaksud  ayat  (1 )  set i ap  tahun  disusun  APBN dan APBD.

Pasal  10  ayat  (2 )  Dalam  rangka  penge lo l aan  Keuangan  

Daerah,  pe jaba t  Penge lo l a  Keuangan  Daerah  mempunyai  

tugas  sebaga i  ber i ku t :

a. Menyusun  dan  melaksanakan  keb i j akan  

penge lo l aan  APBD.

b. Menyusun  Rancangan  APBD dan  Rancangan  

Perubahan  APBD.

3) Pera tu ran  Pemer in tah  No.  105  tahun  2000  ten tang  

Pengelo laan  dan  Per tanggung jawaban  Keuangan  Daerah.  

Pasal  2  ayat  (1 )  Kepala  Daerah      adalah  Pemegang 

Kekuasaan umum Pengelo laan  Keuangan Daerah.

Penje lasan  Pasal :

Kekuasaan  umum penge lo l aan  Keuangan  Daerah  mel ipu t i  

anta ra  la i n  fungs i  perencanaan  umum,  fungs i  penyusunan  

anggaran ,  fungs i  pemungutan  pendapatan ,  fungs i  

perbendaharaan  umum daerah ,  fungs i  penggunaan  anggaran  

ser ta  fungs i  pengawasan  dan per tanggung  jawaban.

4) Keputusan  Mendagr i  No.  29/  2002  ten tang  Pedoman 

Pengurusan ,  Per tanggung jawaban  dan Pengawasan Keuangan  

Daerah  ser ta  Tata  cara  Penyusunan  APBD,  Pelaksanaan  

Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan  Perh i t ungan  

APBD.

Pasal  1 huru f  (d )  :

Pemegang  Kekuasaan  Umum Pengelo laan  Keuangan  Daerah  

ada lah  Kepala  Daerah  yang  karena  jaba tannya  mempunyai  

kewenangan  menyelenggarakan  kese lu ruhan  penge lo l aan  

keuangan  daerah  dan  mempunyai  kewaj i ban  menyampaikan  

per tanggung  jawaban  atas  pe laksanaan  kewenangan  te rsebu t  

kepada  DPRD.

UU No.  4 tahun  1999  ten tang  Kedudukan  dan  Keuangan  MPR,

DPR & DPRD dan  Pasal  19  dan  21  UU No.22  tahun  1999  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah .  Demik ian  pu la  dengan  adanya  

keten tuan  pada  pasa l  130  ayat  (4 )  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  
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DPRD Kab.  Kendal  Nomor  188.4 /  170/  26/  2001  bahwa :  "  

Anggaran  Belan ja  Sekre ta r i a t  DPRD di te t apkan  dengan 

Keputusan DPRD dan di  cantumkan dalam APBD ".

Pada halaman 100 Lampi ran  VI I I  Kep.  Mendagr i  Nomor  29 Tahun  

2002  yang  berbuny i  :  " PA memuat  rancangan  anggaran  Uni t  

Ker ja  disampaikan  kepada  Tim  Anggaran  Eksekut i f  untuk  di  

eva luas i .  PA  dapat  dikembal i kan  kepada  Uni t  Ker ja  j i ka  

menuru t  has i l  eva luas i  Tim  Anggaran  Eksekut i f  per lu  

di l akukan  rev i s i ,

perubahan  atau  penyempurnaan.  Hasi l  eva luas i  rancangan  

anggaran  yang  d iusu l kan  set i ap  Uni t  Ker ja  da lam  PA 

se lan ju t nya  oleh  Tim  Anggaran  Eksekut i f  d igunakan  sebaga i  

dasar  untuk  menyusun  Rancangan  APBD.  Rancangan  APBD pada  

dasarnya  merupakan  gabungan  dar i  anggaran  Uni t  Ker ja ”

Dalam  UU No  22  Tahun  1999  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

pada :

Pasal  43 huru f  g :

Kepala  Daerah  mempunyai  kewaj i ban  mengajukan  Rancangan  

Perda  dan  menetapkannya  sebaga i  Pera tu ran  Daerah  bersama  

DPRD.

Pasal  69 :

Kepala  Daerah  menetapkan  Perda  atas  perse tu j uan  DPRD dalam  

rangka  penye lenggaraan  Otonomi  Daerah  dan  pen jabaran  leb ih  

lan ju t  dar i  pera tu ran  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

leb ih  t i ngg i .

Pasal  22 PP 105/  2000 ayat  (1 ) :

Kepala  Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk  

mendapatkan  persetu juan .

Pasal  1 huru f  d Kep.  Mendagr i  29 tahun  2002 :

Pemegang Kekuasaan  Umum Pengelo laan  Keuangan  Daerah  ada lah  

Kepala  Daerah  yang  karena  jaba tannya  mempunyai  kewenangan  

menyelenggarakan  kese lu ruhan  penge lo laan  keuangan  daerah  

dan  mempunya i  kewaj i ban  menyampaikan  per tanggung jawaban  

atas  pe laksanaan  kewenangan  te rsebu t  kepada  DPRD.

Pasal  17 ayat  (1 )  Kep.  Mendagr i  29 tahun  2002 :

Dalam rangka  menyiapkan  rancangan  APBD,  Pemer in tah  Daerah  
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bersama- sama  DPRD menyusun  Arah  dan  Kebi j akan  Umum APBD 

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  17 ayat  (1 )  Kepala  Daerah  

menyusun  st ra t eg i  dan

Pr io r i t a s  APBD.

Keputusan  Mendagr i  Nomor 29 Tahun 2002,  khususnya  

Pasal  22 ayat  (1 ) ;

Rancangan  Para tu ran  Daerah  ten tang  APBD  beser ta  

lampi rannya  d i  sampaikan  oleh  Kepala  Daerah  kepada  DPRD 

untuk  d i  mintakan  perse tu j uan .

Pasal  22 ayat  (  2 )  ;

Sebelum  Rancangan  Pera tu ran  Daerah  sebaga imana  di  maksud  

ayat  (1 )  d i  bahas,  DPRD mensos ia l i s as i k an  kepada  masyaraka t  

untuk  mendapatkan  masukan.

Perda  Nomor  4  Tahun  2001  ten tang  Susunan  Organ isas i  dan  

Tata  Ker ja  Sekre ta r i a t  DPRD Kab.  Kendal  yang  pada :

Pasal  4:  Sekre ta r i s  Daerah  Kab.  Kendal  mempunyai  tugas  

membantu  Bupat i  da lam  melaksanakan  penye lenggaraan  

pemer in tahan ,  admin is t r a s i  organ isas i

dan  ta ta  laksana  ser ta  member ikan  pelayanan  admin is t r a s i  

kepada  se lu ruh  Perangkat  Daerah" .

Pasal  5:  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebaga imana  

dimaksud  dalam  pasa l  4  Perda  in i ,  Sekre ta r i a t  mempunya i  

fungs i  Penye lenggaraan  pelayanan  admin is t r a s i  umum yang  di  

per l ukan  da lam  mendukung  ke lanca ran  pelaksanaan  tugas  dan  

fungs i  Bupat i .

Landasan  ber i ku tnya  ada lah  Keputusan  Bupat i  Nomor  13 tahun  

2003  ten tang  Tugas  Pokok,  Fungs i  dan  Ura ian  Tugas  Jabatan  

St ruk tu ra l  pada  Sekre ta r i a t  Daerah  dan  Sekre ta r i a t  DPRD 

Kab.  Kendal  pada  pasa l  3  ayat  (3 )  yang  berbuny i ;  Untuk  

melaksanakan  Tugas  Pokok  dan  fungs i  sebaga imana  di  maksud  

pada  ayat  (1 )  dan  ( 2 )  Pasal  in i ,  Sekre ta r i s  Daerah  

mempunyai  Tugas  sebaga i  ber i ku t  :

h.  Mengadakan  koord inas i  ba ik  langsung  maupun  t i dak  

langsung  dalam rangka  penyusunan  APBD, perubahan  APBD dan  

Perh i t ungan  APBD.

Pasal  69  UU Nomor  22  Tahun  1999  ten tang  Pemer in tahan
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Daerah  pada  berbuny i  ;  Kepala  Daerah  menetapkan  Pera tu ran  

Daerah  atas  perse tu j uan  DPRD da lam  rangka  penye lenggaraan  

otonomi  daerah  dan  penjabaran  leb ih  lan ju t  dar i  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i .

Penje lasan  pasa l ;

Pera tu ran  Daerah  hanya  d i  tanda  tangan i  o leh  Kepala  Daerah  

dan  t i dak  d i  tanda  tangan i  o leh  Pimpinan  DPRD karena  DPRD 

bukan  merupakan  bag ian  dar i  Pemer in tah  Daerah.

Pasal  73 ayat ;

1) Peratu ran  dan  Keputusan  Kepala  Daerah  yang  bers i f a t  

mengatu r ,  d iundangkan  dengan  menempatkannya  dalam  

lembaran  daerah .

2) Keten tuan  sebaga imana  di  maksud  pada  ayat  in i  mempunya i  

kekuatan  hukum dan mengika t  sete lah  di  undangkan  da lam  

lembaran  daerah .

Pasal  24 ayat  (1 )  Kep.  Mendagr i  No 29 Tahun 2002 :

Pera tu ran  Daerah  ten tang  APBD di  t i ndak  lan ju t i  dengan  

Keputusan  Kepala  Daerah  ten tang  Penjabaran  APBD.

Pasal  25 ayat  ( 2 ) :

Berdasarkan  Pera tu ran  Daerah  ten tang  APBD,  Kepala  Daerah  

menetapkan  RASK  menjad i  Dokumen  Anggaran  Satuan  Ker ja  

(DASK) .

Pasal  31 ayat  (1 ) :

Kepala  Daerah  adalah  pemegang  kekuasaan  Umum Pengelo laan  

Keuangan Daerah.

Pasal  31 ayat  (2 )  :

Pemegang  Kekuasaan  Umum  Pengelo laan  Keuangan  Daerah

sebaga imana  di  maksud  ayat  (1 )  pa l i ng  lambat  satu  bu lan  

sete lah  penetapan  APBD, menetapkan  keputusan  ten tang  :

a. Pejaba t  yang  d i  ber i  wewenang  menandatangan i  Surat  

Keputusan  Otor i sas i  (SKO).

b. Pejaba t  yang  d i  ber i  wewenang  menandatangan i  Sura t  

Per in tah  Membayar  (SPM)

c. dan sete rusnya .

Pasal  38 ayat  (1 ) :

Kepala  Satuan  Ker ja  Perangka t  Daerah /  Lembaga Tekn is  Daerah  
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ber t i ndak  sebaga i  Pengguna Anggaran .

Pasal  38 ayat  (2 ) :  

Pengguna  Anggaran  ber tanggung  jawab  atas  te r t i b  

penatausahaan  anggaran  yang  di  a lokas i kan  pada  uni t  ker ja  

yang  di  p impinnya .

Pasal  1  angka  2  PP 105  Tahun  2000  di  je l askan  bahwa APBD

adalah  suatu  rencana  keuangan  tahunan  Daerah  yang  di  

te tapkan  berdasarkan  Perda  ten tang  APBD Penger t i an  sebaga i  

sebuah  rencana ,  bisa  saja  ter l aksana,  bisa  juga  t idak  

ter l aksana.

Pasal  27 PP 105 Tahun 2000;

(1 ) .  Set iap  pembebanan  APBD harus  di  dukung  oleh  bukt i -

bukt i

yang  lengkap  dan sah mengenai  hak  yang  di  pero leh  o leh

pihak  yang  menagih .

(2 ) .  Set iap  orang  yang  di  ber i  wewenang menandatangan i  dan

atau  mengesahkan  sura t  bukt i  yang  menjad i  dasar

penge lua ran  atas  beban  APBD ber tanggung  jawab  atas

kebenaran  dan ak iba t  dar i  penggunaan  bukt i  te r sebu t .

Pasal  55 ayat  (2 )  Kep.Mendagr i  No 29 Tahun 2002 :

Pengguna  Anggaran  di  la rang  melakukan  penge lua ran -

penge lua ran  atas  beban  Belan ja  Daerah  untuk  tu j uan  la i n  

dar i pada  yang  d i  te tapkan .

Ridwan  HR da lam bukunya  Hukum Admin is t r a s i  Negara  halaman  

Rancangan  APBD,  juga  belum mempunyai  efek /ak iba t  hukum 

karena  baru  rancangan  dan mempunyai  efek /ak iba t  hukum 

sete lah  di te tapkan  menjadi  APBD.

T im  Penyusun  Anggaran  Ekseku t i f  t idak  mempunyai  hak 

untuk  mengajukan  RAPBD ke  DPRD un tuk  d i sahkan  menjad i  

APBD,  yang berhak  untuk  mengajukan  adalah  Bupat i .  Yang 

berhak  untuk  membuat  APBD adalah  Bupat i  dengan  DPRD.  

j o .  UU No.  10  tahun  2004  Pasa l  7  aya t  (2 )  hu ru f  b  :  "  

Perda  Kabupa ten / k o t a  d ibua t  o l eh  DPRD Kabupa ten /  ko ta  

bersama Bupa t i /  Wal i k o t a . "

T im  Penyusun  Anggaran  Ekseku t i f  be r t a nggung  j awab  

kepada  Bupa t i  Kenda l .  T im  Penyusun  Angga ran  Ekseku t i f  
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ber t anggung  j awab  seca ra  ko l e k t i f ,  dan  t i d a k  ada  yang  

mempunya i  hak  ve to ,  beban ,  hak ,  tanggung  

j awab , k ewa j i b a n ,  sama.

Anta r a  T im  Penyusun  Anggaran  Ekseku t i f  dengan  Bupa t i  

ada lah  hubungan  hirark i  antara  atasan  dan  bawahan.  

Anta r a  a tasan  dan  bawahan  menuru t  hukum  admin i s t r a s i  

t i d a k  d ipe r k enankan / t i d a k  d ipe r bo l e h kan  adanya / t i d a k  

dapa t  d i be r i k a n  de legas i .

Syarat  syarat  delegasi :

– pera t u r a n  perundang - undangan  

membolehkan .  

– t anggung  j awab  ada  pada  pemegang 

de legas i .

– de legas i  t i d a k  bo leh  d i cabu t  - t idak  

boleh  diber ikan  kepada bawahan.

Dengan  demik i a n  SK Bupa t i  Kenda l  tangga l  25  Pebrua r i  

2003

No.903 / 111 / 2003 .  kepada  T im Penyusun  Angga ran  Ekseku t i f

ada lah  madat .  Ben tuk  per t a nggung j awabannya  ada lah  

berupa

dra f t  RAPBD dan  l apo r an - l apo r an  seca ra  l i s a n  dan /  a tau  

te r t u l i s

kepada  Bupa t i  Kenda l .  Yang  ber t anda  tangan  da lam 

l apo r an  te r t u l i s  kepada  Bupa t i  Kenda l  ada l ah  sd r .  Warso  

Sus i l o  se l a ku  Kepa la  DPKD.

Menuru t  UU No.  10 /2004  ten t a ng  Pembentukan  Pera t u r an  

Perundang - undangan ,  Pasa l  7  aya t  (1 )  j en i s  dan  h i r a r k i  

pera t u r a n  perundang - undangan  ada l ah :

a . Undang- Undang  Dasar .  1945 .

b . Undang- Undang  /  Pera t u r a n  Pemer i n t a han  Penggan t i  

Undang2 .

c . Pera t u r a n  Pemer i n t a h .

d . Pera t u r a n  Pres i d en .

e . Perda .

Bahwa  pembuat  Undang  Undang ,  Pera t u r a n  perundang  

undangan ,  t i d a k  dapa t  d i hukum  ka rena  membuat  Undang-
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Undang ,  Pera t u r a n  perundang - undangan ,  apa l ag i  membuat  

Rancangan  Pera t u r a n  perundang  undangan  (RAPBD)  l eb i h  

t i d a k  dapa t  d i hukum.

Bahwa melawan  hukum da lam  ar t i  f o rm i l  mate r i i l  UU No.  

31  tahun  1999  Ten tang  Pemberan t a san  T indak  P idana  

Korups i  sebaga imana  te l a h  d i r u bah  dan  d i t ambah  dengan  

UU No.  20  tahun  2001  t en t a ng  Perubahan  a tas  Undang-

Undang  No.31  tahun  1999  Ten tang  Pemberan t a san  T indak  

P idana  Korups i ,  t e l a h  d i cabu t  dan  menjad i  melawan  hukum 

da lam ar t i  f o rm i l  sa j a .

Bahwa  Terdakwa  t idak  menerima  sepeserpun  dar i  dana 

yang  ada  di  dalam dakwakan,  dan bahkan  Terdakwa juga  

menolak  meskipun  sudah  di tawar i  untuk  ikut  menerima.  

Jo .  Buk t i  dan  ke te r a ngan  saks i - saks i .

Bahwa  Terdakwa  sudah  meno lak  dan  memper i nga t k an  bahwa 

angga ran  - anggaran  DPRD ada  yang  meny impang  dan  t i d a k  

ada  payung  hukumnya ,  namun ka rena  t i d a k  ada  kewenangan  

un tuk  meno lak  maka  d i l a p o r k an  kepada  Bupa t i  dan  a tas  

per i n t a h  dan  perse t u j u a n  Bupa t i  d i pe r k enankan /  

d i i j i n k a n .  Jad i  ha l  t e r s ebu t  a tas  per i n t a h /  

perse t u j u a n /  i j i n  bupa t i ,  Terdakwa  hanya  menja l a n kan  

manda t / p e r i n t a h  dar i  bupa t i .

Bahwa hukum,  pera t u r a n ,  undang - undang  t i d a k  l epas  dar i  

l og i k a ,  aka l  seha t ,  pena la r a n  seh i ngga  pena f s i r a n  dan  

penerapan  yang  t i d a k  t epa t /  pas  akan  ke l i h a t a n  j angga l ,  

t i d a k  ad i l .

Terdakwa  t idak  pernah  melihat  RASK DPRD Kendal  tahun  

2003  karena  waktu  i tu  RASK DPRD Kendal  tahun  2003  

dibawa ke STPDN. RASK DPRD Kendal  tahun 2003  oleh  DPKD 

Kendal  dibawa  ke  STPDN un tuk  d i konsu l t a s i k a n ,  d i susun  

supaya  ba i k  dan  t i d a k  sa l ah ,  sedangkan oleh  DPKD Kendal  

angka- angkanya  dicata t /  disa l in  dan  selan ju tnya  

disusun dalam RAPBD.

Pada  wak tu  i t u  T im  Penyusun  Anggaran  Ekseku t i f  

melakukan  pembahasan  RAPBD,  Terdakwa  d ibe r i t a h u  o leh  

anggo ta  T im  Anggaran  mengena i  adanya  peny impangan  
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angga ran  DPRD Kenda l  tahun  2003  (yang  menuru t  i s t i l a h  

Terdakwa  ada lah  :  "ke leb i han  pla fond" ) ,  t e t a p i  Terdakwa 

t i d a k  berhak  meno lak  ka rena  t i d a k  ada  kewenangan  un tuk  

meno lak ,  selan ju tnya  Terdakwa menyampaikan/  melaporkan  

adanya penyimpangan tersebut  kepada Bupat i .

Yang punya  in is i a t i f  mengenai  penempatan  usulan  DPRD 

tersebut  adalah  sdr .Warsosusi lo  (Kepala  DPKD Kendal )  

karena  sdr .  Warsosusi lo  sudah  konsul tas i  dengan 

Bupat i .

Karena  Terdakwa  t i d a k  punya  kewenangan  un tuk  meno lak  

a tau  mengemba l i k a n  kepada  Satuan  Ker j a ,  maka  Terdakwa 

langsung  menyampaikan  adanya  penyimpangan  tersebut  

kepada  Bupat i  dan  Bupat i  Kendal  just ru  menyetuju i ,  

memerintahkan  agar  permintaan  DPRD supaya  dipenuhi ,  

sehingga Terdakwa hanya menjalankan  per in tah  bupat i .

Ketua  Tim  Anggaran  t i dak  mempunyai  kewenangan  

ekseku t i f  da lam  l i ngkungan  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  ( l i ha t  H  Abdul  Lat i f ,  Hukum  dan  Pera tu ran  

Kebi j aksanaan  (be le i ds r ege l )  pada  Pemer in tah  Daerah,  

tahun  2005,  ha l  81)  UU No.4  tahun  1999  Pasa l  34  aya t  3 

huru f  g . "  DPRD.  mempunya i

hak  menen tukan  angga ran  DPRD."  j o  UU No.22  tahun  1999  

Pasa l  19  aya t  (1 )  "DPRD  mempunya i  hak  :  hu ru f  g .  

"menen tukan  anggaran  DPRD."  j o .  Pera t u r a n  ta t a  te r t i b  

DPRD Kab  Kenda l  Nomor  ;  188 .4 / 1 70 / 2 6 / 2 0 01  t angga l  13  

November  2001  (T . 12 )  Pasa l  20  aya t  (2 )  :  Bahwa  DPRD 

menentukan  sendir i  angga ran  be lan j a  DPRD berdasa r kan  

ke ten t u an  Pera t u r a n  Perundangan  yang  ber l a k u  dan 

dimasukkan dalam APBD" j o .  UU NO.  10 t ahun  2004  Pasa l  7 

aya t  (2 )  hu ru f  b  :  "  Perda  Kabupaten/  kota  dibuat

oleh  DPRD Kabupaten/kota  bersama Bupat i /Wal iko ta . "

1 . Pera t u r a n  Ta ta  Ter t i b  DPRD Kab  Kenda l  Pasa l  20  aya t  

(2 )  :  Bahwa DPRD menentukan sendir i  angga ran  be lan j a  

DPRD berdasa r k an  ke ten t u an  Pera t u r a n  Perundangan  yang  
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ber l a k u  dan  dimasukkan  dalam  APBD"  j o .  UU NO.  10 

tahun  2004  Pasa l  7  aya t  (2 )  hu ru f  b  :  "  Perda 

Kabupaten/  kota  dibuat  oleh  DPRD Kabupaten/  kota  

bersama Bupat i /  Walikota . "

2 . Bahwa dra f  RAPBD be lum  mempunya i  e fek  hukum /  t i d a k  

mempunya i  ak i ba t  hukum yang  konk r i t  dan  i nd i v i d u a l ,  

ka rena  mas ih  d i pe r l u k an  l ag i  bebe rapa  proses /  t ahapan  

un tuk  menca i r k an  angga ran - anggaran  yang  te r c an t um  

da lam APBD te r s ebu t .

Bahwa berdasa r kan  pasa l  1  angka  8  Undang- Undang  Nomor :  

17  tahun  2003  t en t a ng  Keuangan  Negara ,  Pasa l  1 angka  16  

Undang- undang  nomor  33  tahun  2004  ten t ang  Per imbangan  

Keuangan  an ta r a  Pemer i n t a h  Pusa t  dan  Pemer i n t a h  Daerah ,  

da lam  Pasa l  1  angka  7  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  nomor  58  

tahun  2005  ten t ang  Penge lo l a an  Keuangan  Daerah ,  APBD 

merupakan  rencana  keuangan  tahunan  Pemer i n t a h  Daerah  

yang  d ibahas  dan  d i se t u j u i  be rsama  o leh  Pemer i n t a h  

Daerah  dan  DPRD dan  d i t e t a p k an    dengan    Pera t u r a n  

Daerah .    Hakeka t   rencana  keuangan  ada l ah  sebaga i  

perk i r a a n  pendapa t  dan  be lan j a ,

seh i ngga  dengan  d iundangkannya  Perda  APBD  d i  da lam

Lembaran  Daerah  o leh  Sekre t a r i s  Daerah  be lum 

menimbu l kan  ke rug i a n  Negara  seca ra  mate r i i l .  Karena  

baru  merupakan  perk i r a a n ,  pendapa tan  dan  be lan j a  

daerah ,  maka  t i d a k l a h  l og i s  apab i l a  seca ra  se r t a  mer ta  

dapa t  t imbu l  ke rug i a n  Negara  seca ra  mate r i i l .  Da lam 

penye l engga r aan  Pemer i n t a han  Daerah ,  wa laupun  sudah  ada  

pos - posnya  da lam APBD,  uang  t i d a k  seca ra  o toma t i s  dapa t  

ca i r  t e t a p i  ha rus  mela l u i  p roses  penca i r a n  dan  

penerb i t a n  Sura t  Kepu tusan  Oto r i s a s i  o leh  Bupa t i  dan  

Sura t  Per i n t a h  Membayar  (SPM)  yang  d i t e r b i t k a n  a tau  

Kepa la

Satuan  Ker j a  (Sa t ke r ) .  Perda  ten t ang  APBD merupakan  

pera t u r a n  yang  bers i f a t  umum seh i ngga  mas ih  memer lukan  

perbua t an  hukum  l an j u t a n  yang  bers i f a t  konk r i t ,  

i nd i v i d u a l  dan  f i n a l  aga r  t e r j a d i  ak i ba t  hukum ya i t u  

Hal .  342 dar i  247 hal .  Put .  No.  157 
PK/Pid .Sus /2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 342



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ca i r n y a  uang  yang  ada  da lam  pos  APBD.  Berdasa r kan  

ka rak t e r i s t i k  pe ra t u r a n  yang  mas ih  bers i f a t  umum dan  

t i d a k  menimbu l kan  ak i ba t  hukum  apab i l a  t i d a k  ada  

perbua t an  l an j u t a n  yang  bers i f a t  konk r i t ,  i nd i v i d u a l  

f i n a l  maka  proses  pembentukan  P e r d a  t i d a k  d a p a t  

d i m i n t a i

p e r t a n g g u n g  j a w a b a n  p i d a n a .

Berdasa r k an  PP No.  105  tahun  2000  ten t ang  penge l o l a an  

dan  per t anggung j awaban  keuangan  dae rah  da lam  pasa l  22  

menyatakan  an ta r a  l a i n  :  bahwa  yang  berwenang  untuk  

membuat  Pe r da  APBD  adalah  Bupat i  dengan  mendapat  

perse tu j uan  DPRD.

Kemud ian  Undang- Undang  No.  22  t ahun  1999  pasa l  43  huru f  

g  menya takan  Kepa la  Daerah  mempunya i  kewa j i b a n  

mengajukan

Rancangan  Pera t u r a n  Daerah  bersama dengan  DPRD pasa l  18 

huru f

b  dan  e  menya takan  DPRD mempunya i  tugas  dan  wewenang

bersama  dengan  Bupa t i  mene tapkan  Anggaran  Pendapa tan  

dan

Be lan j a  Daerah .

Bahwa  dengan  d ibua t n ya  RAPBD o leh  Terdakwa  yang  j e l a s  

RAPBD  t i d a k  d i ca i r k a n  angga rannya ,  dan  dengan  

d i t e t a p k an  APBD o leh  Bupa t i  dan  DPRD apab i l a  t i d a k  

t i n da kan  yang  l eb i h  kongk r i t ,  sepe r t i  SKO dar i  Bupa t i ,  

SPM,  SPP maka  angga ran - angga ran  yang  te r c an t um  da lam 

APBD  be lum  dapa t  d i ca i r k a n ,  maka  ada lah  l og i s  dan  

bera l a s an  b i l a  t i d a k  ada  yang  mener ima  uang  dan  menjad i  

kaya  a tau  ber t ambahnya  penghas i l a n .

Bahwa  t ugas  Terdakwa  se l a ku  Ketua  T im  hanya  seba tas  

menyusun

RAPBD,  t i d a k  sampa i  tahapan  pengesahan ,  pene tapan ,  

penanda tanganan  APBD  dan  Terdakwa  send i r i  t i d a k  

mener ima  uang

sepese rpun  a tas  uang- uang  yang  ada  da lam dakwaan .

Menimbang,  bahwa atas  alasan- alasan  te rsebu t  Mahkamah 
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Agung berpendapat  :

1. Bahwa bukt i  PK.1  ada lah  berupa  putusan  H.  Fran  Lukman 

Ketua  DPRD Ci lacap  yang  t i dak  ada  re levans inya  dengan  

perkara  te rp i dana  dalam perkara  a quo,  seh ingga  bukt i  

PK.1  i t u  t i dak  berkua l i t a s  sebaga i  NOVUM, beg i t u  pu la  

bukt i  PK.2  s/d .  PK.13  bukan  merupakan  keadaan  baru  

yang  bers i f a t  menentukan  seh ingga  t i dak  berkua l i f i k a s i  

sebaga i  NOVUM;

2. Bahwa  t i dak  te rnya ta  ada  putusan  yang  sa l i ng  

ber ten tangan  dalam  perkara  te rp i dana  a  quo,  karena  

putusan  Pengadi l an  Tingg i  Sumatera  Bara t  

No.162/Pd t / 2001 /PT .Pdg .  t i dak  ada  re levans inya  dengan  

perkara  a quo;

3. Bahwa  t i dak  te rnya ta  ada  kekh i l a f an  atau  keke l i r uan  

yang  nyata   da lam  putusan  Judex  ju r i s  No.142  

K/P id .Sus /2008 ,  karena  hal - ha l  yang  re levan  secara  

yur i d i s  te l ah  dipe r t imbangkan  dengan benar ;

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

o leh  karena  t i dak  te rmasuk  dalam  sa lah  satu  a lasan  

pen in jauan  kembal i  sebaga imana  yang  dimaksud  da lam  Pasal  

263 ayat  (2 )  huru f  a,  b dan c KUHAP ;

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  berdasarkan  pasa l  266  

ayat  (2 )  a  KUHAP permohonan  pen in jauan  kembal i  harus  

di to l ak  dan  putusan  yang  dimohonkan  pen in jauan  kembal i  

te rsebu t  d inya takan  te tap  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  pen in jauan  

kembal i   d i t o l ak ,  maka  biaya  perkara  da lam  pemer iksaan  

pen in jauan  kembal i  d ibebankan  kepada  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  dan  Undang-

Undang  Nomor  14  Tahun  1985   sebaga imana  yang  te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan   perubahan  

kedua  dengan  Undang- Undang Nomor  3 Tahun 2009 dan pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I
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Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  kembal i  Terp idana  :  ENDRO ARINTOKO,  SH. ,MM.  

Bin SOEKARDJONO te rsebu t ;

Menetapkan  bahwa  putusan  yang  d imohonkan  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  te tap  ber laku  ;

Membebankan  Pemohon Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  pen in j auan  kembal i  in i  sebesar  Rp.  

2.500 , -  (dua  r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

pada  har i  Kamis  tangga l  24  Maret  2011  o leh  Dr.Ar t i d j o  

Alkos ta r ,  SH. ,  LLM Hakim  Agung  yang  di te t apkan  oleh  Ketua  

Mahkamah Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  H.  Muhammad Tauf i k ,  

SH. ,MH.  dan  Dr.H.And i  Abu Ayyub  Saleh ,  SH. ,MH.  Hakim- Hakim 

Agung  sebaga i  Hakim  Anggota ,  dan  diucapkan  dalam  s idang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Ketua  Maje l i s  

beser ta  Hakim- Hakim Anggota  te rsebu t ,  dan  diban tu  o leh  Dwi  

Tomo,SH. ,M.Hum.  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  

o leh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rp i dana  dan  Jaksa /  

Penuntu t  Umum.

Hakim- Hakim Anggota , K et  u a,
             Ttd .  
Ttd .
H.  Muhammad  Tauf i k ,  SH. ,MH.  
Dr .Ar t i d j o  Alkos ta r ,  SH. ,  LLM 
              Ttd .
Dr .H.And i  Abu Ayyub Saleh ,  SH. ,MH.  

                                Pani te ra  Penggant i ,
                                                      Ttd .
                                         Dwi  
Tomo,SH. ,M.Hum.  

Untuk  sa l i nan
Mahkamah Agung – RI

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Pidana  Khusus

SUNARYO, SH. ,MH.
                                                   Nip .0400
44338
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